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PRAKATA 
 

 

unia kerja terus berubah. Digitalisasi, otomatisasi, 

fleksibilisasi hubungan kerja, privatisasi layanan 

publik, perubahan iklim, serta berkembangnya 

pekerjaan informal dan berbasis platform menghadirkan 

tantangan baru bagi pekerja. Namun, di tengah segala 

perubahan itu, satu kenyataan tetap sama: pekerja tidak akan 

memiliki posisi tawar yang kuat apabila menghadapi 

persoalan ketenagakerjaan seorang diri. 

Serikat pekerja hadir untuk membangun kesadaran 

bahwa setiap orang yang hidup dari tenaganya—apa pun 

profesi, jabatan, sektor, dan bentuk hubungan kerjanya—

merupakan bagian dari kelas pekerja. Mereka dapat disebut 

buruh, pegawai, karyawan, tenaga profesional, pekerja 

layanan publik, maupun pekerja platform. Selama seseorang 

menyerahkan tenaga, waktu, pengetahuan, dan 

keterampilannya untuk memperoleh penghasilan, ia 

membutuhkan perlindungan serta kekuatan kolektif melalui 

serikat pekerja. 

Pekerja yang berjalan sendiri hanya membawa 

keluhannya. Pekerja yang terorganisasi membawa mandat, 

tuntutan, solidaritas, dan kekuatan untuk mengubah keadaan. 

Inilah pelajaran mendasar yang hendak ditegaskan oleh buku 

Panduan Praktis Memahami Serikat Pekerja. Kesadaran kelas 

bukan ajakan untuk merendahkan diri atau mempertentangkan 

pekerja dengan kelompok lain. Sebaliknya, kesadaran kelas 

merupakan pengakuan atas peran penting pekerja dalam 

membangun kehidupan ekonomi, menyediakan pelayanan 

publik, dan menjaga keberlangsungan masyarakat. 

Buku ini disusun sebagai panduan yang utuh sekaligus 

praktis. Pembaca diajak memahami siapa yang disebut 
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pekerja, mengapa serikat dibutuhkan, sejarah dan ideologi 

gerakan pekerja, serta nilai solidaritas dan kekuatan kolektif. 

Buku ini juga membahas pengorganisasian, tata kelola, 

kepemimpinan, kesetaraan gender, regenerasi, pendidikan, 

advokasi, perundingan bersama, aksi kolektif, komunikasi, 

kampanye, jejaring, dan solidaritas internasional. Selain itu, 

buku ini mengajak kita membaca perubahan dunia kerja dan 

menyusun strategi untuk menjawab tantangan masa depan. 

Public Services International (PSI) – Indonesia Office 

menerbitkan buku ini sebagai bahan pendidikan, 

pengorganisasian, dan penguatan kapasitas bagi anggota, 

pengurus, serta siapa pun yang ingin memahami gerakan 

serikat pekerja. Pengetahuan dalam buku ini tidak 

dimaksudkan untuk berhenti di ruang pelatihan. Ia harus 

dihidupkan dalam percakapan dengan anggota, keputusan 

organisasi, pembelaan terhadap hak, perundingan, kampanye, 

dan perjuangan sehari-hari. 

Kami berharap panduan ini membantu melahirkan 

serikat pekerja yang demokratis, mandiri, inklusif, 

berintegritas, dan dipimpin oleh anggota. Serikat yang bukan 

hanya menyelesaikan keluhan, tetapi juga membangun 

keberanian, memperluas solidaritas, dan mengubah 

ketidakadilan menjadi kemenangan bersama demi kerja layak 

dan layanan publik berkualitas. 

Selamat membaca, belajar, berdiskusi, dan 

mengorganisasi. 

 

Solidarity forever,  

for the unions makes us strong. 

 

Jakarta, September 2026 

 

Indah Budiarti 

SEA Acting Sub-regional Secretary / Project Coordinator  
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BAB 1 
SIAPA YANG DISEBUT 

PEKERJA/BURUH 
 

 

etiap hari, jutaan orang berangkat bekerja. Mereka 

mengoperasikan mesin, mengemudikan kendaraan, 

merawat pasien, mengajar, mengolah data, 

membersihkan gedung, menjaga keamanan, mengantar 

makanan, melayani pelanggan, membangun jalan, 

menghasilkan listrik, dan mengerjakan berbagai pekerjaan 

lain yang menopang kehidupan masyarakat. 

Mereka dipanggil dengan berbagai nama: buruh, pekerja, 

karyawan, pegawai, staf, operator, teknisi, mitra, pengemudi, 

tenaga alih daya, pekerja kontrak, pekerja harian, hingga 

pekerja lepas. Sebutan itu berbeda-beda, tetapi terdapat satu 

persamaan mendasar: mereka menggunakan tenaga, pikiran, 

waktu, pengetahuan, dan keterampilannya untuk melakukan 

pekerjaan serta memperoleh penghasilan untuk hidup. 

Dalam buku berjudul “Buruh Bergerak: Membangun 

Kesadaran Kelas”, Andito Suwignyo mengingatkan bahwa 

pembicaraan tentang pekerja tidak boleh berhenti pada jenis 

pekerjaan atau besarnya upah. Pekerja harus memahami 

kedudukannya di dalam hubungan ekonomi dan sosial. Tanpa 

pemahaman tersebut, pekerja akan melihat persoalan yang 

dialaminya sebagai masalah pribadi. Upah rendah dianggap 

akibat kurang rajin. Kontrak kerja yang terus-menerus 

dianggap sebagai nasib. Pemutusan hubungan kerja dianggap 

karena kegagalan individu. Padahal banyak persoalan pekerja 

lahir dari hubungan kerja dan struktur ekonomi yang 

menempatkan pekerja dalam posisi tidak seimbang. 
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Karena itu, pertanyaan “siapa yang disebut 

pekerja/buruh?” bukan hanya pertanyaan tentang definisi. 

Pertanyaan ini berkaitan dengan identitas, kedudukan, hak, 

kepentingan, dan kekuatan pekerja dalam kehidupan ekonomi 

maupun masyarakat. 

 

A. Pekerja, Buruh, Karyawan, Orang Upahan 
Dalam kehidupan sehari-hari, istilah pekerja, buruh, 

karyawan, dan pegawai sering digunakan dengan makna yang 

berbeda. Istilah “buruh” kerap dilekatkan kepada orang yang 

melakukan pekerjaan fisik, bekerja di pabrik, perkebunan,, 

pergudangan, atau proyek konstruksi. Sementara itu, orang 

yang bekerja di kantor, memakai seragam rapi, menggunakan 

komputer, atau menduduki jabatan administratif lebih sering 

disebut karyawan atau pegawai. 

Pembedaan tersebut sesungguhnya lebih banyak 

dibentuk oleh kebiasaan sosial daripada oleh kedudukan 

hukumnya. Seorang operator produksi, teknisi, kasir, tenaga 

administrasi, jurnalis, perawat, dosen, pekerja bank, awak 

kapal, pekerja ritel, ataupun pekerja kantor pada dasarnya 

dapat berada dalam hubungan yang sama: mereka melakukan 

pekerjaan untuk pihak lain dan menerima upah atau imbalan. 

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan mendefinisikan: “Pekerja/buruh 

adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah 

atau imbalan dalam bentuk lain.” 

Definisi tersebut tetap menjadi salah satu dasar untuk 

memahami cakupan pekerja dalam hukum ketenagakerjaan 
Indonesia, meskipun sejumlah ketentuan dalam Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 telah diubah melalui peraturan 

perundang-undangan berikutnya. Definisi itu menunjukkan 
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bahwa istilah “pekerja” dan “buruh” secara hukum tidak 

dibedakan. Keduanya ditulis dalam satu kesatuan istilah: 

pekerja/buruh. Karena itu, anggapan bahwa karyawan kantor 

bukan buruh atau bahwa buruh hanya mereka yang bekerja 

dengan tenaga fisik tidak mempunyai dasar hukum yang kuat. 

Istilah “orang upahan” membantu kita memahami unsur 

yang menyatukan berbagai kelompok tersebut. Orang upahan 

adalah orang yang menggantungkan penghidupannya pada 

imbalan yang diterima dari pekerjaan. Upah dapat dibayarkan 

secara bulanan, mingguan, harian, berdasarkan satuan hasil, 

komisi, atau bentuk lain. Nama pembayaran dapat bermacam-

macam, tetapi kedudukan ekonominya memiliki kesamaan: 

penghasilan diperoleh karena seseorang menyerahkan tenaga 

dan waktunya untuk bekerja. 

Dalam hubungan kerja formal, terdapat tiga unsur yang 

lazim digunakan untuk mengenalinya, yaitu adanya pekerjaan 

yang dilakukan, adanya perintah atau kendali dari pihak lain, 

dan adanya upah atau imbalan. 
Sebutan yang digunakan dalam kontrak tidak selalu 

menentukan kenyataan hubungan tersebut. Seseorang dapat 

disebut “mitra”, “tenaga pendukung”, “pekerja lepas”, atau 

nama lain. Namun, apabila dalam praktiknya ia harus 

melaksanakan pekerjaan tertentu, mengikuti perintah atau 

sistem pengendalian pihak lain, dan menerima imbalan atas 

pekerjaan itu, terdapat alasan untuk memeriksa apakah 

sesungguhnya telah terbentuk hubungan kerja. 

Hal ini penting karena perkembangan dunia kerja 

melahirkan berbagai bentuk hubungan kerja baru. Digitalisasi 

dan ekonomi platform memungkinkan perusahaan 

mengendalikan pekerjaan melalui aplikasi, algoritma, 

penilaian pelanggan, target, tarif, dan ancaman pemutusan 

akses. Pekerja mungkin tidak lagi menerima perintah langsung 

dari seorang supervisor, tetapi kehidupannya tetap 
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dikendalikan oleh sistem yang dibuat oleh perusahaan. Karena 

itu, penentuan status pekerja tidak boleh hanya bergantung 

pada nama yang dicantumkan secara sepihak dalam 

perjanjian, tetapi enyataan hubungan kerjanya. 

Tidak semua orang yang bekerja berada dalam hubungan 

kerja dengan pengusaha. Petani yang mengelola lahannya 

sendiri, pedagang yang menjalankan usahanya sendiri, atau 

tenaga profesional yang benar-benar bebas menentukan cara, 

waktu, tarif, dan risiko pekerjaannya dapat dikategorikan 

sebagai pekerja mandiri. Namun, batas antara pekerja dan 

pekerja mandiri semakin kabur. Di sinilah diperlukan 

pemeriksaan terhadap tingkat ketergantungan ekonomi, 

kendali terhadap pekerjaan, kebebasan menentukan tarif, 

kepemilikan alat produksi, dan pembagian risiko usaha. 

Dengan demikian, pekerja tidak semestinya dipahami 

hanya berdasarkan seragam, jabatan, tempat kerja, atau cara 

pembayaran upah. Yang lebih menentukan adalah 

kedudukannya dalam proses kerja: apakah ia bekerja dengan 

menyerahkan tenaga, waktu, pikiran, dan keterampilannya 

kepada pihak lain sebagai sumber utama penghidupan. 

Deklarasi Philadelphia 1944, yang kemudian menjadi 

bagian dari Konstitusi Organisasi Perburuhan Internasional 

atau ILO, menegaskan prinsip bahwa kerja bukanlah 

komoditas. Prinsip ini berarti tenaga kerja tidak dapat 

diperlakukan seperti barang dagangan biasa. Di balik setiap 

pekerjaan terdapat manusia yang memiliki martabat, keluarga, 

kebutuhan hidup, masa depan, dan hak untuk berkembang. 

Pengusaha dapat membeli bahan baku, mesin, tanah, atau 

teknologi. Namun, pengusaha tidak membeli manusia. 

Pengusaha memperoleh hak untuk menggunakan tenaga dan 

keterampilan pekerja dalam batas-batas hubungan kerja yang 

disepakati dan dibenarkan oleh hukum. Hak tersebut tidak 

boleh digunakan untuk merendahkan martabat, 
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membahayakan keselamatan, mengambil kebebasan, ataupun 

menghilangkan hak dasar pekerja. 

Karena itu, upah bukanlah harga manusia. Upah 

merupakan hak pekerja sebagai imbalan atas pekerjaan yang 

telah atau akan dilakukan. Nilai manusia selalu lebih tinggi 

daripada nilai upah yang diterimanya. 

 

B. Hubungan Pekerja, Pengusaha, dan Negara 
Hubungan kerja tidak hanya melibatkan pekerja dan 

pengusaha. Di dalamnya terdapat negara yang menetapkan 

aturan, memberikan perlindungan, melakukan pengawasan, 

menyelesaikan perselisihan, dan memastikan agar kehidupan 

ekonomi berjalan sesuai dengan prinsip keadilan sosial. 

Pekerja/Buruh 

Pekerja menyumbangkan tenaga, waktu, pengetahuan, 

pengalaman, dan keterampilannya. Tanpa pekerja, mesin tidak 

berjalan, pelayanan tidak diberikan, barang tidak diproduksi, 

listrik tidak disalurkan, transportasi tidak bergerak, dan 

kegiatan perusahaan tidak menghasilkan nilai ekonomi. 

Pekerja memiliki kepentingan untuk mendapatkan 

pekerjaan dan kepastian kerja, upah yang layak, waktu kerja 

yang manusiawi, perlindungan keselamatan dan kesehatan 

kerja, jaminan sosial, kesempatan mengembangkan 

kompetensi, perlakuan yang adil dan bebas diskriminasi, 

kebebasan berserikat, hak berunding bersama, serta masa 

depan yang lebih baik bagi dirinya dan keluarganya. 

Kepentingan tersebut bukanlah permintaan berlebihan. 
Pasal 27 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 menjamin hak warga negara atas pekerjaan dan 

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 28D ayat (2) 
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juga menegaskan hak setiap orang untuk bekerja serta 

mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak 

dalam hubungan kerja. Dengan demikian, hubungan kerja 

bukan sekadar transaksi ekonomi pribadi. Di dalamnya 

terdapat hak konstitusional yang harus dihormati. 

Pengusaha 

Pengusaha menyediakan modal, mengatur kegiatan 

usaha, memiliki atau menguasai alat produksi, menentukan 

strategi bisnis, serta mengambil keputusan mengenai produksi 

dan pemasaran. Pengusaha berkepentingan agar kegiatan 

usaha berjalan, menghasilkan keuntungan, berkembang, dan 

mampu bertahan menghadapi persaingan. 

Memperoleh keuntungan merupakan tujuan yang wajar 

dalam kegiatan usaha. Akan tetapi, keuntungan tidak boleh 

diperoleh dengan merendahkan nilai manusia, membayar 

upah secara tidak layak, mengabaikan keselamatan kerja, 

menghalangi kebebasan berserikat, atau mengalihkan seluruh 

risiko usaha kepada pekerja. 

Negara 

Negara tidak boleh hanya menjadi penonton dalam 

hubungan antara pekerja dan pengusaha. Apabila hubungan 

tersebut dibiarkan sepenuhnya mengikuti kekuatan pasar, 

pihak yang mempunyai modal, informasi, dan kendali akan 

lebih mudah menentukan syarat kerja. Pekerja yang 

membutuhkan penghasilan untuk bertahan hidup akan sulit 

menolak syarat yang tidak adil. 

Oleh karena itu, negara harus hadir untuk menetapkan 

standar minimum perlindungan pekerja, menjamin kebebasan 
berserikat, melindungi hak berunding bersama, mencegah 

diskriminasi dan eksploitasi, mengawasi pelaksanaan norma 

ketenagakerjaan, menyediakan mekanisme penyelesaian 
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perselisihan, menjamin keselamatan dan kesehatan kerja, 

membangun sistem jaminan sosial, dan menciptakan 

kebijakan ekonomi yang menyediakan pekerjaan layak. 

Negara juga berkewajiban melindungi hak pekerja untuk 

memperjuangkan kepentingannya secara kolektif. Pasal 28C 

ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak 

memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara 

kolektif. Pasal 28E ayat (3) menjamin kebebasan berserikat, 

berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. 

Jaminan tersebut kemudian dijabarkan antara lain dalam 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat 

Pekerja/Serikat Buruh. Undang-undang tersebut 

menempatkan serikat pekerja sebagai organisasi yang 

dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja, yang bersifat bebas, 

terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab untuk 

memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan 

kepentingan pekerja serta meningkatkan kesejahteraan 

pekerja dan keluarganya. 

Pada tingkat internasional, kebebasan berserikat dijamin 

dalam Konvensi ILO Nomor 87 tentang Kebebasan Berserikat 

dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi. Indonesia telah 

meratifikasi konvensi tersebut melalui Keputusan Presiden 

Nomor 83 Tahun 1998. Hak berorganisasi dan berunding 

bersama juga ditegaskan dalam Konvensi ILO Nomor 98, 

yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 1956. 

Hubungan industrial tidak  selalu harmonis 

Pekerja dan pengusaha dapat memiliki kepentingan 

bersama. Keduanya berkepentingan agar perusahaan tetap 
berjalan, produktif, dan mampu menghasilkan barang atau 

jasa yang berkualitas. Namun, keduanya juga memiliki 

kepentingan yang tidak selalu sama. 
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Pengusaha berkepentingan mengendalikan biaya 

produksi, termasuk biaya tenaga kerja. Pekerja 

berkepentingan memperoleh upah, perlindungan, serta kondisi 

kerja yang lebih baik. Pengusaha dapat menginginkan 

fleksibilitas untuk merekrut dan memberhentikan pekerja. 

Sebaliknya, pekerja membutuhkan kepastian kerja. Pengusaha 

dapat mengejar produktivitas yang lebih tinggi, sedangkan 

pekerja membutuhkan beban kerja yang manusiawi dan 

keselamatan yang terjamin. 

Perbedaan kepentingan tersebut adalah kenyataan dalam 

hubungan industrial. Mengakui adanya perbedaan bukan 

berarti menolak dialog. Justru dialog dan perundingan hanya 

akan bermakna apabila kedua pihak memahami kepentingan 

masing-masing serta mempunyai kekuatan yang cukup untuk 

menyampaikannya. 

Hubungan industrial yang sehat bukanlah hubungan 

tanpa perbedaan atau perselisihan. Hubungan industrial yang 

sehat adalah hubungan yang menyediakan mekanisme 

demokratis dan berkeadilan untuk mengelola perbedaan itu. 

 

C. Posisi Pekerja dalam Hubungan Produksi 
Hubungan produksi adalah hubungan yang terbentuk 

ketika manusia menghasilkan barang atau jasa. Di dalamnya 

terdapat pihak yang memiliki atau menguasai modal dan alat 

produksi, pihak yang mengatur proses produksi, serta pihak 

yang menjalankan pekerjaan. 

Alat produksi dapat berupa tanah, pabrik, mesin, 

kendaraan, jaringan listrik, gedung, teknologi, perangkat 
digital, modal finansial, data, maupun platform aplikasi. Pada 

umumnya, alat-alat tersebut dimiliki atau dikuasai oleh 

pengusaha. Sementara itu, pekerja tidak memiliki alat 
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produksi yang memadai untuk menghasilkan pendapatan 

secara mandiri. Yang dimiliki pekerja adalah kemampuan 

untuk bekerja. 

Karena itu, pekerja menyerahkan tenaga, waktu, 

pengetahuan, dan keterampilannya kepada perusahaan untuk 

memperoleh upah. Dalam proses tersebut, pekerja 

menghasilkan barang, jasa, dan nilai ekonomi. Hasil kerja itu 

kemudian dikelola dan dipasarkan oleh perusahaan. 

Posisi pekerja di dalam hubungan produksi dapat 

dipahami melalui beberapa kenyataan berikut: 

Pekerja menghasilkan nilai 

Tidak ada perusahaan yang berjalan hanya karena 

memiliki modal. Mesin tanpa operator tidak menghasilkan 

apa-apa. Gedung rumah sakit tanpa dokter, perawat, petugas 

laboratorium, tenaga administrasi, petugas kebersihan, dan 

pekerja lainnya tidak dapat memberikan pelayanan. Platform 

digital tanpa pengemudi, kurir, pembuat konten, pengelola 

data, dan pengguna aktif tidak akan menghasilkan nilai. 

Pekerja bukan sekadar biaya produksi. Pekerja adalah 

pencipta nilai. Melalui kerja manusialah modal dapat bergerak 

dan berkembang. 

Pekerja tidak menguasai hasil kerjanya 

Walaupun menghasilkan barang dan jasa, pekerja pada 

umumnya tidak menentukan bagaimana hasil tersebut 

dibagikan. Keputusan tentang harga, keuntungan, investasi, 

bonus manajemen, dividen, restrukturisasi, relokasi, maupun 

penutupan perusahaan berada terutama di tangan pemilik 

modal dan manajemen. 

Pekerja menerima upah yang telah ditentukan melalui 

perjanjian, kebijakan perusahaan, perundingan, dan standar 
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hukum. Namun, nilai ekonomi yang dihasilkan oleh pekerja 

dapat jauh lebih besar daripada upah yang diterimanya. Selisih 

inilah yang menjadi salah satu sumber keuntungan dan 

akumulasi modal. 

Persoalannya bukan semata-mata apakah perusahaan 

boleh memperoleh keuntungan. Persoalan pokoknya adalah 

bagaimana nilai yang dihasilkan bersama dibagikan secara 

adil serta bagaimana pekerja dilibatkan dalam keputusan yang 

menentukan kehidupan mereka. 

Pekerja berada di bawah perintah dan kendali 

Dalam hubungan kerja, pengusaha memiliki kewenangan 

untuk mengatur pekerjaan. Pengusaha menentukan 

pembagian kerja, target, jadwal, metode, lokasi, evaluasi, dan 

standar kinerja. Pekerja wajib menjalankan pekerjaan sesuai 

dengan perjanjian dan peraturan yang berlaku. 

Namun, kewenangan memberi perintah tidak menghapus 

martabat dan hak pekerja. Perintah harus berkaitan dengan 

pekerjaan, masuk akal, tidak bertentangan dengan hukum, 

tidak diskriminatif, dan tidak membahayakan keselamatan 

pekerja. Pekerja tetap merupakan manusia merdeka, bukan 

bagian dari mesin atau milik perusahaan. 

Kehidupan pekerja bergantung pada upah 

Bagi sebagian besar pekerja, upah adalah sumber utama 

untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Upah digunakan untuk 

membeli makanan, membayar tempat tinggal, pendidikan, 

transportasi, listrik, kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari. 

Ketika upah terlambat atau pekerjaan hilang, seluruh 

kehidupan keluarga dapat terguncang. 

Ketergantungan ini membuat hubungan kerja tidak sama 

dengan jual beli biasa. Penjual barang dapat menunda 
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transaksi apabila harga tidak cocok. Pekerja tidak selalu 

memiliki kebebasan yang sama. Desakan kebutuhan hidup 

dapat memaksa pekerja menerima syarat yang sebenarnya 

tidak layak.  

Kerja bukan hanya aktivitas mencari penghasilan. 

Melalui kerja, manusia membangun identitas, martabat, 

hubungan sosial, dan peran dalam masyarakat. Karena itu, 

kehilangan pekerjaan bukan hanya kehilangan upah. Pekerja 

dapat kehilangan rasa aman, status sosial, jaringan pergaulan, 

kepercayaan diri, dan harapan terhadap masa depan. 

Prinsip “kerja bukan komoditas” menegaskan bahwa 

kebijakan ketenagakerjaan harus melihat keseluruhan dimensi 

manusia tersebut. 

 

D. Mengapa Pekerja Berada dalam Relasi 
Kuasa yang Tidak Seimbang? 

Secara formal, pekerja dan pengusaha sama-sama 

merupakan pihak dalam perjanjian kerja. Keduanya dianggap 

sepakat untuk membentuk hubungan kerja. Namun, 

kesetaraan formal dalam perjanjian tidak selalu berarti 

kesetaraan dalam kenyataan. 

Pekerja sebagai individu berhadapan dengan korporasi 

sebagai sebuah sistem. Di sinilah sumber utama ketimpangan 

tersebut. Seorang pekerja mempunyai tenaga dan 

keterampilan. Perusahaan mempunyai modal, struktur 

organisasi, informasi, penasihat hukum, teknologi, jaringan 

usaha, serta kekuasaan untuk membuat keputusan. 

Ketimpangan kepemilikan sumber daya 

Pengusaha menguasai modal dan alat produksi. Pekerja 

membutuhkan akses terhadap alat produksi tersebut agar dapat 
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bekerja dan memperoleh penghasilan. Karena itu, pekerja 

lebih bergantung kepada perusahaan daripada perusahaan 

bergantung kepada seorang pekerja secara individual. 

Seorang pekerja yang keluar dapat digantikan. 

Sebaliknya, pekerja yang kehilangan pekerjaan belum tentu 

segera mendapatkan pekerjaan baru. Perbedaan tingkat 

ketergantungan ini memperkuat posisi tawar pengusaha. 

Ketimpangan dalam menentukan syarat kerja 

Dalam banyak kasus, perjanjian kerja disiapkan sepihak 

oleh perusahaan. Pekerja hanya diberi pilihan untuk menerima 

atau menolak. Pekerja jarang mempunyai kesempatan nyata 

untuk merundingkan upah, status kerja, waktu kerja, target, 

atau ketentuan pemutusan hubungan kerja secara individual. 

Kebebasan berkontrak menjadi semu apabila salah satu 

pihak sangat membutuhkan pekerjaan, sedangkan pihak 

lainnya memiliki banyak pilihan calon pekerja. 

Ketimpangan informasi 

Perusahaan mempunyai akses terhadap informasi tentang 

kondisi keuangan, rencana investasi, produktivitas, pasar, 

struktur upah, dan strategi bisnis. Pekerja sering kali hanya 

mengetahui tugas yang harus dikerjakannya. 

Ketika perusahaan menyatakan mengalami kerugian, 

membutuhkan efisiensi, atau harus melakukan PHK, pekerja 

belum tentu memperoleh data yang cukup untuk menilai 

kebenaran alasan tersebut. Ketimpangan informasi membuat 

pekerja kesulitan mempertahankan kepentingannya. 

Ketimpangan kekuasaan mengambil keputusan 

Pengusaha dapat menentukan penerimaan pekerja, 

pembagian pekerjaan, mutasi, promosi, penilaian kinerja, 
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pemberian sanksi, dan pengakhiran hubungan kerja. 

Keputusan tersebut berpengaruh langsung terhadap 

penghasilan dan masa depan pekerja. 

Sebaliknya, pekerja secara individual memiliki pengaruh 

yang sangat terbatas terhadap kebijakan perusahaan. Bahkan 

keputusan yang mengubah hidup banyak pekerja dapat dibuat 

tanpa konsultasi yang bermakna. 

Persaingan antarsesama pekerja 

Jumlah pencari kerja yang besar dapat dimanfaatkan 

untuk menekan standar kerja. Pekerja dibuat merasa bahwa 

apabila ia menolak upah rendah, jam kerja panjang, atau status 

kontrak yang tidak pasti, masih banyak orang lain yang 

bersedia menggantikannya. 

Persaingan ini memecah pekerja. Mereka didorong untuk 

melihat pekerja lain sebagai pesaing, bukan sebagai kawan 

yang memiliki kepentingan bersama. Pekerja tetap dipisahkan 

dari pekerja kontrak. Pekerja langsung dipisahkan dari pekerja 

outsourcing. Pekerja formal dipisahkan dari pekerja informal. 

Pekerja lokal dipisahkan dari pekerja migran. Pekerja laki-laki 

dipisahkan dari pekerja perempuan. 

Padahal, standar kerja yang buruk bagi satu kelompok 

pada akhirnya dapat digunakan untuk menurunkan standar 

kelompok lainnya. 

Ancaman kehilangan pekerjaan 

Ancaman PHK merupakan salah satu sumber kekuasaan 

terbesar dalam hubungan kerja. Pekerja yang takut kehilangan 

penghasilan dapat memilih diam ketika mengalami 

pelanggaran. Ia mungkin tidak berani menolak pekerjaan 

berbahaya, mempertanyakan upah, melaporkan pelecehan, 

atau bergabung dengan serikat pekerja. 
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Ketakutan individual inilah yang harus diubah menjadi 

keberanian kolektif. Seorang pekerja mungkin mudah 

diabaikan, tetapi ratusan atau ribuan pekerja yang 

terorganisasi memiliki kemampuan menuntut perubahan. 

Diskriminasi memperlemah posisi pekerja 

Relasi kuasa menjadi semakin tidak seimbang bagi 

pekerja perempuan, pekerja muda, pekerja migran, 

penyandang disabilitas, pekerja kontrak, pekerja informal, dan 

kelompok lain yang menghadapi diskriminasi. 

Pekerja perempuan tidak hanya menghadapi 

ketimpangan di tempat kerja, tetapi juga hambatan untuk 

berpartisipasi dan menduduki posisi pengambilan keputusan 

dalam serikat. Beban ganda, stereotip gender, kurangnya 

kesempatan, serta organisasi yang didominasi laki-laki dapat 

membuat suara perempuan tidak terwakili. 

Karena itu, perjuangan memperkuat pekerja harus 

disertai perjuangan melawan diskriminasi di tempat kerja 

maupun di dalam organisasi pekerja sendiri. 

Ketimpangan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya 

dengan mengharapkan kemurahan hati individu pengusaha 

atau pejabat. Perjuangan serikat bukan terutama perjuangan 

moral yang memohon agar pihak yang kuat berbuat baik. 

Perjuangan serikat adalah usaha membangun kekuatan 

institusional agar mampu berunding secara lebih setara. 

Buruh sebagai individu berhadapan dengan perusahaan 

sebagai sistem. Karena itu, pekerja juga harus membangun 

sistemnya sendiri: organisasi serikat pekerja. 
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E. Dari Kesadaran Individu Menuju pada 
Kesadaran Kelas 

Seorang pekerja biasanya mulai memahami dunia kerja 

dari pengalaman pribadinya. Ia memikirkan upahnya sendiri, 

kontraknya sendiri, targetnya sendiri, atau masalahnya sendiri. 

Ketika mengalami ketidakadilan, pertanyaan yang muncul 

sering kali bersifat individual:  “Apakah saya kurang rajin?” 
“Apakah saya melakukan kesalahan?” “Mengapa hanya saya 

yang diperlakukan seperti ini?” “Apakah tidak kompeten?” 

Pertanyaan tersebut wajar. Namun, pendidikan serikat 

pekerja mengajak pekerja bergerak lebih jauh. Pekerja perlu 

melihat apakah masalah yang dialaminya juga dialami oleh 

orang lain. Jika satu pekerja menerima upah rendah, hal itu 

mungkin dianggap sebagai masalah individual. Jika ratusan 

pekerja menerima upah rendah karena kebijakan perusahaan, 

persoalannya bersifat kolektif. Jika praktik serupa terjadi di 

banyak perusahaan karena regulasi dan struktur pasar kerja, 

persoalannya bersifat struktural. 

Kesadaran kelas tumbuh ketika pekerja memahami 

bahwa pengalaman pribadinya berhubungan dengan 

kedudukannya sebagai bagian dari kelompok sosial yang 

hidup dari hasil kerja. 

Kesadaran sebagai pekerja 

Tahap awal adalah menyadari identitas diri sebagai 

pekerja. Seorang pekerja tidak perlu merasa lebih tinggi atau 

lebih rendah karena disebut buruh, karyawan, staf, operator, 

atau pegawai. Selama kehidupannya bergantung pada upah 

atau imbalan dari pekerjaan, ia mempunyai kepentingan yang 

berhubungan dengan pekerja lainnya. 
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Kesadaran ini menghancurkan sekat-sekat semu yang 

sering memisahkan pekerja berdasarkan pakaian, jabatan, 

pendidikan, status kontrak, atau tempat kerja. 

Kesadaran akan masalah bersama 

Tahap berikutnya adalah mengenali bahwa berbagai 

persoalan tidak berdiri sendiri. Upah rendah, jam kerja 

panjang, target berlebihan, diskriminasi, pelecehan, 

kecelakaan kerja, kontrak yang tidak pasti, outsourcing, dan 

PHK dapat terjadi karena kebijakan dan struktur yang sama. 

Pekerja mulai mengganti pertanyaan “mengapa ini 

terjadi kepada saya?” menjadi “mengapa hal ini terjadi kepada 

kita?” Perubahan kata “saya” menjadi “kita” merupakan awal 

lahirnya kesadaran kolektif. 

Kesadaran akan kepentingan bersama 

Pekerja mungkin berbeda agama, suku, jenis kelamin, 

usia, pilihan politik, jabatan, dan latar belakang pendidikan. 

Namun, sebagai pekerja mereka memiliki kepentingan 

mendasar yang sama: pekerjaan yang aman, upah layak, 

perlakuan adil, perlindungan sosial, kebebasan berserikat, dan 

masa depan yang terjamin. 

Solidaritas tidak menuntut semua pekerja menjadi sama. 

Solidaritas mengajarkan bahwa perbedaan tidak boleh 

menghapus kepentingan bersama. 

Kesadaran akan kekuatan organisasi 

Kesadaran kelas tidak berhenti pada pengetahuan. 

Pekerja harus menyadari bahwa perubahan hanya dapat 

dicapai melalui organisasi dan tindakan bersama. 

Buku Buruh Bergerak menjelaskan bahwa ideologi tidak 

hanya berisi gagasan. Ideologi juga membentuk sikap dan 
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tindakan. Seorang pekerja yang memahami ketidakadilan 

tetapi tetap bertindak sendiri belum sepenuhnya membangun 

kekuatan. Pengetahuan harus diterjemahkan menjadi 

pengorganisasian, pendidikan, solidaritas, perundingan, dan 

aksi kolektif. 

Dalam “Materi Mengapa Pendidikan Serikat Pekerja 

Adalah Penting” Indah Budiarti juga menekankan bahwa 

pendidikan serikat tidak sama dengan kembali ke ruang 

sekolah. Pendidikan serikat berangkat dari pengalaman nyata 

pekerja. Tujuannya bukan sekadar menambah pengetahuan, 

tetapi mendorong partisipasi, demokrasi, solidaritas, dan 

tindakan untuk mengubah keadaan. 

Dari spontan menuju kesadaran terorganisasi 

Kemarahan dapat muncul secara spontan ketika pekerja 

mengalami ketidakadilan. Namun, kemarahan tanpa 

organisasi mudah padam, diarahkan secara keliru, atau 

dipecah. Kesadaran harus dibangun secara teratur melalui 

percakapan dengan sesama pekerja, pendidikan serikat, 

diskusi mengenai kondisi kerja, pemetaan masalah, 

pembentukan tuntutan bersama, penguatan struktur 

organisasi, pengumpulan iuran, perundingan, dan aksi kolektif 

yang terencana. 

Ada hubungan yang kuat antara solidaritas dan soliditas. 

Solidaritas memberikan jiwa perjuangan, sedangkan soliditas 

memberikan bentuk organisasi. Solidaritas tanpa organisasi 

dapat berhenti sebagai simpati. Organisasi tanpa solidaritas 

dapat berubah menjadi struktur yang kering dan elitis. 

Gerakan pekerja membutuhkan keduanya. 

Kesadaran kelas bukan benci pada orang kaya 

Kesadaran kelas tidak berarti membenci orang kaya, 

pengusaha, atau kelompok lain. Kesadaran kelas adalah 
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kemampuan untuk memahami kedudukan dan kepentingan 

pekerja di dalam struktur ekonomi, kemudian 

memperjuangkan hubungan yang lebih adil. 

Serikat pekerja tidak dibangun untuk menciptakan 

permusuhan pribadi. Serikat dibangun agar pekerja 

mempunyai kekuatan institusional untuk berunding, membela 

hak, memengaruhi kebijakan, dan mendorong perubahan. 

Karena itu, perjuangan kelas pekerja bukan perjuangan 

melawan individu tertentu. Perjuangan tersebut diarahkan 

untuk mengubah sistem dan hubungan yang memungkinkan 

terjadinya eksploitasi, diskriminasi, serta ketidakadilan. 

 

F. Pekerja sebagai Kekuatan Ekonomi & Sosial 
Pekerja sering digambarkan sebagai kelompok yang 

lemah dan membutuhkan pertolongan. Gambaran tersebut 

hanya melihat pekerja ketika berdiri sendiri. Dalam 

kenyataannya, pekerja merupakan kekuatan ekonomi dan 

sosial yang sangat besar. 

Pekerja menggerakkan perekonomian 

Barang dan jasa dihasilkan melalui kerja manusia. 

Teknologi dapat mengurangi jenis pekerjaan tertentu, tetapi 

teknologi juga dirancang, dibuat, dioperasikan, dipelihara, dan 

diawasi oleh manusia. Bahkan sistem otomatis membutuhkan 

pekerja untuk memastikan proses produksi tetap berjalan. 

Pekerja juga merupakan konsumen. Upah yang diterima 

pekerja dibelanjakan untuk kebutuhan hidup dan 

menggerakkan pasar. Ketika upah pekerja meningkat, daya 
beli masyarakat dapat menguat. Sebaliknya, ketika upah 

ditekan dan PHK meluas, konsumsi menurun serta kegiatan 

ekonomi ikut melemah. 
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Karena itu, upah tidak semestinya hanya dipandang 

sebagai biaya perusahaan. Upah juga merupakan sumber 

kehidupan keluarga dan salah satu penggerak perekonomian. 

Pekerja mempunyai kekuatan struktural 

Kekuatan struktural lahir dari posisi pekerja di dalam 

proses produksi. Ketika pekerjaan dihentikan secara kolektif, 

produksi atau pelayanan dapat terganggu. Inilah salah satu 

dasar kekuatan mogok. 

Seorang pekerja yang berhenti mungkin mudah 

digantikan. Namun, apabila pekerja dalam jumlah besar 

bertindak bersama, perusahaan tidak dapat dengan mudah 

mengabaikannya. Kekuatan bukan semata-mata berasal dari 

jumlah, tetapi dari kemampuan anggota bertindak secara 

terkoordinasi. Oleh karena itu, hak mogok tidak boleh 

dipahami sebagai tindakan tanpa tujuan. Mogok merupakan 

alat perjuangan ketika dialog dan perundingan tidak 

menghasilkan penyelesaian. Hak tersebut berkaitan erat 

dengan kebebasan berserikat dan hak berunding bersama. 

Pekerja mempunyai kekuatan organisasi 

Jumlah pekerja yang besar tidak otomatis menjadi 

kekuatan. Pekerja baru menjadi kekuatan apabila 

terorganisasi. Seribu pekerja yang bergerak sendiri-sendiri 

dapat lebih lemah daripada seratus pekerja yang memiliki 

kesadaran, disiplin, strategi, dan kepemimpinan yang baik. 

Di sini, pentingnya organisasi berbasis keanggotaan. 

Serikat tidak cukup hanya memiliki nama, kantor, surat 

pencatatan, atau susunan pengurus. Kekuatan serikat 

ditentukan oleh hubungan nyata dengan anggota, kemampuan 
merekrut dan mengaktifkan anggota, sistem iuran, demokrasi 

internal, serta kapasitas menjalankan tindakan kolektif. 
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Pekerja mempunyai kekuatan perundingan 

Melalui serikat, pekerja dapat mengubah keluhan 

individual menjadi tuntutan bersama. Mereka dapat 

mengumpulkan data, menyusun usulan, memilih juru runding, 

dan membuat Perjanjian Kerja Bersama. 

Konvensi ILO Nomor 98 menempatkan perlindungan 

hak berorganisasi dan pengembangan perundingan bersama 

sebagai prinsip fundamental. Perundingan bersama 

memungkinkan pekerja tidak lagi menghadapi pengusaha 

seorang diri.  

Kekuatan meja perundingan selalu berhubungan dengan 

kekuatan organisasi di luar meja. Juru runding yang baik 

membutuhkan anggota yang terorganisasi, memahami 

tuntutan, dan siap mendukung proses perundingan. 

Pekerja mempunyai kekuatan sosial 

Perjuangan pekerja tidak hanya bermanfaat bagi anggota 

serikat. Banyak kemajuan sosial lahir dari perjuangan gerakan 

pekerja, seperti pembatasan waktu kerja, upah minimum, 

jaminan sosial, keselamatan kerja, cuti, perlindungan 

maternitas, larangan pekerja anak, dan pengakuan terhadap 

hak berunding. 

Serikat pekerja mempunyai kepentingan terhadap 

pendidikan, kesehatan, perumahan, transportasi, pajak, harga 

kebutuhan pokok, lingkungan hidup, dan pelayanan publik. 

Semua kebijakan tersebut memengaruhi kehidupan pekerja 

dan keluarganya. 

Karena itu, serikat tidak boleh membatasi diri hanya pada 

persoalan di dalam pagar perusahaan. Serikat adalah bagian 
dari masyarakat dan mempunyai tanggung jawab 

memperjuangkan keadilan sosial. 
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Pekerja mempunyai kekuatan politik 

Kebijakan negara menentukan banyak aspek kehidupan 

pekerja: upah, hubungan kerja, jaminan sosial, pajak, 

outsourcing, PHK, kebebasan berserikat, serta penyelesaian 

perselisihan. Apabila pekerja tidak terlibat dalam proses 

politik, kebijakan tentang pekerja akan dibuat tanpa 

melibatkan kekuatan pekerja. 

Keterlibatan politik tidak selalu berarti menjadi anggota 

partai politik. Kekuatan politik pekerja dapat dibangun 

melalui pendidikan kebijakan, dialog sosial, kampanye publik, 

advokasi peraturan, petisi, audiensi, demonstrasi, 

pembentukan koalisi, dan partisipasi dalam pemilihan umum. 

Yang harus dijaga adalah independensi organisasi. 

Keputusan politik serikat harus lahir dari kepentingan 

anggota, proses demokratis, dan agenda kelas pekerja, bukan 

dari kepentingan pribadi pemimpin atau tekanan pihak luar. 

Pekerja punya kekuatan solidaritas internasional 

Modal dan perusahaan telah bergerak melampaui batas 

negara. Satu perusahaan dapat mempunyai kantor pusat di satu 

negara, pabrik di beberapa negara, pemasok di banyak 

wilayah, dan pasar di seluruh dunia. Apabila pekerja hanya 

bergerak di satu tempat, perusahaan memindahkan produksi 

atau memanfaatkan perbedaan standar ketenagakerjaan. 

Karena itu, jaringan internasional memiliki peran 

penting. Melalui jaringan tersebut, pekerja dapat bertukar 

informasi, kampanye bersama, menekan perusahaan 

multinasional, dan membangun solidaritas lintas negara. 

Solidaritas internasional bukan berarti menyerahkan 
perjuangan kepada organisasi luar. Kekuatan utama tetap 

harus dibangun di tempat kerja. Dukungan internasional 

berfungsi memperbesar daya tekan, memperluas pengetahuan.  
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BAB 2 
MENGAPA PEKERJA/BURUH 
MEMBUTUHKAN SERIKAT? 
 

 

idak ada pekerja yang memasuki dunia kerja dengan 

harapan mengalami ketidakadilan. Setiap orang ingin 

bekerja dengan tenang, mendapatkan upah yang layak, 

diperlakukan secara manusiawi, dan memiliki kepastian 

mengenai masa depannya. Namun, dunia kerja tidak dibangun 

hanya berdasarkan harapan baik. Di dalamnya terdapat 

kepentingan ekonomi, kepemilikan modal, kekuasaan 

mengambil keputusan, persaingan usaha, serta kebijakan 

negara yang memengaruhi kehidupan pekerja. 

Seorang pekerja mungkin rajin, terampil, disiplin, dan 

mempunyai hubungan baik dengan atasannya. Namun, semua 

itu tidak dengan sendirinya menjamin bahwa upahnya akan 

layak, status kerjanya menjadi tetap, keselamatannya 

dilindungi, atau pekerjaannya tidak akan dihilangkan. 

Perusahaan dapat berganti pemilik. Manajemen dapat 

berubah. Produksi dapat direlokasi. Pekerjaan dapat 

dialihdayakan. Teknologi baru dapat diperkenalkan. Peraturan 

perundang-undangan dapat diubah. Krisis ekonomi dapat 

terjadi sewaktu-waktu. 

Artinya, nasib pekerja tidak hanya ditentukan oleh 

hubungan pribadi dengan seorang atasan. Nasib pekerja 

dipengaruhi oleh sistem yang lebih luas. Karena itu, pekerja 

tidak cukup hanya menjadi orang yang baik, rajin, atau patuh. 

Pekerja membutuhkan organisasi yang mampu mewakili, 

melindungi, mendidik, menyatukan, dan memperjuangkan 

kepentingan para pekerja.  

T 
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Organisasi itu adalah serikat pekerja. 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat 

Pekerja/Serikat Buruh mendefinisikan serikat pekerja sebagai 

organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja, baik di 

perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, 

terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. 

Tujuannya adalah memperjuangkan, membela, dan 

melindungi hak serta kepentingan pekerja, sekaligus 

meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. 

Definisi tersebut memperlihatkan bahwa serikat bukan 

organisasi yang dibentuk oleh perusahaan untuk pekerja. 

Serikat juga bukan organisasi milik pengurus. Serikat 

dibentuk oleh pekerja, dimiliki oleh pekerja, dijalankan oleh 

pekerja, dan harus digunakan untuk memperjuangkan 

kepentingan pekerja. 

 

A. Pekerja Menghadapi Sistem, Bukan Individu 
Banyak pekerja memahami persoalan di tempat kerja 

sebagai persoalan dengan individu tertentu. Upah yang tidak 

naik dianggap semata-mata karena manajer tidak peduli. 

Beban kerja yang tinggi dianggap karena supervisor terlalu 

keras. Kontrak kerja yang terus diperpanjang dianggap karena 

bagian personalia tidak menyukai pekerja. PHK dianggap 

sebagai keputusan seorang pimpinan perusahaan. 

Pandangan seperti itu tidak selalu salah. Individu yang 

menduduki jabatan tertentu memang dapat mengambil 

keputusan yang buruk, bertindak sewenang-wenang, atau 

memperlakukan pekerja secara tidak adil. Namun, apabila 

persoalan hanya dilihat sebagai perilaku individu, pekerja 

akan kehilangan kemampuan untuk melihat struktur yang 

melahirkan persoalan tersebut. 
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Perusahaan bukan sekadar kumpulan orang. Perusahaan 

adalah sebuah sistem. Di dalamnya terdapat kepemilikan 

modal, struktur komando, pembagian kerja, target produksi, 

kebijakan pengupahan, mekanisme penilaian, peraturan 

perusahaan, sistem kontrak, strategi bisnis, dan tujuan 

memperoleh keuntungan. 

Seorang manajer mungkin diganti, tetapi sistem target 

tetap berjalan. Seorang supervisor mungkin dipindahkan, 

tetapi beban kerja tetap tinggi. Kepala bagian sumber daya 

manusia dapat berganti, tetapi penggunaan pekerja 

outsourcing tetap berlangsung. Direksi baru dapat masuk, tapi 

kebijakan menekan biaya tenaga kerja tetap dilanjutkan. 

Hal ini menunjukkan bahwa persoalan pekerja tidak 

selalu dapat diselesaikan dengan mengganti individu. Sering 

kali yang perlu diubah adalah kebijakan, aturan, dan hubungan 

kekuasaan yang melandasi tindakan individu. 

Perusahaan mempunyai sistem kekuasaan 

Perusahaan mempunyai kewenangan untuk mengatur 

pekerjaan. Manajemen menentukan siapa yang diterima 

bekerja, jenis dan pembagian pekerjaan, waktu dan tempat 

kerja, target produksi, sistem penilaian, kenaikan jabatan, 

mutasi dan penempatan, pemberian sanksi, penggunaan 

pekerja kontrak atau outsourcing, restrukturisasi perusahaan, 

dan pengakhiran hubungan kerja. 

Kewenangan tersebut memberikan pengusaha dan 

manajemen kekuasaan yang sangat besar terhadap kehidupan 

pekerja. Sebuah keputusan yang dibuat dalam rapat 

manajemen dapat mengubah penghasilan, tempat tinggal, 

kehidupan keluarga, bahkan masa depan pekerja. 

Pekerja secara individual hampir tidak mempunyai 

kewenangan yang sebanding. Ia dapat menyampaikan 

pendapat, mengajukan keberatan, atau mengundurkan diri. 
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Namun, pilihan tersebut belum tentu memengaruhi kebijakan 

perusahaan. Karena itu, hubungan kerja bukan hubungan 

antara dua pihak yang memiliki kekuasaan sama. Secara 

hukum keduanya sama-sama merupakan pihak dalam 

perjanjian kerja, tetapi secara ekonomi dan struktural posisi 

mereka berbeda. 

Kebijakan perusahaan tidak berdiri sendiri 

Keputusan perusahaan juga dipengaruhi oleh sistem 

ekonomi yang lebih luas. Persaingan pasar, tekanan pemegang 

saham, kebijakan investasi, rantai pasok global, nilai tukar, 

perkembangan teknologi, dan regulasi pemerintah dapat 

memengaruhi kondisi kerja. 

Perusahaan pemasok, misalnya, dapat ditekan oleh 

perusahaan utama untuk menurunkan harga dan mempercepat 

produksi. Tekanan itu kemudian diteruskan kepada pekerja 

dalam bentuk target yang lebih tinggi, jam kerja yang lebih 

panjang, penggunaan tenaga kontrak, atau pengurangan 

tenaga kerja. 

Dalam rantai produksi global, keputusan yang dibuat di 

kantor pusat perusahaan di negara lain dapat mengakibatkan 

penutupan pabrik atau PHK di Indonesia. Pekerja yang 

terkena dampak bahkan mungkin tidak pernah mengetahui 

siapa yang sebenarnya membuat keputusan. 

Inilah mengapa pentingnya jejaring antarserikat di 

berbagai negara. Ketika modal dan perusahaan bergerak 

secara internasional, solidaritas pekerja juga harus dibangun 

melampaui batas perusahaan, sektor, dan negara. 

Ketidakadilan sering bersifat struktural 

Upah rendah bukan selalu akibat kesalahan seorang 

pekerja dalam bernegosiasi. Upah rendah dapat muncul karena 
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kebijakan pengupahan, lemahnya posisi tawar pekerja, 

tingginya pengangguran, praktik outsourcing, atau rendahnya 

tingkat keanggotaan serikat. 

Diskriminasi terhadap pekerja perempuan juga bukan 

hanya akibat sikap buruk seorang atasan. Diskriminasi dapat 

tertanam dalam sistem rekrutmen, pengupahan, promosi, 

pembagian kerja, fasilitas kerja, dan budaya organisasi. 

Ketidaksetaraan dapat terus bertahan ketika perempuan 

tidak memperoleh ruang yang cukup dalam pengambilan 

keputusan. Jika struktur kepemimpinan didominasi laki-laki, 

kebutuhan pekerja perempuan berisiko tidak terwakili dalam 

kebijakan perusahaan maupun agenda serikat. 

Oleh karena itu, serikat tidak cukup hanya 

menyelesaikan kasus demi kasus. Serikat harus mampu 

mengenali pola, menemukan akar persoalan, serta mengubah 

aturan dan kebijakan yang melahirkan persoalan tersebut. 

Serikat juga harus dibangun sebagai sistem 

Apabila pekerja menghadapi perusahaan sebagai sebuah 

sistem, pekerja juga membutuhkan sistemnya sendiri. Sistem 

itu harus mempunyai anggota yang sadar dan aktif, struktur 

organisasi yang jelas, kepemimpinan yang demokratis, 

mekanisme pengambilan keputusan, iuran yang teratur, 

administrasi dan pendataan, program pendidikan, kapasitas 

pengorganisasian, kemampuan advokasi, strategi 

perundingan, jaringan nasional dan internasional, serta 

kemampuan melakukan tindakan kolektif. 

Perjuangan memerlukan solidaritas sekaligus soliditas. 

Solidaritas membangun rasa senasib dan kesediaan untuk 

saling membela. Soliditas memastikan bahwa rasa 
kebersamaan tersebut diwujudkan dalam organisasi yang rapi, 

disiplin, demokratis, dan mampu bertahan. 
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Pekerja tidak dapat menghadapi sistem perusahaan hanya 

dengan kemarahan sesaat. Pekerja memerlukan organisasi 

yang bekerja setiap hari. 

 

B. Keterbatasan Perjuangan Secara Individu 
Setiap pekerja mempunyai hak untuk menyampaikan 

keberatan dan memperjuangkan kepentingannya. Namun, 

perjuangan secara perseorangan mempunyai keterbatasan 

yang sangat besar. 

Bayangkan seorang pekerja mendatangi manajemen dan 

meminta kenaikan upah. Ia dapat menjelaskan bahwa harga 

kebutuhan pokok meningkat, biaya pendidikan anak 

bertambah, dan upah yang diterimanya tidak lagi mencukupi. 

Manajemen mungkin mendengarkan, tetapi perusahaan dapat 

menjawab bahwa kenaikan upah hanya dapat dilakukan 

melalui kebijakan yang berlaku bagi seluruh pekerja. 

Dalam situasi lain, pekerja yang mengajukan keluhan 

sendirian justru dapat dianggap sebagai pembuat masalah. Ia 

dapat dipindahkan, dinilai tidak loyal, tidak diperpanjang 

kontraknya, atau ditekan agar mengundurkan diri. 

Individu mudah diabaikan 

Keluhan satu orang dapat dianggap sebagai 

ketidakpuasan pribadi. Namun, apabila persoalan yang sama 

disampaikan oleh ratusan pekerja melalui organisasi yang sah, 

perusahaan akan sulit mengabaikannya. 

Di sinilah terjadi perubahan penting. Persoalan pribadi 

diubah menjadi persoalan bersama. Keluhan diubah menjadi 
tuntutan. Pekerja yang sebelumnya sendirian memperoleh 

dukungan dari anggota lainnya. 
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Serikat memberikan mekanisme agar suara pekerja tidak 

berhenti pada percakapan pribadi dengan atasan. Aspirasi 

dikumpulkan, dibahas, dirumuskan, dan disampaikan melalui 

perwakilan yang mendapat mandat dari anggota. 

Individu mempunyai keterbatasan informasi 

Seorang pekerja mungkin memahami masalah yang 

dialaminya, tetapi tidak mengetahui dasar hukum, kebijakan 

perusahaan, kondisi keuangan, atau pengalaman pekerja lain. 

Ia mungkin tidak mengetahui bagaimana menyusun 

pengaduan, mengumpulkan bukti, melakukan perundingan, 

atau menempuh penyelesaian perselisihan. 

Serikat dapat menggabungkan pengetahuan dan 

pengalaman banyak orang. Melalui pendidikan, diskusi, serta 

pendampingan, pekerja dapat memahami hak dan menentukan 

langkah yang tepat. 

Indah Budiarti, dalam tulisannya “Mengapa Pendidikan 

Serikat Pekerja Adalah Penting” menegaskan, pendidikan 

serikat bukan sekadar kegiatan tambahan. Pendidikan 

merupakan investasi bagi masa depan organisasi. Pendidikan 

membantu pekerja berpikir kritis, memecahkan masalah, 

berpartisipasi dalam keputusan, dan bertindak secara kolektif. 

Pekerja yang memahami haknya tidak mudah ditakut-

takuti. Namun, pengetahuan seorang diri belum cukup. 

Pengetahuan harus dihubungkan dengan organisasi. 

Individu menanggung risiko seorang diri 

Ketika pekerja berjuang sendirian, ia juga menanggung 

seluruh risiko sendirian. Jika dipanggil manajemen, tidak ada 

pendamping. Jika menerima surat peringatan, ia menjawab 

sendiri. Jika mengalami PHK, ia harus mencari bantuan 
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sendiri. Jika menempuh perselisihan, ia harus menyediakan 

waktu, biaya, bukti, dan pengetahuan hukum sendiri. 

Serikat membagi risiko tersebut secara kolektif. Pekerja 

dapat didampingi oleh pengurus, memperoleh bantuan hukum, 

mendapatkan dukungan moral, dan menggalang solidaritas 

anggota. 

Solidaritas bukan hanya perasaan iba terhadap kawan 

yang mengalami masalah. Solidaritas adalah kesediaan untuk 

bertindak karena memahami bahwa serangan terhadap satu 

pekerja dapat menjadi ancaman bagi pekerja lainnya. 

Ketika perusahaan berhasil memecat satu pekerja karena 

memperjuangkan hak tanpa perlawanan, tindakan yang sama 

dapat diulangi kepada pekerja lain. Sebaliknya, ketika anggota 

bersama-sama membela seorang pekerja, mereka juga sedang 

melindungi diri mereka sendiri. 

Individu mudah dipecah dan dipertentangkan 

Perusahaan dapat memperlakukan pekerja secara 

berbeda berdasarkan status, bagian, jabatan, masa kerja, 

gender, usia, atau hubungan pribadi. Perbedaan tersebut dapat 

digunakan untuk memecah kebersamaan. 

Pekerja tetap dibuat merasa lebih aman daripada pekerja 

kontrak. Pekerja langsung merasa berbeda dari pekerja 

outsourcing. Pekerja kantor merasa lebih tinggi daripada 

pekerja produksi. Pekerja senior merasa kepentingannya tidak 

sama dengan pekerja muda. Pekerja laki-laki menganggap 

persoalan pekerja perempuan bukan urusannya. 

Padahal, penurunan standar bagi satu kelompok dapat 

membuka jalan bagi penurunan standar kelompok lainnya. 

Jika pekerjaan tetap dapat dengan mudah diganti dengan 

kontrak, keamanan pekerja tetap juga akan melemah. Jika 

diskriminasi terhadap perempuan dibiarkan, organisasi 
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kehilangan kekuatan dan pengalaman sebagian anggotanya. 

Jika pekerja outsourcing dibayar murah, keberadaan mereka 

dapat digunakan untuk menekan upah pekerja lainnya. 

Serikat bertugas membangun kepentingan bersama di 

tengah perbedaan. Persatuan tidak berarti menghapus identitas 

dan kebutuhan khusus anggota. Persatuan berarti memastikan 

bahwa perbedaan tidak digunakan untuk saling melemahkan. 

Perjuangan individual tidak menghasilkan PKB 

Seorang pekerja mungkin berhasil memperoleh kenaikan 

upah karena kedekatan dengan atasan. Pekerja lain mungkin 

mendapatkan keringanan setelah memohon secara pribadi. 

Hasil semacam itu hanya berlaku bagi individu dan dapat 

dicabut sewaktu-waktu. 

Perjuangan kolektif berusaha mengubah hasil individual 

menjadi hak bersama. Kesepakatan dimasukkan ke dalam 

Perjanjian Kerja Bersama, kebijakan perusahaan, atau 

peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, hasil 

perjuangan tidak bergantung pada belas kasihan atau 

kedekatan pribadi. 

Inilah perbedaan antara pemberian dan hak. Pemberian 

bergantung pada kehendak pihak yang memberi. Hak 

memiliki dasar yang dapat dituntut, dipertahankan, dan 

diwariskan kepada generasi pekerja berikutnya. 

 

C. Akumulasi Modal Harus Dihadapi dengan 
Akumulasi Kekuatan Pekerja 

Dalam sistem ekonomi modern, modal terus bergerak 

untuk memperbesar dirinya. Keuntungan yang diperoleh 

perusahaan digunakan kembali untuk membeli mesin, 

memperluas produksi, menguasai pasar, mengembangkan 
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teknologi, mengambil alih perusahaan lain, dan membangun 

jaringan usaha lintas negara. 

Proses tersebut disebut akumulasi modal. Modal yang 

terkumpul memberikan perusahaan kekuatan ekonomi dan 

politik yang semakin besar. 

Perusahaan besar tidak bekerja sendirian. Mereka 

mempunyai organisasi pengusaha, asosiasi sektor, konsultan, 

penasihat hukum, lembaga riset, jaringan media, dan akses 

kepada pembuat kebijakan. Mereka dapat memengaruhi 

regulasi, menyampaikan kepentingan kepada pemerintah, dan 

membangun opini publik. 

Jika pengusaha membangun kekuatannya secara kolektif, 

pekerja juga harus melakukan hal yang sama. 

Indah Budiarti dalam materi “Building Strong and 

Resilient Unions in the Context of Indonesian Union” 

menyatakan bahwa pekerja harus menyadari posisinya yang 

lemah di hadapan korporasi. Pekerja adalah individu, 

sedangkan korporasi adalah sistem. Karena itu, akumulasi 

modal hanya dapat dihadapi dengan akumulasi massa dan 

kekuatan pekerja. 

Akumulasi jumlah 

Jumlah anggota adalah salah satu sumber kekuatan 

serikat. Semakin banyak pekerja bergabung, semakin besar 

legitimasi serikat untuk mewakili pekerja. Namun, jumlah 

yang besar tidak otomatis menghasilkan kekuatan. 

Keanggotaan harus disertai keterlibatan. Anggota perlu 

mengikuti pendidikan, rapat, diskusi, perundingan, kampanye, 

dan kegiatan. Serikat yang mempunyai banyak nama dalam 

daftar tetapi sedikit anggota aktif akan mudah dilemahkan. 
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Karena itu, pengorganisasian tidak berhenti setelah 

seseorang mengisi formulir keanggotaan. Pengorganisasian 

adalah proses terus-menerus untuk membangun kesadaran, 

keterlibatan, kepemimpinan, dan kemampuan anggota 

bertindak bersama. 

Akumulasi pengetahuan 

Perusahaan memiliki tenaga profesional yang memahami 

hukum, keuangan, teknologi, dan komunikasi. Serikat juga 

harus membangun pengetahuan kolektif. 

Anggota dan pengurus perlu memahami pertama, hak-

hak dasar pekerja; kedua, isi perjanjian kerja; ketiga, Peraturan 

Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama; keempat, sistem 

pengupahan; kelima, keselamatan dan kesehatan kerja; 

keenam, kondisi ekonomi perusahaan; ketujuh, teknik 

perundingan; kedelapan, mekanisme penyelesaian 

perselisihan; kesembilan, komunikasi publik; dan kesepuluh, 

perkembangan industri. 

Pengetahuan tidak boleh dimonopoli oleh beberapa 

orang. Apabila hanya ketua atau pengurus tertentu yang 

memahami organisasi, serikat akan rapuh. Ketika orang 

tersebut tidak lagi aktif, pengetahuan ikut hilang. Pendidikan 

harus disebarkan agar organisasi mempunyai banyak kader 

yang mampu berpikir dan bertindak. 

Akumulasi sumber daya 

Organisasi membutuhkan sumber daya untuk 

menjalankan pendidikan, advokasi, perundingan, konsolidasi, 

kampanye, dan pembelaan anggota. Karena itu, iuran 

merupakan bagian penting dari kemandirian serikat. 

Dalam Materi Administrasi dan Keuangan Serikat 

Pekerja, Indah Budiarti menegaskan bahwa serikat harus 

bebas dan mandiri. Ketergantungan keuangan kepada 
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pengusaha atau pihak luar dapat mengganggu independensi 

organisasi. Serikat yang dibiayai oleh pihak yang seharusnya 

diawasi akan mengalami kesulitan ketika harus mengambil 

sikap tegas. 

Membayar iuran bukan sekadar kewajiban. Iuran adalah 

tindakan politik dan bentuk kepemilikan anggota terhadap 

organisasi. Dengan iuran, anggota memastikan bahwa serikat 

dapat menjalankan agenda yang ditentukan sendiri. 

Akumulasi pengalaman 

Setiap perjuangan memberikan pelajaran. Pengalaman 

perundingan, pemogokan, advokasi hukum, perekrutan 

anggota, kampanye, dan penyelesaian konflik harus 

didokumentasikan serta diwariskan. 

Tanpa dokumentasi, serikat akan terus mengulang 

kesalahan yang sama. Pengurus baru harus memulai dari awal 

dan organisasi kehilangan ingatan kolektif. 

Administrasi yang baik bukan pekerjaan birokratis yang 

terpisah dari perjuangan. Pendataan anggota, notulen, arsip 

surat, catatan kasus, dan laporan keuangan merupakan bagian 

dari pembangunan kekuatan organisasi. 

Akumulasi solidaritas 

Kekuatan pekerja tidak hanya dibangun di satu 

perusahaan. Serikat tingkat perusahaan membutuhkan 

hubungan dengan serikat lain dalam satu sektor, federasi, 

konfederasi, dan jaringan internasional. 

Sebuah perusahaan dapat memindahkan pekerjaan dari 

satu tempat ke tempat lain. Karena itu, pekerja di lokasi 

berbeda tidak boleh saling bersaing untuk menawarkan upah 

paling murah. Mereka harus saling bertukar informasi dan 

memperjuangkan standar yang lebih baik bersama-sama. 
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Solidaritas lintas negara dapat memberikan dukungan 

kampanye, pendidikan, informasi tentang perusahaan 

multinasional, dan tekanan terhadap pengambil keputusan. 

Modal telah terorganisasi secara global; pekerja juga harus 

membangun solidaritas global. 

Kondisi kerja tidak hanya ditentukan di dalam 

perusahaan. Banyak hal ditentukan melalui undang-undang, 

peraturan pemerintah, kebijakan upah minimum, sistem 

jaminan sosial, kebijakan pajak, perdagangan, investasi, 

pendidikan, energi, dan pelayanan publik. 

Serikat harus menghubungkan kekuatan di tempat kerja 

dengan kekuatan untuk memengaruhi kebijakan. Tanpa itu, 

hasil yang diperoleh di satu perusahaan dapat dilemahkan oleh 

kebijakan yang berlaku lebih luas. 

Akumulasi kekuatan pekerja berarti menyatukan jumlah, 

pengetahuan, sumber daya, pengalaman, solidaritas, dan 

pengaruh politik ke dalam organisasi yang demokratis. 

  

D. Serikat sebagai Suara Kolektif Pekerja 
Salah satu fungsi utama serikat adalah memberikan suara 

kolektif kepada pekerja. Suara kolektif berbeda dari kumpulan 

pendapat individual. Suara kolektif lahir melalui proses 

demokratis: aspirasi didengar, masalah dibahas, prioritas 

ditentukan, keputusan dibuat, dan wakil diberi mandat untuk 

berbicara atas nama anggota. 

Mengubah keluhan menjadi agenda bersama 

Di setiap tempat kerja selalu ada keluhan. Masalahnya, 
keluhan sering hanya dibicarakan di kantin, tempat parkir, 

grup percakapan, atau perjalanan pulang. Pekerja mengeluh, 
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tetapi tidak mempunyai mekanisme untuk mengubah keluhan 

menjadi tindakan. 

Serikat harus mengorganisasi keluhan tersebut. Caranya 

dengan mendengarkan anggota, mengumpulkan fakta, 

menemukan masalah yang dialami bersama, menentukan 

prioritas, merumuskan tuntutan, memilih strategi, 

memberikan mandat kepada perwakilan, dan melibatkan 

anggota dalam memperjuangkannya. 
Dengan proses ini, serikat bukan sekadar tempat 

mengadukan masalah. Serikat menjadi alat untuk mengubah 

keadaan menjadi lebih baik. 

Mewakili pekerja dalam perundingan 

Konvensi ILO Nomor 98 tentang Hak Berorganisasi dan 

Berunding Bersama menegaskan pentingnya perlindungan 

terhadap pekerja dari tindakan diskriminasi karena 

keanggotaan serikat serta mendorong pengembangan 

mekanisme perundingan sukarela antara organisasi pekerja 

dan pengusaha. Indonesia meratifikasi konvensi tersebut. 

Perundingan bersama memungkinkan pekerja membahas 

upah, jam kerja, cuti, keselamatan, jaminan sosial, 

perlindungan dari PHK, kesetaraan, pengembangan 

keterampilan, dan persoalan lain melalui wakil kolektif. 

Suara serikat dalam perundingan harus benar-benar 

berasal dari anggota. Pengurus tidak boleh membuat tuntutan 

hanya berdasarkan pikirannya sendiri. Sebaliknya, anggota 

juga tidak boleh menyerahkan seluruh tanggung jawab kepada 

pengurus. Kekuatan juru runding ada pada dukungan anggota. 

Mewakili pekerja dalam perselisihan 

Serikat dapat mendampingi anggota yang menghadapi 

pemeriksaan, sanksi, diskriminasi, kecelakaan kerja, 



 

 

MEMAHAMI SERIKAT PEKERJA   37 

perselisihan upah, atau PHK. Kehadiran serikat mencegah 

pekerja menghadapi proses tersebut sendirian. 

Pendampingan juga membantu menjaga agar prosedur 

berjalan adil. Serikat dapat meminta penjelasan, memeriksa 

bukti, memastikan pekerja memperoleh kesempatan membela 

diri, serta mencegah tekanan yang tidak patut. 

Namun, pembelaan tidak berarti membenarkan setiap 

tindakan anggota. Serikat harus membela hak anggota untuk 

diperlakukan secara adil, memperoleh pemeriksaan yang 

objektif, serta mendapatkan sanksi yang proporsional apabila 

terbukti melakukan pelanggaran. 

Menjadi suara kelompok yang tidak terdengar 

Serikat harus memastikan bahwa suara pekerja 

perempuan, pekerja muda, pekerja kontrak, pekerja 

outsourcing, pekerja migran, penyandang disabilitas, dan 

kelompok rentan lainnya masuk dalam agenda organisasi. 

Indah Budiarti, dalam Materi Gender dan Kepemimpinan 

mengingatkan bahwa serikat adalah organisasi kolektif dari, 

oleh, dan untuk pekerja. Karena itu, struktur dan proses 

pengambilan keputusan harus membuka ruang partisipasi bagi 

semua anggota. 

Apabila sebagian anggota tidak dapat berbicara atau 

tidak terwakili, suara kolektif serikat menjadi tidak lengkap. 

Kesatuan tidak boleh digunakan untuk membungkam 

kebutuhan khusus. Sebaliknya, persatuan harus dibangun 

dengan mengakui serta memperjuangkan kebutuhan semua. 

Menyampaikan suara pekerja  

Persoalan pekerja sering dibingkai sebagai masalah 

internal perusahaan. Padahal upah, PHK, jaminan sosial, 
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keselamatan kerja, dan kebebasan berserikat mempunyai 

dampak sosial yang luas. 

Serikat harus mampu menjelaskan kepada publik bahwa 

perjuangan pekerja berkaitan dengan daya beli masyarakat, 

kesejahteraan keluarga, pemerataan ekonomi, kualitas 

pelayanan publik, dan masa depan bangsa. 

Suara kolektif dijalankan melalui perundingan, dialog 

sosial, media, kampanye, penelitian, aksi massa, serta 

partisipasi dalam pembuatan kebijakan. Dengan demikian, 

pekerja bukan hanya objek kebijakan, tetapi subjek yang turut 

menentukan arah pembangunan. 

 

E. Manfaat Berserikat  
Manfaat berserikat tidak boleh dipahami secara sempit 

sebagai bantuan ketika seorang anggota menghadapi kasus. 

Serikat memang memberikan pembelaan, tetapi manfaat 

serikat jauh lebih luas. 

Serikat berperan dalam perundingan, keterwakilan, 

pendidikan, pelayanan, regulasi, dan politik. Seluruh peran 

tersebut berhubungan langsung maupun tidak langsung 

dengan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. 

Perlindungan terhadap ketidakadilan 

Serikat membantu memastikan agar pekerja tidak 

diperlakukan sewenang-wenang. Pekerja dapat memperoleh 

informasi, pendampingan, dan pembelaan ketika mengalami 

upah tidak dibayar, kerja lembur tanpa pembayaran, mutasi 

yang tidak wajar, diskriminasi, pelecehan, kecelakaan kerja, 
sanksi tanpa pemeriksaan, pemaksaan mengundurkan diri, 

pemutusan hubungan kerja, atau pelanggaran hak lainnya. 
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Keberadaan serikat juga mempunyai efek pencegahan. 

Perusahaan akan lebih berhati-hati mengambil keputusan 

apabila mengetahui bahwa pekerja terorganisasi dan 

memahami haknya. 

Perbaikan upah dan kondisi kerja 

Melalui perundingan bersama, pekerja dapat 

memperjuangkan upah, tunjangan, waktu kerja, cuti, fasilitas, 

keselamatan, jaminan sosial, perlindungan keluarga, serta 

mekanisme penyelesaian keluhan. 

Hasil perundingan dapat dituangkan dalam Perjanjian 

Kerja Bersama. PKB memberikan kepastian karena hak dan 

kewajiban tidak hanya bergantung pada keputusan sepihak 

dari perusahaan. 

Manfaat tersebut juga dapat dirasakan oleh pekerja yang 

tidak aktif atau bahkan tidak menjadi anggota. Inilah masalah 

penumpang gratis atau free rider: orang menikmati hasil 

perjuangan tanpa ikut membangun organisasi. Jika terlalu 

banyak yang mengambil sikap seperti itu, serikat kehilangan 

sumber daya untuk mempertahankan hasil perjuangan. 

Karena itu, pekerja perlu memahami bahwa manfaat 

serikat tidak muncul dengan sendirinya. Di balik setiap 

perbaikan terdapat anggota yang membayar iuran, mengikuti 

rapat, belajar, berunding, berkampanye, dan mengambil risiko 

dalam perjuangan. 

Kepastian dan rasa aman 

Serikat membantu pekerja memahami aturan dan 

prosedur di tempat kerja. Pekerja mengetahui kepada siapa 

harus mengadu, bagaimana membuktikan persoalan, serta 

langkah apa yang dapat ditempuh. 
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Pengetahuan dan dukungan tersebut memberikan rasa 

aman. Pekerja tidak lagi merasa sepenuhnya sendirian 

menghadapi kekuasaan perusahaan. 

Rasa aman juga berpengaruh terhadap keluarga. Ketika 

pekerja memperoleh upah yang lebih baik, jaminan sosial, 

waktu kerja yang wajar, serta perlindungan dari PHK 

sewenang-wenang, keluarga mempunyai kesempatan lebih 

besar untuk hidup layak. 

Pendidikan dan pengembangan diri 

Serikat memberikan pendidikan tentang hak 

ketenagakerjaan, organisasi, kepemimpinan, perundingan, 

komunikasi, keselamatan kerja, kesetaraan gender, serta isu 

sosial dan ekonomi. 

Pendidikan serikat membantu anggota menjadi lebih 

percaya diri dan mampu berbicara. Pekerja yang sebelumnya 

tidak berani menyampaikan pendapat dapat tumbuh menjadi 

pengurus, juru runding, fasilitator, atau pemimpin gerakan. 

Manfaat pendidikan tidak berhenti di dalam organisasi. 

Kemampuan berbicara, menganalisis masalah, bekerja dalam 

tim, mengelola rapat, dan mengambil keputusan juga berguna 

dalam keluarga dan masyarakat. 

Solidaritas dan dukungan sosial 

Serikat membangun hubungan antarmanusia. Anggota 

tidak hanya bertemu ketika menghadapi masalah hukum. 

Mereka saling membantu ketika terjadi kecelakaan, sakit, 

kematian, bencana, atau kesulitan keluarga. 

Namun, solidaritas sosial tidak boleh menggantikan 

fungsi perjuangan. Serikat bukan sekadar organisasi arisan, 

bantuan sosial, atau kegiatan rekreasi. Pelayanan sosial harus 
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memperkuat ikatan anggota dan mendukung tujuan utama: 

membangun kekuatan pekerja. 

Tujuan serikat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 

2000 tidak hanya meningkatkan kesejahteraan pekerja, tetapi 

juga keluarganya. Hal ini penting karena setiap kebijakan di 

tempat kerja berdampak langsung terhadap rumah tangga. 

Upah rendah berarti kualitas makanan, pendidikan, 

kesehatan, dan perumahan keluarga ikut menurun. Jam kerja 

berlebihan mengurangi waktu pekerja bersama anak dan 

pasangan. Kecelakaan kerja dapat menghilangkan pencari 

nafkah. PHK dapat memutus seluruh sumber pendapatan. 

Ketika memperjuangkan upah layak, keselamatan kerja, 

jaminan sosial, cuti maternitas, cuti keluarga, perlindungan 

dari PHK, dan kepastian kerja, serikat sesungguhnya sedang 

melindungi kehidupan keluarga pekerja. 

Memperjuangkan pelayanan publik yang baik 

Pekerja dan keluarganya membutuhkan sekolah, rumah 

sakit, transportasi, listrik, air bersih, perumahan, dan jaminan 

sosial yang terjangkau. Karena itu, serikat mempunyai 

kepentingan terhadap mutu dan akses pelayanan publik. 

Perjuangan serikat tidak boleh berhenti di depan gerbang 

perusahaan. Kesejahteraan pekerja tidak hanya ditentukan 

oleh besarnya upah, tetapi juga oleh biaya hidup. Kenaikan 

upah dapat kehilangan makna apabila biaya pendidikan, 

kesehatan, perumahan, dan kebutuhan pokok terus meningkat. 

 

F. Serikat sebagai Kekuatan Penyeimbang 
Serikat tidak dibentuk untuk mengambil alih perusahaan 

atau menghilangkan hak pengusaha mengelola kegiatan 
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usaha. Serikat dibentuk agar kekuasaan pengusaha tidak 

berjalan tanpa pengawasan dan agar pekerja mempunyai 

kedudukan yang setara dalam menentukan kondisi kerja. 

Menyeimbangkan kekuasaan di tempat kerja 

Tanpa serikat, kebijakan perusahaan cenderung dibuat 

dari atas ke bawah. Pekerja menerima keputusan setelah 

semuanya ditentukan. Dengan serikat, pekerja mempunyai 

saluran untuk mendapatkan informasi, berkonsultasi, 

menyampaikan keberatan, serta merundingkan perubahan. 

Keseimbangan tidak berarti kedua pihak mempunyai 

sumber daya yang sama persis. Keseimbangan berarti pekerja 

mempunyai organisasi yang cukup kuat untuk mencegah 

tindakan sewenang-wenang dan memengaruhi keputusan 

yang menyangkut kehidupannya. 

Mengubah hubungan personal menjadi institusional 

Pekerja tidak seharusnya menggantungkan nasibnya 

pada kebaikan seorang manajer. Manajer yang baik dapat 

dipindahkan. Pemilik perusahaan dapat berubah. Kebijakan 

yang hari ini menguntungkan pekerja dapat dicabut besok. 

Serikat mengubah hubungan personal menjadi hubungan 

institusional. Hak dituangkan dalam perjanjian. Prosedur 

disepakati. Perwakilan diakui. Perselisihan diselesaikan 

melalui mekanisme yang jelas. 

Dengan demikian, perlindungan pekerja tidak 

bergantung pada siapa yang sedang memimpin perusahaan. 

Mendorong demokrasi di tempat kerja 

Demokrasi tidak hanya dibutuhkan dalam kehidupan 

bernegara. Pekerja juga membutuhkan demokrasi di tempat 

kerja karena sebagian besar waktunya dihabiskan bekerja. 
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Demokrasi di tempat kerja berarti pekerja mempunyai 

suara dalam keputusan yang memengaruhi dirinya. Bentuknya 

dapat berupa hak mendapatkan informasi, konsultasi, 

perundingan bersama, perwakilan dalam komite keselamatan 

dan kesehatan kerja, serta mekanisme penyampaian keluhan. 

Serikat merupakan sekolah demokrasi. Anggota belajar 

memilih pemimpin, menyampaikan pendapat, menghargai 

perbedaan, membuat keputusan, mengawasi pengurus, dan 

mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya. 

Karena itu, serikat yang ingin memperjuangkan 

demokrasi di tempat kerja harus terlebih dahulu menjalankan 

demokrasi di dalam organisasinya. 

Menjaga agar dialog berlangsung setara 

Dialog sosial sering dipahami sebagai pertemuan antara 

pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Dialog tidak akan 

menghasilkan keadilan apabila satu pihak datang dengan 

kekuasaan besar, sedangkan pihak lain tidak terorganisasi. 

Dialog membutuhkan keseimbangan kekuatan. Serikat 

yang kuat membuat pengusaha dan pemerintah mempunyai 

alasan untuk mendengarkan. Tanpa kekuatan, dialog dapat 

berubah menjadi sekadar penyampaian informasi atau 

legitimasi terhadap keputusan yang telah dibuat. Kekuatan dan 

dialog bukan dua hal yang bertentangan. Kekuatan kolektif 

justru membuat dialog menjadi lebih bermakna. 

Menyeimbangkan kekuatan modal  

Perusahaan tergabung dalam asosiasi pengusaha dan 

memiliki jaringan lintas negara. Serikat juga harus 

membangun jaringan nasional dan internasional. 

Konvensi ILO Nomor 87 menjamin hak organisasi 

pekerja untuk membentuk serta bergabung dalam federasi dan 
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konfederasi. Konvensi itu juga mengakui hak organisasi 

pekerja untuk berafiliasi dengan organisasi internasional. 

Indonesia meratifikasi Konvensi ILO Nomor 87 melalui 

Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1998. Jaminan ini 

memperlihatkan bahwa kebebasan berserikat tidak berhenti 

pada hak membentuk serikat di satu perusahaan. Pekerja 

berhak membangun kekuatan pada tingkat sektor, nasional, 

dan internasional. 

Serikat sebagai kekuatan penyeimbang tidak boleh 

berubah menjadi organisasi yang kekuasaannya hanya 

berpusat pada beberapa pemimpin. Pengurus menerima 

mandat dari anggota, bukan memiliki organisasi. 

Kepemimpinan serikat bukan tentang memegang 

kekuasaan, melainkan menjalankan kuasa yang dipercayakan 

oleh pekerja. Pemimpin harus bekerja secara kolektif, 

mewakili kepentingan anggota, mempromosikan demokrasi, 

membuka ruang bagi perempuan dan pekerja muda, serta 

bertanggung jawab atas perkembangan organisasi. 

 

G. Serikat: Hak, Kebutuhan, dan Keniscayaan 
Berserikat dapat dipahami melalui tiga dimensi 

sekaligus: sebagai hak, kebutuhan, dan keniscayaan. 

Berserikat adalah hak 

Hak berserikat dijamin oleh UUD Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. Pasal 28E ayat (3) menyatakan bahwa 

setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan 

mengeluarkan pendapat. Pasal 28C ayat (2) juga menjamin 

hak setiap orang memperjuangkan haknya secara kolektif. 
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Jaminan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2000. Undang-undang ini 

memberikan hak kepada pekerja untuk membentuk dan 

menjadi anggota serikat pekerja. 

Di tingkat internasional, hak tersebut ditegaskan dalam 

Konvensi ILO Nomor 87 tentang Kebebasan Berserikat dan 

Perlindungan Hak untuk Berorganisasi; Konvensi ILO Nomor 

98 tentang Hak Berorganisasi dan Berunding Bersama; 

Deklarasi ILO tentang Prinsip-Prinsip dan Hak-Hak Mendasar 

di Tempat Kerja; dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, 

khususnya Pasal 23 ayat (4), yang mengakui hak setiap orang 

untuk membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja guna 

melindungi kepentingannya. 
Hak berserikat berarti pekerja harus bebas menentukan 

apakah akan membentuk atau bergabung dengan serikat, 

memilih organisasi, menyusun aturan, memilih pengurus, 

menjalankan kegiatan, dan berafiliasi dengan organisasi lain 

tanpa campur tangan yang tidak sah. 

Pengusaha tidak boleh menghalangi, mengintimidasi, 

memindahkan, menurunkan jabatan, mengurangi upah, tidak 

memperpanjang kontrak, atau melakukan PHK karena pekerja 

menjadi anggota atau menjalankan kegiatan serikat yang sah. 

Berserikat adalah kebutuhan 

Hak tidak akan berarti jika tidak digunakan. Pekerja 

membutuhkan serikat karena hubungan kerja mengandung 

ketimpangan kekuasaan. 

Serikat dibutuhkan untuk menyatukan pekerja, 

memberikan informasi dan pendidikan, mewakili pekerja, 

merundingkan syarat kerja, mendampingi anggota, 
mengawasi pelaksanaan hak, mencegah tindakan sewenang-

wenang, memperjuangkan kebijakan publik, membangun 

solidaritas, serta mempersiapkan generasi pemimpin pekerja. 
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Pekerja mungkin merasa belum membutuhkan serikat 

karena kondisi kerjanya sedang baik. Namun, tidak ada 

jaminan keadaan itu akan berlangsung selamanya. Serikat 

seharusnya tidak hanya dicari ketika masalah telah terjadi. 

Serikat yang kuat dibangun ketika keadaan masih 

memungkinkan anggota melakukan pendidikan, 

pengorganisasian, perundingan, dan penguatan struktur. 

Menunggu sampai PHK massal atau pelanggaran besar terjadi 

berarti membangun organisasi ketika waktu dan ruang 

bergerak sudah sangat terbatas. 

Berserikat adalah keniscayaan 

Modal selalu mengorganisasi dirinya. Pengusaha 

mendirikan perusahaan, asosiasi, jaringan usaha, dan 

organisasi pengusaha. Mereka mengumpulkan sumber daya 

serta memperjuangkan kepentingannya secara kolektif. 

Karena itu, pekerja juga harus mengorganisasi dirinya. 

Pekerja secara individual menghadapi korporasi sebagai 

sistem. Akumulasi modal harus dihadapi dengan akumulasi 

massa dan kekuatan pekerja. 

Berserikat menjadi keniscayaan bukan karena semua 

pengusaha selalu buruk, melainkan karena hubungan kerja 

secara struktural menempatkan pekerja dan pengusaha pada 

posisi yang berbeda. Bahkan pengusaha yang mempunyai niat 

baik tetap bekerja di dalam sistem bisnis yang mengejar 

efisiensi dan keuntungan. 

Serikat memastikan bahwa kepentingan pekerja tidak 

hilang ketika perusahaan menghadapi tekanan pasar, berganti 

kepemilikan, melakukan restrukturisasi, atau 

memperkenalkan teknologi baru. 

Kebebasan berserikat tidak cukup dibuktikan dengan 

surat pencatatan organisasi. Serikat harus hidup di tengah 
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anggota. Di mana serikat yang nyata ditandai oleh anggota 

memahami tujuan organisasi, anggota membayar iuran, rapat 

dilakukan secara demokratis, pengurus bertanggung jawab 

kepada anggota, aspirasi anggota menjadi dasar program, 

pendidikan berjalan, perekrutan anggota dilakukan terus-

menerus, perempuan dan pekerja muda memperoleh ruang 

kepemimpinan, laporan keuangan disampaikan terbuka, 

anggota berparitisipasi dalam kegiatan serikar, organisasi 

berani mengambil sikap ketika hak pekerja dilanggar. 
Semboyan organise, educate, agitate or die mengandung 

pesan bahwa serikat hanya dapat hidup apabila terus 

mengorganisasi, mendidik, membangun kesadaran, dan 

menggerakkan anggotanya. Organisasi yang berhenti 

melakukan semua itu mungkin masih memiliki nama dan 

struktur, tetapi perlahan kehilangan jiwa perjuangannya. 

Berserikat bukan menyerahkan nasib kepada pengurus 

Sebagian pekerja bergabung dengan serikat lalu 

menganggap seluruh persoalannya menjadi tanggung jawab 

pengurus. Cara pandang ini menjadikan anggota sebagai 

penerima layanan, bukan pemilik organisasi. 

Pengurus memang mempunyai kewajiban menjalankan 

mandat. Namun, kekuatan serikat berasal dari partisipasi 

anggota. Tidak ada ketua yang dapat menggantikan ribuan 

anggota. Tidak ada juru runding yang kuat tanpa dukungan di 

tempat kerja. Tidak ada kampanye yang berhasil apabila 

anggota hanya menonton. Serikat bukan pihak ketiga yang 

datang menolong pekerja. Serikat adalah pekerja itu sendiri 

yang menyatukan kekuatannya. 

Berserikat berarti belajar bertanggung jawab 

Menjadi anggota serikat tidak hanya memberikan hak. 

Anggota juga mempunyai kewajiban moral dan organisasional 
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untuk mematuhi AD/ART dan keputusan organisasi, 

membayar iuran, mengikuti pendidikan, menghadiri rapat, 

menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab, menjaga 

persatuan, melawan diskriminasi, menjaga nama baik 

organisasi, dan terlibat dalam perjuangan bersama. 

Solidaritas tidak dapat dibangun apabila setiap orang 

hanya bertanya, “Apa yang saya dapatkan?” Solidaritas 

tumbuh ketika anggota juga bertanya, “Apa yang dapat saya 

lakukan untuk memperkuat perjuangan kita?” 

Pekerja membutuhkan serikat karena pekerja tidak hanya 

berhadapan dengan individu, tetapi dengan sistem ekonomi 

dan organisasi perusahaan yang memiliki modal, informasi, 

struktur, serta kewenangan mengambil keputusan. 

Perjuangan perseorangan mempunyai batas. Seorang 

pekerja mudah diabaikan, digantikan, ditekan, atau dipisahkan 

dari pekerja lainnya. Namun, pekerja yang bersatu dapat 

mengubah keluhan individual menjadi tuntutan bersama, 

membagi risiko perjuangan, mengumpulkan pengetahuan, 

membangun sumber daya, dan menciptakan kekuatan yang 

mampu memengaruhi keputusan. 

Berserikat adalah hak yang dijamin konstitusi dan 

standar perburuhan internasional. Berserikat merupakan 

kebutuhan karena hubungan kerja tidak pernah sepenuhnya 

seimbang. Berserikat juga merupakan keniscayaan karena 

modal telah lebih dahulu membangun kekuatan kolektif. 

Pekerja yang berjalan sendiri hanya membawa 

keluhannya. Pekerja yang terorganisasi membawa mandat, 

tuntutan, solidaritas, dan kekuatan untuk mengubah keadaan. 

Serikat bukan orang lain. Serikat bukan hanya ketua dan 
pengurus. Serikat adalah seluruh anggota yang sadar bahwa 

kepentingan seorang pekerja terhubung dengan kepentingan 

pekerja lainnya.  
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BAB 3 

PENGERTIAN, TUJUAN, 
FUNGSI, DAN PERAN SERIKAT 

PEKERJA 
 

 

erikat pekerja sering dipahami secara sempit sebagai 

organisasi yang mengurus perselisihan, mendampingi 

pekerja ketika dipanggil manajemen, atau membantu 

anggota yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Semua 

itu memang bagian dari pekerjaan serikat. Namun, serikat 

pekerja mempunyai tujuan, fungsi, dan peran jauh lebih luas. 

Serikat pekerja adalah alat perjuangan kelas pekerja. 

Melalui serikat, pekerja yang semula berdiri sendiri 

menyatukan kepentingan, pengetahuan, sumber daya, dan 

keberaniannya. Serikat mengubah keluhan perseorangan 

menjadi tuntutan bersama, mengubah jumlah pekerja menjadi 

kekuatan organisasi, dan mengubah hasil perjuangan menjadi 

hak yang berlaku bagi semua. 

Karena itu, serikat bukan sekadar organisasi pelayanan. 

Serikat juga bukan organisasi bentukan perusahaan, 

kendaraan pribadi pengurus, atau perkumpulan yang hanya 

aktif ketika terjadi perselisihan. Serikat adalah organisasi 

keanggotaan yang dibentuk, dimiliki, dibiayai, dikendalikan, 

dan digerakkan oleh pekerja. Kekuatan serikat terletak pada 

kemampuan pekerja bertindak secara kolektif. Kekuatan 

tersebut hanya dapat bertahan apabila solidaritas anggota 

disertai dengan organisasi yang solid, demokratis, mandiri, 

tertata, dan berkelanjutan. 

S 
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Bab ini membahas pengertian, karakter, tujuan, fungsi, 

dan peran serikat pekerja. Pembedaan tersebut penting agar 

anggota memahami bahwa serikat tidak hanya ada untuk 

menyelesaikan masalah hari ini, tetapi juga untuk membangun 

kekuatan pekerja dan mengubah keadaan pada masa depan. 

 

A. Pengertian Serikat Pekerja 
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 

tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh menyatakan: “Serikat 

pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, 

oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di 

luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, 

demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, 

membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh 

serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan 

keluarganya.” 

Definisi tersebut mengandung beberapa unsur penting. 

Pertama, serikat adalah sebuah organisasi. Serikat bukan 

sekadar kumpulan orang, grup percakapan, atau kerumunan 

yang terbentuk ketika muncul masalah. Sebagai organisasi, 

serikat harus memiliki anggota, tujuan, aturan, struktur, 

kepemimpinan, program, sumber daya, dan mekanisme 

pertanggungjawaban. 

Kedua, serikat dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja. Ini 

berarti pekerja adalah pendiri, pemilik, pengambil keputusan, 

pelaksana, sekaligus penerima manfaat organisasi. Serikat 

tidak boleh dikendalikan oleh pengusaha, pemerintah, ataupun 

pihak lain yang kepentingannya dapat bertentangan dengan 

kepentingan pekerja. 

Ketiga, serikat dapat dibentuk di perusahaan maupun di 

luar perusahaan. Serikat di perusahaan menghimpun pekerja 



 

 

MEMAHAMI SERIKAT PEKERJA   51 

pada satu perusahaan. Sementara itu, serikat di luar 

perusahaan dapat menghimpun pekerja berdasarkan sektor, 

jenis pekerjaan, wilayah, atau kesamaan kepentingan tertentu. 

Hal ini penting karena tidak semua pekerja berada dalam 

hubungan kerja formal pada satu perusahaan. 

Keempat, serikat mempunyai sifat tertentu: bebas, 

terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Sifat-

sifat ini bukan hiasan dalam definisi. Semuanya merupakan 

syarat agar serikat benar-benar menjadi organisasi pekerja. 

Kelima, serikat mempunyai arah perjuangan. Serikat 

dibentuk untuk memperjuangkan, membela, dan melindungi 

hak serta kepentingan pekerja. Serikat juga bertujuan 

meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Jadi, 

serikat tidak hanya bekerja ketika hak telah dilanggar. Serikat 

juga harus memperjuangkan kondisi yang lebih baik daripada 

standar minimum yang ada. 

Serikat sebagai organisasi berbasis keanggotaan 

Serikat berbeda dari lembaga swadaya masyarakat, 

kantor hukum, konsultan, atau organisasi bantuan sosial. 

Lembaga tersebut dapat membantu pekerja, tetapi pekerja 

bukan selalu pemilik dan pengambil keputusan di dalamnya. 

Dalam serikat, anggota adalah pemilik organisasi. 

Mereka membentuk serikat, memilih pengurus, menentukan 

program, membayar iuran, menyepakati tuntutan, dan 

mengevaluasi hasil kerja organisasi. 

Karena itu, kekuatan serikat tidak dapat diukur hanya 

dari keberadaan kantor, banyaknya pengurus, jumlah 

kegiatan, atau kedekatannya dengan pejabat. Kekuatan utama 

serikat diukur dari hubungan organisasi dengan anggota serta 

kemampuan anggota bertindak bersama. 
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Serikat yang memiliki ribuan anggota tetapi hanya 

digerakkan oleh beberapa pengurus belum tentu kuat. 

Sebaliknya, serikat dengan anggota yang lebih sedikit tetapi 

sadar, terdidik, disiplin, dan aktif dapat mempunyai posisi 

tawar yang besar. 

Serikat sebagai kekuatan kolektif 

Pekerja secara individual mempunyai kemampuan yang 

terbatas ketika berhadapan dengan perusahaan. Serikat 

menyatukan kemampuan tersebut menjadi kekuatan kolektif. 

Kekuatan kolektif tidak hanya berarti banyak orang 

berkumpul. Kekuatan kolektif membutuhkan kesadaran 

mengenai kepentingan bersama, kepercayaan antarsesama 

pekerja, organisasi yang tertata, keputusan yang demokratis, 

pembagian tugas yang jelas, sumber daya yang mandiri, 

strategi yang disepakati, dan kesiapan bertindak bersama. 
Inilah yang membedakan organisasi dengan kerumunan. 

Kerumunan dapat terbentuk secara spontan, tetapi mudah 

bubar. Organisasi membangun kemampuan untuk bergerak 

secara terencana dan berkelanjutan. 

Serikat sebagai alat perjuangan 

Serikat bukan tujuan akhir. Serikat adalah alat yang 

digunakan pekerja untuk memperbaiki kehidupan, membela 

martabat, memperjuangkan keadilan, dan mengubah 

hubungan yang tidak seimbang. 

Sebagai alat, serikat harus terus diperiksa: apakah benar-

benar digunakan untuk kepentingan anggota? Apakah 

organisasi mampu menjangkau pekerja yang belum 

berserikat? Apakah programnya menjawab persoalan nyata? 
Apakah anggota terlibat dalam keputusan? Apakah serikat 

menghasilkan perubahan? Apabila serikat hanya 

mempertahankan struktur, jabatan, dan rutinitas tanpa 
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mengorganisasi serta memperjuangkan anggota, alat tersebut 

kehilangan fungsi utamanya. 

 

B. Karakter Organisasi Serikat Pekerja 
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 menyebutkan 

bahwa serikat pekerja harus bersifat bebas, terbuka, mandiri, 

demokratis, dan bertanggung jawab.  

Bebas 

Bebas berarti pekerja dapat membentuk, memilih, dan 

menjalankan serikat tanpa tekanan atau campur tangan yang 

tidak sah. Pekerja tidak boleh dipaksa masuk ke suatu serikat. 

Sebaliknya, pekerja juga tidak boleh dilarang bergabung atau 

dipaksa keluar dari serikat. 

Kebebasan tersebut mencakup hak serikat untuk 

menyusun AD/ART, menentukan program, memilih 

pengurus, mengelola administrasi dan keuangan, 

menyelenggarakan kegiatan, membentuk federasi dan 

konfederasi, serta berafiliasi dengan serikat internasional. 

Prinsip ini sejalan dengan Konvensi ILO Nomor 87 

tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk 

Berorganisasi. Konvensi tersebut mengakui hak pekerja 

membentuk dan bergabung dengan organisasi pilihannya serta 

hak organisasi menentukan aturan dan kegiatannya sendiri 

tanpa campur tangan otoritas publik yang membatasi hak 

tersebut. Indonesia meratifikasinya melalui Keputusan 

Presiden Nomor 83 Tahun 1998. 

Terbuka 

Terbuka berarti serikat tidak melakukan diskriminasi 

berdasarkan suku, agama, ras, jenis kelamin, pandangan 
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politik, usia, status perkawinan, disabilitas, jenis pekerjaan, 

atau latar belakang lainnya. 

Keterbukaan bukan berarti mengabaikan syarat 

keanggotaan yang ditetapkan dalam AD/ART. Serikat tetap 

dapat dibentuk berdasarkan perusahaan, sektor, profesi, atau 

wilayah tertentu. Namun, dalam ruang lingkup 

keanggotaannya, serikat harus memberikan kesempatan yang 

adil kepada pekerja. 

Keterbukaan juga berarti menyediakan ruang partisipasi 

bagi seluruh kelompok anggota. Materi Jender dan 

Kepemimpinan menunjukkan bahwa keterbukaan formal 

belum tentu menghasilkan keterwakilan nyata. Serikat perlu 

menghapus hambatan yang membuat pekerja perempuan, 

pekerja muda, pekerja kontrak, dan kelompok lain sulit 

berpartisipasi dalam pendidikan, rapat, perundingan, dan 

kepemimpinan. 

Mandiri 

Mandiri berarti serikat menentukan sikap dan 

kegiatannya berdasarkan kepentingan anggota, bukan 

berdasarkan arahan pengusaha, pemerintah, partai politik, 

donor, ataupun pihak luar lainnya. 

Kemandirian juga mempunyai dimensi keuangan. 

Serikat yang seluruh kegiatannya bergantung pada 

pembiayaan pengusaha akan menghadapi masalah ketika 

harus mengkritik kebijakan perusahaan. Demikian pula, 

bantuan dari pihak luar tidak boleh membuat agenda 

organisasi ditentukan oleh pemberi dana. 

Karena itu, iuran anggota menjadi dasar penting 

kemandirian. Iuran bukan sekadar pemasukan rutin. Iuran 

adalah pernyataan bahwa anggota memiliki dan bertanggung 

jawab terhadap organisasinya. 
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Konvensi ILO Nomor 98 melindungi organisasi pekerja 

dari campur tangan pengusaha, termasuk tindakan yang 

bertujuan menempatkan serikat di bawah kendali pengusaha 

melalui dukungan keuangan atau cara lainnya 

Demokratis 

Serikat adalah organisasi demokratis. Kekuasaan 

tertinggi harus berada di tangan anggota sesuai dengan 

mekanisme dalam AD/ART. 

Demokrasi serikat diwujudkan melalui pertama, 

pemilihan pengurus secara jujur dan berkala; kedua, 

kebebasan anggota menyampaikan pendapat; ketiga, 

musyawarah dalam pengambilan keputusan; keempat, 

keterbukaan informasi; kelima, laporan kegiatan dan 

keuangan; keenam, kesempatan yang sama untuk menjadi 

pemimpin; ketujuh, mekanisme pengawasan; dan kedelapan, 

penghormatan terhadap keputusan organisasi. 

Demokrasi bukan sekadar pemungutan suara ketika 

memilih pengurus. Demokrasi harus hadir dalam kegiatan 

sehari-hari. Pengurus wajib mendengarkan anggota, 

sedangkan anggota harus aktif menggunakan haknya. 

Pemimpin serikat tidak memegang kekuasaan sebagai 

milik pribadi. Ia menjalankan kuasa yang dipercayakan oleh 

pekerja. Karena itu, kepemimpinan harus kolektif, partisipatif, 

dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Bertanggung jawab 

Serikat harus mempertanggungjawabkan keputusan, 

program, penggunaan dana, dan hasil perjuangannya kepada 

anggota. Tanggung jawab tidak hanya berkaitan dengan 
laporan keuangan. Serikat juga harus menjelaskan mengapa 

suatu tuntutan dipilih, bagaimana perundingan dilakukan, 

kesepakatan apa yang dicapai, mengapa suatu aksi diadakan 
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atau dihentikan, bagaimana kasus anggota ditangani, dan apa 

hasil dari kerja sama dengan pihak lain. 
Serikat juga bertanggung jawab menjalankan perjuangan 

secara terencana, disiplin, dan sesuai dengan nilai organisasi. 

Keberanian tidak boleh dipisahkan dari perhitungan. 

Sebaliknya, kehati-hatian tidak boleh digunakan sebagai 

alasan untuk menghindari perjuangan. 

Solidaritas dan inklusif 

Selain karakter yang ditegaskan undang-undang, serikat 

harus mempunyai karakter solidaritas. Serikat dibangun atas 

kesadaran bahwa kepentingan seorang pekerja berhubungan 

dengan kepentingan pekerja lainnya. 

Solidaritas berarti tidak membiarkan anggota 

menghadapi ketidakadilan seorang diri. Namun, solidaritas 

bukan membenarkan semua tindakan anggota. Serikat 

membela hak anggota untuk memperoleh proses yang adil, 

pembuktian yang objektif, dan perlakuan yang proporsional. 

Serikat yang solid juga harus inklusif. Kepentingan 

kelompok mayoritas tidak boleh menghilangkan suara 

kelompok yang lebih kecil. Solidaritas harus menjangkau 

pekerja perempuan, pekerja muda, pekerja migran, pekerja 

kontrak, pekerja outsourcing, pekerja informal, penyandang 

disabilitas, dan kelompok lain yang rentan. 

Berorientasi pada anggota dan gerakan 

Serikat harus memberikan pelayanan kepada anggota, 

tetapi tidak boleh berhenti menjadi organisasi pelayanan. Jika 

anggota hanya datang ketika membutuhkan bantuan, 

sedangkan pengurus hanya bertindak sebagai penyedia jasa, 
hubungan organisasi berubah menjadi hubungan antara 

konsumen dan penyedia layanan. 
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Orientasi serikat harus mengubah anggota dari penerima 

layanan menjadi pelaku perjuangan. Setiap kasus harus 

menjadi kesempatan untuk melakukan pendidikan. Setiap 

perundingan harus menjadi kesempatan membangun 

partisipasi. Setiap kemenangan harus digunakan untuk 

memperluas keanggotaan dan memperkuat organisasi. 

 

C. Tujuan Pembentukan Serikat Pekerja 
Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 

menyatakan bahwa serikat pekerja bertujuan memberikan 

perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta 

meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja dan 

keluarganya. Tujuan tersebut dapat dipahami: 

Melindungi pekerja 

Serikat melindungi pekerja dari tindakan sewenang-

wenang, diskriminasi, kondisi kerja berbahaya, pelanggaran 

hak, PHK sepihak, serta berbagai bentuk pelanggaran lainnya. 

Perlindungan tidak hanya dilakukan setelah masalah 

terjadi. Serikat juga harus mencegah pelanggaran, dengan 

mendidik anggota, mengawasi pelaksanaan aturan, 

membangun mekanisme pengaduan, berunding dengan 

perusahaan, memasukkan perlindungan dalam PKB, 

mengembangkan komite keselamatan dan kesehatan kerja, 

dan memengaruhi kebijakan. 
Pencegahan sering kali lebih efektif daripada 

penanganan setelah pekerja kehilangan haknya. 

Membela hak dan kepentingan pekerja 

Hak adalah sesuatu yang telah dijamin oleh hukum, 

perjanjian kerja, Peraturan Perusahaan, PKB, atau ketentuan 
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lainnya. Sementara itu, kepentingan adalah kebutuhan pekerja 

yang belum tentu telah diakui sebagai hak. 

Serikat tidak hanya membela hak yang sudah ada. Serikat 

juga memperjuangkan agar kepentingan pekerja diakui 

menjadi hak baru. 

Sebagai contoh, sebelum suatu tunjangan dimasukkan 

dalam PKB, tunjangan tersebut mungkin baru menjadi 

tuntutan. Setelah diperjuangkan dan disepakati, tunjangan itu 

berubah menjadi hak yang dapat ditagih. 

Dengan demikian, serikat tidak hanya mempertahankan 

keadaan yang ada. Serikat harus terus memperluas dan 

meningkatkan standar perlindungan. 

Meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya 

Kesejahteraan tidak hanya ditentukan oleh upah. 

Kesejahteraan juga mencakup kepastian kerja, waktu kerja 

dan waktu istirahat, kesehatan dan keselamatan, jaminan 

sosial, perumahan, pendidikan, kesehatan keluarga, 

kesempatan pengembangan diri, perlindungan maternitas, 

keseimbangan kerja dan kehidupan, lingkungan yang sehat, 

serta masa tua yang bermartabat. 

Tujuan serikat mencakup keluarga pekerja karena setiap 

keadaan di tempat kerja berdampak pada kehidupan rumah 

tangga. Upah rendah, kecelakaan kerja, jam kerja panjang, dan 

PHK tidak berhenti pada pekerja. Dampaknya dirasakan 

pasangan, anak, orang tua, dan anggota keluarga lainnya. 

Membangun martabat dan kemandirian pekerja 

Serikat harus membantu pekerja memahami bahwa 

mereka bukan objek produksi. Pekerja adalah manusia yang 

memiliki martabat, hak, pengalaman, dan kemampuan 

menentukan masa depannya. 
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Deklarasi Philadelphia 1944 menegaskan prinsip bahwa 

kerja bukan komoditas. Artinya, manusia tidak boleh 

diperlakukan seperti barang yang dapat digunakan dan 

dibuang berdasarkan kebutuhan pasar. Kehidupan pekerja 

tidak dapat dinilai hanya berdasarkan biaya tenaga kerja. 

Karena itu, tujuan serikat juga bersifat manusiawi: 

memastikan agar pekerjaan menjadi sarana kehidupan dan 

pengembangan diri, bukan sumber eksploitasi serta 

kehilangan martabat. 

Perlindungan dan kesejahteraan tidak akan bertahan 

apabila serikat tidak mempunyai kekuatan. Karena itu, tujuan 

organisasi harus mencakup pembangunan keanggotaan, 

pendidikan, kaderisasi, solidaritas, kemandirian keuangan, 

dan kemampuan melakukan tindakan kolektif. 

Kemenangan tanpa organisasi yang kuat dapat dengan 

mudah dicabut. Sebaliknya, organisasi yang kuat 

memungkinkan pekerja mempertahankan kemenangan dan 

memperjuangkan kemajuan berikutnya. 

 

D. Fungsi Perlindungan dan Pembelaan 
Perlindungan dan pembelaan merupakan fungsi yang 

paling mudah dikenali oleh anggota. Ketika pekerja 

mengalami masalah, serikat diharapkan hadir. Namun, fungsi 

ini harus dijalankan secara sistematis. 

Memberikan informasi mengenai hak 

Banyak pelanggaran terjadi karena pekerja tidak 

mengetahui haknya. Serikat harus memberikan informasi 
yang mudah dipahami mengenai upah, waktu kerja, lembur, 

cuti, jaminan sosial, keselamatan kerja, status hubungan kerja, 

disiplin, PHK, dan kebebasan berserikat. 
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Informasi tidak boleh hanya dikuasai oleh pengurus 

bidang advokasi. Setiap anggota perlu memiliki pengetahuan 

dasar agar mampu mengenali pelanggaran sejak awal. 

Menerima dan memeriksa pengaduan 

Serikat perlu memiliki mekanisme pengaduan yang jelas. 

Anggota harus mengetahui kepada siapa masalah 

disampaikan, dokumen apa yang dibutuhkan, bagaimana 

kerahasiaan dijaga, dan langkah apa yang akan dilakukan. 

Setiap pengaduan harus diperiksa secara objektif. Serikat 

perlu membedakan antara fakta, pendapat, dugaan, dan bukti. 

Pembelaan yang kuat selalu dibangun dari data yang baik. 

Mendampingi anggota 

Pekerja yang dipanggil manajemen sering berada dalam 

keadaan tertekan. Kehadiran perwakilan serikat membantu 

menjaga keseimbangan proses. Serikat dapat memastikan 

bahwa anggota memahami persoalannya, memperoleh 

kesempatan menjelaskan, dan tidak dipaksa menandatangani 

dokumen yang tidak dipahami. 

Pendampingan dapat dilakukan dalam pemeriksaan 

internal, perundingan bipartit, mediasi, proses pengawasan 

ketenagakerjaan, maupun penyelesaian di Pengadilan 

Hubungan Industrial. 

Mencegah pelanggaran berulang 

Penyelesaian satu kasus belum tentu menghilangkan 

penyebab masalah. Setelah membela anggota, serikat harus 

bertanya. Mengapa pelanggaran tersebut terjadi? Apakah 

pekerja lain mengalami hal yang sama? Apakah aturan 

perusahaan bermasalah? Apakah diperlukan perubahan dalam 
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PKB? Apakah pengawasan perlu diperkuat? Apakah anggota 

membutuhkan pendidikan? 

Dengan cara ini, kasus individual menjadi pintu masuk 

menuju perubahan kolektif. 

Melindungi kebebasan berserikat 

Serikat juga harus melindungi anggota dan pengurus dari 

diskriminasi antiserikat, intimidasi, mutasi, penurunan 

jabatan, tidak diperpanjangnya kontrak, pemecatan, atau 

tindakan lain karena kegiatan serikat. 

Konvensi ILO Nomor 98 menegaskan bahwa pekerja 

harus memperoleh perlindungan yang memadai terhadap 

tindakan diskriminasi antiserikat dalam pekerjaan. Tanpa 

perlindungan tersebut, kebebasan berserikat hanya menjadi 

hak di atas kertas. 

 

E. Fungsi Perundingan dan Keterwakilan 
Perundingan bersama merupakan kegiatan inti serikat 

pekerja. Melalui perundingan, pekerja tidak lagi menghadapi 

pengusaha sebagai individu, melainkan sebagai kelompok 

yang diwakili oleh organisasi. 

Menyerap aspirasi anggota 

Perundingan harus dimulai dari anggota. Serikat perlu 

melakukan survei, rapat unit kerja, diskusi kelompok, dan 

konsultasi untuk menemukan masalah serta kebutuhan yang 

paling penting. 

Tuntutan yang tidak berakar pada anggota akan 
kehilangan dukungan. Sebaliknya, tuntutan yang dipahami 

dan dirasakan bersama akan memperkuat posisi juru runding. 
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Menyiapkan perundingan 

Serikat harus mengumpulkan data mengenai struktur 

upah, biaya hidup, produktivitas, keuntungan perusahaan, 

kondisi industri, perbandingan dengan perusahaan lain, 

keluhan anggota, pelaksanaan PKB sebelumnya, dan 

peraturan perundang-undangan. 

Perundingan bukan hanya kemampuan berbicara. 

Perundingan memerlukan data, strategi, pembagian peran, 

batas minimum, sasaran, dan dukungan anggota. 

Membentuk Perjanjian Kerja Bersama 

Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 

menempatkan serikat sebagai pihak dalam pembuatan PKB 

dan penyelesaian perselisihan industrial. 

PKB adalah hasil perundingan antara serikat dan 

pengusaha yang mengatur syarat kerja serta hak dan 

kewajiban para pihak. Melalui PKB, pekerja dapat 

memperoleh kondisi yang lebih baik daripada standar 

minimum peraturan perundang-undangan. 

PKB juga mengubah hasil perjuangan menjadi aturan 

yang dapat diterapkan dan diawasi. Karena itu, PKB bukan 

sekadar dokumen hukum. PKB adalah hasil keseimbangan 

kekuatan antara pekerja dan pengusaha. 

Mewakili pekerja dalam lembaga hubungan industrial 

Serikat mewakili pekerja dalam lembaga kerja sama 

bipartit, lembaga tripartit, dewan pengupahan, komite K3, 

serta lembaga lain yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. 

Perwakilan bukan sekadar menghadiri rapat. Wakil 

serikat harus membawa mandat, memahami isu, 

menyampaikan posisi organisasi, melaporkan hasil, meminta 
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tanggapan anggota, dan bertanggung jawab terhadap 

keputusan yang diambil. 

Keterwakilan tanpa komunikasi dengan anggota dapat 

berubah menjadi keterwakilan semu. 

 

F. Fungsi Pendidikan 
Pendidikan adalah jantung organisasi serikat pekerja. 

Serikat yang berhenti mendidik anggota akan kehilangan 

kader, kesadaran, arah, dan keberlanjutan. 

Pendidikan serikat bukan kegiatan seperti kembali ke 

sekolah. Pendidikan serikat berangkat dari pengalaman nyata 

pekerja dan diarahkan untuk membangun pengetahuan, 

keterampilan, solidaritas, partisipasi, serta kemampuan untuk 

bertindak dan bergerak. 

Membangun kesadaran 

Pendidikan membantu pekerja melihat bahwa persoalan 

yang dialaminya tidak selalu merupakan masalah pribadi. 

Pekerja belajar memahami hubungan kerja, ketimpangan 

kekuasaan, kepentingan bersama, dan pentingnya organisasi. 

Pendidikan mengubah cara berpikir dari “masalah saya” 

menjadi “masalah kita”, serta dari “siapa yang akan menolong 

saya?” jadi “apa yang dapat dilakukan bersama?” 

Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan 

Pendidikan serikat dapat mencakup ideologi dan sejarah 

gerakan pekerja, hak dasar pekerja, kebebasan berserikat, 

pengorganisasian, administrasi, keuangan, kepemimpinan, 
kesetaraan gender, komunikasi, advokasi, perundingan, 

keselamatan dan kesehatan kerja, ekonomi politik, serta 

jaringan nasional dan internasional. 
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Pengetahuan harus dihubungkan dengan praktik. 

Anggota belajar memimpin rapat dengan memimpin rapat, 

belajar mengorganisasi dengan menemui pekerja, dan belajar 

berunding dengan terlibat dalam persiapan perundingan. 

Memperkuat demokrasi 

Anggota yang tidak memperoleh informasi akan sulit 

mengawasi pengurus atau berpartisipasi dalam keputusan. 

Pendidikan memungkinkan anggota memahami aturan 

organisasi, membaca laporan, menilai program, dan 

menyampaikan pendapat. 

Dengan demikian, pendidikan mencegah kekuasaan 

organisasi dikuasai oleh segelintir orang. 

Membangun kader dan regenerasi 

Tidak ada pengurus yang menjabat selamanya. Serikat 

membutuhkan generasi baru yang memahami nilai, sejarah, 

dan keterampilan organisasi. 

Pendidikan harus membuka ruang khusus bagi pekerja 

perempuan dan pekerja muda. Regenerasi tidak cukup 

dilakukan menjelang kongres atau pemilihan. Kaderisasi 

harus menjadi proses harian melalui pemberian tugas, 

pendampingan, pelatihan, dan kesempatan memimpin. 

Tujuan pendidikan bukan agar anggota sekadar 

mengetahui banyak hal. Pendidikan harus mendorong 

perubahan sikap dan tindakan. 

Pengetahuan tentang solidaritas harus diwujudkan dalam 

kesediaan membela kawan. Pengetahuan tentang demokrasi 

harus diwujudkan dalam rapat yang terbuka. Pengetahuan 

tentang hak diwujudkan dalam pengawasan dan perjuangan. 
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G. Fungsi Pelayanan Anggota 
Serikat pekerja memberikan berbagai pelayanan kepada 

anggota sebagai bagian dari tanggung jawab organisasi. 

Pelayanan diperlukan agar anggota merasakan kehadiran 

serikat dalam kehidupan kerja sehari-hari dan memperoleh 

manfaat nyata dari keanggotaannya. Bentuknya dapat berupa 

informasi, konsultasi, pendidikan, bantuan hukum, 

pendampingan, hingga berbagai program kesejahteraan. 

Namun, pelayanan serikat tidak seharusnya berhenti pada 

hubungan antara pihak yang memberi bantuan dan anggota 

yang menerima bantuan. Setiap pelayanan harus menjadi jalan 

untuk memperkuat organisasi. 

Salah satu kebutuhan paling dasar adalah informasi. 

Anggota perlu mengetahui aturan yang berlaku di tempat 

kerja, hak-haknya sebagai pekerja, perubahan kebijakan 

perusahaan, jaminan sosial, perkembangan perundingan, 

hingga perubahan peraturan ketenagakerjaan. Informasi yang 

terlambat atau tidak jelas dapat menimbulkan kebingungan 

dan membuat pekerja mudah menerima penjelasan sepihak 

dari perusahaan. Karena itu, serikat perlu mempunyai saluran 

komunikasi yang cepat, mudah diakses, dan dapat dipercaya. 

Informasi juga harus disertai ruang konsultasi. Tidak 

semua anggota memahami apakah persoalan yang dialaminya 

merupakan pelanggaran hak, persoalan hubungan kerja, atau 

masalah yang dapat diselesaikan melalui komunikasi biasa. 

Pengurus perlu mendengarkan terlebih dahulu, memahami 

keadaan yang sebenarnya, kemudian membantu anggota 

menentukan langkah yang tepat. Dari konsultasi semacam ini, 

serikat juga dapat mengetahui persoalan apa yang paling 

sering terjadi di tempat kerja. 

Bantuan hukum dan advokasi menjadi pelayanan penting 

ketika anggota menghadapi perselisihan. Serikat dapat 

memberikan konsultasi hukum, membantu menyusun 
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kronologi dan dokumen, mendampingi perundingan, serta 

mewakili pekerja dalam proses penyelesaian perselisihan 

sesuai kewenangan yang dimiliki. Bagi banyak pekerja, 

pelayanan ini sangat berarti karena menggunakan jasa hukum 

secara individual membutuhkan biaya yang tidak sedikit. 

Dengan organisasi, beban tersebut dapat ditanggung dan 

diperjuangkan secara bersama. 

Meski demikian, bantuan hukum tidak seharusnya 

membuat anggota menyerahkan seluruh persoalannya kepada 

pengurus. Anggota perlu mengetahui apa yang sedang 

diperjuangkan, memahami haknya, terlibat dalam 

pengambilan keputusan, dan mengikuti perkembangan kasus. 

Dengan cara itu, advokasi tidak hanya menghasilkan 

penyelesaian perkara, tetapi juga meningkatkan pengetahuan 

dan keberanian anggota dalam menghadapi persoalan di 

tempat kerja. 

Pendidikan dan pelatihan mempunyai fungsi yang sama 

pentingnya. Pendidikan merupakan hak anggota sekaligus 

kewajiban organisasi untuk membangun kekuatan jangka 

panjang. Materinya harus berangkat dari kebutuhan nyata 

anggota, seperti pemahaman mengenai hak ketenagakerjaan, 

PKB, pengorganisasian, negosiasi, keselamatan dan kesehatan 

kerja, kepemimpinan, komunikasi, maupun persoalan lain 

yang mereka hadapi. Pendidikan jangan berubah menjadi 

kegiatan seremonial yang selesai setelah peserta memperoleh 

sertifikat. Ukurannya adalah bertambahnya kemampuan 

anggota untuk memahami keadaan, mengambil sikap, dan 

menjalankan pekerjaan organisasi. 

Serikat juga dapat mengembangkan program 

kesejahteraan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan 

anggotanya. Koperasi, dana solidaritas, bantuan kedukaan, 

beasiswa, layanan kesehatan, atau bentuk bantuan lainnya 

dapat memperkuat rasa kebersamaan. Ketika seorang anggota 
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mengalami musibah, misalnya, solidaritas organisasi dapat 

membuatnya merasa bahwa ia tidak menghadapi kesulitan 

sendirian. 

Program seperti itu harus dikelola secara transparan dan 

tidak boleh menggeser fungsi utama serikat sebagai organisasi 

perjuangan. Serikat bukan pengganti tanggung jawab 

pengusaha maupun negara. Bantuan internal tidak boleh 

digunakan untuk menutupi upah yang seharusnya dibayar 

perusahaan, jaminan sosial yang menjadi hak pekerja, atau 

pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab negara. 

Solidaritas anggota harus memperkuat perjuangan 

memperoleh hak, bukan justru membuat pelanggaran terhadap 

hak tersebut dianggap selesai. 

Hal yang paling penting adalah bagaimana setiap 

pelayanan dihubungkan dengan pengorganisasian. Ketika 

seorang anggota datang untuk berkonsultasi, serikat dapat 

membantunya melihat apakah persoalan yang dialami ternyata 

juga dirasakan pekerja lain. Ketika organisasi memberikan 

bantuan kepada anggota yang mengalami kesulitan, pekerja 

lain dapat dilibatkan dalam membangun solidaritas. Ketika 

pendidikan dilaksanakan, serikat dapat mengenali peserta 

yang mempunyai kemauan dan kemampuan untuk 

berkembang menjadi kader dan pemimpin baru. 

Dengan cara seperti itu, anggota tidak ditempatkan hanya 

sebagai penerima pelayanan. Mereka perlahan menjadi bagian 

aktif dari organisasi. Orang yang hari ini datang meminta 

bantuan dapat menjadi orang yang besok membantu anggota 

lain. Peserta pendidikan dapat berkembang menjadi 

pengorganisir. Anggota yang pernah merasakan solidaritas 

dapat menjadi orang pertama yang bergerak ketika rekannya 

menghadapi masalah. 
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Pelayanan terbaik adalah pelayanan yang membuat 

anggota semakin memahami haknya, semakin percaya kepada 

kekuatan bersama, semakin terlibat dalam organisasi, dan 

semakin mampu memperjuangkan persoalan secara kolektif. 

Serikat menjadi kuat bukan karena pengurus mampu 

mengerjakan semuanya untuk anggota, tetapi karena semakin 

banyak anggota mempunyai kemampuan dan kemauan untuk 

bergerak bersama. 

 

H. Fungsi Regulasi 
Serikat pekerja bukan lembaga legislatif yang 

mempunyai kewenangan menetapkan undang-undang. Serikat 

juga bukan pemerintah yang dapat menerbitkan peraturan 

yang berlaku bagi seluruh masyarakat. Namun, dalam 

hubungan kerja, serikat mempunyai fungsi regulasi karena 

dapat ikut membentuk, memengaruhi, sekaligus mengawasi 

norma yang menentukan kondisi kerja. Fungsi ini penting 

karena aturan ketenagakerjaan pada akhirnya menentukan 

banyak hal dalam kehidupan pekerja, mulai dari besarnya 

upah sampai perlindungan ketika menghadapi pemutusan 

hubungan kerja. 

Di tingkat perusahaan, fungsi regulasi serikat paling 

nyata terlihat melalui Perjanjian Kerja Bersama atau PKB. 

Melalui proses perundingan, serikat pekerja dan pengusaha 

menyusun kesepakatan mengenai berbagai syarat dan kondisi 

kerja. Upah, tunjangan, waktu kerja, waktu istirahat, cuti, 

keselamatan dan kesehatan kerja, disiplin, perlindungan dari 

PHK, mekanisme penyelesaian keluhan, hingga berbagai 

fasilitas dan hak lainnya dapat diatur di dalam PKB. 

Keberadaan PKB membuat pekerja tidak sepenuhnya 

bergantung pada aturan yang dibuat secara sepihak oleh 

perusahaan. Ada ruang bagi pekerja, melalui serikatnya, untuk 



 

 

MEMAHAMI SERIKAT PEKERJA   69 

ikut menentukan aturan yang akan berlaku di tempat kerja. 

Setelah disepakati, ketentuan tersebut tidak lagi sekadar 

menjadi tuntutan serikat atau janji perusahaan, melainkan 

menjadi kesepakatan kolektif yang mengikat para pihak. 

Di sinilah pentingnya kekuatan organisasi. Isi PKB tidak 

lahir hanya dari kemampuan pengurus menyusun kalimat 

hukum atau duduk di meja perundingan. Kualitas sebuah PKB 

juga ditentukan oleh seberapa kuat dukungan anggota, 

seberapa baik serikat memahami persoalan di tempat kerja, 

seberapa lengkap data yang dimiliki, serta seberapa besar 

kemampuan organisasi membangun tekanan apabila 

perundingan mengalami jalan buntu. Dengan demikian, fungsi 

regulasi melalui PKB mempunyai hubungan langsung dengan 

kekuatan pengorganisasian. 

Fungsi regulasi serikat juga berlangsung pada tingkat 

yang lebih luas. Banyak aturan perlindungan pekerja yang 

sekarang dianggap biasa sesungguhnya mempunyai sejarah 

perjuangan yang panjang. Pembatasan waktu kerja, upah 

minimum, jaminan sosial, hak maternitas, perlindungan 

keselamatan dan kesehatan kerja, serta perlindungan dalam 

PHK tidak muncul begitu saja. Di berbagai tempat dan masa, 

gerakan pekerja ikut mendorong lahirnya standar tersebut 

melalui perjuangan kolektif. 

Serikat dapat memengaruhi peraturan perundang-

undangan dengan berbagai cara. Pengalaman anggota di 

tempat kerja dapat dikumpulkan menjadi data dan bahan 

penelitian. Dari sana, organisasi dapat menyusun usulan 

kebijakan, memberikan masukan terhadap rancangan 

peraturan, mengikuti konsultasi publik, serta menyampaikan 

aspirasi kepada pemerintah dan parlemen. Ketika saluran 

formal tidak cukup menghasilkan perubahan, serikat dapat 

membangun dukungan masyarakat melalui kampanye dan 

menggunakan kekuatan aksi kolektif. 
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Pengalaman sehari-hari pekerja menjadi sumber penting 

dalam proses tersebut. Serikat mengetahui bagaimana sebuah 

aturan bekerja bukan hanya dari membaca pasalnya, tetapi 

dari melihat akibatnya secara langsung. Ketika banyak 

anggota menghadapi persoalan yang sama, serikat dapat 

menemukan bahwa masalahnya bukan lagi kesalahan 

individual atau pelanggaran di satu perusahaan, melainkan 

kelemahan dalam aturan atau kebijakan yang berlaku. Kasus-

kasus di tempat kerja kemudian dapat menjadi dasar untuk 

mendorong perubahan regulasi yang lebih luas. 

Namun, keberhasilan memperjuangkan aturan yang baik 

belum menyelesaikan pekerjaan. Ada jarak yang sering kali 

cukup lebar antara apa yang tertulis dengan apa yang benar-

benar terjadi di tempat kerja. Hak dapat tercantum dalam 

undang-undang dan PKB, tetapi tetap dilanggar apabila tidak 

ada pihak yang memastikan pelaksanaannya. Karena itu, 

fungsi regulasi serikat juga mencakup pengawasan. 

Serikat perlu mengawasi pelaksanaan undang-undang, 

PKB, Peraturan Perusahaan, dan perjanjian kerja. Pengawasan 

dapat dimulai dari hal sederhana, seperti mencatat laporan 

anggota, memeriksa dokumen, membandingkan praktik 

perusahaan dengan aturan yang berlaku, dan mengidentifikasi 

pola pelanggaran. Persoalan kemudian dapat dibicarakan 

melalui konsultasi atau pertemuan bipartit dengan perusahaan. 

Apabila pelanggaran tidak diselesaikan, serikat dapat 

menggunakan saluran lain yang tersedia, termasuk pengaduan 

kepada pengawas ketenagakerjaan dan proses penyelesaian 

perselisihan atau langkah hukum apabila diperlukan. 

Dokumentasi menjadi penting karena pengawasan yang kuat 

tidak hanya bergantung pada dugaan, tetapi pada fakta, bukti, 

dan kesaksian yang dapat dipertanggungjawabkan. 

Dengan demikian, fungsi regulasi serikat berjalan dalam 

satu rangkaian. Serikat ikut membentuk aturan melalui 
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perundingan kolektif, memengaruhi kebijakan dan peraturan 

perundang-undangan melalui perjuangan yang lebih luas, 

kemudian mengawasi agar aturan tersebut benar-benar 

dilaksanakan. Melalui fungsi inilah pekerja tidak hanya 

menjadi pihak yang menerima aturan, tetapi mempunyai 

kekuatan kolektif untuk ikut menentukan aturan yang 

mengatur kehidupan mereka sendiri. 

I. Fungsi Sosial, Ekonomi, dan Politik 
Serikat lahir dari tempat kerja, tetapi persoalan pekerja 

tidak berhenti di tempat kerja. Karena itu, peran serikat meluas 

ke bidang sosial, ekonomi, dan politik. 

Fungsi sosial 

Pekerja adalah bagian dari masyarakat. Mereka 

menghadapi persoalan perumahan, pendidikan, kesehatan, 

transportasi, lingkungan, kekerasan, diskriminasi, dan 

pelayanan publik. 

Serikat harus membangun kepedulian terhadap persoalan 

tersebut karena semuanya memengaruhi kehidupan anggota 

dan keluarganya. Solidaritas juga harus menjangkau 

kelompok masyarakat lain yang mengalami ketidakadilan. 

Fungsi sosial dapat diwujudkan melalui bantuan 

solidaritas, pendidikan masyarakat, kerja sama dengan 

organisasi sosial, kampanye antikekerasan dan 

antidiskriminasi, advokasi pelayanan publik, dan keterlibatan 

dalam penanganan bencana. 

Namun, kegiatan sosial harus dihubungkan dengan 

perubahan struktural. Memberikan bantuan kepada korban 

penting, tetapi serikat juga perlu memperjuangkan kebijakan 

agar penyebab masalah tersebut diatasi. 
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Fungsi ekonomi 

Serikat memengaruhi distribusi hasil ekonomi melalui 

perjuangan upah, tunjangan, jaminan sosial, dan kondisi kerja. 

Perundingan bersama merupakan mekanisme agar 

peningkatan produktivitas dan keuntungan tidak hanya 

dinikmati pemilik modal. 

Upah bukan sekadar biaya perusahaan. Upah merupakan 

sumber kehidupan keluarga dan daya beli masyarakat. Ketika 

upah layak, pekerja dapat memenuhi kebutuhan dan 

menggerakkan kegiatan ekonomi. Ketika upah ditekan, 

ketimpangan meningkat dan konsumsi masyarakat melemah. 

Serikat juga dapat membentuk koperasi atau kegiatan 

ekonomi anggota. Namun, kegiatan tersebut harus dikelola 

secara profesional, transparan, dan tidak mengubah serikat 

menjadi badan usaha yang melupakan fungsi perjuangan. 

Fungsi politik 

Keputusan politik menentukan kondisi pekerja. Undang-

undang, anggaran negara, kebijakan upah, jaminan sosial, 

pajak, investasi, perdagangan, privatisasi, dan pelayanan 

publik dibuat melalui proses politik. Karena itu, serikat tidak 

dapat sepenuhnya menjauh dari politik. Menolak terlibat 

dalam politik berarti membiarkan pihak lain membuat 

keputusan tentang pekerja tanpa kekuatan pekerja. 

Fungsi politik serikat dapat dijalankan melalui pertama, 

pendidikan politik anggota; kedua, advokasi kebijakan; ketiga, 

dialog dengan pemerintah dan parlemen; keempat, partisipasi 

dalam lembaga tripartit; kelima, kampanye publik; keenam, 

aksi massa; ketujuh, pengawasan terhadap pejabat; dan 
kedelapan, dukungan politik berdasarkan keputusan 

demokratis organisasi. 
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Keterlibatan politik harus dijalankan secara mandiri. 

Serikat tidak boleh menjadi alat seorang calon, partai, pejabat, 

atau pengusaha. Sikap politik serikat harus berdasarkan 

kepentingan kelas pekerja dan diputuskan melalui mekanisme 

organisasi. Bukan keputusan pribadi pengurusnya. 

Membangun jaringan nasional dan internasional 

Perusahaan dan modal telah bekerja melampaui batas 

negara. Serikat juga harus membangun jaringan untuk 

bertukar informasi, menyusun kampanye, memperoleh 

dukungan, dan meningkatkan kapasitas. 

Jaringan internasional tidak menggantikan kekuatan di 

tingkat perusahaan. Fondasi utama tetap anggota yang 

terorganisasi. Jaringan memperluas jangkauan dan daya tekan 

dari kekuatan tersebut. 

Kerja sama harus didasarkan pada kesetaraan, solidaritas, 

kemandirian, dan kepentingan bersama. Serikat tidak boleh 

kehilangan identitas atau arah perjuangannya karena 

bergantung pada organisasi lain.  
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BAB 4 
SEJARAH GERAKAN SERIKAT 
PEKERJA/SERIKAT BURUH 
 

 

ejarah gerakan serikat pekerja adalah sejarah manusia 

yang menolak diperlakukan sebagai alat produksi. Ia 

lahir dari pengalaman panjang mengenai upah rendah, 

jam kerja yang tidak manusiawi, tempat kerja yang berbahaya, 

pekerja anak, diskriminasi, kemiskinan, dan ketiadaan suara 

dalam menentukan kondisi kerja. 

Pada awalnya, pekerja melakukan perlawanan secara 

terpencar. Mereka meninggalkan tempat kerja, merusak 

mesin, menyampaikan protes, atau menghentikan pekerjaan. 

Namun, pengalaman mengajarkan bahwa keberanian 

individual tidak cukup. Pekerja membutuhkan organisasi, 

pengetahuan, kepemimpinan, iuran, strategi, dan solidaritas. 

Dari pengalaman itulah serikat pekerja lahir. 

Sejarah juga menunjukkan bahwa hak pekerja tidak 

diberikan begitu saja. Pembatasan waktu kerja, upah layak, 

hak berunding, jaminan sosial, perlindungan keselamatan 

kerja, cuti, serta kebebasan berserikat diperoleh melalui 

perjuangan panjang. Di balik setiap hak terdapat pekerja yang 

mengorganisasi, mendidik, berkampanye, berunding, mogok, 

menghadapi penangkapan, kehilangan pekerjaan, bahkan 

kehilangan nyawa. 

Di Indonesia, sejarah gerakan buruh tidak dapat 
dipisahkan dari perjuangan melawan kolonialisme dan 

pembentukan negara merdeka. Serikat buruh bukan hanya 

memperjuangkan upah. Ia menjadi tempat pekerja pribumi 

S 
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belajar berorganisasi, membaca keadaan, menyampaikan 

pendapat, memimpin rapat, menerbitkan media, melakukan 

pemogokan, dan membayangkan masyarakat yang bebas dari 

penjajahan. 

Karena itu, mempelajari sejarah gerakan serikat pekerja 

bukan sekadar mengingat nama organisasi dan tahun 

pendiriannya. Sejarah harus digunakan untuk memahami dari 

mana gerakan pekerja berasal, mengapa pernah menjadi kuat, 

bagaimana ia dilemahkan, dan apa yang harus dilakukan agar 

tidak mengulangi kesalahan yang sama. 

 

A. Lahirnya Gerakan Buruh Dunia 
Kerja telah ada sejak manusia ada, tetapi kelas pekerja 

modern lahir melalui perubahan besar dalam cara produksi. 

Sebelum berkembangnya industri, sebagian besar masyarakat 

hidup dari pertanian, kerajinan, perdagangan kecil, dan 

pekerjaan di lingkungan keluarga atau komunitas. 

Para perajin di sejumlah kota Eropa membentuk 

perkumpulan berdasarkan jenis keterampilan. Perkumpulan 

tersebut mengatur mutu pekerjaan, pendidikan calon perajin, 

harga, dan hubungan di antara anggotanya. Namun, 

perkumpulan itu belum sama dengan serikat pekerja modern 

karena banyak anggotanya memiliki alat kerja sendiri dan 

tidak sepenuhnya bergantung pada upah. 

Perubahan terjadi ketika produksi berpindah dari rumah 

dan bengkel kecil menuju pabrik. Mesin, bahan baku, 

bangunan, dan modal dikuasai oleh pemilik perusahaan. 

Sementara itu, semakin banyak orang kehilangan atau tidak 
memiliki sarana produksi sendiri. Untuk bertahan hidup, 

mereka harus menjual tenaganya kepada pemilik modal. 
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Dari sinilah muncul kelas pekerja modern: sekelompok 

orang yang tidak hidup dari kepemilikan modal, tanah, atau 

alat produksi, tetapi dari upah yang diterima sebagai imbalan 

atas pekerjaan. 

Kondisi kerja yang melahirkan perlawanan 

Pada masa awal industrialisasi, belum terdapat 

perlindungan ketenagakerjaan seperti yang dikenal sekarang. 

Pengusaha memiliki kekuasaan yang sangat besar untuk 

menentukan upah, waktu kerja, disiplin, dan pemberhentian. 

Pekerja dapat dipekerjakan lebih dari 12 jam sehari 

dalam kondisi yang berbahaya. Perempuan dan anak-anak 

dibayar lebih rendah. Kecelakaan kerja dianggap sebagai 

risiko pribadi pekerja. Apabila sakit, tua, atau kehilangan 

pekerjaan, pekerja tidak mempunyai jaminan sosial. 

Keadaan tersebut mendorong pekerja melakukan 

berbagai bentuk perlawanan. Pada tahap awal, perlawanan 

sering bersifat spontan. Sebagian pekerja menganggap mesin 

sebagai penyebab hilangnya pekerjaan dan memburuknya 

kondisi hidup. Karena itu, terjadi aksi perusakan mesin di 

sejumlah pusat industri. 

Namun, pekerja kemudian memahami bahwa mesin 

bukan akar persoalannya. Masalah utamanya adalah siapa 

yang memiliki mesin, siapa yang mengendalikan proses 

produksi, bagaimana hasil kerja dibagikan, dan apakah 

pekerja mempunyai suara dalam menentukan kondisi kerja. 

Kesadaran ini mengubah arah perjuangan. Dari 

perlawanan terhadap mesin, pekerja bergerak menuju 

pengorganisasian untuk menghadapi sistem yang menguasai 

mesin dan modal. 
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Dari perkumpulan rahasia ke serikat terbuka 

Pada masa awal pertumbuhannya, organisasi pekerja 

sering dianggap sebagai ancaman. Pemerintah di berbagai 

negara melarang pekerja membentuk perkumpulan atau 

melakukan tindakan bersama. Penggabungan pekerja untuk 

menuntut kenaikan upah dapat dianggap sebagai 

persekongkolan yang mengganggu kebebasan perdagangan. 

Larangan tersebut memaksa pekerja membangun 

perkumpulan secara diam-diam. Mereka mengumpulkan dana 

bersama untuk membantu anggota yang sakit, kehilangan 

pekerjaan, atau ditangkap. Dana solidaritas tersebut menjadi 

salah satu cikal bakal organisasi serikat. 

Ketika larangan mulai dicabut, organisasi pekerja 

berkembang secara lebih terbuka. Pada awalnya, banyak 

serikat dibentuk berdasarkan keterampilan tertentu, seperti 

pekerja percetakan, tukang kayu, pekerja logam, dan pekerja 

pertambangan. Perkembangan industri berskala besar 

kemudian mendorong lahirnya serikat yang mengorganisasi 

seluruh pekerja dalam satu industri, tanpa membatasi 

keanggotaan hanya pada pekerja berketerampilan khusus. 

Mogok sebagai alat perjuangan 

Pekerja menyadari bahwa posisi mereka dalam proses 

produksi merupakan sumber kekuatan. Perusahaan 

mempunyai modal dan alat produksi, tetapi produksi tidak 

berjalan tanpa tenaga kerja. 

Dengan menghentikan pekerjaan secara bersama-sama, 

pekerja dapat memberikan tekanan ekonomi kepada 

pengusaha. Mogok kemudian berkembang menjadi salah satu 

alat perjuangan utama gerakan serikat. 

Mogok tidak muncul karena pekerja tidak mau bekerja. 

Sebaliknya, pekerja menggunakan penghentian kerja untuk 
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menuntut agar kerja dihargai secara layak. Mogok 

menegaskan bahwa produksi bergantung pada pekerja dan 

bahwa pekerja tidak dapat diperlakukan hanya sebagai biaya. 

Perjuangan delapan jam kerja 

Salah satu tuntutan penting gerakan buruh dunia adalah 

pembatasan waktu kerja menjadi delapan jam sehari. 

Tuntutannya dikenal melalui gagasan: delapan jam untuk 

bekerja, delapan jam untuk beristirahat, dan delapan jam untuk 

kehidupan pribadi. 

Pada 1 Mei 1886, pekerja di berbagai kota di Amerika 

Serikat melakukan pemogokan menuntut delapan jam kerja. 

Rangkaian aksi di Chicago kemudian berhubungan dengan 

peristiwa Haymarket, penangkapan aktivis buruh, dan 

hukuman mati terhadap sejumlah tokoh gerakan. 

Peristiwa tersebut kemudian dikenang oleh gerakan 

buruh internasional. Tanggal 1 Mei berkembang menjadi Hari 

Buruh Internasional—hari untuk mengingat perjuangan, 

menunjukkan solidaritas, dan menyampaikan tuntutan kelas 

pekerja. Sejarah delapan jam kerja memperlihatkan bahwa 

standar yang sekarang dianggap wajar dahulu merupakan 

tuntutan yang dipandang radikal. Hak tidak jatuh dari langit. 

Hak lahir ketika pekerja mengorganisasi kekuatannya. 

Lahirnya Organisasi Perburuhan Internasional 

Kondisi pekerja yang buruk dan meluasnya gerakan 

buruh mendorong pengakuan bahwa perdamaian tidak dapat 

dibangun di atas ketidakadilan sosial. Setelah Perang Dunia 

Pertama, Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO 

dibentuk pada 1919. 

ILO dibangun dengan struktur tripartit yang melibatkan 

pemerintah, organisasi pengusaha, dan organisasi pekerja. 
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Kehadiran unsur pekerja menegaskan, soal ketenagakerjaan 

tidak boleh hanya ditentukan oleh negara dan pengusaha. 

Deklarasi Philadelphia 1944, yang menjadi bagian dari 

Konstitusi ILO, menegaskan beberapa prinsip mendasar kerja 

bukan komoditas; kebebasan menyatakan pendapat dan 

kebebasan berserikat penting bagi kemajuan; kemiskinan di 

mana pun merupakan ancaman bagi kesejahteraan di mana 

pun; dan perjuangan melawan kekurangan harus dilakukan 

dengan melibatkan secara setara wakil pekerja, pengusaha, 

dan pemerintah. 
Prinsip ini menempatkan serikat pekerja bukan sebagai 

gangguan terhadap perekonomian, tetapi sebagai lembaga 

penting untuk menciptakan keadilan sosial dan perdamaian. 

 

B. Revolusi Industri & Lahirnya Kelas Pekerja 
Revolusi Industri bukan hanya perubahan teknologi. Ia 

mengubah struktur masyarakat, hubungan manusia, dan 

pembagian kekuasaan ekonomi. 

Produksi yang sebelumnya tersebar di rumah dan 

bengkel kecil dipusatkan di pabrik. Mesin memungkinkan 

barang diproduksi dalam jumlah besar. Kota-kota industri 

tumbuh. Banyak penduduk desa berpindah ke kota untuk 

mencari pekerjaan. 

Di satu sisi, industrialisasi meningkatkan kemampuan 

manusia menghasilkan barang. Di sisi lain, industrialisasi 

melahirkan eksploitasi dalam skala yang sebelumnya tidak 

pernah dikenal. 

Pemisahan pekerja dari alat produksi 

Dalam produksi tradisional, seorang perajin dapat 

memiliki alat kerjanya sendiri. Ia relatif mempunyai kendali 
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terhadap cara, waktu, dan hasil kerja. Dalam sistem pabrik, 

alat produksi dimiliki oleh pengusaha. Pekerja hanya 

mempunyai tenaga dan keterampilan untuk dijual. 

Pemisahan tersebut menciptakan ketergantungan. 

Pekerja membutuhkan perusahaan untuk mendapatkan upah. 

Pengusaha membutuhkan pekerja untuk mengoperasikan 

modal. Namun, hubungan keduanya tidak seimbang karena 

pengusaha menguasai alat produksi serta keputusan mengenai 

penggunaan dan pembagian hasilnya. 

Pekerja perlu memahami posisinya dalam hubungan 

produksi. Tanpa kesadaran tersebut, pekerja cenderung 

memandang upah, beban kerja, dan kemiskinan sebagai 

masalah pribadi. Padahal persoalan itu berhubungan dengan 

struktur yang lebih luas. 

Penciptaan nilai dan akumulasi modal 

Pekerja menghasilkan barang dan jasa. Melalui kerja 

manusia, bahan baku diubah, mesin dijalankan, layanan 

diberikan, dan nilai ekonomi diciptakan. 

Pekerja menerima upah. Namun, hasil produksi dan 

keputusan mengenai penggunaan keuntungan berada di bawah 

kendali pemilik modal. Sebagian keuntungan digunakan untuk 

memperbesar usaha, membeli teknologi, membuka pasar, atau 

mengambil alih perusahaan lain. Proses ini memperbesar 

kekuatan modal. 

Di sini, pekerja sebagai individu berhadapan dengan 

korporasi sebagai sistem. Karena itu, akumulasi modal harus 

dihadapi dengan akumulasi massa dan kekuatan pekerja. 

Dari pekerja menjadi kelas pekerja 

Sekumpulan orang yang menerima upah belum tentu 

mempunyai kesadaran sebagai kelas pekerja. Mereka dapat 
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dipisahkan berdasarkan keterampilan, tempat kerja, jenis 

kelamin, agama, ras, atau asal daerah. Mereka juga dapat 

dibuat bersaing satu sama lain. 

Kelas pekerja terbentuk secara sosial ketika para pekerja 

menyadari bahwa mereka menghadapi persoalan dan 

kepentingan bersama. Kesadaran ini tidak muncul secara 

otomatis. Ia dibangun melalui pengalaman, pendidikan, 

diskusi, organisasi, dan perjuangan. 

Serikat menjadi tempat pekerja mengubah pengalaman 

individual menjadi pengetahuan kolektif. Seorang pekerja 

yang semula menganggap upah rendah sebagai nasib mulai 

melihat pola yang dialami pekerja lain. Dari sini muncul 

pertanyaan yang lebih besar: mengapa orang yang 

menghasilkan kekayaan justru hidup dalam ketidakpastian? 

Berkembangnya berbagai gagasan gerakan buruh 

Kondisi industrialisasi melahirkan berbagai aliran 

pemikiran mengenai pembebasan pekerja. Ada yang 

menekankan koperasi, perjuangan parlementer, perundingan, 

pemogokan umum, kepemilikan publik, revolusi sosial, atau 

kombinasi berbagai strategi. 

Karl Marx melihat serikat sebagai alat pekerja untuk 

mencegah penurunan nilai tenaga kerja dan mempertahankan 

kondisi hidupnya. Namun, perjuangan serikat tidak hanya 

berhenti pada upah. Organisasi pekerja juga dapat menjadi 

sekolah perjuangan kelas yang membantu pekerja memahami 

sistem ekonomi dan mengembangkan kekuatan kolektif. 

G.W.F. Hegel, melihat individu dalam masyarakat sipil 

membentuk perkumpulan, memperjuangkan kepentingannya. 

Seseorang tidak mampu menghadapi negara atau pemilik 

kekuasaan seorang diri. Ia membutuhkan organisasi. 
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Berbagai gagasan tersebut mempunyai satu benang 

merah: pekerja tidak dapat mengubah keadaan hanya dengan 

perjuangan individual. 

Pada tahap awal, banyak serikat berfokus pada upah, jam 

kerja, dan kondisi kerja. Namun, pekerja segera menyadari 

bahwa peraturan tentang organisasi, pemogokan, 

keselamatan, jaminan sosial, dan hubungan kerja dibuat 

melalui proses politik. 

Gerakan buruh kemudian memperjuangkan hak pilih, 

kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, perlindungan 

sosial, dan peraturan ketenagakerjaan. Di sejumlah negara, 

gerakan buruh membentuk atau mendukung partai politik 

untuk membawa kepentingan pekerja ke dalam pemerintahan 

dan parlemen. 

Perkembangan ini menunjukkan bahwa perjuangan 

ekonomi dan politik tidak dapat dipisahkan sepenuhnya. 

Kondisi di tempat kerja dipengaruhi oleh kebijakan negara. 

Sebaliknya, kekuatan pekerja di tempat kerja dapat 

memengaruhi arah politik negara. 

 

C. Sejarah Awal Gerakan Buruh Indonesia 
Gerakan buruh modern di Indonesia tumbuh dalam 

masyarakat kolonial. Industri, perkebunan, pelabuhan, 

pertambangan, transportasi, dan birokrasi kolonial 

membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar. Namun, 

hubungan kerja dibentuk dalam struktur yang membedakan 

manusia berdasarkan ras dan kedudukan kolonial. 

Pekerja Eropa memperoleh kedudukan, upah, dan 
fasilitas yang lebih baik. Pekerja pribumi ditempatkan pada 

lapisan bawah dengan upah rendah serta perlindungan 

terbatas. Struktur kerja menjadi bagian sistem penjajahan. 
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Munculnya pekerja upahan 

Perluasan perkebunan dan pembangunan infrastruktur 

kolonial mendorong pertumbuhan pekerja upahan. Jalur 

kereta api, trem, pelabuhan, pabrik gula, perkebunan, 

percetakan, kantor pos, dan perusahaan perdagangan 

menciptakan kelompok pekerja yang hidup dari upah. 

Para pekerja tersebut datang dari berbagai daerah dan 

latar belakang. Mereka dipertemukan dalam tempat kerja yang 

sama, tunduk pada aturan perusahaan yang sama, serta 

menghadapi persoalan yang serupa. 

Tempat kerja kemudian menjadi ruang lahirnya 

kesadaran baru. Pekerja tidak hanya mengenal identitas 

daerah, agama, atau komunitas. Mereka mulai memahami 

kesamaan kedudukan sebagai orang yang bekerja untuk 

mendapatkan upah. 

Organisasi awal pekerja 

Organisasi pekerja modern pada awalnya didirikan oleh 

pegawai dan pekerja berkebangsaan Eropa. Keanggotaannya 

juga lebih banyak ditujukan untuk kelompok tersebut. Dalam 

perkembangannya, sejumlah organisasi mulai membuka 

keanggotaan bagi pekerja pribumi. 

Sektor kereta api mempunyai kedudukan penting dalam 

pertumbuhan gerakan buruh. Kereta api dan trem 

menghubungkan wilayah produksi, perkebunan, pelabuhan, 

dan kota. Pekerja pada sektor ini tersebar di banyak tempat, 

tetapi terhubung dalam satu sistem transportasi. 

Pada 1908 berdiri Vereeniging van Spoor- en 

Tramwegpersoneel atau VSTP, organisasi pekerja kereta api 
dan trem. VSTP berkembang menjadi salah satu serikat 

penting yang mengorganisasi pekerja Eropa dan pribumi. 

Semarang menjadi salah satu pusat gerakannya. 
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Semaun kemudian menjadi salah satu pemimpin pribumi 

yang menonjol dalam VSTP. Di bawah kepemimpinan aktivis 

seperti Semaun, serikat tidak hanya membahas persoalan 

pekerjaan, tetapi juga kolonialisme, diskriminasi, dan 

pembebasan rakyat. 

Pendidikan dan media buruh 

Serikat menjadi tempat pekerja belajar membaca, 

menulis, berbicara, memimpin rapat, dan memahami politik. 

Pendidikan tidak selalu berlangsung di ruang kelas. Ia 

dilakukan melalui pertemuan, diskusi, selebaran, surat kabar, 

dan pengalaman perjuangan. 

Propaganda mempunyai peran besar dalam pertumbuhan 

gerakan. Pamflet, surat kabar, dan selebaran digunakan untuk 

menyampaikan gagasan, melaporkan kondisi kerja, 

menghubungkan pekerja di berbagai wilayah. 

Media buruh bukan sekadar alat menyebarkan informasi. 

Media membantu pekerja membentuk penafsiran sendiri 

terhadap keadaan. Tanpa media sendiri, pekerja hanya akan 

melihat dunia melalui sudut pandang pemerintah kolonial dan 

pemilik modal. 

Dari serikat pekerja menuju gerakan kebangsaan 

Dalam masyarakat kolonial, tuntutan perbaikan upah 

tidak dapat sepenuhnya dipisahkan dari persoalan penjajahan. 

Diskriminasi di tempat kerja merupakan bagian dari 

diskriminasi politik dan sosial. Karena itu, gerakan buruh 

berkembang beriringan dengan gerakan kebangsaan. 

Serikat mengajarkan bahwa pekerja pribumi dapat 

membentuk organisasi modern, memilih pemimpin, 

mengumpulkan iuran, mengelola media, dan melakukan 
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tindakan bersama. Pengalaman tersebut menjadi sekolah bagi 

perjuangan kemerdekaan. 

 

D. Gerakan Buruh pada Masa Kolonial 
Pada masa kolonial, gerakan buruh menghadapi dua 

kekuasaan sekaligus: kekuasaan pengusaha dan kekuasaan 

pemerintahan penjajah. Pemerintah kolonial tidak bersikap 

netral. Ketika aksi pekerja dianggap mengganggu produksi 

atau ketertiban, aparat digunakan untuk melindungi 

kepentingan kolonial. 

Pertumbuhan serikat dan aksi mogok 

Pada dekade kedua abad ke-20, organisasi buruh tumbuh 

di berbagai sektor. Pekerja kereta api, pegadaian, pelabuhan, 

percetakan, perkebunan, pabrik gula, dan pegawai pemerintah 

membangun organisasi. 

Tuntutan mereka mencakup kenaikan upah, perbaikan 

kondisi kerja, pembatasan waktu kerja, penghapusan 

diskriminasi rasial, perlindungan dari tindakan sewenang-

wenang, dan pengakuan terhadap organisasi pekerja. 

Mogok menjadi alat penting. Melalui mogok, pekerja 

membuktikan bahwa sistem kolonial bergantung pada tenaga 

mereka. Kereta tidak berjalan, pelabuhan terganggu, dan 

produksi berhenti apabila pekerja bertindak bersama. 

Puncak pengorganisasian dan represi kolonial 

Dalam materi Building Strong and Resilient Unions 

menyebutkan bahwa sekitar 1920 telah terdapat kurang lebih 
seratus organisasi buruh dengan sekitar seratus ribu anggota. 

Angka tersebut menggambarkan besarnya perkembangan 
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gerakan pada masa ketika jumlah pekerja industri belum 

sebesar sekarang. 

Pertumbuhan itu membuat pemerintah kolonial merasa 

terancam. Aktivis diawasi, rapat dibatasi, media dibredel, dan 

pemimpin ditangkap atau dibuang. Pemogokan besar pekerja 

kereta api pada 1923 dihadapi dengan represi, pemecatan, dan 

penangkapan. 

Represi memperlemah organisasi. Namun, pengalaman 

tersebut meninggalkan pelajaran penting: kebebasan 

berserikat berhubungan erat dengan kebebasan sipil dan 

politik. Serikat tidak dapat berkembang apabila negara 

membatasi kebebasan berbicara, berkumpul, 

menyelenggarakan rapat, dan menerbitkan informasi. 

Fragmentasi organisasi 

Gerakan buruh kolonial juga menghadapi perpecahan 

berdasarkan ideologi, agama, ras, profesi, dan hubungan 

dengan organisasi politik. Perbedaan strategi sering 

berkembang menjadi persaingan antarkelompok. 

Sebagian organisasi memilih kerja sama dan 

perundingan terbatas. Sebagian lainnya mengambil strategi 

politik dan pemogokan. Pemerintah kolonial memanfaatkan 

perbedaan tersebut untuk memecah gerakan. 

Pengalaman ini menunjukkan bahwa keberagaman 

dalam gerakan adalah kenyataan. Persoalannya bukan 

menghapus perbedaan, tetapi membangun persatuan tindakan 

pada kepentingan yang sama. 

Masa pendudukan Jepang 

Ketika Jepang menduduki Indonesia pada 1942, 

organisasi buruh independen dilarang. Organisasi masyarakat 

ditempatkan di bawah kendali pemerintahan militer. 
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Tenaga kerja dimobilisasi untuk kepentingan perang. 

Sistem romusha menjadi contoh paling kejam dari kerja paksa. 

Jutaan orang dipaksa bekerja dalam kondisi buruk, tanpa 

perlindungan dan makanan memadai. Banyak yang tidak 

pernah kembali. 

Walaupun serikat independen tidak dapat bergerak 

terbuka, pengalaman organisasi tidak sepenuhnya hilang. 

Jaringan dan kesadaran yang pernah dibangun kembali 

muncul ketika kekuasaan Jepang runtuh dan kemerdekaan 

diproklamasikan. 

 

E. Masa Perjuangan Kemerdekaan 
Proklamasi 17 Agustus 1945 bukan akhir perjuangan. 

Belanda berusaha kembali menguasai Indonesia, termasuk 

aset-aset ekonomi strategis seperti stasiun, jalur kereta, 

pelabuhan, perkebunan, pertambangan, dan pabrik. Dalam 

keadaan tersebut, buruh bergerak cepat. 

Mengambil alih aset strategis 

Pekerja mengambil alih kantor, stasiun, kereta api, 

perkebunan, pabrik, pelabuhan, dan berbagai fasilitas yang 

sebelumnya dikuasai Jepang. Tindakan tersebut mempunyai 

arti politik dan ekonomi. 

Secara politik, pengambilalihan menunjukkan bahwa 

kekuasaan kolonial telah berakhir. Secara ekonomi, tindakan 

itu mencegah aset strategis jatuh kembali ke tangan penjajah 

dan memastikan kegiatan penting tetap berjalan. 

Saat itu, buruh menjaga dan menjalankan stasiun, pabrik, 
serta perkebunan pada masa awal kemerdekaan. Dalam 

kondisi ekonomi yang sulit, sebagian pekerja bahkan tidak 

menerima upah secara teratur. Mereka tetap bekerja karena 
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menyadari bahwa pekerjaannya merupakan bagian dari 

perjuangan mempertahankan Republik. 

Buruh sebagai pelaku revolusi 

Peran buruh tidak hanya sebagai pendukung di belakang 

garis perjuangan. Posisi mereka di sektor transportasi, 

komunikasi, produksi, dan distribusi menjadikan buruh bagian 

penting dari revolusi. 

Pekerja kereta api menguasai jaringan transportasi. 

Pekerja pos dan telekomunikasi membantu menyebarkan 

informasi. Pekerja pelabuhan dan pelayaran mendukung 

pergerakan barang serta manusia. Pekerja perkebunan dan 

pabrik menjaga sumber daya ekonomi Republik. 

Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan pekerja tidak 

hanya terletak pada jumlah. Kekuatan juga berasal dari posisi 

strategisnya dalam sistem ekonomi. 

Pembentukan serikat buruh pascakemerdekaan 

Setelah kemerdekaan, berbagai organisasi buruh 

dibentuk atau dihidupkan kembali. Pada 1946 lahir Sentral 

Organisasi Buruh Seluruh Indonesia atau SOBSI, yang 

kemudian menjadi salah satu pusat serikat terbesar. 

Di samping SOBSI, terdapat berbagai organisasi buruh 

dengan orientasi politik, agama, profesi, dan sektoral yang 

berbeda. Keberagaman ini mencerminkan suasana politik 

Republik yang baru tumbuh. 

Serikat tidak hanya memperjuangkan kondisi kerja, 

tetapi turut menentukan arah negara. Perdebatan mengenai 

nasionalisasi, kepemilikan perusahaan, kebijakan ekonomi, 

dan kedudukan pekerja menjadi bagian dari perjuangan politik 

pada saat itu. 



 

 

MEMAHAMI SERIKAT PEKERJA   89 

Kemerdekaan politik dan kemerdekaan ekonomi 

Bagi gerakan buruh, kemerdekaan tidak cukup hanya 

dengan mengganti pemerintahan kolonial dengan 

pemerintahan nasional. Kemerdekaan harus menghasilkan 

perbaikan nyata bagi rakyat. 

Pekerja mempertanyakan siapa yang menguasai pabrik, 

perkebunan, pertambangan, pelabuhan, dan sumber daya 

alam. Mereka memahami bahwa kemerdekaan politik tanpa 

demokrasi ekonomi dapat mempertahankan ketimpangan 

lama dalam bentuk baru. Karena itu, perjuangan buruh pada 

masa kemerdekaan menghubungkan kedaulatan negara 

dengan kedaulatan ekonomi. 

 

F. Gerakan Buruh pada Masa Awal Republik 
Masa awal Republik merupakan salah satu periode 

penting dalam sejarah gerakan buruh Indonesia. Serikat 

berkembang dalam suasana politik yang relatif terbuka dan 

mempunyai hubungan kuat dengan perdebatan mengenai arah 

pembangunan nasional. 

Serikat sebagai kekuatan sosial dan politik 

Organisasi buruh berafiliasi atau mempunyai kedekatan 

dengan berbagai kekuatan politik. Hubungan tersebut 

memberikan akses terhadap perdebatan nasional, tetapi juga 

membawa risiko fragmentasi dan ketergantungan politik. 

Serikat mengorganisasi pekerja, melakukan pendidikan, 

menerbitkan media, mengadakan rapat, dan menjalankan 

pemogokan. Mereka terlibat dalam isu upah, kondisi kerja, 

nasionalisasi perusahaan, dan kebijakan ekonomi. 
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Arsip sejarah menunjukkan adanya berbagai pernyataan, 

mosi, resolusi, dan aksi serikat pada periode ini. Hal itu 

memperlihatkan bahwa pekerja tidak sekadar menjadi 

penerima kebijakan negara, tetapi berusaha aktif 

memengaruhinya. 

Lahirnya peraturan yang protektif 

Pada masa awal Republik, sejumlah peraturan penting 

mengenai perlindungan buruh diterbitkan, antara lain Undang-

Undang Nomor 33 Tahun 1947 tentang Kecelakaan, Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 1948 tentang Kerja, Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan 

antara Serikat Buruh dan Majikan, Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, 

dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang 

Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta. 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948 termasuk aturan 

yang maju pada masanya. Aturan tersebut memuat 

perlindungan mengenai waktu kerja, istirahat, pekerjaan anak, 

dan pekerja perempuan. Walaupun pelaksanaannya 

menghadapi banyak keterbatasan, semangat peraturannya 

menunjukkan kuatnya gagasan perlindungan buruh dalam 

negara yang baru merdeka. 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1954 memberikan 

dasar bagi perjanjian perburuhan antara serikat dan 

pengusaha. Ini menunjukkan pengakuan. serikat sebagai pihak 

yang dapat membentuk aturan kolektif di tempat kerja. 

Pemogokan dan perundingan 

Pemogokan tetap menjadi bagian penting dari 
perjuangan. Salah satu peristiwa yang tercatat adalah 

pemogokan buruh tekstil di Delanggu pada 1948. Pekerja 

menuntut perbaikan upah serta kesetaraan fasilitas bagi 
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pekerja musiman, harian, dan bulanan. Pemerintah berunding 

dengan organisasi buruh dan menerima sebagian tuntutan. 

Peristiwa tersebut memperlihatkan dua hal. Pertama, 

negara yang baru merdeka tetap dapat menghadapi konflik 

kepentingan dengan pekerja. Kedua, aksi kolektif dapat 

mendorong pemerintah membuka perundingan. 

Kemerdekaan tidak otomatis menghapus pertentangan 

antara pekerja, pengusaha, dan negara. Serikat tetap 

dibutuhkan untuk mengawasi kekuasaan, termasuk kekuasaan 

pemerintahan nasional. 

Nasionalisasi perusahaan Belanda 

Pada akhir 1950-an, perusahaan-perusahaan Belanda 

diambil alih dan dinasionalisasi. Pekerja mempunyai peran 

penting dalam proses pengambilalihan tersebut. 

Nasionalisasi dipandang sebagai bagian dari perjuangan 

menghapus penguasaan ekonomi kolonial. Namun, perubahan 

kepemilikan tidak otomatis menghasilkan kontrol pekerja atau 

perbaikan seluruh kondisi kerja. Pengelolaan perusahaan 

semakin ditempatkan di bawah negara dan birokrasi. 

Pengalaman ini memberikan pelajaran bahwa 

kepemilikan publik penting, tetapi harus disertai tata kelola 

yang demokratis, transparan, serta pelibatan pekerja. 

Perusahaan milik negara tidak otomatis bebas dari 

ketidakadilan apabila pekerja tidak mempunyai suara. 

Ketegangan politik dan fragmentasi gerakan 

Menjelang pertengahan 1960-an, persaingan politik 

nasional semakin tajam. Organisasi buruh terhubung dengan 

berbagai partai dan aliran ideologi. Perbedaan politik yang 

sebelumnya dapat hidup berdampingan berkembang menjadi 

pertentangan keras. 
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Ketika perubahan kekuasaan terjadi setelah 1965, 

hubungan politik tersebut digunakan untuk menghancurkan 

sebagian besar gerakan buruh yang dianggap dekat dengan 

kekuatan politik tertentu. Represi juga menimpa pemimpin, 

kader, anggota, dan keluarganya. 

 

G. Depolitisasi Buruh pada Masa Orde Baru 
Orde Baru dibangun setelah kekerasan politik 1965–

1966. Gerakan progresif, termasuk banyak organisasi buruh, 

dihancurkan. Banyak aktivis ditangkap, dipenjara, dibunuh, 

dihilangkan, kehilangan pekerjaan. Organisasi dibubarkan dan 

pengetahuan gerakan diputus dari generasi berikutnya. 

Dalam buku Buruh Bergerak digambarkan bagaimana 

penghancuran nilai, ideologi, dan ingatan kolektif sebagai 

salah satu penyebab melemahnya gerakan pekerja. Buruh 

tidak hanya kehilangan organisasi. Buruh juga dibuat 

kehilangan kesadaran mengenai sejarah dan kekuatannya. 

Buruh ditempatkan sebagai alat pembangunan 

Orde Baru mengutamakan stabilitas politik dan 

pertumbuhan ekonomi. Investasi dipandang membutuhkan 

tenaga kerja murah, disiplin, dan tidak banyak menuntut. 

Pemogokan serta konflik perburuhan dianggap mengganggu 

stabilitas. Dalam kerangka tersebut, pekerja lebih sering 

ditempatkan sebagai faktor produksi daripada sebagai 

kekuatan sosial yang mempunyai kepentingan sendiri. 

Istilah “buruh” perlahan digantikan dengan istilah 

“karyawan” atau “pekerja”. Pergantian istilah bukan selalu 
bermasalah. Namun, pada masa itu, penggunaan bahasa sering 

diarahkan untuk menghapus identitas kelas dan 
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menggambarkan perusahaan sebagai keluarga yang bebas dari 

pertentangan kepentingan. 

Perselisihan dianggap sebagai akibat kesalahpahaman, 

bukan sebagai bagian dari ketimpangan hubungan kerja. 

Penyederhanaan organisasi buruh 

Pada 1973 dibentuk Federasi Buruh Seluruh Indonesia 

atau FBSI. Pada 1985, struktur tersebut diubah menjadi 

Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau SPSI. 

Penyederhanaan organisasi menghasilkan sistem yang 

pada praktiknya menempatkan pekerja dalam satu wadah 

resmi yang dekat dengan pemerintah. Kebebasan pekerja 

memilih dan membangun organisasi alternatif dibatasi. 

Serikat tidak lagi didorong menjadi kekuatan 

independen. Ia ditempatkan sebagai bagian dari mekanisme 

untuk menjaga stabilitas produksi. 

Hubungan Industrial Pancasila 

Pemerintah memperkenalkan konsep Hubungan 

Industrial Pancasila yang menekankan kerja sama, 

kekeluargaan, dan harmoni antara pekerja, pengusaha, dan 

pemerintah. Tentu saja, kerja sama dan dialog bukan sesuatu 

yang salah. Namun, masalah muncul ketika konsep harmoni 

digunakan untuk menolak kenyataan bahwa pekerja dan 

pengusaha dapat memiliki kepentingan berbeda. 

Pemogokan dipandang sebagai tindakan yang merusak 

hubungan kekeluargaan. Tuntutan pekerja dapat dianggap 

mengganggu pembangunan. Sementara itu, kekuasaan 

pengusaha untuk menentukan upah, disiplin, dan PHK tetap 

sangat besar. Harmoni tanpa keseimbangan kekuatan dapat 

berubah menjadi kepatuhan sepihak. 
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Campur tangan aparat dalam perselisihan 

Perselisihan perburuhan pada masa Orde Baru sering 

melibatkan aparat keamanan. Kehadiran militer dan polisi 

menciptakan ketakutan serta membatasi kemampuan pekerja 

melakukan aksi. 

Kasus Marsinah menjadi salah satu simbol kekerasan 

terhadap buruh pada masa tersebut. Marsinah adalah pekerja 

pabrik yang aktif dalam perjuangan upah di Jawa Timur. Ia 

diculik dan ditemukan meninggal pada Mei 1993 setelah 

terlibat dalam perjuangan pekerja di perusahaannya. 

Pembunuhan Marsinah memperlihatkan risiko berat 

yang dihadapi pekerja ketika menyuarakan hak dalam sistem 

yang represif. Namanya kemudian dikenang sebagai simbol 

keberanian dan perlawanan buruh. 

Kebijakan untuk tidak menegakkan hukum 

Pada masa Orde Baru juga disebut sebagai policy of law 

non-enforcement—kebijakan untuk tidak sungguh-sungguh 

menegakkan hukum. 

Sejumlah aturan perlindungan buruh tetap berlaku, tetapi 

pelaksanaannya lemah. Pekerja yang haknya dilanggar 

menghadapi kesulitan memperoleh keadilan. Pengawasan 

ketenagakerjaan tidak cukup kuat, sedangkan organisasi 

pekerja independen dibatasi. 

Pengalaman ini menunjukkan bahwa aturan yang baik 

tidak cukup. Pekerja membutuhkan kebebasan organisasi dan 

kekuatan kolektif untuk memastikan aturan dilaksanakan. 

Hilangnya pendidikan ideologi 

Depolitisasi menjauhkan pekerja dari sejarah 

gerakannya. Pendidikan serikat lebih banyak diarahkan pada 
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keterampilan administratif dan hubungan industrial yang 

harmonis. Kajian mengenai kelas, struktur ekonomi, politik, 

dan sejarah perjuangan disingkirkan. 

Akibatnya, sebagian serikat tumbuh tanpa visi perubahan 

yang jelas. Organisasi mudah menjadi pragmatis, 

terfragmentasi, dan bergantung pada tokoh tertentu.  

Kerusakan terbesar depolitisasi bukan hanya hilangnya 

organisasi independen, tetapi hilangnya keyakinan bahwa 

pekerja bisa mengubah keadaan dengan kekuatannya sendiri. 

 

H. Kebebasan Berserikat pada Era Reformasi 
Krisis ekonomi 1997–1998 mengguncang pemerintahan 

Orde Baru. Harga-harga meningkat, pengangguran 

bertambah, perusahaan tutup, dan ketidakpuasan sosial 

meluas. Gerakan mahasiswa, kelompok masyarakat sipil, dan 

berbagai kekuatan sosial mendorong perubahan politik. Pada 

Mei 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri. Reformasi 

membuka ruang baru bagi kebebasan sipil, termasuk 

kebebasan berserikat. 

Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 87 

Pada 1998, Indonesia meratifikasi Konvensi ILO Nomor 

87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk 

Berorganisasi melalui Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 

1998. Ratifikasi tersebut menandai perubahan penting. 

Pekerja memperoleh ruang yang lebih besar untuk membentuk 

organisasi pilihannya tanpa harus masuk ke satu wadah resmi. 

Konvensi ILO Nomor 87 menjamin hak pekerja dan 
pengusaha untuk membentuk serta bergabung dengan 

organisasi pilihannya tanpa izin terlebih dahulu. Organisasi 

juga berhak menyusun aturan, memilih wakil, mengatur 
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administrasi, menjalankan kegiatan, membentuk federasi dan 

konfederasi, serta berafiliasi secara internasional. 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 

Kebebasan berserikat kemudian diatur melalui Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat 

Pekerja/Serikat Buruh. 

Undang-undang ini menegaskan bahwa serikat dibentuk 

dari, oleh, dan untuk pekerja serta harus bersifat bebas, 

terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. 

Serikat dapat dibentuk oleh sekurang-kurangnya sepuluh 

pekerja. Ketentuan tersebut memudahkan pekerja membentuk 

organisasi. Dalam waktu relatif singkat, banyak serikat, 

federasi, dan konfederasi baru tumbuh. 

Keberagaman organisasi merupakan koreksi terhadap 

sistem satu wadah pada masa Orde Baru. Pekerja kembali 

mempunyai kebebasan memilih organisasi. 

Lahirnya sistem hukum hubungan industrial baru 

Di Era Reformasi, lahir sejumlah undang-undang penting 

dalam bidang ketenagakerjaan, antara lain Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 

tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. 
Peraturan tersebut membentuk kerangka baru hubungan 

industrial. Namun, keberadaan undang-undang tidak berarti 

seluruh persoalan selesai. Pelaksanaan hukum, independensi 

organisasi, dan keseimbangan kekuatan tetap menjadi 

tantangan yang dihadapi kaum buruh hingga saat ini. 
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Pertumbuhan organisasi dan fragmentasi 

Kebebasan membentuk serikat menghasilkan 

pertumbuhan organisasi. Di satu sisi, hal ini merupakan 

kemajuan demokrasi. Pekerja tidak lagi dipaksa masuk ke 

dalam satu organisasi. 

Di sisi lain, pertumbuhan jumlah serikat tidak selalu 

diikuti pertumbuhan keanggotaan dan kekuatan. Di sejumlah 

perusahaan terdapat beberapa serikat yang saling bersaing. 

Perbedaan afiliasi dapat berkembang menjadi konflik internal. 

Energi yang seharusnya digunakan menghadapi ketidakadilan 

justru habis dalam persaingan antarsesama pekerja. 

Fragmentasi, rendahnya kepadatan keanggotaan, lemahnya 

penegakan hukum, serta pemberangusan serikat sebagai 

tantangan besar gerakan pekerja setelah Reformasi. 

Kebebasan mendirikan organisasi harus diikuti 

kemampuan membangun persatuan tindakan. Banyaknya 

serikat belum tentu berarti kuatnya gerakan. 

Kebebasan formal dan kenyataan di tempat kerja 

Secara hukum, pekerja bebas berserikat. Namun, dalam 

praktiknya masih terjadi intimidasi terhadap pendiri dan 

pengurus serikat, mutasi karena kegiatan organisasi, tidak 

diperpanjangnya kontrak, pemecatan aktivis, pembentukan 

serikat yang dikendalikan perusahaan, pelarangan rapat, 

pembatasan akses kepada anggota, dan kriminalisasi kegiatan 

serikat. 

Konvensi ILO Nomor 98 tentang Hak Berorganisasi dan 

Berunding Bersama mewajibkan perlindungan terhadap 

diskriminasi antiserikat dan campur tangan pengusaha. 

Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut melalui 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1956. 
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Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 juga melarang 

tindakan yang menghalangi atau memaksa pekerja dalam 

membentuk, menjadi pengurus atau anggota, maupun 

menjalankan kegiatan serikat. 

Masalah utama bukan hanya ketiadaan aturan, tetapi 

kesenjangan antara aturan dan pelaksanaannya. 

Tantangan fleksibilisasi dunia kerja 

Era Reformasi juga berhadapan dengan perubahan 

ekonomi global. Penggunaan kontrak, outsourcing, pekerjaan 

informal, rantai pasok, dan ekonomi platform berkembang. 

Hubungan kerja menjadi semakin terfragmentasi. Pekerja 

yang bekerja pada lokasi yang sama dapat mempunyai 

pengusaha, status, upah, dan hak yang berbeda. Sebagian 

bahkan disebut mitra dan tidak diakui sebagai pekerja. 

Model serikat yang hanya mengorganisasi pekerja tetap 

dalam satu perusahaan tidak lagi cukup. Gerakan pekerja 

harus menemukan cara mengorganisasi pekerja kontrak, 

outsourcing, platform, informal, rumahan, migran, dan 

kelompok lain di luar bentuk hubungan kerja tradisional. 

Walaupun menghadapi banyak tantangan, era Reformasi 

juga melahirkan berbagai gelombang aksi pekerja. Serikat 

terlibat dalam perjuangan upah minimum, jaminan sosial, 

penolakan outsourcing, perlindungan dari PHK, keselamatan 

kerja, kebebasan berserikat, dan berbagai kebijakan nasional. 

Gerakan buruh kembali hadir dalam ruang publik. Aksi 

massa, mogok, advokasi, gugatan hukum, kampanye digital, 

dan dialog sosial menjadi bagian dari strategi perjuangan. 

Pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa kebebasan 

berserikat baru memiliki makna apabila digunakan untuk 

membangun kekuatan. 
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I. Omnibus Law dan Kemenangan Gerakan 
Buruh di Mahkamah Konstitusi 

Setelah dua dasawarsa Reformasi, gerakan buruh 

menghadapi perubahan besar melalui pembentukan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-

undang ini menggunakan metode omnibus law, yaitu satu 

undang-undang yang mengubah banyak undang-undang dari 

berbagai sektor sekaligus, termasuk ketenagakerjaan dan 

ketenagalistrikan. Bagi pekerja, cara tersebut membuat 

perubahan norma yang menyangkut kehidupan mereka 

tersebar dalam naskah sangat luas dan tidak mudah diikuti. 

Sejak rancangan itu dibahas, serikat pekerja menyatakan 

keberatan. Persoalannya bukan hanya metode pembentukan 

undang-undang, tetapi juga arah perubahan yang menyentuh 

PKWT, alih daya, waktu istirahat, pengupahan, PHK, 

pesangon, hingga pengelolaan sektor strategis seperti 

ketenagalistrikan. Serikat juga mempersoalkan cepatnya 

pembahasan, perubahan naskah yang sulit diakses, dan 

terbatasnya partisipasi pekerja dalam keputusan yang 

langsung menentukan kehidupan mereka. 

Penolakan dilakukan melalui pendidikan anggota, 

konsolidasi, dialog, kampanye, aksi massa, dan pengujian 

undang-undang. Undang-Undang Cipta Kerja diundangkan 

pada 2 November 2020 di tengah penolakan luas. Pengalaman 

ini menunjukkan bahwa perjuangan mempertahankan hak 

berlangsung di banyak arena sekaligus: tempat kerja, jalanan, 

ruang publik, parlemen, dan pengadilan. 

Tonggak penting lahir melalui Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 pada 25 November 
2021. Mahkamah menyatakan pembentukan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 bertentangan dengan UUD 1945 dan 

inkonstitusional bersyarat apabila tidak diperbaiki dalam 

waktu paling lama dua tahun. Putusan itu menegaskan 
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pentingnya tata cara pembentukan undang-undang dan 

partisipasi masyarakat yang bermakna. 

Putusan tersebut tidak langsung mencabut seluruh 

ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja. Pemerintah kemudian 

menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 yang selanjutnya 

ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. 

Karena banyak keberatan substantif dinilai belum terjawab, 

perjuangan melalui Mahkamah Konstitusi berlanjut. 

Perjuangan itu tidak hanya menyangkut klaster 

ketenagakerjaan. Serikat pekerja sektor ketenagalistrikan juga 

menggugat perubahan ketentuan ketenagalistrikan dalam 

Undang-Undang Cipta Kerja.  

Dalam Perkara Nomor 39/PUU-XXI/2023, Serikat 

Pekerja PT PLN bersama para pemohon lainnya 

mempersoalkan antara lain sistem unbundling atau pemisahan 

usaha penyediaan tenaga listrik. Mahkamah mengabulkan 

sebagian permohonan, termasuk memperkuat keterlibatan 

DPR dalam penetapan Rencana Umum Ketenagalistrikan 

Nasional dan mengoreksi norma mengenai pemisahan usaha 

ketenagalistrikan. Perkara ini menunjukkan bahwa serikat 

pekerja juga berjuang mempertahankan penguasaan negara 

atas cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang 

banyak. 

Kemenangan penting berikutnya diperoleh melalui 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 

pada 31 Oktober 2024. Mahkamah mengabulkan sebagian 

permohonan dan memberikan penafsiran yang memperkuat 

perlindungan pekerja. 

Di antara hasil pentingnya adalah pengutamaan tenaga 

kerja Indonesia, pembatasan jangka waktu PKWT, penetapan 
jenis pekerjaan alih daya oleh menteri, serta dua hari istirahat 

mingguan bagi perusahaan yang menerapkan lima hari kerja. 

Mahkamah juga memulihkan upah minimum sektoral, 
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memperkuat struktur dan skala upah, menegaskan proses PHK 

harus diselesaikan sampai berkekuatan hukum tetap, 

memastikan upah selama proses perselisihan tetap dibayar, 

dan menafsirkan pesangon sebagai batas paling sedikit. 

Lebih mendasar, Mahkamah meminta pembentuk 

undang-undang menyusun undang-undang ketenagakerjaan 

baru yang terpisah dari Undang-Undang Cipta Kerja paling 

lama dua tahun sejak putusan dibacakan, dengan melibatkan 

partisipasi aktif serikat pekerja. Norma ketenagakerjaan harus 

disusun secara jelas, mudah dipahami, dan tidak tenggelam 

dalam undang-undang multisektor. 

Kemenangan di Mahkamah Konstitusi bukan hadiah. Ia 

tumbuh dari keberanian pekerja menyampaikan penolakan, 

ketekunan organisasi mengumpulkan data, menyusun 

argumentasi, dan menjaga isu selama bertahun-tahun. Jalur 

hukum tidak menggantikan pengorganisasian. Putusan 

pengadilan menjadi lebih kuat ketika ditopang anggota yang 

memahami persoalan dan mengawasi pelaksanaannya. 

Pelajarannya jelas. Serikat harus mampu membaca 

rancangan peraturan, menyusun usulan tandingan, 

mendokumentasikan dampak kebijakan, membangun 

konsolidasi, menyampaikan gagasan kepada publik, dan 

menggunakan mekanisme hukum. Kemenangan di pengadilan 

bukan akhir perjuangan. Ukuran akhirnya adalah apakah 

putusan dilaksanakan dan benar-benar menghadirkan 

perlindungan bagi pekerja. 

Jelaslah sudah, pekerja tidak melihat permasalahan 

omnibuslaw hanya pada klaster ketenagakerjaan. Tetapi 

juga pada subklaster ketenagalistrikan. Dalam hal ini, 

kemenangan atas putusan MK terhadap dua isu ini 

menegaskan bahwa pekerja Indonesia setia membela 

konstitusi, 
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J. Pelajaran dari Sejarah Gerakan Pekerja 
Sejarah tidak boleh berhenti sebagai kisah kebanggaan. 

Sejarah harus digunakan untuk menilai keadaan dan 

menentukan tindakan. 

Dari perjalanan panjang gerakan buruh dunia dan 

Indonesia, terdapat sejumlah pelajaran penting. 

Hak pekerja merupakan hasil perjuangan 

Delapan jam kerja, hak berunding, jaminan sosial, 

perlindungan K3, cuti, upah minimum, dan kebebasan 

berserikat tidak muncul sebagai hadiah dari pengusaha atau 

pemerintah. Hak-hak tersebut lahir dari tekanan, perundingan, 

kampanye, pendidikan, dan pengorbanan pekerja. Jika pekerja 

berhenti mengorganisasi, hak yang telah diperoleh dapat 

dikurangi atau dicabut. 

Setiap generasi pekerja mempunyai kewajiban 

mempertahankan hasil perjuangan generasi sebelumnya dan 

memperluasnya untuk generasi berikutnya. 

Kebebasan politik menentukan kekuatan serikat 

Gerakan buruh tumbuh ketika pekerja bebas berbicara, 

berkumpul, membentuk organisasi, menerbitkan informasi, 

dan melakukan aksi. Sebaliknya, gerakan melemah ketika 

kebebasan sipil dibatasi. 

Karena itu, serikat harus membela demokrasi. Serangan 

terhadap kebebasan berpendapat, berkumpul, berserikat, dan 

menyampaikan protes akhirnya akan melemahkan pekerja. 

Organisasi harus mandiri 

Pengalaman Orde Baru menunjukkan bahaya ketika 

serikat dikendalikan negara atau pengusaha. Organisasi 
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mungkin tetap mempunyai nama dan struktur, tetapi 

kehilangan kemampuan mewakili kepentingan pekerja. 

Kemandirian harus dijaga melalui keputusan demokratis, 

iuran anggota, transparansi keuangan, dan keberanian 

mengambil sikap atas dasar kepentingan pekerja. 

Kekuatan bukan hanya jumlah organisasi 

Era Reformasi menghasilkan banyak serikat. Namun, 

jumlah organisasi tidak otomatis menjadi kekuatan. Kekuatan 

ditentukan oleh jumlah anggota yang nyata, tingkat 

partisipasi, keberlanjutan iuran, pendidikan, kaderisasi, 

kapasitas pengorganisasian, disiplin, demokrasi internal, 

strategi, dan kemampuan membangun persatuan tindakan. 
Serikat harus berhenti mengukur kebesaran hanya dari 

jumlah bendera, jabatan, atau struktur. 

Fragmentasi melemahkan kelas pekerja 

Perbedaan organisasi dan pandangan adalah bagian dari 

demokrasi. Namun, persaingan yang tidak sehat dapat 

mengubah pekerja lain menjadi lawan utama. 

Sejarah kolonial maupun Reformasi menunjukkan 

bahwa perpecahan pekerja dapat dimanfaatkan oleh pihak 

yang lebih kuat. Karena itu, serikat perlu membangun kerja 

sama berdasarkan isu dan kepentingan bersama meskipun 

mempunyai afiliasi berbeda. 

Persatuan tidak harus berarti semua organisasi melebur 

menjadi satu. Persatuan dapat diwujudkan melalui tuntutan 

bersama, perundingan bersama, kampanye bersama, dan 

solidaritas ketika satu kelompok pekerja diserang. 

Pendidikan ideologi tidak boleh diabaikan 
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Buku Buruh Bergerak mengingatkan bahwa gerakan 

membutuhkan ideologi. Tanpa nilai dan cita-cita yang jelas, 

serikat mudah menjadi pragmatis, elitis, terfragmentasi, dan 

mudah dikooptasi. 

Pendidikan hukum dan keterampilan organisasi tetap 

penting. Namun, pendidikan teknis saja tidak cukup. Pekerja 

juga harus memahami sejarah, hubungan produksi, 

ketimpangan ekonomi, politik, demokrasi, solidaritas, dan 

tujuan perjuangan. Serikat harus mengetahui bukan hanya 

bagaimana berunding, tetapi juga untuk apa kekuatan 

perundingan digunakan. 

Pengorganisasian harus menjadi budaya 

Semboyan ini harus diimplementasikan: organise, 
educate, agitate or die. Serikat yang berhenti mengorganisasi 

akan menua, kehilangan anggota, dan melemah. 
Pengorganisasian tidak boleh hanya dilakukan menjelang 

pemilihan pengurus atau ketika membutuhkan massa. Ia harus 

menjadi kegiatan sehari-hari: berbicara dengan pekerja, 

mendengarkan masalah, merekrut anggota, membangun 

pemimpin alami, mengadakan pendidikan, dan melibatkan 

anggota dalam tindakan. 

Perempuan dan pekerja muda menjadi pemimpin 

Sejarah buruh sering ditulis dengan menonjolkan 

pemimpin laki-laki. Padahal pekerja perempuan mempunyai 

peran besar dalam industri, pemogokan, komunitas, dan 

keberlangsungan organisasi. 

Organisasi yang tidak membuka ruang kepemimpinan 

bagi perempuan kehilangan sebagian besar potensinya. Hal 

yang sama berlaku bagi pekerja muda. 
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Regenerasi tidak terjadi dengan sendirinya. Serikat perlu 

mengubah aturan, menyediakan pendidikan, memberi 

kesempatan, dan menghilangkan hambatan partisipasi. 

Perjuangan tempat kerja harus dihubungkan dengan 

kebijakan negara 

Sejarah menunjukkan bahwa kondisi kerja dipengaruhi 

oleh keputusan politik. Karena itu, serikat tidak boleh 

membatasi perjuangan hanya di dalam perusahaan. 

Serikat harus memperjuangkan kebijakan mengenai 

upah, jaminan sosial, pajak, pelayanan publik, pendidikan, 

kesehatan, perumahan, energi, lingkungan, dan penciptaan 

lapangan kerja. Keterlibatan politik tersebut dilakukan secara 

demokratis dan mandiri, berdasarkan agenda kelas pekerja. 

Pentingnya solidaritas global 

Perusahaan dapat memindahkan modal, produksi, dan 

pekerjaan dari satu negara ke negara lain. Rantai pasok 

menghubungkan pekerja di banyak wilayah, tetapi juga dapat 

membuat mereka saling bersaing. 

Pekerja perlu berbagi informasi, menyusun standar 

bersama, melakukan kampanye terhadap perusahaan 

multinasional, dan membangun dukungan internasional. 

Namun, jaringan internasional hanya efektif apabila 

organisasi di tingkat tempat kerja mempunyai anggota yang 

kuat. Solidaritas global harus berdiri di atas kekuatan lokal. 
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BAB 5 

IDEOLOGI KELAS PEKERJA 
 

 

erikat pekerja dapat memiliki banyak anggota, kantor 

yang besar, pengurus yang lengkap, serta program kerja 

yang padat. Namun, semua itu belum cukup untuk 

menjadikannya sebuah gerakan. Organisasi membutuhkan 

arah, nilai, cara pandang, dan cita-cita yang menjelaskan 

untuk apa kekuatan dibangun serta perubahan seperti apa yang 

hendak diperjuangkan. 

Arah itulah yang diberikan oleh ideologi. 

Ideologi sering dipahami secara sempit sebagai urusan 

partai politik, perebutan kekuasaan, atau pertentangan antara 

berbagai paham. Akibatnya, sebagian serikat menghindari 

pembicaraan tentang ideologi. Pendidikan serikat lebih 

banyak diisi dengan hukum ketenagakerjaan, teknik 

perundingan, administrasi, dan penyelesaian perselisihan. 

Semua pengetahuan teknis tersebut penting. Namun, 

serikat yang hanya menguasai keterampilan teknis tanpa 

memahami kedudukan kelas pekerja mudah kehilangan arah. 

Ia mungkin mampu memenangkan satu perkara, tetapi tidak 

mampu melihat hubungan antara perkara tersebut dan struktur 

ketidakadilan yang lebih luas. Ia berhasil memperoleh 

kenaikan upah, tetapi tidak membangun kesadaran anggota. Ia 

mungkin mempunyai banyak kegiatan, tetapi tidak 

mengetahui masyarakat seperti apa yang hendak diwujudkan. 

DI dalam Buku Buruh Bergerak: Membangun Kesadaran 

Kelas mengingatkan bahwa gerakan membutuhkan kesadaran 

yang mengikat solidaritas, dan untuk membangun kesadaran 

S 
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tersebut pekerja membutuhkan ideologi. Ketiadaan nilai dasar 

perjuangan dapat membuat gerakan menjadi pragmatis, 

terfragmentasi, stagnan, dan mudah dikooptasi. 

Ideologi kelas pekerja bukan ajaran untuk menumbuhkan 

kebencian terhadap kelompok lain. Ideologi kelas pekerja 

adalah cara memahami kedudukan pekerja di dalam 

masyarakat, mengenali ketidakadilan struktural, membangun 

solidaritas, dan menentukan tindakan untuk mewujudkan 

kehidupan yang lebih adil, demokratis, setara, dan manusiawi. 

 

A. Apa yang Dimaksud dengan Ideologi? 
Istilah ideologi mempunyai banyak pengertian. Dalam 

penggunaan sehari-hari, ideologi sering diartikan sebagai 

kumpulan gagasan atau keyakinan politik. Namun, ideologi 

sebenarnya mempunyai arti yang lebih luas. 

Ideologi dapat dipahami sebagai seperangkat gagasan, 

nilai, pengetahuan, keyakinan, dan cita-cita yang digunakan 

manusia untuk memahami kenyataan serta menentukan sikap 

terhadap kenyataan tersebut. Ideologi membantu seseorang 

menjawab sejumlah pertanyaan mendasar. 

Bagaimana kita memahami dunia? Mengapa 

ketidakadilan terjadi? Kepentingan siapa yang dilayani oleh 

suatu kebijakan? Masyarakat seperti apa yang dianggap baik? 

Apa yang harus dilakukan untuk mewujudkannya? Bersama 

siapa perjuangan harus dilakukan? 

Ideologi sebagai cara memahami kenyataan 

Dua orang dapat melihat peristiwa yang sama tetapi 
memberikan penjelasan yang berbeda. Ketika sebuah 

perusahaan melakukan PHK, misalnya, seseorang mungkin 

menganggapnya sebagai keputusan bisnis yang sepenuhnya 

wajar. Orang lain mempertanyakan apakah PHK benar-benar 
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diperlukan, apa keuntungan Perusahaan dipertimbangkan, 

apakah pekerja diajak berunding, dan apakah terdapat pilihan 

lain untuk mempertahankan pekerjaan. 

Perbedaan tersebut tidak hanya disebabkan oleh 

perbedaan informasi. Ia dapat lahir dari cara pandang yang 

berbeda mengenai hubungan antara modal, perusahaan, 

pekerja, dan tanggung jawab sosial. 

Demikian pula ketika pekerja menerima upah rendah. 

Ada yang mengatakan bahwa pekerja harus meningkatkan 

keterampilan dan bekerja lebih keras. Penjelasan itu mungkin 

mengandung sebagian kebenaran. Namun, ideologi kelas 

pekerja mengajak kita bertanya lebih jauh: bagaimana struktur 

pengupahan ditentukan, siapa yang mempunyai kekuasaan 

dalam perundingan, bagaimana hasil produksi dibagikan, dan 

mengapa peningkatan produktivitas tidak selalu diikuti 

peningkatan kesejahteraan pekerja? 

Ideologi membantu manusia bergerak dari apa yang 

terlihat di permukaan menuju hubungan yang lebih dalam. 

Ideologi sebagai kumpulan nilai 

Ideologi juga berisi nilai yang menjadi dasar penilaian. 

Bagi gerakan pekerja, nilai tersebut antara lain kemanusiaan, 

keadilan, kesetaraan, kebebasan, solidaritas, demokrasi, 

martabat manusia, kesejahteraan bersama, dan penolakan 

terhadap eksploitasi serta diskriminasi. 

Nilai membantu serikat menentukan sikap. Jika 

solidaritas menjadi nilai, serikat tidak boleh membiarkan satu 

kelompok pekerja dikorbankan untuk keuntungan kelompok 

lain. Jika kesetaraan menjadi nilai, serikat tidak boleh 

membenarkan diskriminasi terhadap perempuan, pekerja 
kontrak, pekerja migran, atau kelompok minoritas. Jika 

demokrasi menjadi nilai, pengurus tidak boleh mengambil 

keputusan penting tanpa melibatkan anggota. 
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Ideologi sebagai gambaran kondisi yang dicita-citakan 

Ideologi tidak hanya menjelaskan apa yang salah dalam 

keadaan sekarang. Ideologi juga menggambarkan keadaan 

yang ingin diwujudkan. 

Gerakan pekerja membutuhkan cita-cita tentang dunia 

kerja yang menyediakan pekerjaan bagi setiap orang, 

memberikan upah yang layak, menjamin keselamatan dan 

kesehatan, anti privatisasi dan liberalisasi, menghargai 

keseimbangan kehidupan, melindungi kebebasan berserikat, 

menghapus diskriminasi, memberikan jaminan sosial, 

melibatkan pekerja dalam pengambilan keputusan, dan 

menempatkan manusia di atas keuntungan. 
Tanpa cita-cita, gerakan hanya berpindah dari satu 

masalah menuju masalah berikutnya. Serikat terus bereaksi, 

tetapi tidak pernah membangun perubahan yang terarah. 

Setiap orang mempunyai ideologi  

Sebagian orang mengatakan bahwa mereka tidak 

menyukai ideologi dan hanya ingin bersikap praktis. Namun, 

sikap tersebut juga didasarkan pada cara pandang tertentu. 

Ketika seseorang beranggapan bahwa mekanisme pasar 

selalu memberikan hasil terbaik, itu adalah pandangan 

ideologis. Ketika seseorang percaya bahwa hubungan antara 

pekerja dan pengusaha selalu harmonis, itu juga pandangan 

ideologis. Ketika seseorang menganggap kemiskinan semata-

mata disebabkan malasnya individu, ia sedang menggunakan 

suatu kerangka ideologis untuk memahami keadaan. 

Tidak ada manusia yang sepenuhnya bebas dari ideologi. 

Persoalannya bukan apakah seseorang mempunyai ideologi, 
melainkan ideologi siapa yang ia gunakan dan kepentingan 

siapa yang dilayani oleh cara pandang tersebut. 
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Ideologi bukan dogma 

Ideologi tidak boleh dipahami sebagai kumpulan kalimat 

yang harus dihafalkan tanpa pertanyaan. Ideologi yang hidup 

harus selalu berhubungan dengan kenyataan. 

Pekerja perlu menguji gagasan melalui pengalaman, 

pengetahuan, dialog, dan perubahan dunia kerja. Ideologi 

harus membantu anggota berpikir kritis, bukan melarang 

mereka berpikir. 

Karena itu, pendidikan ideologi tidak boleh berubah 

menjadi indoktrinasi. Fasilitator tidak hanya menyampaikan 

jawaban. Ia harus membantu peserta menghubungkan 

pengalaman pribadi dengan struktur sosial, memeriksa 

asumsi, dan menyusun kesimpulan secara bersama-sama. 

 

B. Mengapa Serikat Pekerja Butuh Ideologi? 
Serikat menghadapi berbagai persoalan praktis setiap 

hari. Anggota membutuhkan bantuan, pengurus harus 

menghadiri perundingan, administrasi harus dijalankan, dan 

organisasi memerlukan dana. Dalam kesibukan tersebut, 

pembicaraan tentang ideologi sering dianggap terlalu teoritis. 

Padahal, setiap keputusan praktis selalu membutuhkan arah. 

Ketika serikat harus memilih antara mempertahankan 

seluruh pekerja atau menerima PHK dengan kompensasi 

tertentu, nilai apa yang digunakan? Ketika perusahaan 

menawarkan fasilitas kepada pengurus dengan syarat 

organisasi tidak melakukan aksi, bagaimana serikat bersikap? 

Ketika pekerja tetap memperoleh keuntungan dengan 

mengorbankan pekerja kontrak, apakah serikat akan diam? 

Ketika terdapat kebijakan yang menguntungkan anggota hari 

ini tetapi melemahkan pekerja pada masa depan, bagaimana 

keputusan dibuat? Jawaban atas pertanyaan tersebut tidak 



 

 

  112   PANDUAN PRAKTIS | PUBLIC SERVICES INTERNATIONAL  

dapat diperoleh hanya dari teknik perundingan. Serikat 

membutuhkan ideologi. 

Ideologi memberikan identitas 

Serikat perlu mengetahui siapa yang diwakilinya. Ia 

bukan organisasi yang berdiri di luar hubungan sosial. Serikat 

adalah organisasi kelas pekerja. 

Identitas kelas pekerja tidak ditentukan oleh pakaian, 

jabatan, tempat kerja, atau tingkat pendidikan. Pekerja pabrik, 

pekerja kantor, teknisi, perawat, guru, pengemudi, pekerja 

layanan publik, jurnalis, dan pekerja digital dapat mempunyai 

kedudukan ekonomi yang sama: mereka hidup dengan 

menjual tenaga, waktu, pengetahuan, dan keterampilannya 

untuk memperoleh upah atau imbalan. 

Kesadaran terhadap identitas tersebut membantu pekerja 

melihat hubungan kepentingan di tengah berbagai perbedaan. 

Ideologi memberikan arah perjuangan 

Serikat yang tidak mempunyai arah akan mudah 

disibukkan oleh persoalan jangka pendek. Seluruh energi 

habis untuk menangani kasus tanpa pernah menanyakan 

mengapa kasus serupa terus berulang. 

Ideologi membantu serikat menghubungkan perjuangan 

sehari-hari dengan tujuan jangka panjang. Perjuangan upah 

dihubungkan dengan keadilan distribusi. Perjuangan melawan 

outsourcing dihubungkan dengan kepastian kerja. Perjuangan 

jaminan sosial dihubungkan dengan hak setiap orang atas 

kehidupan bermartabat. Perjuangan kebebasan berserikat 

dihubungkan dengan demokrasi. 

Dengan demikian, tuntutan tidak berdiri sendiri. 

Semuanya menjadi bagian dari perjuangan untuk mengubah 

hubungan sosial yang tidak adil. 
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Ideologi mempersatukan anggota 

Anggota serikat berasal dari latar belakang yang 

beragam. Mereka dapat berbeda agama, suku, gender, usia, 

jabatan, pendidikan, maupun pilihan politik. 

Tanpa nilai dan kepentingan bersama, perbedaan tersebut 

dapat digunakan untuk memecah pekerja. Ideologi kelas 

pekerja tidak menghapus identitas lain, tetapi memberikan 

dasar persatuan: semua pekerja mempunyai kepentingan 

terhadap pekerjaan yang aman, upah layak, perlindungan 

sosial, kesetaraan, dan kebebasan berserikat. 

Solidaritas tidak lahir hanya karena pekerja berada di 

gedung yang sama. Solidaritas dibangun melalui kesadaran 

bahwa nasib satu kelompok pekerja dapat memengaruhi 

pekerja lainnya. 

Ideologi menjaga independensi organisasi 

Serikat menghadapi berbagai kekuatan yang ingin 

memengaruhinya. Pengusaha dapat menawarkan fasilitas. 

Pemerintah dapat memberikan jabatan atau akses. Partai 

politik dapat meminta dukungan. Organisasi internasional 

dapat menawarkan program dan pendanaan. 

Hubungan dengan pihak luar tidak selalu buruk. Serikat 

memang perlu berdialog, berunding, berjejaring, dan 

membangun aliansi. Namun, tanpa ideologi yang jelas, 

organisasi mudah kehilangan kemandirian. 

Ideologi menjadi alat untuk menilai setiap hubungan: 

apakah kerja sama tersebut memperkuat anggota, sejalan 

dengan nilai organisasi, dan mendukung tujuan perjuangan? 

Atau justru membuat serikat bergantung dan kehilangan 

keberanian? 

Ideologi menjaga kesinambungan perjuangan 
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Pengurus dapat berganti. Kondisi politik dapat berubah. 

Perusahaan dapat berganti pemilik. Jika arah organisasi hanya 

bergantung pada tokoh tertentu, serikat akan berubah setiap 

kali kepemimpinan berubah. 

Ideologi memberikan kesinambungan. Generasi baru 

dapat memahami mengapa organisasi dibentuk, nilai apa yang 

harus dijaga, dan ke mana perjuangan diarahkan. Karena itu, 

ideologi harus tertanam dalam pendidikan, AD/ART, 

program, tradisi, dan tindakan organisasi—bukan hanya 

berada dalam pidato pemimpin. 

 

C. Ideologi sebagai Cara Pandang, Sikap, dan 
Dasar Tindakan 

Bahan Buruh Bergerak menjelaskan ideologi melalui 

hubungan antara gagasan, sikap, dan realitas. Ideologi tidak 

cukup hanya dipahami sebagai pengetahuan di dalam kepala. 

Ideologi harus membentuk sikap dan diterjemahkan menjadi 

Tindakan nyata. 

Cara pandang 

Cara pandang adalah bagaimana pekerja membaca 

keadaan. Ia membantu membedakan antara gejala dan akar 

masalah. Ketika pekerja kontrak tidak diperpanjang, gejalanya 

adalah kehilangan pekerjaan. Namun, akar masalahnya dapat 

berkaitan dengan sistem hubungan kerja yang membuat 

pekerja terus berada dalam ketidakpastian. 

Ketika seorang pekerja perempuan tidak dipromosikan, 

gejalanya adalah kegagalan individu memperoleh jabatan. 

Namun, akar masalahnya mungkin berhubungan dengan 

budaya organisasi, stereotip gender, beban ganda, atau sistem 

promosi yang tidak adil. 
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Cara pandang kelas pekerja mengajarkan anggota untuk 

melihat pola, hubungan kekuasaan, kepentingan, dan struktur 

yang berada di balik suatu kejadian. 

Sikap 

Setelah memahami keadaan, serikat harus menentukan 

sikap. Sikap menunjukkan keberpihakan. Serikat tidak dapat 

bersikap netral antara pekerja yang haknya dilanggar dan 

sistem yang melanggar. Netralitas dalam hubungan yang tidak 

seimbang sering kali menguntungkan pihak yang lebih kuat. 

Namun, keberpihakan tidak berarti menolak fakta atau 

membenarkan semua tindakan pekerja. Serikat harus tetap 

objektif dalam memeriksa kasus. Keberpihakan berarti 

memastikan pekerja memperoleh perlindungan, kesempatan 

membela diri, dan perlakuan yang adil. 

Sikap ideologis juga terlihat ketika serikat berani 

menolak keuntungan jangka pendek yang merugikan 

solidaritas. Misalnya, serikat tidak seharusnya menerima 

kenaikan kesejahteraan bagi pekerja tetap apabila syaratnya 

adalah memperluas pekerja kontrak tanpa kepastian. 

Tindakan 

Ideologi kehilangan makna apabila tidak diwujudkan 

dalam tindakan. 

Jika serikat menyatakan menjunjung demokrasi, rapat 

harus terbuka dan anggota harus memperoleh informasi. Jika 

serikat menyatakan kesetaraan gender, perempuan harus 

memperoleh ruang nyata dalam kepemimpinan dan 

perundingan. Jika serikat menyatakan solidaritas, organisasi 

harus membela kelompok pekerja yang paling rentan. 

Tindakan ideologis dapat berupa merekrut dan mendidik 

anggota, membayar serta mengelola iuran secara mandiri, 
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membangun PKB yang melindungi seluruh pekerja, menolak 

diskriminasi, membela kebebasan berserikat, melakukan 

perundingan, mengadakan kampanye, membangun solidaritas 

lintas sektor, melakukan aksi kolektif, dan memengaruhi 

kebijakan publik. 

Kesatuan antara gagasan, sikap, dan tindakan 

Masalah muncul ketika ketiganya terpisah. Serikat dapat 

berbicara tentang solidaritas, tetapi pengurusnya hanya 

melayani kelompok tertentu. Serikat dapat mengaku 

demokratis, tetapi keputusan diambil oleh segelintir orang. 

Serikat dapat mengaku mandiri, tetapi kegiatannya 

bergantung pada perusahaan. 

Ideologi menuntut konsistensi. Apa yang diyakini harus 

tercermin dalam cara organisasi bekerja. Konsistensi tidak 

berarti serikat tidak pernah melakukan kesalahan. Organisasi 

dapat keliru. Yang penting, terdapat mekanisme untuk 

mengevaluasi, mengakui kesalahan, dan memperbaikinya. 

 

D. Memahami Posisi Kelas Pekerja 
Untuk membangun ideologi kelas pekerja, anggota harus 

memahami kedudukannya dalam hubungan produksi. 

Kelas pekerja adalah kelompok yang kehidupannya 

terutama bergantung pada upah atau imbalan dari pekerjaan. 

Mereka tidak mempunyai modal atau alat produksi yang 

cukup untuk menjamin penghidupan secara mandiri. Karena 

itu, mereka menjual tenaga, waktu, pengetahuan, dan 

keterampilannya kepada pemilik atau pengendali modal. 

Pekerja menghasilkan nilai 
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Perusahaan tidak menghasilkan barang dan jasa hanya 

karena mempunyai modal. Mesin tidak berjalan sendiri. 

Teknologi harus dibuat, dioperasikan, dan dipelihara. 

Pelayanan membutuhkan manusia. Data harus diproses. 

Barang harus diangkut, disimpan, dan dipasarkan. 

Pekerja menghasilkan nilai ekonomi melalui kerja. 

Namun, pekerja tidak sepenuhnya menentukan bagaimana 

nilai tersebut dibagikan. Keputusan mengenai keuntungan, 

investasi, dividen, ekspansi, relokasi, dan restrukturisasi lebih 

banyak berada di tangan pemilik modal serta manajemen. 

Ideologi kelas pekerja membantu anggota menyadari bahwa 

pekerja bukan sekadar biaya. Pekerja adalah pencipta nilai. 

Pekerja dan ketergantungan terhadap upah 

Bagi sebagian besar pekerja, upah merupakan sumber 

utama kehidupan. Upah digunakan untuk makan, membayar 

tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan 

kebutuhan keluarga. 

Ketergantungan tersebut membuat pekerja tidak 

mempunyai kebebasan yang sama dengan pengusaha dalam 

membuat perjanjian. Pengusaha dapat memilih dari banyak 

calon pekerja. Pekerja yang membutuhkan penghasilan 

mungkin terpaksa menerima syarat yang tidak adil. 

Kesetaraan formal di dalam kontrak tidak selalu berarti 

kesetaraan nyata dalam kekuasaan. 

Pekerja menghadapi sistem 

Pekerja sering berhadapan dengan supervisor atau bagian 

sumber daya manusia. Namun, pihak yang sebenarnya 

dihadapi adalah sistem perusahaan: struktur kepemilikan, 
target produksi, mekanisme pengupahan, kebijakan 

ketenagakerjaan, dan strategi keuntungan. 
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Mengganti seorang manajer belum tentu mengubah 

sistem. Karena itu, perjuangan pekerja tidak boleh hanya 

diarahkan kepada individu. Serikat perlu mengubah aturan, 

kebijakan, dan keseimbangan kekuatan. 

Perbedaan di dalam kelas pekerja 

Kelas pekerja bukan kelompok yang seragam. Di 

dalamnya terdapat pekerja tetap, kontrak, outsourcing, 

informal, platform, migran, perempuan, laki-laki, pekerja 

muda, dan pekerja dengan berbagai tingkat keterampilan. 

Perbedaan tersebut dapat menghasilkan pengalaman 

yang tidak sama. Pekerja perempuan, misalnya, dapat 

menghadapi diskriminasi upah, pelecehan, hambatan promosi, 

serta beban ganda. Materi Jender dan Kepemimpinan 

menunjukkan bahwa ketidaksetaraan juga dapat terjadi di 

dalam organisasi serikat apabila perempuan tidak memperoleh 

ruang dalam pengambilan keputusan. 

Ideologi kelas pekerja harus mampu mengakui 

perbedaan tanpa kehilangan persatuan. Persatuan yang 

mengabaikan ketidakadilan internal bukanlah solidaritas. 

Sebaliknya, pengakuan terhadap kebutuhan khusus harus 

digunakan untuk memperkuat seluruh kelas pekerja. 

Kelas pekerja bukan identitas yang memalukan 

Sebutan buruh kadang dianggap lebih rendah daripada 

karyawan, pegawai, staf, atau profesional. Pandangan tersebut 

memecah pekerja berdasarkan status sosial semu. 

Seseorang tidak berhenti menjadi bagian dari kelas 

pekerja hanya karena bekerja di kantor, menggunakan 

komputer, memperoleh gaji bulanan, atau mempunyai jabatan 

tertentu. Selama kehidupannya bergantung pada upah dan ia 
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tidak mengendalikan alat produksi serta hasil kerjanya, ia 

memiliki kepentingan yang berhubungan dengan pekerja lain. 

Kesadaran kelas bukan ajakan untuk merendahkan diri. 

Sebaliknya, kesadaran kelas adalah pengakuan terhadap peran 

penting pekerja dalam kehidupan ekonomi dan sosial. 

 

E. Kesadaran Kelas dan Kesadaran Palsu 
Kedudukan sebagai pekerja tidak otomatis menghasilkan 

kesadaran kelas. Seseorang dapat menjadi pekerja, tetapi 

melihat dunia sepenuhnya dari sudut pandang pemilik modal. 

Ia dapat menganggap pekerja lain sebagai pesaing, 

menyalahkan korban ketidakadilan, atau percaya bahwa 

semua persoalan dapat diselesaikan secara individual. 

Karena itu, penting membedakan keadaan kelas dengan 

kesadaran kelas. 

Kesadaran individual 

Pada tahap awal, pekerja memahami masalah dari 

pengalaman dirinya sendiri. Ia memikirkan upah, kontrak, 

target, dan karier pribadi. 

Kesadaran individual bukan sesuatu yang salah. Setiap 

perjuangan sering bermula dari pengalaman pribadi. Namun, 

kesadaran tersebut mempunyai keterbatasan apabila pekerja 

tidak menghubungkan pengalamannya dengan orang lain. 

Pekerja yang menerima upah rendah dapat menyalahkan 

dirinya karena kurang terampil. Pekerja yang tidak 

diperpanjang kontraknya dapat menganggap dirinya kurang 

beruntung. Pekerja perempuan yang tidak dipromosikan dapat 

mengira dirinya tidak cukup mampu. 
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Padahal, pengalaman serupa mungkin dialami banyak 

orang karena kebijakan yang sama. 

Kesadaran kolektif 

Kesadaran mulai berkembang ketika pekerja bertanya: 

apakah persoalan ini hanya terjadi pada saya? 

Percakapan dengan sesama pekerja dapat 

memperlihatkan pola. Upah rendah bukan masalah satu orang. 

Target berlebihan bukan hanya masalah satu bagian. 

Ketidakpastian kerja bukan sekadar nasib pribadi. Perubahan 

kata “saya” menjadi “kita” adalah awal kesadaran kolektif. 

Kesadaran kelas 

Kesadaran kelas tumbuh ketika pekerja memahami 

bahwa masalah bersama tersebut berhubungan dengan 

kedudukan mereka dalam struktur ekonomi dan kekuasaan. 

Pekerja mulai menyadari bahwa mereka menghasilkan 

nilai ekonomi, bahwa kepentingannya tidak selalu sama 

dengan pemilik modal, bahwa masalah individual dapat 

mempunyai akar struktural, bahwa perbedaan di antara 

pekerja sering digunakan untuk memecah, bahwa perbaikan 

membutuhkan organisasi, dan bahwa kekuatan hanya dapat 

dibangun secara kolektif. 

Kesadaran kelas tidak berhenti pada pemahaman. Ia 

mendorong pekerja membentuk organisasi dan bertindak 

bersama-sama. 

Kesadaran palsu 

Kesadaran palsu adalah keadaan ketika pekerja 

memahami kepentingannya melalui cara pandang yang justru 

menguntungkan pihak yang lebih kuat dan merugikan dirinya 

sendiri. Kesadaran palsu dapat terlihat ketika pekerja 

menganggap dirinya bukan bagian dari kelas pekerja; percaya 
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bahwa kedekatan dengan atasan lebih aman daripada 

organisasi; menyalahkan pekerja lain atas rendahnya upah; 

menganggap pekerja kontrak sebagai ancaman, bukan korban 

sistem; menolak serikat tetapi menikmati hasil 

perundingannya; menganggap seluruh ketidakadilan sebagai 

nasib; menilai keberhasilan hanya dari kenaikan jabatan 

pribadi; atau menganggap tuntutan kolektif sebagai gangguan 

terhadap perusahaan. 
Kesadaran palsu tidak berarti pekerja bodoh. Ia terbentuk 

melalui lingkungan kerja, pendidikan, media, budaya, 

kebijakan perusahaan, dan pengalaman sosial yang terus-

menerus menanamkan pandangan tertentu. 

Pekerja sebagai “keluarga perusahaan” 

Perusahaan sering menyebut pekerja sebagai bagian dari 

keluarga besar. Bahasa kekeluargaan dapat digunakan untuk 

membangun hubungan yang baik. Namun, ia menjadi 

bermasalah apabila digunakan untuk menutupi hubungan 

kerja dan menghalangi pekerja menuntut hak. 

Dalam keluarga, hubungan dibangun berdasarkan kasih 

sayang dan tanggung jawab yang tidak diperhitungkan secara 

kontraktual. Dalam perusahaan, terdapat hubungan kerja, 

target, upah, keuntungan, perintah, sanksi, dan PHK. Pekerja 

dapat menjaga hubungan baik dengan perusahaan tanpa 

kehilangan kesadaran bahwa kepentingan keduanya tidak 

selalu sama. 

 

F. Deideologisasi Gerakan Pekerja 
Deideologisasi adalah proses menghilangkan atau 

melemahkan kesadaran ideologis pekerja. Pekerja dijauhkan 

dari sejarah, identitas kelas, nilai perjuangan, dan kemampuan 

melihat ketidakadilan struktural. Deideologisasi tidak selalu 
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dilakukan melalui larangan terbuka. Ia dapat berlangsung 

melalui pendidikan, bahasa, budaya organisasi, media, sistem 

kerja, dan kebiasaan sehari-hari. 

Pemutusan hubungan dengan sejarah 

Gerakan yang tidak mengenal sejarah akan menganggap 

semua hak muncul dengan sendirinya. Pekerja tidak 

mengetahui bahwa delapan jam kerja, upah minimum, 

jaminan sosial, cuti, dan kebebasan berserikat diperoleh 

melalui perjuangan. 

Ketika sejarah dihapus, pekerja kehilangan contoh 

keberanian dan keyakinan bahwa perubahan mungkin 

dilakukan. Hak dipandang sebagai pemberian perusahaan atau 

pemerintah, bukan hasil kekuatan kolektif. 

Penggantian identitas kelas 

Deideologisasi dapat dilakukan dengan membuat pekerja 

malu terhadap identitasnya. Istilah buruh dianggap kasar, 

rendah, atau hanya pantas untuk pekerja kasar. Pekerja kantor 

diarahkan merasa berbeda dari pekerja produksi. Pekerja tetap 

merasa lebih tinggi daripada pekerja kontrak. Akibatnya, 

pekerja kehilangan identitas bersama dan mudah dipecah. 

Persoalannya bukan apakah organisasi menggunakan 

istilah buruh, pekerja, pegawai, atau karyawan. Persoalannya 

adalah apakah istilah tersebut digunakan untuk membangun 

martabat dan persatuan atau untuk memanipulasi identitas. 

Penyingkiran persoalan struktural 

Deideologisasi mengubah persoalan struktural menjadi 

persoalan individual. 

Upah rendah dijelaskan semata-mata sebagai kurangnya 

keterampilan. PHK dianggap akibat kegagalan pribadi. 
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Kecelakaan kerja dianggap ketidakhatian pekerja. 

Kemiskinan dianggap akibat kemalasan. Ketidaksetaraan 

gender dianggap sebagai pilihan perempuan. 

Penjelasan individual dapat mengandung sebagian unsur 

kebenaran, tetapi menjadi menyesatkan ketika menghapus 

peran kebijakan, kekuasaan, dan struktur ekonomi. 

Pembatasan serikat pada urusan teknis 

Serikat dapat mengalami deideologisasi ketika hanya 

mengurus administrasi, kasus, dan pelayanan. Pendidikan 

hanya membahas pasal-pasal hukum. Perundingan hanya 

membahas kenaikan tunjangan. Diskusi mengenai sejarah, 

kelas, demokrasi, ekonomi politik, dan perubahan sosial 

dianggap tidak relevan. 

Akibatnya, anggota mengetahui prosedur, tetapi tidak 

memahami arah. Serikat dapat menjadi efisien dalam 

mengelola masalah tapi tidak mengubah penyebab masalah. 

Depolitisasi pada masa Orde Baru 

Pada masa Orde Baru, gerakan buruh ditempatkan 

sebagai bagian dari sistem pembangunan yang menekankan 

stabilitas dan harmoni. Perbedaan kepentingan antara pekerja 

dan pengusaha ditutupi dengan bahasa kekeluargaan. 

Organisasi independen dibatasi, pendidikan politik 

ditekan, dan buruh dijauhkan dari sejarah gerakannya. Serikat 

diarahkan menjadi alat pengendali tenaga kerja, bukan 

kekuatan yang mengawasi modal dan negara. 

Warisan tersebut tidak otomatis hilang setelah 

Reformasi. Sikap takut terhadap pembicaraan ideologi, 

ketergantungan kepada tokoh, budaya organisasi yang 

hierarkis, dan pandangan bahwa serikat seharusnya tidak 

menyentuh kebijakan publik masih dapat ditemukan. 
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Konsumerisme dan individualisme 

Deideologisasi juga berlangsung melalui budaya yang 

mengukur keberhasilan dari konsumsi, jabatan, dan 

pencapaian pribadi. Pekerja didorong berlomba satu sama lain 

untuk mendapatkan promosi, bonus, atau pengakuan. 

Ambisi pribadi tidak selalu salah. Namun, persoalan 

muncul ketika pencapaian individual membuat pekerja 

melupakan kondisi bersama. Seseorang dapat merasa berhasil 

karena menjadi supervisor, lalu menganggap dirinya tidak lagi 

mempunyai kepentingan dengan pekerja lain. Individualisme 

melemahkan solidaritas. Pekerja lebih sibuk menyelamatkan 

diri daripada mengubah keadaan bersama. 

Deideologisasi tidak dapat diatasi hanya dengan 

menambahkan satu materi ideologi dalam pelatihan. Serikat 

harus menghidupkan nilai perjuangan dalam seluruh kegiatan. 

  

G. Pragmatisme, Fragmentasi, dan Kooptasi 
Ketiadaan ideologi membuat gerakan mudah terjebak 

dalam pragmatisme, fragmentasi, dan kooptasi. Ketiganya 

saling berhubungan dan dapat melemahkan serikat. 

Pragmatisme 

Pragmatisme dalam serikat muncul saat organisasi hanya 

mengejar hasil jangka pendek tanpa mempertimbangkan 

prinsip dan dampak jangka panjang. Contohnya menerima 

kompensasi untuk menghentikan perjuangan tanpa 

persetujuan anggota, mengejar kenaikan bagi kelompok 

tertentu dengan mengorbankan pekerja lain, mendukung 

kebijakan karena memberikan keuntungan sesaat, 
menghindari pengorganisasian karena dianggap terlalu sulit, 

hanya aktif ketika ada kasus atau pemilihan pengurus, dan 

mengukur keberhasilan dari kedekatan dengan kekuasaan. 
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Serikat memang harus realistis. Tidak semua tuntutan 

dapat dimenangkan sekaligus. Kompromi juga merupakan 

bagian dari perundingan. Namun, realisme berbeda dari 

pragmatisme tanpa prinsip. Kompromi yang sehat dilakukan 

secara sadar, transparan, memperoleh mandat anggota, dan 

tidak menghilangkan tujuan jangka panjang. Pragmatisme 

mengorbankan prinsip demi keuntungan sesaat. 

Fragmentasi 

Fragmentasi adalah keadaan ketika gerakan terpecah 

menjadi kelompok-kelompok yang sulit bekerja sama. 

Perbedaan afiliasi, ideologi, sektor, atau kepemimpinan 

berubah menjadi persaingan yang melemahkan. 

Kebebasan membentuk organisasi merupakan hak yang 

harus dijaga. Persatuan tidak berarti memaksakan satu 

organisasi. Namun, kebebasan berorganisasi harus disertai 

kemampuan membangun persatuan tindakan. 

Pekerja dapat berbeda serikat tetapi menghadapi 

kebijakan upah yang sama. Mereka dapat berbeda federasi 

tetapi sama-sama terkena outsourcing dan PHK. Mereka dapat 

berbeda pilihan politik tetapi mempunyai kepentingan 

terhadap jaminan sosial dan kebebasan berserikat. Ideologi 

kelas pekerja membantu serikat membedakan antara 

perbedaan yang wajar dan perpecahan yang merugikan. 

Elitisme organisasi 

Fragmentasi sering diperburuk oleh persaingan 

antarpemimpin. Organisasi dipandang jadi wilayah kekuasaan 

pribadi. Anggota dimobilisasi untuk mempertahankan jabatan, 

bukan untuk memperjuangkan kepentingan bersama. Ketika 
kepemimpinan dikuasai segelintir elit, anggota dapat berubah 

menjadi objek mobilisasi. Dipanggil ketika dibutuhkan, tetapi 

tidak dilibatkan dalam menentukan keputusan. 
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Ideologi kelas pekerja menolak elitisme. Pemimpin 

menerima mandat, bukan memiliki anggota. Kekuatan 

pemimpin harus digunakan untuk memperbesar kapasitas 

anggota, bukan mempertahankan ketergantungan anggota 

kepada dirinya. 

Kooptasi oleh pengusaha 

Kooptasi terjadi ketika serikat atau pemimpinnya dibuat 

mengikuti kepentingan pihak yang seharusnya diawasi. 

Pengusaha dapat memberikan fasilitas, jabatan, uang, 

perjalanan, atau perlakuan khusus kepada pengurus. Fasilitas 

untuk mendukung kegiatan serikat tidak selalu berarti 

kooptasi. Banyak fasilitas memang dapat diatur melalui PKB. 

Masalah muncul apabila pemberian tersebut digunakan untuk 

mengendalikan sikap organisasi. 

Tanda kooptasi dapat terlihat ketika pengurus menutup 

informasi dari anggota, menghindari kritik terhadap 

perusahaan, menerima keputusan tanpa konsultasi, membatasi 

pengorganisasian, menyerang anggota yang kritis, atau lebih 

mudah diakses manajemen daripada anggota. 

Kooptasi oleh negara dan politik 

Serikat perlu berhubungan dengan pemerintah dan 

kekuatan politik karena banyak kondisi kerja ditentukan 

melalui kebijakan. Namun, hubungan tersebut dapat berubah 

menjadi kooptasi apabila serikat kehilangan independensi. 

Jabatan, akses, atau dukungan politik dapat membuat 

pemimpin lebih loyal kepada pihak luar daripada kepada 

anggota. Organisasi kemudian dimobilisasi untuk agenda 

yang tidak berhubungan dengan kepentingan pekerja. 

Keterlibatan politik harus didasarkan pada keputusan 

demokratis, agenda yang jelas, dan pertanggungjawaban. 
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Serikat boleh bekerja sama, tetapi tidak boleh menyerahkan 

kemandirian. 

 

H. Ideologi sebagai Arah Perjuangan Serikat 
Ideologi berfungsi seperti kompas. Ia tidak 

menggantikan peta, data, strategi, dan keterampilan, tetapi 

menentukan arah penggunaannya. 

Serikat yang memiliki ideologi tetap membutuhkan ahli 

hukum, data ekonomi, kemampuan komunikasi, administrasi 

yang baik, dan strategi perundingan. Perbedaannya, seluruh 

kemampuan tersebut digunakan untuk tujuan yang jelas. 

Menentukan visi organisasi 

Visi serikat tidak boleh berhenti pada kalimat 

“meningkatkan kesejahteraan anggota”. Serikat perlu 

menjelaskan kesejahteraan seperti apa yang diperjuangkan 

dan masyarakat seperti apa yang ingin diwujudkan. 

Visi kelas pekerja dapat mencakup pekerjaan yang 

tersedia dan bermartabat, upah layak, kepastian kerja, 

penghapusan diskriminasi, jaminan sosial universal, 

pelayanan publik berkualitas, demokrasi di tempat kerja, 

distribusi kekayaan yang adil, lingkungan hidup 

berkelanjutan, dan negara yang melindungi rakyat. 

Menentukan prioritas 

Serikat menghadapi banyak masalah, sementara sumber 

dayanya terbatas. Ideologi membantu menentukan prioritas. 

Masalah yang dipilih seharusnya dirasakan banyak 

pekerja, mencerminkan ketidakadilan penting, dapat 

membangun persatuan, meningkatkan kesadaran, membuka 
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peluang pengorganisasian, dan memperkuat posisi pekerja 

dalam jangka panjang. 

Serikat tidak hanya memilih tuntutan yang paling mudah 

dimenangkan. Kadang-kadang organisasi perlu 

memperjuangkan persoalan sulit karena menyangkut prinsip 

dasar dan masa depan pekerja. 

Menilai kemenangan dan kekalahan 

Tidak semua kesepakatan merupakan kemenangan. 

Kenaikan upah bagi sebagian anggota dapat disertai hilangnya 

pekerjaan bagi kelompok lain. Pemberian fasilitas kepada 

pengurus dapat disertai pelemahan kebebasan organisasi. 

Pesangon besar dapat disertai hilangnya pekerjaan secara 

permanen. 

Ideologi membantu menilai hasil perjuangan secara lebih 

utuh. Apakah posisi pekerja menjadi lebih kuat? Apakah 

solidaritas meningkat? Apakah anggota lebih terlibat? Apakah 

hak menjadi lebih pasti? Apakah kelompok rentan 

terlindungi? Apakah organisasi semakin mandiri? Apakah 

hasil dapat dipertahankan? 

Kekalahan dalam satu perundingan juga tidak selalu 

berarti kegagalan total. Jika perjuangan meningkatkan 

kesadaran, memperluas anggota, melahirkan kader, dan 

membangun persatuan, organisasi memperoleh kekuatan 

untuk perjuangan berikutnya. 

Menghubungkan isu yang ada di tempat kerja dengan 

perubahan sosial 

Ideologi membantu serikat melihat hubungan antara 

upah dengan kebijakan ekonomi, PHK dengan investasi, 
keselamatan kerja dengan regulasi, jaminan sosial dengan 

anggaran negara, serta privatisasi dengan akses pelayanan 

publik. Dengan demikian, serikat tidak terjebak di dalam 
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pagar perusahaan. Ia memahami bahwa kesejahteraan anggota 

juga ditentukan oleh harga pangan, biaya pendidikan, 

pelayanan kesehatan, transportasi, perumahan, pajak, dan 

kondisi lingkungan. 

Ideologi menentukan tujuan, sedangkan strategi 

menentukan cara mencapainya. Keduanya harus dibedakan 

tetapi tidak dipisahkan. 

Prinsip tidak boleh dikorbankan demi strategi. Namun, 

prinsip juga tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk 

menolak perhitungan dan kompromi yang diperlukan. 

Serikat dapat berunding tanpa kehilangan militansi. 

Serikat dapat melakukan aksi tanpa menolak dialog. Serikat 

dapat bekerja sama dengan pemerintah tanpa menjadi alat 

pemerintah. Serikat dapat membangun jaringan internasional 

tanpa kehilangan kemandirian. 

Kuncinya adalah mandat anggota, transparansi, dan 

konsistensi terhadap tujuan. 

Membumikan ideologi dalam kehidupan organisasi 

Ideologi tidak boleh hanya dibicarakan dalam pendidikan 

dasar. Ia harus diwujudkan dalam pertama, AD/ART; kedua, 

program kerja; ketiga, pengelolaan keuangan; keempat, 

perekrutan anggota; kelima, proses perundingan; keenam, 

pemilihan pemimpin; ketujuh, kebijakan kesetaraan; 

kedelapan, hubungan dengan organisasi lain; kesembilan, 

komunikasi publik; dan kesepuluh, evaluasi organisasi. 

Apabila serikat mengajarkan solidaritas, sistem iurannya 

harus menopang solidaritas. Jika mengajarkan kesetaraan, 

struktur kepemimpinannya harus inklusif. Jika mengajarkan 

demokrasi, informasi harus terbuka kepada anggota. 
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Ideologi kelas pekerja hidup ketika anggota 

memahaminya, mengujinya melalui pengalaman, dan 

menggunakannya untuk mengambil tindakan. 

Ia hidup ketika seorang pekerja tetap membela pekerja 

kontrak. Ia hidup ketika pekerja laki-laki memperjuangkan 

perlindungan maternitas dan pencegahan pelecehan. Ia hidup 

ketika anggota bersedia membayar iuran untuk membela 

kawan yang belum pernah ditemuinya. Ia hidup ketika serikat 

menolak keuntungan sesaat yang merusak masa depan 

organisasi. 

Ideologi tidak hidup karena dicetak dalam buku. Ideologi 

hidup karena dijalankan. 
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BAB 6 
NILAI, PRINSIP, SOLIDARITAS, 

DAN KEKUATAN KOLEKTIF 
 

 

erikat pekerja tidak menjadi kuat hanya karena 

mempunyai banyak anggota, struktur yang lengkap, 

kantor, atau pengakuan hukum. Semua itu penting, 

tetapi kekuatan organisasi tidak hanya ditentukan oleh apa 

yang dimilikinya. Kekuatan juga ditentukan oleh nilai yang 

diyakini, prinsip yang dijalankan, solidaritas yang dibangun, 

dan kemampuan anggota bertindak secara kolektif. 

Nilai memberikan alasan mengapa serikat berjuang. 

Prinsip menentukan bagaimana organisasi dijalankan. 

Solidaritas menghubungkan satu pekerja dengan pekerja 

lainnya. Soliditas membuat hubungan tersebut terorganisasi 

dan mampu bertahan. Kekuatan kolektif memungkinkan 

pekerja mengubah tuntutan menjadi kenyataan. 

Kelima unsur tersebut tidak dapat dipisahkan. 

Nilai tanpa tindakan hanya menjadi pernyataan. Prinsip 

tanpa konsistensi hanya menjadi tulisan dalam AD/ART. 

Solidaritas tanpa organisasi mudah berhenti sebagai simpati. 

Soliditas tanpa demokrasi dapat berubah menjadi kepatuhan 

buta. Jumlah anggota tanpa kesadaran dan partisipasi tidak 

otomatis menjadi kekuatan. 

Bab ini membahas hubungan antara nilai, prinsip, 

solidaritas, soliditas, dan kekuatan kolektif sebagai jiwa 

sekaligus fondasi organisasi serikat pekerja. 

S 
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A. Nilai Dasar Gerakan Serikat Pekerja 
Nilai adalah keyakinan mendasar mengenai hal-hal yang 

dianggap baik, benar, penting, dan layak diperjuangkan. Nilai 

membantu organisasi menentukan sikap ketika berhadapan 

dengan pilihan yang sulit. 

Serikat dapat menghadapi situasi ketika keuntungan bagi 

sebagian anggota harus dibandingkan dengan perlindungan 

bagi seluruh pekerja. Organisasi dapat ditawari fasilitas 

dengan risiko kehilangan independensi. Serikat juga dapat 

ditekan agar diam demi menjaga hubungan baik dengan 

perusahaan. Dalam situasi seperti itu, keputusan tidak cukup 

didasarkan pada keuntungan jangka pendek. Serikat 

membutuhkan nilai sebagai pedoman. 

Nilai dasar gerakan serikat pekerja meliputi kemanusiaan 

dan martabat manusia, keadilan, kesetaraan dan 

nondiskriminasi, kebebasan, demokrasi, solidaritas, 

persaudaraan, kemandirian, tanggung jawab, kejujuran, 

kepedulian, keberanian, dan kesejahteraan bersama. 

Nilai tersebut tidak berdiri sendiri. Kemanusiaan 

membutuhkan keadilan agar martabat manusia benar-benar 

dihormati. Kesetaraan membutuhkan nondiskriminasi. 

Kebebasan membutuhkan tanggung jawab. Demokrasi 

membutuhkan partisipasi dan keterbukaan. Solidaritas 

membutuhkan keberanian untuk bertindak. 

Nilai sebagai jiwa organisasi 

Struktur menentukan siapa mengerjakan apa, tetapi nilai 

menentukan untuk apa pekerjaan itu dilakukan. Aturan 

menjelaskan prosedur, sedangkan nilai membantu organisasi 
menilai apakah prosedur tersebut masih sesuai dengan tujuan 

perjuangan. 
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Serikat yang mempunyai struktur lengkap tetapi 

kehilangan nilai dapat berubah menjadi birokrasi. Organisasi 

tetap melakukan rapat, membuat surat, mengumpulkan iuran, 

dan memilih pengurus, tetapi tidak lagi peka terhadap 

penderitaan anggota. 

Sebaliknya, nilai tanpa struktur juga tidak cukup. 

Kepedulian dan keberanian harus diterjemahkan menjadi 

pembelaan, perundingan, pendidikan, pengorganisasian, serta 

tindakan yang terencana. 

Nilai harus terlihat dalam keputusan 

Nilai organisasi tidak diukur dari seberapa sering disebut 

dalam pidato. Nilai diuji ketika serikat membuat keputusan. 

Solidaritas diuji ketika kelompok pekerja yang kecil 

mengalami masalah. Demokrasi diuji ketika anggota berbeda 

pendapat dengan pengurus. Transparansi diuji ketika anggota 

meminta laporan keuangan.  

Nilai yang tidak digunakan untuk menilai keputusan akan 

kehilangan makna. 

Nilai harus diwariskan 

Pengurus dapat berganti, tetapi nilai organisasi harus 

tetap hidup. Karena itu, nilai perlu ditanamkan melalui 

pendidikan, pengalaman, keteladanan pemimpin, kegiatan 

organisasi, dan penanganan kasus. Anggota baru perlu 

mengetahui bukan hanya cara membayar iuran atau 

menghadiri rapat, tetapi juga mengapa serikat dibentuk dan 

nilai apa yang harus dipertahankan. 

Organisasi yang gagal mewariskan nilai akan kehilangan 

identitas ketika generasi kepemimpinan berganti. 
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B. Kemanusiaan, Martabat, dan Keadilan 
Gerakan serikat pekerja berangkat dari keyakinan bahwa 

manusia tidak boleh diperlakukan hanya sebagai alat untuk 

menghasilkan keuntungan. Pekerja bukan angka dalam 

laporan keuangan, komponen mesin, atau biaya yang dapat 

dikurangi tanpa mempertimbangkan akibatnya. Pekerja 

adalah manusia yang mempunyai tubuh, pikiran, perasaan, 

keluarga, kebutuhan, cita-cita, dan masa depan. 

Kerja bukan komoditas 

Deklarasi Philadelphia 1944 menegaskan bahwa kerja 

bukan komoditas. Prinsip tersebut menjadi salah satu dasar 

moral dan konstitusional ILO. Barang dapat dibeli, digunakan, 

dipindahkan, atau dibuang berdasarkan kepentingan 

pemiliknya. Manusia tidak dapat diperlakukan dengan cara 

yang sama. Pengusaha tidak membeli manusia. Pengusaha 

memperoleh hak untuk menggunakan tenaga dan 

keterampilan pekerja dalam batas hubungan kerja, hukum, dan 

penghormatan terhadap martabat manusia. 

Prinsip kerja bukan komoditas mempunyai konsekuensi 

penting. Keputusan tentang upah, waktu kerja, target, 

keselamatan, mutasi, dan PHK tidak boleh hanya dihitung 

berdasarkan keuntungan. Dampaknya terhadap kehidupan 

manusia harus menjadi pertimbangan utama. 

Martabat tidak ditentukan oleh jabatan 

Nilai manusia tidak ditentukan oleh jenis pekerjaan, 

pakaian, tingkat pendidikan, atau besarnya upah. Pekerja 

kebersihan, operator, pengemudi, petugas keamanan, perawat, 
teknisi, pekerja kantor, dan manajer sama-sama memiliki 

martabat sebagai manusia. 
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Pembagian kerja memang menghasilkan tanggung jawab 

dan imbalan yang berbeda. Namun, perbedaan tersebut tidak 

membenarkan penghinaan, kekerasan, diskriminasi, atau 

perlakuan tidak manusiawi. 

Serikat harus membangun budaya yang menghormati 

setiap pekerjaan. Ia tidak boleh mengulang hierarki sosial 

yang merendahkan kelompok tertentu. 

Keadilan bukan sekadar perlakuan yang sama 

Keadilan tidak selalu berarti memberikan hal yang sama 

kepada setiap orang. Orang yang berada dalam kondisi 

berbeda dapat membutuhkan perlindungan yang berbeda. 

Pekerja perempuan yang hamil memerlukan 

perlindungan maternitas. Penyandang disabilitas dapat 

memerlukan penyesuaian tempat kerja. Pekerja dengan risiko 

tinggi membutuhkan perlindungan K3 yang lebih besar. 

Pekerja dengan masa kerja dan kompetensi lebih tinggi berhak 

memperoleh penghargaan yang sesuai. 

Memberikan perlakuan berbeda untuk mengatasi 

ketimpangan bukanlah diskriminasi. Tindakan tersebut dapat 

menjadi bagian dari keadilan substantif. 

Keadilan dalam pembagian hasil 

Pekerja menghasilkan barang, jasa, dan nilai ekonomi.  

Karena itu, mereka berhak memperoleh bagian yang adil 

dari hasil produksi. Keadilan distributif menjadi dasar 

perjuangan mengenai upah, tunjangan, jaminan sosial, 

pembagian produktivitas, serta kondisi kerja. Keuntungan 

perusahaan tidak seharusnya meningkat dengan 

mengorbankan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan. 



 

 

  136   PANDUAN PRAKTIS | PUBLIC SERVICES INTERNATIONAL  

Perundingan bersama merupakan salah satu mekanisme 

untuk memperjuangkan pembagian yang lebih adil. Namun, 

hasil perundingan akan bergantung pada kekuatan organisasi. 

Keadilan prosedural 

Hasil yang adil membutuhkan proses yang adil. Pekerja 

harus memperoleh informasi, kesempatan menjelaskan, hak 

didampingi, dan mekanisme keberatan ketika menghadapi 

sanksi atau keputusan yang merugikan. 

Serikat harus membela hak anggota atas proses yang adil, 

bahkan ketika anggota tersebut diduga melakukan 

pelanggaran. Pembelaan tidak berarti membenarkan 

kesalahan. Pembelaan berarti memastikan bahwa tuduhan 

dibuktikan, pekerja didengar, sanksi diberikan  proporsional. 

 

C. Kesetaraan dan Nondiskriminasi 
Kesetaraan berarti setiap pekerja mempunyai martabat, 

hak, dan kesempatan yang sama. Nondiskriminasi berarti 

tidak seorang pun boleh dirugikan karena identitas atau latar 

belakangnya. Konvensi ILO Nomor 100 mengatur kesetaraan 

upah bagi pekerja laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan 

yang sama nilainya. Konvensi ILO Nomor 111 mengatur 

penghapusan diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan. 

Indonesia telah meratifikasi kedua konvensi tersebut. 

Bentuk-bentuk diskriminasi 

Diskriminasi dapat didasarkan pada pertama, jenis 

kelamin; kedua, suku atau ras; ketiga, agama atau 
kepercayaan; keempat, asal daerah; kelima, usia; keenam, 

disabilitas; ketujuh, status perkawinan; dan kedelapan, latar 

belakang sosial lainnya. 
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Diskriminasi dapat bersifat langsung. Misalnya, 

perusahaan menolak pekerja perempuan untuk jabatan tertentu 

hanya karena jenis kelaminnya. Diskriminasi juga dapat 

bersifat tidak langsung, yaitu aturan yang terlihat netral tetapi 

berdampak lebih buruk bagi kelompok tertentu. 

Ketidaksetaraan gender di tempat kerja 

Materi Jender dan Kepemimpinan menunjukkan bahwa 

pekerja perempuan menghadapi hambatan berlapis. Mereka 

dapat mengalami perbedaan upah, terbatasnya promosi, 

stereotip mengenai kemampuan memimpin, pelecehan, 

kurangnya fasilitas maternitas, serta beban ganda antara 

pekerjaan dan tanggung jawab keluarga. 

Serikat harus memastikan persoalan tersebut masuk 

dalam agenda perundingan dan PKB. Perlindungan bagi 

pekerja perempuan bukan isu perempuan semata, melainkan 

isu serikat secara keseluruhan. Ketika separuh pekerja tidak 

memperoleh perlindungan dan ruang partisipasi yang setara, 

seluruh organisasi menjadi lebih lemah. 

Kesetaraan di dalam serikat 

Serikat tidak cukup menuntut perusahaan menghapus 

diskriminasi. Organisasi harus memeriksa praktiknya sendiri. 

Beberapa pertanyaan penting antara lain. 

Apakah pekerja perempuan terlibat dalam pengambilan 

keputusan? Apakah pekerja kontrak dapat menyampaikan 

aspirasi? Apakah pekerja muda memperoleh kesempatan 

memimpin? Apakah jadwal rapat memungkinkan anggota 

dengan tanggung jawab keluarga berpartisipasi? Apakah 

fasilitas pendidikan dapat diakses seluruh kelompok? Apakah 

bahasa organisasi menghormati keberagaman? 
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Dalam hal ini, penting ada langkah seperti keterwakilan 

proporsional, kebijakan kuota, komite perempuan, pendidikan 

kepemimpinan, dan anggaran responsif gender. Langkah-

langkah tersebut bukan tujuan akhir, tetapi alat untuk 

mengatasi hambatan yang telah berlangsung lama. 

Nondiskriminasi karena kegiatan serikat 

Pekerja tidak boleh dirugikan karena menjadi anggota, 

pengurus, atau menjalankan kegiatan serikat. Konvensi ILO 

Nomor 98 memberikan perlindungan terhadap diskriminasi 

antiserikat. 

Dalam praktiknya, diskriminasi dapat berupa pemecatan, 

mutasi, penurunan jabatan, tidak diperpanjangnya kontrak, 

pengurangan upah, ancaman, atau perlakuan berbeda terhadap 

anggota serikat. 

Serikat harus memandang serangan terhadap satu aktivis 

sebagai serangan terhadap kebebasan seluruh pekerja. 

 

D. Kebebasan, Demokrasi, Tanggung Jawab 
Serikat hanya dapat menjadi organisasi pekerja apabila 

dibangun berdasarkan kebebasan dan demokrasi. Namun, 

kebebasan tidak berarti setiap orang dapat bertindak sesuka 

hati. Kebebasan organisasi selalu berhubungan dengan 

tanggung jawab. 

Kebebasan berserikat 

Pasal 28E ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan 
mengeluarkan pendapat. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 

2000 juga menjamin hak pekerja membentuk dan menjadi 

anggota serikat. 
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Konvensi ILO Nomor 87 memberikan hak kepada 

pekerja untuk membentuk serta bergabung dengan organisasi 

pilihannya tanpa izin terlebih dahulu. Organisasi pekerja 

berhak menyusun aturan, memilih pengurus, mengelola 

administrasi, menjalankan kegiatan, serta membentuk atau 

bergabung dengan federasi dan konfederasi. 

Kebebasan berserikat mempunyai dua sisi. Pekerja bebas 

bergabung dengan serikat dan juga tidak boleh dipaksa 

bergabung. Namun, keputusan untuk tidak menjadi anggota 

tidak boleh digunakan untuk melemahkan hak pekerja lain 

dalam berorganisasi. 

Kebebasan organisasi 

Serikat harus bebas menentukan sikap dan programnya. 

Pengusaha tidak boleh membentuk atau mengendalikan 

serikat. Pemerintah tidak boleh campur tangan.  

Kebebasan tersebut harus dijaga melalui kemandirian 

keuangan, pendidikan anggota, aturan organisasi, dan 

mekanisme demokratis. 

Demokrasi internal 

Demokrasi berarti anggota mempunyai suara dalam 

menentukan arah organisasi. Demokrasi dijalankan melalui 

pertama, musyawarah; kedua, pemilihan pengurus; ketiga, 

rapat anggota; keempat, penyampaian informasi; kelima, hak 

mengajukan kritik; keenam, mekanisme pengawasan; dan 

ketujuh, pertanggungjawaban kepemimpinan. 

Demokrasi tidak berhenti pada pemilihan pengurus. 

Organisasi dapat mengadakan pemilihan secara berkala, tetapi 

tetap tidak demokratis jika anggota tidak mengetahui 

keputusan dan keuangan organisasi. 
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Kepemimpinan sebagai mandat 

Memimpin serikat bukan berarti memegang kekuasaan 

sebagai milik pribadi. Pemimpin menjalankan kuasa yang 

dipercayakan oleh pekerja. 

Pengurus harus mampu mengambil keputusan dan 

bertindak cepat. Namun, kewenangan tersebut berasal dari 

mandat organisasi dan dibatasi oleh AD/ART, program, nilai, 

serta keputusan anggota. 

Pemimpin yang kuat bukan pemimpin yang membuat 

anggota bergantung kepadanya. Pemimpin yang kuat 

memperbesar kemampuan anggota untuk memahami masalah, 

berbicara, dan mengambil tindakan. 

Kebebasan dan disiplin 

Demokrasi memberikan ruang perbedaan pendapat. 

Anggota boleh mengkritik, mengajukan alternatif, dan tidak 

setuju dengan pengurus. Namun, setelah keputusan diambil 

melalui mekanisme yang sah, seluruh unsur organisasi 

mempunyai tanggung jawab melaksanakannya. 

Disiplin organisasi bukan kepatuhan buta. Disiplin 

adalah kesediaan menjalankan keputusan bersama yang dibuat 

secara demokratis. 

Tanpa demokrasi, disiplin berubah menjadi pemaksaan. 

Tanpa disiplin, demokrasi kehilangan kemampuan 

menghasilkan tindakan. 

Tanggung jawab anggota 

Hak anggota harus disertai tanggung jawab untuk 

mematuhi AD/ART, membayar iuran, mengikuti pendidikan, 

menghadiri rapat, menjaga persatuan, menyampaikan 
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informasi yang benar, mengawasi pengurus, membela anggota 

lain, dan terlibat dalam kegiatan serta perjuangan. 

Serikat bukan penyedia jasa yang menjual bantuan 

kepada anggota. Anggota adalah bagian dari kekuatan yang 

memungkinkan bantuan dan perjuangan dilakukan. 

 

E. Serikat dari, oleh, dan untuk Pekerja 
Rumusan “dari, oleh, dan untuk pekerja” merupakan inti 

identitas serikat. Ketiga unsur tersebut harus hadir sekaligus. 

Dari pekerja 

Serikat lahir dari kebutuhan dan kehendak pekerja. 

Inisiatif pembentukannya harus berasal dari pekerja, bukan 

dari perusahaan atau pihak lain yang ingin mengendalikan 

mereka. Serikat dapat menerima bantuan pendidikan, hukum, 

atau teknis. Namun, bantuan tersebut tidak boleh mengambil 

alih kepemilikan pekerja terhadap organisasi. 

Oleh pekerja 

Organisasi dijalankan oleh pekerja melalui anggota dan 

wakil yang mereka pilih. Ini tidak berarti serikat tidak boleh 

memiliki staf profesional. Serikat dapat mempekerjakan ahli 

hukum, peneliti, administrator, atau komunikator. Namun, staf 

tidak boleh menggantikan anggota sebagai pengambil 

keputusan. Tenaga profesional mendukung organisasi, 

sedangkan arah perjuangan tetap ditentukan oleh anggota. 

Untuk pekerja 

Seluruh sumber daya serikat harus digunakan untuk 

melindungi, membela, mendidik, mengorganisasi, dan 

meningkatkan kesejahteraan pekerja serta keluarganya. 
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Jabatan, keuangan, fasilitas, jaringan, dan pengaruh 

organisasi tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi 

pengurus. Setiap program perlu dinilai dengan pertanyaan 

sederhana: bagaimana kegiatan ini memperkuat anggota dan 

perjuangan pekerja? 

Anggota sebagai pemilik organisasi 

Karena serikat merupakan organisasi pekerja, anggota 

bukan sekadar penerima informasi atau massa yang dipanggil 

ketika diperlukan. 

Anggota berhak mengetahui kondisi organisasi, 

menyampaikan pendapat, memilih dan dipilih, memperoleh 

pendidikan, mendapatkan pembelaan, mengikuti proses 

pengambilan keputusan, dan meminta pertanggungjawaban 

pengurus. Sebagai pemilik, anggota juga bertanggung jawab 

membiayai, menjaga, dan menggerakkan organisasi. 

Organisasi berbasis anggota atau member-based union 

mempunyai anggota sebagai dasar legitimasi dan sumber 

daya. Namun, serikat perlu bergerak lebih jauh menjadi 

member-led union, yaitu organisasi yang benar-benar 

dipimpin oleh partisipasi anggota. 

Dalam organisasi yang dipimpin anggota masalah 

ditemukan bersama, tuntutan disusun bersama, strategi 

dibahas bersama, juru runding membawa mandat, hasil 

dilaporkan, dan kemenangan maupun kekalahan dievaluasi 

bersama. Pengurus tetap mempunyai peran penting, tetapi 

bukan satu-satunya pelaku organisasi. 

 

F. Kemandirian, Transparansi, Akuntabilitas 
Serikat tidak dapat memperjuangkan kepentingan 

anggota apabila keputusannya dikendalikan pihak lain. 

Karena itu, kemandirian merupakan prinsip utama organisasi. 
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Kemandirian harus diperkuat dengan transparansi dan 

akuntabilitas. Tanpa keterbukaan dan pertanggungjawaban, 

kemandirian dapat berubah menjadi kekuasaan pengurus yang 

tidak diawasi. 

Serikat boleh bekerja sama dengan pemerintah, partai 

politik, organisasi masyarakat sipil, lembaga pendidikan, dan 

organisasi internasional. Namun, kerja sama harus didasarkan 

pada keputusan organisasi dan tujuan yang jelas.  Serikat tidak 

boleh menjadi alat untuk memenangkan kepentingan pihak 

luar. Dukungan politik harus didasarkan pada agenda kelas 

pekerja, bukan kedekatan pribadi pemimpin serikat. 

Kemandirian bukan berarti serikat harus mengasingkan 

diri. Kemandirian berarti mampu bekerja sama tanpa 

kehilangan identitas, hak mengambil keputusan, dan 

keberanian menyampaikan kritik. 

Kemandirian keuangan 

Materi Administrasi dan Keuangan Serikat Pekerja 

menegaskan pentingnya sumber dana organisasi yang berasal 

dari anggota. Ketergantungan kepada pengusaha atau donor 

dapat mengganggu independensi.  

Iuran adalah darah organisasi. Dengan iuran, serikat 

dapat membiayai pendidikan, pengorganisasian, advokasi, 

perundingan, solidaritas, dan kegiatan organisasi lainnya. 

Membayar iuran merupakan tindakan membangun 

kekuasaan bersama. Anggota tidak hanya memberikan uang, 

tetapi memastikan organisasi dapat bergerak berdasarkan 

keputusan sendiri. 

Transparansi 

Transparansi berarti anggota memperoleh informasi 

yang benar, relevan, dan tepat waktu mengenai organisasi.  
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Informasi tersebut mencakup program kerja, hasil rapat, 

perkembangan perundingan, kerja sama dengan pihak luar, 

penerimaan dan pengeluaran dana, aset organisasi, dan 

keputusan penting lainnya. 

Transparansi bukan berarti seluruh informasi harus 

dibuka kepada semua pihak. Data pribadi anggota, strategi 

perundingan, dan informasi sensitif tetap perlu dilindungi. 

Transparansi terutama ditujukan agar anggota dapat 

memahami dan mengawasi organisasinya. 

Akuntabilitas 

Akuntabilitas berarti setiap orang yang menerima mandat 

harus mempertanggungjawabkan pelaksanaannya.  

Pengurus harus melaporkan apa yang telah dilakukan, 

hasil yang dicapai, masalah yang dihadapi, dan penggunaan 

sumber daya. Juru runding harus menjelaskan proses dan hasil 

perundingan. Perwakilan dalam lembaga tripartit harus 

menyampaikan posisi yang dibawa serta keputusan yang 

dihasilkan. Akuntabilitas bukan sekadar mencari kesalahan. Ia 

merupakan cara belajar dan memperbaiki organisasi. 

Mencegah konflik kepentingan 

Konflik kepentingan terjadi ketika kepentingan pribadi 

dapat memengaruhi pelaksanaan tugas organisasi. Misalnya, 

pengurus mempunyai hubungan bisnis dengan perusahaan, 

menerima fasilitas pribadi, atau menggunakan jabatan untuk 

memperoleh keuntungan. 

Konflik kepentingan tidak selalu berarti telah terjadi 

penyalahgunaan. Namun, situasinya harus diumumkan dan 

dikelola secara terbuka. Serikat perlu mempunyai aturan 

mengenai penerimaan hadiah, penggunaan fasilitas, rangkap 

jabatan, pengelolaan dana, dan hubungan dengan pihak luar. 
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G. Pengertian Solidaritas dan Soliditas 
Solidaritas dan soliditas sering digunakan secara 

bersamaan, tetapi keduanya mempunyai arti yang berbeda. 

Solidaritas berkaitan dengan kesadaran, nilai, perasaan, 

dan kesediaan untuk saling membela. Soliditas berkaitan 

dengan kekuatan, kerapian, disiplin, dan kemampuan 

organisasi bertindak serta bertahan. Solidaritas memberikan 

jiwa. Soliditas memberikan bentuk. 

Solidaritas 

Solidaritas adalah kesadaran bahwa kepentingan seorang 

pekerja berhubungan dengan kepentingan pekerja lainnya. 

Ketidakadilan terhadap satu kelompok dapat menjadi 

ancaman bagi semua. 

Solidaritas mendorong pekerja untuk tidak hanya 

bertanya, “Apa yang saya dapatkan?”, tetapi juga, “Apa yang 

sedang dialami kawan saya dan apa yang dapat kita lakukan 

bersama?”  Solidaritas tidak bergantung pada hubungan 

pribadi. Anggota dapat membela pekerja yang belum pernah 

ditemuinya karena memahami kesamaan kepentingan. 

Soliditas 

Soliditas adalah keadaan ketika organisasi mempunyai 

struktur, aturan, kepemimpinan, administrasi, sumber daya, 

disiplin, dan partisipasi yang memungkinkan solidaritas 

diwujudkan. Adapun serikat yang solid mempunyai data 

anggota yang jelas, iuran yang teratur, struktur yang bekerja, 
pembagian tugas, komunikasi internal, pendidikan anggota, 

mekanisme pengambilan keputusan, kemampuan merespons 

masalah, dan kesiapan melakukan tindakan kolektif. 
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Soliditas bukan berarti tidak ada perbedaan pendapat. 

Organisasi yang solid justru mampu mengelola perbedaan 

tanpa pecah. 

Solidaritas tanpa soliditas 

Pekerja dapat merasa kasihan kepada kawan yang di-

PHK dan bersedia menyampaikan dukungan. Namun, tanpa 

organisasi, dukungan tersebut mudah berhenti pada 

pernyataan. Tidak ada data anggota, dana perjuangan, 

pembagian tugas, tim advokasi, atau strategi. Solidaritas 

menjadi emosional dan sesaat. 

Organisasi dapat mempunyai struktur yang tertib, 

administrasi lengkap, dan iuran besar, tetapi kehilangan 

kepedulian terhadap anggota. Organisasi seperti ini solid 

secara birokratis, tetapi tidak mempunyai jiwa gerakan. 

Soliditas tanpa solidaritas dapat berubah menjadi 

organisasi yang hanya mempertahankan struktur dan jabatan. 

Serikat yang kuat membutuhkan keduanya: kesadaran untuk 

saling membela dan kemampuan organisasi untuk 

mewujudkan pembelaan tersebut. 

 

H. Solidaritas sebagai Kesadaran Senasib 
Solidaritas tumbuh dari pemahaman bahwa pekerja 

menghadapi hubungan ekonomi dan kekuasaan yang serupa. 

Mereka bergantung pada upah, tunduk pada kebijakan 

perusahaan, dan menghadapi risiko kehilangan pekerjaan. 

Kesadaran senasib tidak berarti seluruh pekerja 

mempunyai pengalaman yang sama. Pekerja tetap mungkin 
lebih aman daripada pekerja kontrak. Pekerja laki-laki tidak 

menghadapi seluruh persoalan pekerja perempuan.  
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Kesadaran senasib berarti memahami bahwa 

ketidakadilan yang dialami satu kelompok dapat 

memengaruhi standar seluruh pekerja. 

Solidaritas bukan rasa kasihan 

Rasa kasihan menempatkan seseorang sebagai pihak 

yang membantu orang lemah. Solidaritas menempatkan 

keduanya sebagai bagian dari perjuangan bersama. 

Ketika pekerja tetap membela pekerja outsourcing, ia 

tidak sekadar menolong. Ia menyadari bahwa rendahnya 

standar pekerja outsourcing dapat digunakan untuk menekan 

pekerja tetap. 

Ketika pekerja laki-laki memperjuangkan perlindungan 

maternitas, ia tidak sedang memberikan hadiah kepada 

perempuan. Ia sedang memperjuangkan dunia kerja yang 

menghargai reproduksi, keluarga, dan martabat manusia. 

Solidaritas dibangun melalui pengalaman 

Solidaritas tidak lahir hanya dari ceramah. Ia tumbuh 

ketika pekerja membicarakan masalah bersama, saling 

membantu menghadapi pemeriksaan, mengumpulkan dana 

perjuangan, mengikuti pendidikan, bergabung dalam 

perundingan, menghadiri aksi, dan mengalami kemenangan 

maupun kesulitan bersama. Tindakan bersama membangun 

kepercayaan. Kepercayaan memperkuat solidaritas. 

Pekerja mungkin tidak mendukung perjuangan 

kelompok lain karena tidak memahami masalahnya. Karena 

itu, pendidikan dan komunikasi menjadi penting. 

Serikat harus menjelaskan bagaimana satu isu terhubung 

dengan isu lainnya. Persoalan pekerja kontrak, diskriminasi 

perempuan, keselamatan kerja, privatisasi, dan jaminan sosial 

harus dipahami sebagai bagian dari perjuangan kelas pekerja. 
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Pekerja dalam satu perusahaan bukan satu-satunya 

kelompok yang mempunyai kepentingan bersama. Serikat 

harus membangun solidaritas dengan pekerja di perusahaan 

lain, sektor lain, daerah lain, dan negara lain. 

Modal dan perusahaan beroperasi secara global. Karena 

itu, pekerja perlu membangun jaringan, pertukaran informasi, 

kampanye bersama, dan solidaritas lintas negara. 

Solidaritas mempunyai dimensi moral: pekerja tidak 

membiarkan ketidakadilan. Namun, solidaritas juga harus 

mempunyai dimensi material. Solidaritas dapat diwujudkan 

melalui dana perjuangan, bantuan hukum, dukungan 

komunikasi, kehadiran dalam aksi, pertukaran data, boikot, 

tekanan terhadap perusahaan multinasional, atau tindakan lain 

yang meningkatkan posisi tawar. 

 

I. Soliditas sebagai Ketahanan Organisasi 
Semangat yang tinggi tidak selalu menghasilkan 

kemenangan. Gerakan serikat pekerja membutuhkan 

perencanaan, disiplin, administrasi yang tertata, sumber daya 

yang memadai, dan kemampuan untuk bertahan menghadapi 

tekanan. Serikat harus mampu merekrut, mempertahankan, 

mendidik, dan melibatkan anggota. Organisasi juga harus 

mempunyai sistem kerja yang memastikan setiap keputusan 

bersama dapat dilaksanakan secara konsisten. 

Struktur organisasi tidak cukup hanya dicantumkan 

dalam surat keputusan. Setiap bidang harus memahami 

tugasnya, menyusun program kerja, menjalankan tanggung 

jawab, dan melaporkan hasil pekerjaannya. 

Struktur yang terlalu besar tetapi tidak bekerja justru 

membebani organisasi. Sebaliknya, struktur yang terlalu 
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bergantung kepada satu orang akan membuat serikat rapuh 

ketika orang tersebut tidak lagi dapat menjalankan tugasnya. 

Administrasi yang Tertata 

Pendataan anggota, surat-menyurat, notulen, arsip, 

laporan, dan dokumentasi sering dianggap tidak sepenting 

aksi. Padahal, administrasi merupakan ingatan sekaligus 

fondasi keberlanjutan organisasi. 

Tanpa data, serikat tidak mengetahui jumlah dan sebaran 

anggotanya. Tanpa notulen, keputusan mudah diperdebatkan 

kembali. Tanpa arsip, pengalaman perjuangan akan hilang. 

Tanpa laporan, anggota kesulitan melakukan pengawasan. 

Karena itu, kerapian administrasi merupakan bagian penting 

dari soliditas. 

Keuangan yang Sehat 

Perjuangan membutuhkan biaya. Serikat memerlukan 

dana untuk pendidikan, perjalanan, komunikasi, advokasi, 

aksi, pengorganisasian, dan solidaritas. 

Organisasi tanpa sistem iuran akan selalu bergantung 

kepada pihak lain. Sebaliknya, pengelolaan iuran tanpa 

transparansi dapat menghancurkan kepercayaan anggota. 

Keuangan yang sehat membutuhkan pemasukan teratur, 

anggaran berbasis program, pembukuan yang tertib, dan 

laporan yang dapat dipertanggungjawabkan. 

Komunikasi Internal 

Organisasi mudah terpecah ketika informasi tidak 

berjalan. Kekosongan informasi akan diisi oleh rumor, 

kecurigaan, dan disinformasi. Serikat perlu memiliki saluran 

komunikasi yang memastikan anggota mengetahui setiap 

perkembangan penting. Komunikasi juga harus berlangsung 
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dua arah. Pengurus menyampaikan informasi, sekaligus 

mendengarkan tanggapan, kritik, dan keluhan anggota. 

Soliditas diuji ketika organisasi menghadapi intimidasi, 

PHK terhadap pengurus, kekalahan dalam perundingan, atau 

konflik internal. 

Serikat yang bergantung kepada satu pemimpin dapat 

lumpuh ketika pemimpin tersebut diserang. Oleh karena itu, 

organisasi membutuhkan kepemimpinan kolektif, kaderisasi, 

dokumentasi, dana perjuangan, serta jaringan solidaritas. 

Ketahanan bukan kemampuan untuk menghindari 

seluruh tekanan. Ketahanan adalah kemampuan organisasi 

untuk tetap berfungsi, belajar dari pengalaman, menyesuaikan 

strategi, dan membangun kembali kekuatan. 

Disiplin berarti menjalankan tugas, menghadiri rapat, 

membayar iuran, menjaga kesepakatan, serta melaksanakan 

keputusan bersama. 

Disiplin tidak dibangun melalui ketakutan. Disiplin 

tumbuh dari kesadaran bahwa tindakan setiap anggota 

memengaruhi kekuatan dan masa depan seluruh organisasi. 

 

J. Dari Kepentingan Individual Menuju 
Kepentingan Bersama 

Pekerja biasanya mulai berhubungan dengan serikat 

karena masalah pribadi. Ia menghadapi sanksi, upahnya tidak 

dibayar, kontraknya tidak diperpanjang, atau mengalami 

perlakuan tidak adil. 

Serikat harus membantu anggota menyelesaikan masalah 

tersebut. Namun, tugas organisasi tidak berhenti di sana. 

Serikat perlu menemukan hubungan antara kasus individu dan 

masalah yang dialami pekerja lainnya. 
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Mengenali pola 

Satu pekerja yang tidak dibayar lemburnya mungkin 

dianggap mengalami kesalahan administrasi. Jika banyak 

pekerja mengalami hal yang sama, terdapat masalah 

kebijakan. Satu pekerja kontrak yang tidak diperpanjang 

mungkin dianggap sebagai kasus individual. Jika perusahaan 

terus mengganti pekerja agar tidak menjadi tetap, terdapat 

persoalan struktural. Organisasi harus mengumpulkan kasus, 

data, dan pengalaman untuk menemukan pola. 

Merumuskan kepentingan bersama 

Setelah pola ditemukan, serikat perlu merumuskan 

tuntutan yang berlaku bagi semua. Dengan demikian, 

pembelaan individu menghasilkan perubahan kolektif. 

Misalnya mekanisme pembayaran lembur, aturan 

pengangkatan pekerja tetap, prosedur penilaian yang objektif, 

perlindungan dari pelecehan, standar keselamatan, atau 

ketentuan PHK dalam PKB. 

Mengubah anggota dari penerima menjadi pelaku 

Anggota yang memperoleh pembelaan perlu diajak 

terlibat dalam organisasi. Ia dapat berbagi pengalaman, 

membantu pendidikan, merekrut anggota, atau terlibat dalam 

kampanye. 

Pelayanan yang hanya menyelesaikan kasus dapat 

menciptakan ketergantungan. Pelayanan yang mengorganisasi 

membuat anggota lebih mampu membela diri dan orang lain. 

Mengatasi penumpang gratis 

Masalah free rider terjadi ketika seseorang menikmati 

hasil perjuangan kolektif tetapi tidak berkontribusi terhadap 

organisasi. Hasil PKB, kenaikan upah, dan perbaikan fasilitas 
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sering dinikmati seluruh pekerja. Jika banyak pekerja tidak 

menjadi anggota atau membayar iuran, sumber kekuatan yang 

menghasilkan manfaat tersebut akan melemah. 

Serikat perlu menjelaskan bahwa iuran dan partisipasi 

bukan biaya untuk membeli layanan. Keduanya merupakan 

kontribusi untuk menciptakan kekuatan bersama. 

Kepentingan bersama tidak menghapus hal khusus 

Membangun kepentingan bersama bukan berarti semua 

tuntutan harus berlaku dengan cara yang sama kepada setiap 

orang. Serikat tetap perlu memperjuangkan perlindungan 

khusus bagi kelompok yang menghadapi keadaan berbeda. 

Kepentingan bersama dibangun dengan memastikan tidak ada 

kelompok yang ditinggalkan. 

  

K. Sumber-Sumber Kekuatan Kolektif Pekerja 
Kekuatan serikat tidak berasal dari satu sumber. Ia 

dibangun melalui kombinasi jumlah, organisasi, pengetahuan, 

ekonomi, perundingan, aksi, komunikasi, solidaritas, dan 

politik. 

Kekuatan jumlah 

Jumlah anggota memberikan legitimasi dan kemampuan 

mobilisasi. Semakin besar bagian pekerja yang menjadi 

anggota, semakin sulit perusahaan mengabaikan suara serikat. 

Namun, jumlah pasif tidak cukup. Anggota harus terhubung, 

memahami tujuan, dan siap bertindak. 

Kekuatan organisasi 

Kekuatan organisasi berasal dari struktur yang bekerja, 

kepemimpinan, iuran, administrasi, komunikasi, dan disiplin. 
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Seribu orang yang bergerak sendiri-sendiri dapat lebih lemah 

daripada seratus pekerja yang terorganisasi dengan baik. 

Kekuatan pengetahuan 

Pengetahuan membantu pekerja memahami hak, kondisi 

perusahaan, industri, hukum, kebijakan, dan strategi pihak 

lain. Pengetahuan tidak boleh dimonopoli pengurus. Serikat 

kuat ketika banyak anggota mampu menganalisis masalah dan 

mengambil peran. 

Kekuatan struktural 

Kekuatan struktural berasal dari posisi pekerja dalam 

proses produksi dan pelayanan. Ketika pekerja pada bagian 

strategis menghentikan pekerjaan, dampaknya dapat meluas 

ke seluruh perusahaan atau masyarakat.  

Serikat perlu memetakan proses kerja untuk mengetahui 

bagian mana yang mempunyai posisi strategis dan bagaimana 

membangun solidaritas antarbagiannya. 

Kekuatan ekonomi 

Iuran memberikan kemandirian kepada serikat. Dana 

perjuangan memungkinkan organisasi bertahan dalam 

perselisihan, aksi, atau mogok. Tanpa sumber daya, organisasi 

mudah dipaksa menerima penyelesaian karena tidak mampu 

mempertahankan perjuangan. 

Kekuatan perundingan 

Serikat mempunyai kekuatan ketika dapat memaksa atau 

mendorong pihak lain duduk dalam perundingan serta 

mempertimbangkan tuntutannya. 

Kekuatan perundingan tidak hanya berasal dari 

kemampuan juru runding berbicara. Ia berasal dari data, 
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dukungan anggota, posisi strategis pekerja, komunikasi 

publik, dan kesiapan melakukan tindakan. 

Kekuatan aksi 

Aksi dapat berupa petisi, pernyataan sikap, kampanye, 

unjuk rasa, boikot, hingga pemogokan. Setiap bentuk aksi 

mempunyai tingkat tekanan dan risiko berbeda. 

Aksi harus dipilih berdasarkan tujuan, kekuatan, 

kesiapan anggota, dan keadaan. Aksi bukan tujuan akhir, 

melainkan alat untuk mengubah keseimbangan kekuasaan. 

Kekuatan komunikasi 

Kemampuan membangun narasi menentukan apakah 

perjuangan dipahami anggota dan masyarakat. Serikat harus 

mampu menjelaskan bahwa tuntutannya tidak hanya 

bermanfaat bagi satu kelompok, tetapi berhubungan dengan 

keadilan dan kepentingan publik. 

Komunikasi yang baik dapat mengubah keluhan menjadi 

dukungan, dukungan menjadi partisipasi, dan partisipasi 

menjadi tekanan. 

Kekuatan solidaritas 

Dukungan dari serikat lain, masyarakat sipil, media, 

akademisi, komunitas, dan jaringan internasional dapat 

memperbesar daya tekan. 

Materi networking internasional menunjukkan bahwa 

solidaritas lintas negara menjadi penting ketika pekerja 

menghadapi perusahaan multinasional. Masalah lokal dapat 

dibawa kepada kantor pusat, pemegang saham, pelanggan, 

atau jaringan serikat di negara lain. 
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Kekuatan politik 

Hak pekerja ditentukan oleh undang-undang dan 

kebijakan negara. Karena itu, serikat memerlukan kemampuan 

memengaruhi pemerintah, parlemen, dan proses politik. 

Kekuatan politik dapat dibangun melalui pendidikan 

anggota, riset, dialog sosial, kampanye, aksi, pengawasan 

kebijakan, dan keterlibatan demokratis. 

Kekuatan politik harus tetap mandiri. Serikat 

memperjuangkan agenda pekerja, bukan sekadar menjadi 

pendukung kepentingan pihak lain. 

Kekuatan moral 

Serikat mempunyai kekuatan moral ketika tuntutannya 

adil, perilakunya konsisten, dan perjuangannya dipercaya 

masyarakat. Namun, kekuatan moral saja tidak cukup. 

Pengusaha atau negara belum tentu mengubah kebijakan 

hanya karena serikat berada di pihak yang benar. Kebenaran 

moral harus didukung organisasi, strategi, dan tekanan 

kolektif.  
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BAB 7 
KEANGGOTAAN DAN 

PENGORGANISASIAN PEKERJA 
 

 

erikat pekerja adalah organisasi berbasis keanggotaan. 

Artinya, anggota bukan sekadar orang yang namanya 

tercatat dalam daftar, membayar iuran, atau sesekali 

menghadiri kegiatan. Anggota adalah pemilik, sumber 

legitimasi, pembiaya, pengambil keputusan, dan pelaku utama 

perjuangan organisasi. 

Tanpa anggota, serikat tidak mempunyai dasar 

keberadaan. Tanpa anggota yang aktif, serikat hanya menjadi 

struktur di atas kertas. Tanpa pendidikan dan 

pengorganisasian, jumlah anggota tidak otomatis berubah 

menjadi kekuatan. 

Kemampuan serikat mempertahankan pengaruh kolektif 

sangat berkaitan dengan kemampuannya merekrut, 

mengaktifkan, dan mempertahankan anggota. 

Pengorganisasian harus menjadi budaya organisasi, bukan 

kegiatan sementara ketika serikat membutuhkan massa atau 

menghadapi masalah. 

Karena itu, pengorganisasian tidak boleh dipahami hanya 

sebagai kegiatan mencari anggota baru. Pengorganisasian 

adalah proses terus-menerus untuk mendengarkan pekerja, 

menemukan masalah bersama, membangun kesadaran, 

menghubungkan pekerja satu sama lain, menemukan 
pemimpin, membagi tanggung jawab, memperkuat 

keberanian, merencanakan tindakan, dan mengubah pekerja 

menjadi kekuatan kolektif. 

S 



 

 

  158   PANDUAN PRAKTIS | PUBLIC SERVICES INTERNATIONAL  

Bab ini membahas bagaimana serikat dibangun sebagai 

organisasi milik anggota dan bagaimana pengorganisasian 

dijalankan sebagai pekerjaan utama organisasi. 

 

A. Organisasi Berbasis Keanggotaan 
Organisasi berbasis keanggotaan adalah organisasi yang 

keberadaan, legitimasi, sumber daya, serta arah kegiatannya 

berasal dari anggota. 

Serikat berbeda dari kantor hukum, lembaga konsultasi, 

atau organisasi bantuan sosial. Lembaga-lembaga tersebut 

dapat memberikan bantuan kepada pekerja, tetapi pekerja 

tidak selalu menjadi pemilik dan pengambil keputusan di 

dalamnya. Dalam serikat pekerja, anggota membentuk 

organisasi, menyusun dan mengesahkan AD/ART, memilih 

serta memberhentikan pengurus, menentukan program, 

membayar iuran, menyusun tuntutan, memberi mandat kepada 

perwakilan, mengawasi penggunaan sumber daya, dan 

mengevaluasi hasil perjuangan. 
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 menegaskan 

bahwa serikat pekerja dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja. 

Rumusan tersebut menunjukkan bahwa anggota bukan 

penerima layanan pasif. Mereka adalah subjek organisasi. 

Keanggotaan sebagai sumber legitimasi 

Ketika serikat berbicara kepada pengusaha atau 

pemerintah, kekuatannya bukan hanya berasal dari kedudukan 

hukum. Kekuatan utama berasal dari pekerja yang 

memberikan mandat. 

Serikat yang memiliki anggota nyata, tersebar di seluruh 

bagian kerja, dan terlibat dalam kegiatan akan mempunyai 

legitimasi yang kuat. Sebaliknya, serikat yang hanya 
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mencantumkan jumlah besar tanpa hubungan nyata dengan 

anggota akan mudah dipertanyakan keterwakilannya. 

Keanggotaan harus dapat dibuktikan, dipelihara, dan 

diperbarui. Data anggota bukan sekadar kebutuhan 

administrasi. Data merupakan peta kekuatan organisasi. 

Keanggotaan sebagai sumber daya 

Iuran anggota memungkinkan serikat menjalankan 

pendidikan, advokasi, komunikasi, perundingan, konsolidasi, 

dan aksi. Keahlian anggota juga merupakan sumber daya. Di 

antara anggota dapat terdapat orang yang memahami hukum, 

keuangan, komunikasi, teknologi, desain, keselamatan kerja, 

atau bidang lain. 

Serikat harus mampu menemukan dan mengembangkan 

kemampuan tersebut. Organisasi yang selalu bergantung pada 

tenaga dari luar akan sulit membangun kemandirian. 

Keanggotaan sebagai kekuatan tindakan 

Serikat tidak menjadi kuat hanya karena memiliki banyak 

kartu anggota. Kekuatan muncul ketika anggota bersedia 

bertindak bersama. 

Tindakan tidak selalu berarti demonstrasi atau mogok. 

Tindakan dapat berupa pertama, mengisi survei; kedua, 

menghadiri pertemuan; ketiga, mengenakan tanda solidaritas; 

keempat, menyampaikan petisi; kelima, mengumpulkan bukti; 

keenam, berbicara kepada pekerja lain; ketujuh, mendukung 

tim perunding; kedelapan, menjalankan kampanye; dan 

kesembilan, mengikuti aksi kolektif. 

Anggota bukan pelanggan 

Jika serikat hanya dilihat sebagai penyedia layanan, 

hubungan anggota dengan organisasi berubah menjadi 
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hubungan transaksional. Anggota membayar iuran lalu 

berharap seluruh masalah diselesaikan pengurus. 

Cara pandang ini melemahkan organisasi. Pengurus 

menjadi kewalahan, sedangkan anggota tetap pasif. 

Serikat harus tetap memberikan pelayanan, tetapi 

pelayanan tersebut perlu digunakan untuk mendidik dan 

mengorganisasi. Ketika anggota mengadukan persoalan, ia 

harus dilibatkan dalam mengumpulkan bukti, memahami 

dasar masalah, menentukan pilihan, dan membangun 

dukungan. 

Tujuan pelayanan bukan membuat anggota selalu 

bergantung kepada pengurus, melainkan meningkatkan 

kemampuan anggota bertindak bersama. 

 

B. Anggota sebagai Pemilik Serikat 
Serikat bukan milik ketua, sekretaris, pengurus, pendiri, 

federasi, atau pihak yang memberikan bantuan. Serikat adalah 

milik seluruh anggota. 

Kepemilikan tersebut bukan kepemilikan pribadi yang 

dapat diperjualbelikan. Kepemilikan berarti anggota 

mempunyai hak menentukan arah organisasi sekaligus 

tanggung jawab menjaganya. 

Pengurus menerima mandat 

Pengurus dipilih untuk menjalankan keputusan dan 

mengelola organisasi selama masa jabatan tertentu. Jabatan 

memberikan kewenangan, tetapi kewenangan tersebut berasal 

dari anggota. 

Pengurus tidak boleh menyembunyikan informasi 

penting, mengambil keputusan strategis untuk kepentingan 
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pribadi, atau menggunakan aset organisasi seolah-olah 

miliknya sendiri. Kepemimpinan serikat bukan tentang 

memegang kekuasaan. Kepemimpinan adalah kuasa yang 

dipercayakan pekerja kepada seseorang untuk menjalankan 

kepentingan bersama. 

Anggota mempunyai hak mengawasi 

Sebagai pemilik, anggota berhak memperoleh informasi 

mengenai pertama, program organisasi; kedua, keputusan 

rapat; ketiga, hasil perundingan; keempat, jumlah dan 

perkembangan anggota; kelima, penerimaan serta penggunaan 

iuran; keenam, aset organisasi; ketujuh, kerja sama dengan 

pihak luar; dan kedelapan, hasil kerja pengurus. 

Hak mengawasi bukan tanda ketidakpercayaan. 

Pengawasan merupakan bagian dari demokrasi dan cara 

menjaga organisasi dari penyalahgunaan. 

Kepemilikan membutuhkan kontribusi 

Seseorang tidak cukup mengatakan bahwa serikat milik 

anggota apabila ia tidak bersedia terlibat. Kepemilikan harus 

diwujudkan melalui iuran, kehadiran, gagasan, tenaga, 

keahlian, dan tindakan. 

Anggota yang hanya menuntut pelayanan tetapi tidak 

pernah berkontribusi memperlakukan serikat sebagai milik 

orang lain. Sebaliknya, anggota yang terlibat akan mempunyai 

hubungan emosional yang lebih kuat. 

Serikat yang seluruh pengetahuan, jaringan, dan 

keputusan bergantung pada satu pemimpin sangat rentan. 

Ketika pemimpin tersebut tidak aktif, dipindahkan, di-PHK, 

atau meninggalkan organisasi, serikat dapat lumpuh. 

Karena serikat milik anggota, pengetahuan dan tanggung 

jawab harus dibagikan. Serikat membutuhkan kepemimpinan 
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kolektif, kaderisasi, dokumentasi, dan kesempatan bagi 

anggota baru untuk belajar memimpin. 

 

C. Hak dan Kewajiban Anggota 
Hak dan kewajiban anggota harus diatur dalam AD/ART. 

Keduanya harus seimbang. Organisasi yang hanya 

menekankan kewajiban dapat menjadi otoriter. Sebaliknya, 

organisasi yang hanya membicarakan hak tanpa kontribusi 

anggota akan sulit bertahan. 

Hak anggota 

Secara umum, anggota berhak memperoleh perlakuan 

yang setara, menyampaikan pendapat, menghadiri rapat sesuai 

ketentuan, memilih dan dipilih, memperoleh informasi 

organisasi, mendapatkan pendidikan, menerima pelayanan 

dan pembelaan, terlibat dalam penyusunan tuntutan, meminta 

pertanggungjawaban pengurus, mengajukan usul dan kritik, 

dan memperoleh manfaat dari hasil perjuangan organisasi. 

Hak tersebut tidak boleh dibatasi karena jenis kelamin, 

suku, agama, status kerja, usia, disabilitas, atau kedekatan 

dengan pengurus. 

Anggota tidak hanya berhak menerima informasi, tetapi 

juga didengar. Serikat perlu mempunyai mekanisme agar 

aspirasi dari seluruh bagian dan kelompok dapat masuk ke 

dalam keputusan. 

Pekerja perempuan, pekerja muda, pekerja kontrak, dan 

pekerja di bagian kecil sering tidak mempunyai akses yang 

sama terhadap pengurus. Jika serikat hanya mendengarkan 

orang yang paling dekat atau paling berani berbicara, sebagian 

kepentingan anggota akan hilang. 
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Kewajiban anggota 

Anggota pada umumnya berkewajiban mematuhi 

AD/ART dan keputusan organisasi, membayar iuran, menjaga 

persatuan, menghadiri pendidikan dan rapat, memberikan 

informasi yang benar, menjaga kerahasiaan strategi yang 

sensitif, membela sesama anggota, berpartisipasi dalam 

program, menjaga aset dan nama baik organisasi, serta 

melaksanakan keputusan yang dibuat secara demokratis. 

Kewajiban tidak boleh diterapkan secara sewenang-

wenang. Anggota harus memahami alasan dan tujuan setiap 

kewajiban. 

Iuran sebagai tanggung jawab kolektif 

Iuran memungkinkan serikat membiayai perjuangannya 

sendiri. Dengan membayar iuran, anggota menyatakan bahwa 

organisasi tidak boleh bergantung pada pengusaha. 

Masalah iuran sering bukan semata-mata masalah 

kemampuan ekonomi. Anggota dapat enggan membayar 

karena tidak mengetahui penggunaan dana, tidak merasakan 

keterlibatan, atau tidak percaya kepada pengurus. Karena itu, 

kesadaran membayar iuran harus dibangun bersama dengan 

transparansi, pelayanan, pendidikan, dan partisipasi. 

 

D. Partisipasi Anggota 
Partisipasi bukan hanya menghadirkan anggota dalam 

rapat. Partisipasi berarti anggota memperoleh informasi, 

kesempatan menyampaikan pendapat, kemampuan 

memengaruhi keputusan, dan ruang untuk terlibat dalam 

pelaksanaannya. 

Tingkatan partisipasi 
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Partisipasi dapat berlangsung pada beberapa tingkat 

anggota hanya menerima informasi, anggota diminta 

memberikan pendapat, anggota terlibat membahas pilihan, 

anggota ikut mengambil keputusan, anggota menjalankan 

keputusan, dan anggota mengevaluasi hasilnya. 

Serikat harus bergerak dari partisipasi simbolis menuju 

partisipasi yang benar-benar memengaruhi arah organisasi. 

Informasi sebagai syarat partisipasi 

Anggota tidak dapat memberikan pendapat yang 

bermakna jika tidak memperoleh informasi. Sebelum 

mengambil keputusan, pengurus perlu menjelaskan masalah 

yang dihadapi, data yang tersedia, pilihan tindakan, 

keuntungan dan risiko, sumber daya yang dibutuhkan, dan 

kemungkinan hasilnya. 

Keterbukaan informasi membantu anggota mengambil 

keputusan dengan sadar, bukan sekadar mengikuti arahan. 

Metode melibatkan anggota 

Partisipasi dapat dibangun melalui rapat anggota, 

pertemuan per bagian, survei, diskusi kelompok, kunjungan 

tempat kerja, konsultasi daring, kotak aspirasi, pertemuan 

khusus kelompok perempuan dan pekerja muda, serta tim 

kerja yang melibatkan anggota. 

Tidak semua keputusan harus dibawa ke rapat besar. 

Organisasi perlu membedakan keputusan operasional 

pengurus dan keputusan strategis yang memerlukan mandat 

dari anggota. 

Partisipasi dalam perundingan 

Anggota tidak harus semuanya duduk di meja 

perundingan. Namun, mereka harus terlibat dalam prosesnya. 

Dengan demikian, perundingan bukan urusan pengurus saja. 
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Anggota dapat berpartisipasi dengan menyampaikan 

usulan, mengisi survei, mengumpulkan data, menentukan 

prioritas, memilih tim, mendukung kampanye, menerima 

laporan, dan memberikan mandat atas hasil akhir. 

Mengelola perbedaan pendapat 

Partisipasi akan menghasilkan perbedaan. Hal itu wajar. 

Serikat harus membangun budaya yang membedakan kritik 

terhadap keputusan dengan serangan pribadi. 

Perbedaan dibahas melalui fakta, nilai, dan kepentingan 

organisasi. Setelah keputusan dibuat secara sah, seluruh 

anggota mempunyai tanggung jawab menjalankannya sambil 

tetap mempunyai hak mengevaluasi. 

 

E. Rasa Memiliki terhadap Organisasi 
Rasa memiliki tidak muncul hanya karena pekerja 

menerima kartu anggota. Rasa memiliki tumbuh ketika 

seseorang merasa didengar, dibutuhkan, dipercaya, dan 

mempunyai peran. 

Pekerja akan merasa serikat relevan ketika organisasi 

membahas persoalan yang mereka alami. Karena itu, program 

tidak boleh hanya ditentukan dari atas. 

Pengurus harus hadir di tempat kerja, mendengarkan 

percakapan, mengunjungi bagian, dan memahami perubahan 

yang terjadi. Masalah anggota merupakan pintu masuk untuk 

membangun hubungan. 

Anggota tidak harus langsung mendapat tugas besar. 

Mereka dapat mulai dari tindakan sederhana, seperti 

menghubungi lima rekan kerja, mengumpulkan informasi, 

membantu mendata anggota, menyebarkan undangan, 
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mendokumentasikan masalah, menjadi penghubung bagian, 

atau berbicara dalam pertemuan kecil. 
Tugas yang berhasil dijalankan akan meningkatkan 

kepercayaan diri dan rasa memiliki. 

Mengakui kontribusi anggota 

Pengakuan tidak harus berupa hadiah. Ucapan terima 

kasih, penyebutan kontribusi, kesempatan mengikuti 

pendidikan, dan pemberian tanggung jawab baru dapat 

membuat anggota merasa dihargai. 

Namun, organisasi harus berhati-hati agar pengakuan 

tidak hanya diberikan kepada orang yang paling terlihat. 

Banyak pekerjaan penting dilakukan di belakang layar. 

Menunjukkan hasil dan proses perjuangan 

Anggota perlu mengetahui bagaimana iuran dan 

partisipasi menghasilkan perubahan. Setiap kemenangan 

harus dijelaskan sebagai hasil kolektif, bukan prestasi pribadi 

pengurus. Kegagalan juga perlu disampaikan dengan jujur. 

Anggota yang dilibatkan dalam memahami kesulitan akan 

lebih siap memperbaiki strategi. 

Rasa memiliki diperkuat oleh hubungan sosial. 

Pendidikan, diskusi, kegiatan solidaritas, dan kerja bersama 

membantu anggota mengenal satu sama lain. 

Namun, hubungan kekeluargaan tidak boleh 

menggantikan aturan. Organisasi tetap membutuhkan 

prosedur, akuntabilitas, dan perlakuan yang adil. 
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F. Pengorganisasian sebagai Budaya Serikat 
Pengorganisasian bukan proyek, bidang kerja tertentu, 

atau kegiatan menjelang aksi. Pengorganisasian harus menjadi 

budaya yang menjiwai seluruh kegiatan serikat. Serikat yang 

berhenti mengorganisasi dan mendidik akan kehilangan 

kehidupan gerakannya. 

Perekrutan adalah salah satu bagian pengorganisasian. 

Namun, orang yang menandatangani formulir belum tentu 

memahami serikat atau bersedia terlibat. 

Pengorganisasian meliputi pertama, menemukan 

masalah; kedua, membangun hubungan; ketiga, memberikan 

pendidikan; keempat, menguji komitmen; kelima, memberi 

tugas; keenam, mengembangkan pemimpin; ketujuh, 

membentuk struktur; dan kedelapan, mempersiapkan 

tindakan. 

Keberhasilan bukan hanya berapa orang mendaftar, 

tetapi berapa orang yang berubah dari pasif menjadi aktif. 

Setiap kegiatan harus mengorganisasi 

Ketika menangani kasus, serikat perlu melibatkan 

anggota. Ketika berunding, serikat perlu mengadakan 

konsultasi. Ketika memberikan pelayanan, serikat perlu 

membangun kesadaran. Ketika menjalankan kampanye, 

serikat perlu merekrut pendukung. 

Pertanyaan yang perlu diajukan dalam setiap kegiatan 

adalah: apakah kegiatan ini membuat anggota lebih sadar, 

lebih terhubung, dan lebih mampu bertindak? 

Pengorganisasian tidak boleh diserahkan hanya kepada 

bidang organisasi. Ketua, sekretaris, bendahara, bidang 

advokasi, pendidikan, perempuan, pekerja muda, dan 

komunikasi harus menjalankan fungsi pengorganisasian. 
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Bidang advokasi mengorganisasi melalui kasus. Bidang 

pendidikan melalui pembelajaran. Bidang komunikasi melalui 

informasi. Bendahara melalui pembangunan kesadaran iuran. 

Pengorganisir tidak selalu orang yang mempunyai 

jabatan. Anggota yang dipercaya oleh rekan-rekannya, 

mampu mendengarkan, serta bersedia mengambil tanggung 

jawab dapat menjalankan peran pengorganisasian. 

Tugas serikat adalah memperluas jumlah orang yang 

mampu berbicara dengan pekerja lain dan mengajak mereka 

bertindak bersama. 

 

G. Memetakan Tempat Kerja 
Pengorganisasian yang baik dimulai dengan 

pengetahuan. Serikat harus mengetahui siapa pekerjanya, di 

mana mereka bekerja, bagaimana proses produksi berjalan, 

siapa yang mempunyai pengaruh, dan masalah apa yang 

paling dirasakan. 

Pemetaan tenaga kerja 

Data yang perlu dipetakan antara lain jumlah pekerja, 

bagian dan lokasi kerja, status hubungan kerja, jenis kelamin 

dan usia, masa kerja, pola kerja dan pergantian jam kerja, 

perusahaan langsung atau outsourcing, anggota dan bukan 

anggota, serta tingkat keterlibatan anggota. 

Data perlu diperbarui secara berkala karena pekerja dapat 

masuk, keluar, dipindahkan, atau berubah status. 

Pemetaan proses kerja 

Serikat perlu memahami bagaimana barang atau jasa 

dihasilkan bagian mana yang menjadi awal dan akhir proses, 

pekerjaan mana yang saling bergantung, bagian mana yang 
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paling strategis, kapan produksi paling sibuk, siapa yang 

mengendalikan keputusan, dan di mana terdapat risiko 

keselamatan atau pelanggaran. Peta proses kerja membantu 

serikat memahami sumber kekuatan struktural pekerja. 

Pemetaan hubungan sosial 

Struktur formal tidak selalu menunjukkan siapa yang 

mempunyai pengaruh. Dalam setiap tempat kerja terdapat 

orang yang dipercaya rekan-rekannya meskipun tidak 

mempunyai jabatan. 

Serikat perlu mengetahui siapa yang sering dimintai 

pendapat, siapa yang mampu menenangkan konflik, siapa 

yang menghubungkan kelompok berbeda, siapa yang 

dihormati karena kemampuan atau integritasnya, siapa yang 

mendukung serikat, siapa yang ragu-ragu, dan siapa yang aktif 

menolak. Pemetaan tidak dimaksudkan untuk memberikan 

cap permanen. Sikap seseorang dapat berubah melalui 

pengalaman dan percakapan. 

Menemukan masalah bersama 

Tidak setiap keluhan dapat langsung menjadi isu 

pengorganisasian. Isu yang baik biasanya pertama, dirasakan 

banyak orang; kedua, cukup penting; ketiga, dapat dijelaskan 

dengan mudah; keempat, menimbulkan rasa tidak adil; 

kelima, memungkinkan tindakan bersama; dan keenam, 

berpotensi menghasilkan perubahan. 

Serikat perlu mendengarkan sebelum menentukan isu. 

Pengurus tidak boleh berasumsi bahwa masalah yang 

dianggap penting olehnya pasti menjadi prioritas anggota. 

Mengubah data menjadi strategi 

Peta tidak hanya disimpan sebagai dokumen. Data harus 

digunakan untuk menentukan bagian yang perlu 
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diprioritaskan, orang yang perlu ditemui, isu yang dapat 

mempersatukan, target perekrutan, kebutuhan pendidikan, 

risiko pemberangusan, dan tindakan yang sesuai dengan 

kekuatan organisasi. 

 

H. Menemukan Pemimpin Alami 
Pemimpin alami adalah orang yang mempunyai 

pengaruh dan kepercayaan di antara rekan-rekannya, 

meskipun tidak memegang jabatan formal. 

Ia mungkin bukan orang yang paling banyak berbicara. 

Ia dapat dikenali dari kenyataan bahwa pekerja lain 

mendengarkan pendapatnya, meminta bantuannya, atau 

mengikuti tindakannya. 

Ciri pemimpin alami 

Pemimpin alami biasanya dipercaya oleh rekan kerja, 

memahami kondisi bagian, mampu mendengarkan, berani 

menyampaikan persoalan, menjaga rahasia, konsisten, tidak 

mudah meninggalkan kawan, dan mampu mengajak orang lain 

bertindak. 

Popularitas tidak selalu sama dengan kepemimpinan. 

Orang yang dikenal banyak pekerja belum tentu bersedia 

mengambil tanggung jawab. 

Menguji kepemimpinan melalui tugas 

Pemimpin alami tidak ditemukan hanya melalui 

pengamatan. Ia perlu diberi tugas bertahap, misalnya 

mengumpulkan pendapat lima pekerja, mengundang rekan ke 

pertemuan, mengumpulkan tanda tangan, menyampaikan 

hasil diskusi, membantu menyelesaikan masalah kecil, atau 

mengoordinasikan tindakan di bagiannya. 
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Dari pelaksanaan tugas dapat dilihat apakah ia mampu 

membangun kepercayaan dan menjalankan tanggung jawab. 

Mengembangkan, bukan memanfaatkan 

Serikat tidak boleh hanya menggunakan pengaruh 

pemimpin alami untuk merekrut anggota atau mengumpulkan 

massa. Organisasi harus memberikan pendidikan, 

pendampingan, dan ruang kepemimpinan. 

Tujuannya agar pemimpin alami berkembang menjadi 

pemimpin organisasi yang demokratis dan memahami nilai 

serikat. 

Pemimpin dari kelompok yang kurang terwakili 

Pemimpin alami juga harus ditemukan di kalangan 

perempuan, pekerja muda, pekerja kontrak, outsourcing, 

pekerja shift malam, dan kelompok lain yang jarang hadir 

dalam struktur. 

Jika pengorganisasian hanya berhubungan dengan orang-

orang yang sudah dekat dengan pengurus, organisasi akan 

gagal menjangkau seluruh tempat kerja. 

 

I. Percakapan Pengorganisasian 
Percakapan pengorganisasian adalah percakapan yang 

membantu pekerja mengenali masalah, memahami bahwa 

masalah tersebut dialami bersama, melihat kemungkinan 

perubahan, dan mengambil tindakan. 

Percakapan pengorganisasian bukan ceramah dan bukan 
promosi sepihak mengenai kehebatan serikat. Pengorganisir 

harus lebih banyak mendengarkan. 
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Membangun hubungan 

Percakapan dimulai dengan membangun rasa aman dan 

kepercayaan. Pengorganisir perlu memahami keadaan pekerja 

dan tidak langsung meminta seseorang menjadi anggota. 

Pertanyaan pembuka dapat berkaitan dengan pekerjaan, 

bagian, masa kerja, atau perubahan yang sedang terjadi. 

Menggali masalah 

Pengorganisir dapat bertanya. Apa persoalan yang paling 

dirasakan? Sejak kapan masalah itu terjadi? Siapa saja yang 

mengalami? Bagaimana dampaknya terhadap pekerja? 

Apakah pernah disampaikan? Apa tanggapan perusahaan? 

Pertanyaan terbuka membantu pekerja menyampaikan 

pengalaman dengan bahasanya sendiri. 

Memperdalam rasa ketidakadilan 

Tidak semua masalah langsung mendorong tindakan. 

Pekerja perlu memahami mengapa keadaan tersebut tidak adil 

dan tidak harus diterima sebagai nasib. 

Pengorganisir dapat membantu membandingkan antara 

aturan dan kenyataan, antara kontribusi pekerja dan perlakuan 

yang diterima, atau antara kebijakan terhadap kelompok yang 

berbeda. Tujuannya bukan memanipulasi kemarahan, 

melainkan membantu pekerja menilai keadaan secara kritis. 

Mengidentifikasi pihak yang dapat mengubah keadaan 

Percakapan harus membantu pekerja melihat siapa yang 

membuat atau dapat mengubah kebijakan. Masalah tidak 

boleh diarahkan menjadi konflik pribadi dengan supervisor 

jika keputusan sebenarnya berasal dari manajemen yang lebih 
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tinggi. Menentukan sasaran dengan tepat merupakan bagian 

penting strategi. 

Menawarkan tindakan bersama 

Setelah masalah dipahami, pengorganisir mengajak 

pekerja memikirkan tindakan yang dapat dilakukan bersama. 

Tindakan pertama harus realistis dan sesuai dengan tingkat 

kesiapan. Contohnya berbicara dengan rekan lain, 

mengumpulkan data, menghadiri pertemuan, menandatangani 

petisi, menjadi anggota, atau membantu membentuk 

kelompok bagian. 

Meminta komitmen yang jelas 

Percakapan harus berakhir dengan kesepakatan 

mengenai tindakan konkret: siapa melakukan apa dan kapan 

dilakukan. Pernyataan “saya mendukung” belum tentu 

menghasilkan tindakan. Komitmen perlu diuji melalui tugas 

yang dapat dilaksanakan. 

Menindaklanjuti 

Pengorganisasian tidak selesai setelah satu percakapan. 

Pengorganisir perlu menghubungi kembali, membahas hasil 

tugas, menjawab kekhawatiran, dan menawarkan langkah 

berikutnya.  

Hubungan yang konsisten membangun kepercayaan. 

 

J. Merekrut dan Mempertahankan Anggota 
Perekrutan penting untuk memperluas kekuatan. Namun, 

organisasi juga harus mempertahankan anggota agar mereka 

tetap terhubung dan aktif. 
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Menjelaskan alasan berserikat 

Pekerja perlu memahami bahwa serikat bukan hanya 

tempat mendapatkan bantuan. Serikat memberikan suara 

kolektif, pembelaan, pendidikan, perundingan, solidaritas, 

pengaruh terhadap kebijakan, dan kesempatan berpartisipasi. 

Penjelasan dihubungkan dengan masalah nyata pekerja. 

Perekrutan melalui hubungan pribadi 

Selebaran dan media sosial dapat membantu, tetapi 

perekrutan yang paling kuat biasanya terjadi melalui 

percakapan dengan orang yang dipercaya. 

Anggota perlu dilatih untuk berbicara kepada rekan 

kerjanya. Setiap anggota dapat diberi sasaran sederhana untuk 

mengajak pekerja dalam lingkaran terdekatnya. 

Orientasi anggota baru 

Setelah mendaftar, anggota baru perlu memperoleh 

orientasi mengenai sejarah dan tujuan serikat, hak serta 

kewajiban, struktur organisasi, penggunaan iuran, saluran 

pengaduan, program pendidikan, cara berpartisipasi. Tanpa 

orientasi, anggota baru hanya tercatat secara administratif. 

Kontak awal yang menentukan 

Masa awal keanggotaan merupakan periode penting. 

Organisasi perlu segera memberikan informasi, mengajak 

hadir dalam kegiatan, dan memberi tugas ringan. 

Jika setelah mendaftar seseorang tidak pernah dihubungi, 

ia akan merasa keanggotaannya tidak bermakna. 
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Memahami alasan anggota pasif atau keluar 

Anggota dapat menjadi pasif karena tidak memahami 

manfaat, takut terhadap perusahaan, kecewa kepada pengurus, 

tidak pernah dilibatkan, tidak menerima informasi, mengalami 

konflik, kesulitan membayar iuran, atau merasa organisasi 

tidak membahas kebutuhannya. 

Serikat perlu melakukan percakapan keluar atau evaluasi 

untuk memahami alasan tersebut. Menyalahkan anggota 

sebagai tidak loyal tidak akan menyelesaikan masalah. 

Mempertahankan anggota melalui keterlibatan 

Cara terbaik mempertahankan anggota bukan 

memberikan sebanyak mungkin fasilitas. Anggota bertahan 

ketika merasa mempunyai hubungan, peran, dan pengaruh 

dalam organisasi. 

 

K. Membentuk Kelompok Inti 
Kelompok inti adalah jaringan pekerja yang mempunyai 

komitmen, pengaruh, dan kemampuan menggerakkan rekan-

rekannya di berbagai bagian tempat kerja. Kelompok inti 

bukan kelompok rahasia yang terpisah dari anggota, 

melainkan tulang punggung pengorganisasian yang 

membantu serikat menjangkau pekerja secara lebih luas. 

Komposisi kelompok inti sebaiknya mencerminkan 

keragaman yang ada di tempat kerja, baik berdasarkan bagian 

dan lokasi, shift, status kerja, gender, usia, masa kerja, 

maupun latar belakang lainnya. Kelompok inti yang hanya 

berasal dari satu bagian akan sulit menjangkau dan memahami 

keadaan seluruh pekerja. 
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Dalam pengorganisasian, kelompok inti bertugas 

memetakan pekerja, mendengarkan masalah, merekrut 

anggota, menyampaikan informasi, menguji dukungan, 

mengidentifikasi risiko, mempersiapkan tindakan, dan 

melaporkan perkembangan. Agar pekerjaan berjalan dengan 

baik, setiap anggota kelompok inti perlu mempunyai wilayah 

atau kelompok pekerja yang menjadi tanggung jawabnya. 

Kepercayaan menjadi dasar penting dalam menjalankan 

tugas tersebut. Anggota kelompok inti harus mampu menjaga 

kerahasiaan dan tidak menyebarkan informasi yang belum 

diputuskan untuk diumumkan. Satu tindakan yang ceroboh 

dapat merusak rencana organisasi atau bahkan membahayakan 

pekerja lain. Karena itu, kedisiplinan dan komunikasi yang 

baik harus dijaga. 

Pada saat yang sama, kelompok inti tidak boleh 

berkembang menjadi kelompok yang eksklusif. Hal itu dapat 

terjadi apabila informasi dan keputusan hanya beredar di 

antara orang-orang yang sama. Kelompok inti dibentuk untuk 

memperluas partisipasi, bukan menggantikan peran anggota. 

Semakin berkembang organisasi, semakin banyak pula 

pekerja yang harus diberi kesempatan untuk terlibat dan 

mengambil tanggung jawab. 

 

L. Member-Based menuju Member-Led Union 
Serikat berbasis keanggotaan mempunyai anggota 

sebagai sumber legitimasi organisasi. Namun, serikat yang 

dipimpin anggota melangkah lebih jauh dengan menempatkan 

anggota sebagai penggerak utama organisasi, bukan sekadar 

penerima pelayanan atau peserta kegiatan. 

Organisasi yang terlalu bergantung pada pengurus 

biasanya mudah dikenali. Hampir semua kasus ditangani 
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pengurus, sementara anggota terbiasa menunggu instruksi. 

Informasi tidak tersebar secara merata, perundingan dilakukan 

tanpa konsultasi yang cukup, dan kegiatan berhenti ketika 

pengurus tidak hadir. Pembagian tugas juga lemah sehingga 

pekerjaan organisasi menumpuk pada beberapa orang. Dalam 

keadaan seperti ini, pengurus terlihat sangat sibuk, tetapi 

organisasi tidak berkembang dan regenerasi sulit berjalan. 

Keadaan berbeda terlihat dalam serikat yang dipimpin 

anggota atau member-led union. Anggota ikut mengenali 

masalah dan menentukan tuntutan yang akan diperjuangkan. 

Tanggung jawab organisasi dibagikan, sehingga pemimpin-

pemimpin baru dapat muncul dari berbagai bagian tempat 

kerja. Pendidikan berjalan, anggota melakukan percakapan 

pengorganisasian dengan rekan-rekannya, keputusan strategis 

memperoleh mandat, dan hasil perjuangan dievaluasi 

bersama. 

Dalam organisasi seperti ini, peran pengurus perlahan 

berubah. Pengurus tidak lagi berusaha melakukan semuanya 

sendiri, tetapi membantu anggota agar mempunyai 

kemampuan dan kepercayaan diri untuk mengambil peran. 

Pengurus tetap mempunyai tanggung jawab kepemimpinan, 

tetapi kepemimpinan tersebut digunakan untuk memperluas 

keterlibatan anggota. 

Peralihan menuju organisasi yang dipimpin anggota 

membutuhkan proses. Informasi harus dibuka, pendidikan 

diperkuat, dan anggota diberi tugas secara bertahap sesuai 

kemampuannya. Pendampingan dan evaluasi diperlukan, 

termasuk memberikan ruang terhadap kesalahan yang wajar 

dalam proses belajar. Anggota juga harus memperoleh 

kesempatan nyata untuk memimpin. 

Anggota tidak dapat diminta aktif apabila selama ini 

tidak pernah diberi ruang untuk terlibat. Karena itu, ukuran 

keberhasilan seorang pemimpin bukanlah berapa banyak 
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persoalan yang hanya dapat diselesaikan olehnya, tetapi 

berapa banyak anggota baru yang berhasil dikembangkan 

menjadi orang-orang yang mampu mengambil tanggung 

jawab dan tumbuh menjadi pemimpin. 

 

M. Mengatasi Apatisme dan Penumpang Gratis 
Apatisme adalah sikap tidak peduli atau tidak percaya 

bahwa keterlibatan dapat menghasilkan perubahan. Sementara 

itu, penumpang gratis atau free rider adalah orang yang 

menikmati hasil perjuangan kolektif tanpa berkontribusi 

terhadap organisasi. Keduanya tidak dapat diselesaikan hanya 

dengan kecaman. 

Memahami penyebab apatisme 

Pekerja dapat menjadi apatis karena pengalaman 

perjuangan yang gagal, pengurus yang tidak transparan, 

konflik internal, intimidasi perusahaan, keputusan yang tidak 

melibatkan anggota, kegiatan yang tidak relevan, atau tidak 

adanya tindak lanjut setelah rapat. 

Apatisme dapat menjadi reaksi terhadap organisasi yang 

tidak memberikan ruang partisipasi. 

Memulai dari masalah yang dirasakan 

Pekerja lebih mudah terlibat ketika serikat membahas 

masalah nyata dan menawarkan tindakan yang masuk akal. 

Kemenangan kecil dapat membangun keyakinan. 

Namun, serikat tidak boleh menciptakan janji palsu. 

Pengorganisir harus jujur mengenai tantangan dan risiko. 
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Tidak semua orang siap mengikuti aksi besar. 

Keterlibatan dapat dimulai dari tindakan berisiko rendah, 

kemudian meningkat sesuai pengalaman dan kepercayaan diri. 

Menjelaskan masalah free rider 

Pekerja perlu memahami bahwa PKB, kenaikan upah, 

dan perlindungan tidak muncul dengan sendirinya. Semua itu 

membutuhkan iuran, waktu, pengetahuan, dan keberanian 

anggota. Pendekatan terbaik bukan mempermalukan pekerja 

yang belum menjadi anggota, tetapi menunjukkan hubungan 

antara kontribusi dan kekuatan organisasi. 

Serikat tidak boleh menjanjikan bahwa setiap anggota 

pasti memenangkan kasus sebagai imbalan atas iuran. Iuran 

bukan biaya membeli kemenangan. Iuran digunakan untuk 

membangun kemampuan kolektif yang meningkatkan 

perlindungan seluruh anggota. 

 

N. Mengorganisasi Pekerja Rentan 
Gerakan serikat tidak boleh hanya mengorganisasi 

pekerja yang paling mudah dijangkau dan paling aman. 

Pekerja kontrak, outsourcing, informal, platform, migran, 

perempuan, pekerja muda, dan penyandang disabilitas sering 

menghadapi risiko lebih besar tetapi mempunyai akses lebih 

kecil terhadap organisasi. 

Hambatan pekerja rentan 

Hambatan tersebut dapat berupa kontrak pendek, 

ancaman tidak diperpanjang, lokasi kerja tersebar, jam kerja 

tidak tetap, status hubungan kerja tidak jelas, ketergantungan 

terhadap aplikasi, hambatan bahasa, beban keluarga, 
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diskriminasi, dan ketakutan terhadap pengusaha. Metode 

pengorganisasian harus disesuaikan dengan kondisi tersebut. 

Menghindari hierarki dalam solidaritas 

Pekerja tetap tidak boleh memandang pekerja kontrak 

dan outsourcing hanya sebagai pihak yang perlu dibantu. 

Mereka harus dilihat sebagai bagian dari kekuatan bersama. 

Rendahnya standar satu kelompok dapat digunakan 

untuk menurunkan standar kelompok lain. 

Menyediakan ruang aman 

Pekerja perempuan dan kelompok rentan mungkin 

membutuhkan ruang khusus untuk membicarakan 

pengalaman yang sulit disampaikan dalam pertemuan umum.  

Ruang khusus bukan pemisahan. Ia menjadi sarana agar 

suara yang selama ini tidak terdengar dapat masuk ke agenda 

bersama. 

Menyesuaikan bentuk organisasi 

Serikat perlu mengembangkan bentuk keanggotaan dan 

komunikasi yang sesuai bagi pekerja yang tidak berada di satu 

tempat kerja. Pertemuan komunitas, jaringan wilayah, 

kelompok digital, dan organisasi sektoral dapat digunakan. 

Teknologi membantu menghubungkan pekerja, tetapi 

tidak dapat sepenuhnya menggantikan hubungan dan 

kepercayaan personal. 

Pekerja rentan bukan sekadar sasaran perekrutan. Mereka 

harus memperoleh pendidikan dan kesempatan memimpin 

perjuangannya sendiri. 
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O. Menghadapi Ketakutan dan Pemberangusan 
Serikat 

Ketakutan merupakan salah satu hambatan terbesar 

dalam pengorganisasian serikat pekerja. Banyak pekerja 

sebenarnya memahami pentingnya berserikat dan ingin 

memperjuangkan kondisi kerja yang lebih baik, tetapi mereka 

khawatir terhadap konsekuensi yang mungkin muncul ketika 

mulai terlibat dalam kegiatan serikat. 

Ketakutan itu bisa bermacam-macam. Ada pekerja yang 

takut dipindahkan ke bagian lain, tidak diperpanjang 

kontraknya, dipanggil oleh manajemen, kehilangan 

kesempatan promosi, mengalami penurunan jabatan, atau 

bahkan kehilangan pekerjaan. Dalam banyak kasus, ketakutan 

tersebut bukan sesuatu yang dibuat-buat. Pengalaman 

pemberangusan serikat di berbagai tempat menunjukkan 

bahwa risiko semacam itu memang dapat terjadi. 

Karena itu, seorang pengorganisir tidak boleh 

meremehkan ketakutan pekerja. Mengatakan, “Tidak perlu 

takut,” justru dapat membuat pekerja merasa bahwa 

kekhawatiran mereka tidak dipahami. Bahkan, hal tersebut 

dapat mengurangi kepercayaan pekerja terhadap serikat. 

Pendekatan yang lebih tepat adalah mengakui bahwa 

risiko memang ada, kemudian membicarakan bagaimana 

risiko tersebut dapat dihadapi bersama. Pengorganisir perlu 

menjelaskan hak dan perlindungan hukum yang dimiliki 

pekerja, sekaligus menyusun langkah-langkah organisasi 

untuk mengurangi kemungkinan terjadinya tindakan represif 

terhadap anggota. 

Salah satu risiko yang harus dipahami adalah 
pemberangusan serikat atau union busting. Secara umum, 

pemberangusan serikat merupakan tindakan yang bertujuan 
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menghalangi pekerja untuk membentuk serikat, menjadi 

anggota atau pengurus, maupun menjalankan kegiatan serikat. 

Bentuknya tidak selalu berupa PHK terhadap aktivis 

serikat. Pemberangusan dapat dilakukan melalui intimidasi, 

mutasi, penurunan jabatan, diskriminasi, tidak 

memperpanjang kontrak, pembentukan serikat tandingan, 

campur tangan dalam pemilihan pengurus, pemberian fasilitas 

dengan tujuan mengendalikan serikat, pelarangan kegiatan 

atau rapat serikat, hingga kriminalisasi terhadap aktivis. 

Hukum Indonesia memberikan perlindungan terhadap 

kebebasan berserikat. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh melarang 

siapa pun menghalang-halangi atau memaksa pekerja dalam 

membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau 

tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi 

anggota, maupun menjalankan atau tidak menjalankan 

kegiatan serikat pekerja. Undang-undang tersebut juga 

mengatur ancaman pidana terhadap tindakan yang melanggar 

larangan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 43. 

Namun, perlindungan hukum saja tidak selalu cukup. 

Dalam praktik pengorganisasian, salah satu perlindungan 

terpenting justru datang dari kekuatan kolektif pekerja. 

Risiko biasanya menjadi lebih besar ketika hanya satu 

atau dua orang yang terlihat aktif. Mereka lebih mudah 

dikenali, dipisahkan, ditekan, atau dijadikan sasaran. Karena 

itu, pengorganisasian perlu dilakukan dengan memperluas 

dukungan dan keterlibatan pekerja sebelum langkah-langkah 

tertentu diumumkan secara terbuka. 

Semakin banyak pekerja yang memahami tujuan 
organisasi dan terlibat di dalamnya, semakin sulit tekanan 

diarahkan hanya kepada individu tertentu. Masalah yang 

semula dianggap sebagai persoalan satu pekerja harus diubah 
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menjadi persoalan bersama. Di sinilah makna penting serikat 

pekerja: seseorang yang sebelumnya menghadapi perusahaan 

seorang diri memperoleh kekuatan karena berdiri bersama 

pekerja lainnya. 

Meskipun demikian, banyaknya anggota tidak dengan 

sendirinya menghapus risiko. Kekuatan jumlah tetap harus 

disertai dengan strategi organisasi, kesiapan hukum, 

dokumentasi yang baik, komunikasi yang terencana, dan 

jaringan solidaritas yang dapat digerakkan ketika dibutuhkan. 

Dokumentasi menjadi sangat penting ketika muncul 

dugaan pemberangusan serikat. Setiap ancaman, 

pemanggilan, mutasi, surat peringatan, pesan elektronik, 

perubahan kondisi kerja, maupun tindakan diskriminatif 

terhadap anggota atau pengurus perlu dicatat dan disimpan 

dengan baik. Catatan mengenai waktu kejadian, pihak yang 

terlibat, saksi, serta dokumen pendukung dapat membantu 

organisasi memahami apakah terdapat pola tindakan tertentu. 

Dokumentasi bukan sekadar pekerjaan administratif. 

Ketika konflik berkembang, dokumentasi dapat menjadi dasar 

untuk melakukan pembelaan, menempuh proses hukum, 

menyampaikan pengaduan, maupun membangun kampanye 

solidaritas. Ingatan seseorang dapat diperdebatkan, tetapi 

rangkaian dokumen dan catatan yang tersusun dengan baik 

akan membantu organisasi menjelaskan apa yang  terjadi. 

Karena pemberangusan serikat dapat terjadi sewaktu-

waktu, organisasi juga perlu mempunyai mekanisme tanggap 

yang jelas. Ketika muncul dugaan intimidasi atau tindakan 

pemberangusan, serikat harus segera memeriksa fakta dan 

memastikan informasi yang diterima benar. Bukti-bukti 

kemudian diamankan dan pekerja yang menjadi sasaran harus 

mendapatkan pendampingan. 
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Pada saat yang sama, organisasi perlu memberikan 

informasi yang cukup kepada anggota agar tidak berkembang 

kepanikan atau informasi yang keliru. Apabila diperlukan, 

serikat dapat menempuh proses bipartit dan jalur hukum, 

sekaligus berkoordinasi dengan federasi, konfederasi, atau 

jaringan solidaritas lainnya. Komunikasi publik juga perlu 

dipersiapkan dengan hati-hati agar memperkuat perjuangan 

dan tidak justru merugikan pekerja yang sedang menghadapi 

persoalan. Berdasarkan perkembangan situasi, organisasi 

kemudian dapat menentukan bentuk tindakan kolektif yang 

paling tepat. 

Hal yang tidak kalah penting adalah memastikan bahwa 

pekerja yang menghadapi tekanan tidak merasa ditinggalkan. 

Serikat tidak boleh mendorong seseorang mengambil risiko 

besar atas nama perjuangan, tetapi kemudian membiarkannya 

menghadapi akibat seorang diri. Ketika keputusan diambil 

untuk kepentingan bersama, perlindungan dan tanggung 

jawab terhadap akibat keputusan tersebut juga harus menjadi 

tanggung jawab bersama. 

Dalam pengorganisasian, keberanian bukan berarti tidak 

memiliki rasa takut. Pekerja yang takut kehilangan pekerjaan 

tetap dapat menjadi pekerja yang berani. Keberanian justru 

muncul ketika seseorang memahami risiko yang dihadapinya, 

mengetahui bahwa dirinya tidak sendirian, dan memiliki 

keyakinan bahwa organisasi telah menyiapkan langkah untuk 

melindunginya. 

Karena itu, tugas serikat bukan menghilangkan rasa takut 

dengan slogan. Tugas serikat adalah mengubah ketakutan 

individual menjadi keberanian kolektif melalui pengetahuan, 

organisasi, solidaritas, dan perlindungan. 

Serikat yang kuat bukan organisasi yang mengatakan 

kepada anggotanya bahwa tidak ada risiko. Serikat yang kuat 

adalah organisasi yang berani mengatakan bahwa risiko itu 
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ada, mempersiapkan diri menghadapinya, dan memastikan 

bahwa ketika seorang pekerja mendapat tekanan karena 

memperjuangkan hak bersama, seluruh organisasi berdiri 

bersamanya. 

 

P. Mengukur Keberhasilan Pengorganisasian 
Keberhasilan pengorganisasian tidak cukup diukur dari 

berapa banyak pekerja yang berhasil direkrut menjadi anggota 

serikat. Bertambahnya jumlah anggota memang penting, 

tetapi angka tersebut hanya menggambarkan satu sisi dari 

kekuatan organisasi. Serikat juga perlu melihat apakah 

anggota terlibat, apakah muncul pemimpin-pemimpin baru, 

apakah organisasi menjangkau seluruh tempat kerja, dan 

apakah pekerja semakin mampu bertindak bersama. 

Dengan kata lain, keberhasilan pengorganisasian harus 

dilihat dari perkembangan kuantitas sekaligus kualitas. 

Ukuran paling dasar tentu saja adalah pertumbuhan 

anggota. Serikat perlu mengetahui berapa jumlah anggota 

baru, berapa persentase pekerja yang sudah menjadi anggota, 

bagaimana pertumbuhan keanggotaan di setiap bagian, serta 

bagaimana tingkat keluar masuk anggota. Jumlah anggota 

yang membayar iuran juga penting untuk diperhatikan karena 

dapat menggambarkan tingkat keterikatan anggota terhadap 

organisasi. 

Data keanggotaan sebaiknya tidak hanya dilihat sebagai 

angka keseluruhan. Serikat perlu mengetahui siapa saja yang 

sudah dan belum terorganisasi. Keterwakilan pekerja kontrak, 

pekerja perempuan, pekerja muda, maupun kelompok pekerja 
lainnya perlu menjadi perhatian. Seluruh data tersebut harus 

dibandingkan dengan jumlah pekerja yang sebenarnya dapat 

diorganisasi. Memiliki 500 anggota mungkin terlihat besar, 
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tetapi maknanya akan berbeda apabila terdapat 600 pekerja 

dibandingkan apabila terdapat 5.000 pekerja di tempat kerja 

tersebut. 

Namun, banyaknya anggota belum tentu berarti 

organisasi telah kuat. Serikat dapat mempunyai ribuan 

anggota di atas kertas, tetapi hanya sedikit yang hadir dalam 

rapat atau bersedia terlibat ketika organisasi membutuhkan 

mereka. Karena itu, tingkat partisipasi menjadi ukuran 

berikutnya yang tidak kalah penting. 

Partisipasi dapat terlihat dari kehadiran anggota dalam 

rapat, keikutsertaan dalam pendidikan serikat, keterlibatan 

dalam survei, kampanye, maupun kegiatan organisasi lainnya. 

Serikat juga perlu memperhatikan berapa banyak anggota 

yang bersedia menerima dan menjalankan tugas serta sejauh 

mana kesiapan mereka mengikuti tindakan kolektif ketika 

diperlukan. 

Jumlah anggota yang besar tetapi tingkat partisipasinya 

rendah menunjukkan bahwa proses pengorganisasian belum 

selesai. Anggota mungkin sudah memiliki kartu anggota, 

tetapi belum merasa bahwa serikat adalah organisasi mereka 

sendiri. Tantangan pengorganisir dalam situasi seperti ini 

bukan sekadar menambah anggota baru, melainkan mengubah 

anggota yang pasif menjadi peserta aktif dalam kehidupan 

organisasi. 

Perkembangan penting lainnya dapat dilihat dari 

munculnya pemimpin-pemimpin baru. Organisasi yang sehat 

tidak bergantung kepada satu atau dua orang. Sebaliknya, 

pengorganisasian harus terus menemukan pemimpin alami di 

antara pekerja dan memberi mereka kesempatan untuk 

berkembang. 

Serikat perlu memperhatikan apakah terdapat 

penghubung atau orang yang dipercaya di setiap bagian, shift, 
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maupun kelompok pekerja. Keterwakilan perempuan dan 

pekerja muda dalam kepemimpinan juga perlu diperhatikan. 

Demikian pula dengan jumlah anggota yang mulai mampu 

memimpin pertemuan, melakukan percakapan 

pengorganisasian, menyampaikan persoalan pekerja, atau 

menjalankan tanggung jawab baru. 

Seorang anggota yang sebelumnya hanya datang ke 

rapat, kemudian berani berbicara dengan rekan kerjanya dan 

mengajak mereka terlibat, sedang mengalami perkembangan 

sebagai kader. Ketika anggota tersebut kemudian mampu 

memimpin pertemuan atau mengorganisasi bagian kerjanya 

sendiri, organisasi memperoleh pemimpin baru. Organisasi 

yang kuat selalu memperbanyak pemimpin, bukan 

memperbanyak ketergantungan kepada pemimpin yang ada. 

Keberhasilan pengorganisasian juga harus dilihat dari 

cakupan organisasi di tempat kerja. Peta tempat kerja dapat 

digunakan untuk mengetahui apakah serikat benar-benar hadir 

di seluruh bagian, shift, lokasi, dan kelompok pekerja. Jangan 

sampai organisasi terlihat besar secara keseluruhan, tetapi 

ternyata kekuatannya hanya terkonsentrasi pada beberapa 

bagian. 

Daerah kosong dalam peta organisasi merupakan tanda 

risiko. Bagian yang tidak terorganisasi dapat menjadi titik 

lemah ketika serikat membutuhkan tindakan bersama. 

Perusahaan juga dapat memanfaatkan kelompok pekerja yang 

tidak terorganisasi untuk mengurangi kekuatan tindakan 

kolektif. Karena itu, pengorganisasian harus terus diarahkan 

untuk menutup daerah-daerah kosong tersebut. 

Selain memperluas keanggotaan dan partisipasi, 

pengorganisasian seharusnya memperkuat demokrasi di 

dalam serikat. Anggota perlu memperoleh informasi yang 

cukup mengenai persoalan dan keputusan organisasi. Aspirasi 

mereka harus mempunyai ruang untuk masuk ke dalam proses 
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pengambilan keputusan, sementara pengurus berkewajiban 

memberikan laporan dan mempertanggungjawabkan 

pekerjaannya kepada anggota. 

Organisasi yang demokratis juga memberikan ruang bagi 

kritik. Perbedaan pendapat tidak boleh dianggap sebagai 

ancaman terhadap kepemimpinan. Justru melalui diskusi dan 

perdebatan yang sehat, keputusan organisasi dapat 

memperoleh dukungan yang lebih kuat. Keputusan strategis 

yang menyangkut kepentingan anggota seharusnya 

mempunyai mandat yang jelas, dan kelompok pekerja yang 

berbeda perlu mendapatkan keterwakilan yang layak. 

Pada akhirnya, kekuatan organisasi harus dapat dirasakan 

ketika pekerja menghadapi persoalan nyata. Serikat perlu 

melihat apakah setelah proses pengorganisasian berjalan, 

pengaduan anggota dapat ditangani lebih cepat, pekerja 

menjadi lebih berani melaporkan pelanggaran, dan perusahaan 

menjadi lebih bersedia berunding karena mengetahui bahwa 

pekerja memiliki organisasi yang kuat. 

Kekuatan juga terlihat dari kemampuan serikat 

memastikan kesepakatan dan perjanjian dipatuhi, menghadapi 

pemberangusan serikat, memperoleh dukungan terhadap 

tuntutan, serta mempertahankan tindakan kolektif ketika 

menghadapi tekanan. Jika jumlah anggota bertambah tetapi 

organisasi tetap tidak mampu membela anggotanya ketika 

menghadapi persoalan, berarti masih ada bagian dari proses 

pengorganisasian yang perlu diperbaiki. 

Ada satu perubahan lain yang lebih sulit diukur dengan 

angka, tetapi sangat penting: perubahan kesadaran anggota. 

Perubahan tersebut biasanya terlihat dari cara pekerja 

berbicara mengenai serikat dan persoalan di tempat kerja. 

Pada tahap awal, seorang anggota mungkin bertanya, 

“Apa yang serikat bisa berikan kepada saya?” Pertanyaan 
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seperti itu dapat dimengerti karena pekerja bergabung dengan 

membawa persoalan dan harapan masing-masing. Namun, 

pengorganisasian yang berhasil perlahan-lahan mengubah 

cara pandang tersebut. Anggota mulai bertanya, “Apa yang 

dapat kita lakukan bersama untuk menyelesaikan persoalan 

ini?” 

Perubahan dari “saya” menjadi “kita” merupakan salah 

satu tanda penting keberhasilan pengorganisasian. Pekerja 

mulai memahami bahwa serikat bukan pihak lain yang datang 

untuk menyelesaikan semua masalah mereka. Serikat adalah 

organisasi mereka sendiri, dan kekuatannya bergantung pada 

keterlibatan para anggotanya. 

Karena itu, pengukuran keberhasilan tidak boleh 

dilakukan hanya untuk menghasilkan angka-angka yang 

terlihat bagus dalam laporan organisasi. Data harus digunakan 

untuk belajar. Angka keanggotaan, tingkat partisipasi, peta 

organisasi, perkembangan kader, dan berbagai indikator 

lainnya harus membantu serikat menemukan bagian yang 

masih lemah dan menentukan apa yang harus dilakukan 

berikutnya. 

Evaluasi perlu dilakukan secara berkala dengan 

melibatkan anggota. Organisasi harus berani melihat apa yang 

berhasil dan apa yang tidak berhasil, siapa yang belum 

terjangkau, bagian mana yang masih lemah, tugas apa yang 

tidak berjalan, dan dukungan apa yang dibutuhkan oleh 

anggota maupun pengorganisir. 

Dengan demikian, evaluasi bukan kegiatan untuk 

mencari siapa yang harus disalahkan. Evaluasi adalah bagian 

dari proses belajar organisasi. Hasilnya digunakan untuk 

memperbaiki strategi, memperluas keterlibatan, 

mengembangkan pemimpin baru, dan memperkuat 

kemampuan pekerja untuk bertindak bersama. 
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Pada akhirnya, keberhasilan pengorganisasian bukan 

sekadar ketika serikat mempunyai lebih banyak anggota. 

Keberhasilan sesungguhnya terlihat ketika lebih banyak 

pekerja terlibat, lebih banyak anggota berani berbicara, lebih 

banyak pemimpin baru tumbuh, organisasi hadir di seluruh 

tempat kerja, demokrasi semakin hidup, dan pekerja 

mempunyai kekuatan yang lebih besar untuk menyelesaikan 

persoalan mereka secara bersama-sama. 

Sebab tujuan pengorganisasian bukan hanya 

membesarkan serikat di atas kertas. Tujuannya adalah 

membangun kekuatan kolektif pekerja yang hidup, 

demokratis, mandiri, dan mampu bergerak.  



 

 

MEMAHAMI SERIKAT PEKERJA   191 

BAB 8 
STRUKTUR, TATA KELOLA, 

ADMINISTRASI, DAN 
KEUANGAN 

 

 

erikat pekerja dibangun untuk memperjuangkan 

kepentingan anggota. Namun, semangat perjuangan 

saja tidak cukup. Organisasi memerlukan struktur yang 

bekerja, pembagian tugas yang jelas, mekanisme pengambilan 

keputusan, administrasi yang tertata, dan keuangan yang 

mandiri. 

Serikat dapat mempunyai anggota yang berani dan 

pemimpin yang berpengaruh. Akan tetapi, jika data anggota 

tidak tersedia, keputusan rapat tidak terdokumentasi, program 

tidak direncanakan, dan iuran tidak dikelola dengan baik, 

kekuatan tersebut sulit dipertahankan. 

Sebaliknya, administrasi yang rapi tidak otomatis 

membuat serikat kuat. Organisasi dapat mempunyai kantor, 

komputer, stempel, laporan, dan struktur lengkap, tetapi tidak 

menjalankan pendidikan, pengorganisasian, perundingan, atau 

pembelaan anggota. Administrasi kemudian berubah menjadi 

rutinitas yang terpisah dari perjuangan. 

Materi Administrasi dan Keuangan Serikat Pekerja 

menegaskan bahwa administrasi merupakan proses 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, 

dan evaluasi untuk mencapai tujuan organisasi. Administrasi 

bukan kegiatan tambahan yang hanya dikerjakan sekretaris. 

Administrasi adalah sistem yang membantu serikat mengubah 

keputusan anggota menjadi tindakan. 

S 
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Hal yang sama berlaku bagi keuangan. Iuran bukan 

sekadar uang yang dikumpulkan dari anggota. Iuran 

memberikan kemampuan kepada serikat untuk membiayai 

program, mempertahankan independensi, dan menjalankan 

perjuangan berdasarkan keputusan sendiri. 

Bab ini membahas struktur, tata kelola, administrasi, dan 

keuangan sebagai satu kesatuan. Tujuannya bukan 

membangun organisasi yang birokratis, melainkan organisasi 

yang tertata, demokratis, transparan, mandiri, dan mampu 

bertindak. 

 

A. Organisasi dan Struktur Serikat Pekerja 
Organisasi dan struktur organisasi merupakan dua hal 

yang saling berhubungan, tetapi tidak sama. Keduanya sering 

dianggap sebagai hal yang sama karena ketika berbicara 

tentang organisasi, perhatian biasanya langsung tertuju pada 

susunan pengurus dan jabatan. 

Padahal, organisasi jauh lebih luas daripada struktur 

kepengurusan. Organisasi adalah keseluruhan hubungan 

antara anggota, nilai, tujuan, aturan, proses kerja, sumber 

daya, struktur, dan berbagai kegiatan yang dikoordinasikan 

untuk mencapai tujuan bersama. Sementara itu, struktur 

merupakan susunan peran, jabatan, tanggung jawab, serta 

hubungan kewenangan di dalam organisasi. 

Dengan demikian, struktur merupakan alat organisasi, 

bukan organisasi itu sendiri. 

Struktur dibentuk agar pekerjaan organisasi dapat dibagi 

dengan jelas. Melalui struktur, setiap orang mengetahui tugas 
dan tanggung jawabnya, siapa yang mempunyai kewenangan 

mengambil keputusan tertentu, bagaimana komunikasi 

dilakukan, serta bagaimana kegiatan antarbagian 



 

 

MEMAHAMI SERIKAT PEKERJA   193 

dikoordinasikan. Struktur juga diperlukan untuk mencegah 

pekerjaan saling tumpang tindih dan memastikan adanya 

pertanggungjawaban atas setiap tugas yang diberikan. 

Namun, struktur yang baik bukanlah struktur yang paling 

besar atau paling rumit. Banyaknya bidang dan jabatan tidak 

dengan sendirinya menunjukkan bahwa sebuah serikat 

mempunyai organisasi yang kuat. Struktur yang baik justru 

adalah struktur yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, 

jumlah dan sebaran anggota, luas wilayah kerja, sektor yang 

diorganisasi, serta program yang hendak dijalankan. 

Karena itu, serikat tidak perlu membentuk banyak bidang 

hanya agar susunan kepengurusannya terlihat lengkap. Sebuah 

bidang yang tidak mempunyai pekerjaan yang jelas, tidak 

memiliki sumber daya, dan tidak mempunyai program pada 

akhirnya hanya akan menjadi jabatan tanpa fungsi. 

Pembentukan struktur seharusnya dimulai dengan 

melihat kebutuhan organisasi. Serikat perlu mengetahui apa 

yang menjadi tujuan dan prioritasnya, pelayanan apa yang 

dibutuhkan anggota, berapa jumlah anggota dan bagaimana 

penyebarannya, serta persoalan utama apa yang sedang 

mereka hadapi di tempat kerja. Dari sana dapat ditentukan 

pekerjaan apa yang harus dilakukan, kemampuan apa yang 

sudah tersedia atau masih perlu dikembangkan, serta bentuk 

koordinasi seperti apa yang dibutuhkan. 

Jawaban atas kebutuhan-kebutuhan tersebut yang 

kemudian menentukan bentuk struktur. Bukan sebaliknya, 

membentuk struktur terlebih dahulu lalu mencari pekerjaan 

untuk mengisi struktur tersebut. 

Hal lain yang penting dipahami adalah bahwa struktur 
serikat bukan hierarki kekuasaan. Jabatan yang lebih tinggi 

dalam struktur tidak berarti seseorang mempunyai kedudukan 

atau martabat yang lebih tinggi dibandingkan anggota lainnya. 
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Perbedaan jabatan pada dasarnya merupakan pembagian 

fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab. 

Ketua bukan pemilik organisasi. Sekretaris bukan 

sekadar pembantu ketua. Bendahara juga bukan pemilik 

keuangan organisasi. Masing-masing menjalankan fungsi 

yang berbeda, tetapi semuanya menerima mandat dari anggota 

dan bekerja sebagai bagian dari satu kesatuan organisasi. 

Prinsip ini penting karena kepemimpinan serikat bukan 

tentang siapa yang paling berkuasa. Kepemimpinan adalah 

tentang bagaimana menjalankan kuasa yang dipercayakan 

oleh pekerja. Semakin besar kewenangan yang diberikan 

kepada seseorang, semakin besar pula tanggung jawabnya 

kepada anggota. 

Dalam praktiknya, serikat juga perlu memahami bahwa 

terdapat perbedaan antara struktur formal dan struktur yang 

benar-benar hidup di antara anggota. Struktur formal biasanya 

tercantum dalam AD/ART, peraturan organisasi, atau 

keputusan organisasi. Di dalamnya terdapat ketua, sekretaris, 

bendahara, berbagai bidang, dan jabatan lainnya. 

Namun, kehidupan organisasi tidak selalu berjalan persis 

seperti susunan tersebut. Di tempat kerja terdapat hubungan 

sosial yang tidak tertulis. Seseorang dapat mempunyai jabatan 

tinggi dalam kepengurusan, tetapi belum tentu mempunyai 

kepercayaan yang kuat dari anggota. Sebaliknya, seorang 

pekerja yang tidak mempunyai jabatan apa pun dapat menjadi 

orang yang sangat didengar oleh rekan-rekannya. 

Orang-orang seperti ini sering disebut sebagai pemimpin 

alami. Mereka dipercaya bukan karena jabatan, melainkan 

karena hubungan yang mereka bangun dengan pekerja lain. 
Pendapatnya didengar, sikapnya diperhatikan, dan ketika 

terjadi persoalan, pekerja lain sering datang kepadanya untuk 

berdiskusi. 
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Serikat perlu mampu menghubungkan struktur formal 

dengan kepemimpinan nyata tersebut. Pemimpin alami perlu 

diberi ruang untuk terlibat, mendapatkan pendidikan, dan 

menerima tanggung jawab. Dengan cara itu, struktur 

organisasi tidak hanya terlihat lengkap di atas kertas, tetapi 

benar-benar hidup dan mempunyai hubungan dengan anggota. 

Struktur juga tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang 

tidak dapat berubah. Dunia kerja terus bergerak. Jumlah 

anggota dapat bertambah atau berkurang, wilayah kerja dapat 

meluas, teknologi berkembang, pola hubungan kerja berubah, 

dan persoalan baru terus muncul. Struktur yang sebelumnya 

sesuai dengan kebutuhan organisasi bisa menjadi tidak lagi 

efektif beberapa tahun kemudian. 

Karena itu, struktur perlu dievaluasi secara berkala dan 

disesuaikan apabila memang diperlukan. Namun, perubahan 

struktur tidak boleh dilakukan sekadar untuk menambah atau 

membagi jabatan. Setiap perubahan harus berangkat dari 

kebutuhan nyata organisasi dan dilakukan melalui mekanisme 

yang sah sesuai aturan organisasi. 

Pada akhirnya, yang menentukan kekuatan serikat bukan 

seberapa panjang susunan kepengurusannya, melainkan 

apakah struktur tersebut mampu membuat pekerjaan 

organisasi berjalan. Struktur harus membantu anggota 

memperoleh pelayanan, memperlancar komunikasi, 

memperkuat koordinasi, melahirkan kepemimpinan, dan 

memastikan setiap mandat dapat dipertanggungjawabkan. 

Struktur ada untuk melayani organisasi. Sedangkan 

organisasi ada untuk menjalankan tujuan bersama para 

anggotanya. 
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B. Tingkatan Organisasi 
Serikat pekerja dapat dibangun pada beberapa tingkatan. 

Nama dan bentuk setiap tingkatan bisa berbeda sesuai dengan 

AD/ART masing-masing organisasi, tetapi secara umum 

organisasi serikat dapat berada di tingkat tempat kerja, 

wilayah atau daerah, sektor atau federasi, konfederasi, hingga 

jaringan internasional. 

Keberadaan berbagai tingkatan tersebut bukan sekadar 

untuk membentuk organisasi yang besar. Setiap tingkatan 

mempunyai fungsi dan ruang kerja yang berbeda, tetapi 

semuanya harus saling berhubungan. Persoalan yang dapat 

diselesaikan di tempat kerja tidak selalu perlu dibawa ke 

tingkat nasional. Sebaliknya, ada persoalan yang tidak 

mungkin diselesaikan oleh satu serikat di satu perusahaan 

sehingga membutuhkan kekuatan yang lebih luas. 

Hak pekerja untuk membangun hubungan organisasi 

sampai ke tingkat yang lebih luas merupakan bagian dari 

kebebasan berserikat. Konvensi ILO Nomor 87 mengakui hak 

organisasi pekerja untuk membentuk dan bergabung dengan 

federasi serta konfederasi. Organisasi pekerja, federasi, dan 

konfederasi juga mempunyai hak untuk berafiliasi dengan 

organisasi pekerja internasional. 

Meskipun terdapat berbagai tingkatan, fondasi utama 

serikat tetap berada di tempat kerja. Di sinilah anggota bekerja 

setiap hari, menghadapi persoalan, berhubungan langsung 

dengan manajemen, dan membangun kekuatan bersama 

dengan rekan-rekan kerjanya. 

Organisasi tingkat tempat kerja mempunyai pekerjaan 

yang sangat dekat dengan kehidupan anggota. Di tingkat 

inilah serikat merekrut dan mendata anggota, mendengarkan 

aspirasi, menangani keluhan, melakukan pendidikan, 

mengawasi pelaksanaan hak, menjalankan keputusan 
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organisasi, serta membangun partisipasi. Ketika mempunyai 

kekuatan dan mandat yang cukup, serikat di tempat kerja juga 

berhadapan langsung dan berunding dengan perusahaan. 

Karena itu, kekuatan serikat pada tingkat yang lebih 

tinggi tidak dapat menggantikan kekuatan organisasi di tempat 

kerja. Sebuah federasi dapat memiliki kantor yang besar, 

pengurus yang lengkap, dan jaringan yang luas, tetapi akan 

tetap lemah apabila organisasi dasarnya pasif dan tidak 

mempunyai hubungan yang kuat dengan anggota. 

Di atas atau di luar tingkat tempat kerja, organisasi 

biasanya membangun struktur wilayah atau daerah. Struktur 

ini menghubungkan serikat-serikat yang berada di beberapa 

perusahaan atau unit kerja dalam satu wilayah. 

Keberadaannya memungkinkan organisasi melakukan 

koordinasi yang sulit dilakukan apabila setiap serikat hanya 

bergerak sendiri-sendiri. 

Tingkat wilayah dapat membantu pendidikan, advokasi, 

konsolidasi, serta hubungan dengan pemerintah daerah dan 

lembaga lain di wilayah tersebut. Struktur ini juga mempunyai 

peran penting dalam membangun solidaritas lintas 

perusahaan. Ketika pekerja di satu perusahaan menghadapi 

persoalan atau pemberangusan serikat, mereka tidak harus 

menghadapinya sendirian. Serikat dari perusahaan lain dapat 

memberikan dukungan dan memperkuat perjuangan mereka. 

Persoalan pekerja juga sering kali mempunyai karakter 

yang sama karena berada dalam satu sektor atau jenis industri. 

Dari kebutuhan inilah federasi memperoleh peran penting. 

Federasi menghimpun serikat berdasarkan sektor, jenis 

industri, atau kesamaan tertentu sehingga persoalan yang tidak 

dapat diselesaikan di tingkat perusahaan dapat diperjuangkan 

secara lebih luas. 
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Federasi dapat melakukan penelitian mengenai 

perkembangan industri, memberikan bantuan hukum dan 

pendidikan, melakukan advokasi kebijakan, membangun 

kampanye, mengoordinasikan tindakan bersama, serta 

menjalin hubungan dengan organisasi pekerja di tingkat 

nasional maupun internasional. Dalam kondisi tertentu, 

federasi juga dapat mendorong atau menjalankan perundingan 

pada tingkat sektoral. 

Namun, federasi tidak seharusnya mengambil alih 

seluruh pekerjaan organisasi anggotanya. Keberadaan federasi 

justru harus membuat organisasi di bawahnya semakin kuat. 

Jika setiap persoalan kecil selalu menunggu penyelesaian dari 

federasi, organisasi di tempat kerja akan kehilangan 

kemampuan untuk mengambil keputusan dan menyelesaikan 

persoalannya sendiri. 

Pada tingkat yang lebih luas terdapat konfederasi. 

Konfederasi menghimpun sejumlah federasi atau serikat dan 

membawa kepentingan pekerja ke dalam persoalan yang 

cakupannya lebih luas. Pada tingkat ini, isu yang dihadapi 

tidak lagi terbatas pada persoalan satu perusahaan atau satu 

sektor, tetapi dapat menyangkut kebijakan nasional, hukum 

ketenagakerjaan, jaminan sosial, upah, perpajakan, pelayanan 

publik, demokrasi, hingga kebijakan ekonomi nasional. 

Karena bekerja pada tingkat nasional, konfederasi harus 

menjaga agar hubungannya dengan anggota tidak terputus. 

Komunikasi harus berjalan dua arah. Sikap dan kebijakan 

organisasi di tingkat nasional harus berakar pada persoalan 

yang benar-benar dialami pekerja. Sebaliknya, perkembangan 

kebijakan nasional yang berdampak terhadap pekerja harus 

disampaikan kembali kepada federasi, organisasi daerah, 

hingga anggota di tempat kerja. 

Hubungan organisasi bahkan dapat melampaui batas 

negara. Hal ini semakin penting karena perusahaan, investasi, 
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rantai pasok, dan modal beroperasi secara internasional. 

Sebuah perusahaan dapat mempunyai kantor pusat di satu 

negara, pabrik di beberapa negara lain, pemasok di berbagai 

kawasan, dan menjual produknya ke seluruh dunia. Sementara 

pekerja yang menghadapi dampak keputusan perusahaan 

berada di banyak negara yang berbeda. 

Dalam situasi seperti itu, serikat membutuhkan jaringan 

internasional untuk bertukar informasi, membangun 

solidaritas, melakukan kampanye bersama, serta menghadapi 

perusahaan multinasional. Informasi mengenai kebijakan 

perusahaan di negara lain, kondisi pekerja dalam satu rantai 

pasok, atau dukungan dari serikat di negara tempat kantor 

pusat perusahaan berada dapat menjadi kekuatan tambahan 

dalam perjuangan. 

Namun, hubungan internasional tidak boleh berhenti 

pada kehadiran dalam konferensi atau undangan pertemuan. 

Afiliasi dan jaringan internasional harus mempunyai manfaat 

nyata bagi pengorganisasian, peningkatan kapasitas, 

solidaritas, dan perjuangan anggota. 

Dengan banyaknya tingkatan tersebut, hubungan 

kewenangan di dalam organisasi harus diatur secara jelas. 

Organisasi perlu menentukan keputusan apa yang dapat dibuat 

langsung oleh tingkat tempat kerja dan kapan persetujuan atau 

koordinasi dengan tingkat yang lebih tinggi diperlukan. 

Mekanisme penyampaian aspirasi dari anggota ke tingkat atas 

juga harus jelas, sebagaimana keputusan dari tingkat atas 

harus dapat dipahami dan dilaksanakan oleh struktur di 

bawahnya. 

Hal yang sama berlaku dalam pembagian iuran, 

perwakilan organisasi dalam berbagai forum, pelaksanaan 

program, serta penyelesaian konflik kewenangan. 

Ketidakjelasan mengenai hal-hal tersebut dapat menimbulkan 

tumpang tindih pekerjaan bahkan konflik di dalam organisasi. 
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Karena itu, keberadaan tingkatan yang lebih tinggi tidak 

berarti struktur tersebut dapat mengambil alih seluruh 

kewenangan organisasi di bawahnya. Setiap tingkatan 

mempunyai mandat dan tanggung jawabnya sendiri. Prinsip 

yang perlu dijaga adalah keputusan sebaiknya dibuat sedekat 

mungkin dengan anggota yang akan terkena dampaknya. 

Tingkat yang lebih luas dibutuhkan ketika persoalan memang 

tidak dapat diselesaikan sendiri dan memerlukan koordinasi, 

sumber daya, atau kekuatan yang lebih besar. 

Dengan cara itulah berbagai tingkatan organisasi saling 

memperkuat. Organisasi tempat kerja memberikan akar, 

struktur wilayah membangun solidaritas, federasi menyatukan 

kekuatan sektoral, konfederasi membawa kepentingan pekerja 

ke tingkat nasional, dan jaringan internasional memperluas 

solidaritas melampaui batas negara. Semuanya mempunyai 

tujuan yang sama: membuat pekerja memiliki kekuatan yang 

lebih besar daripada ketika mereka berdiri sendiri. 

 

C. Pembagian Tugas dan Wewenang 
Pembagian tugas diperlukan agar pekerjaan organisasi 

tidak menumpuk pada ketua atau hanya beberapa orang 

pengurus. Organisasi akan lebih sehat ketika pekerjaan dibagi 

dan setiap orang memahami perannya. 

Dalam pembagian kerja, tugas menjelaskan pekerjaan 

yang harus dilakukan. Wewenang menjelaskan keputusan apa 

yang dapat diambil untuk menjalankan tugas tersebut, 

sedangkan tanggung jawab menjelaskan hasil yang harus 

dipertanggungjawabkan. Ketiganya harus berjalan seimbang. 

Seseorang tidak dapat diminta bertanggung jawab tanpa diberi 

kewenangan dan sumber daya yang memadai. Sebaliknya, 

kewenangan tanpa pertanggungjawaban dapat membuka 

ruang penyalahgunaan. 
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Ketua pada umumnya bertugas memimpin organisasi, 

memastikan keputusan dilaksanakan, mengoordinasikan 

bidang-bidang, mewakili organisasi sesuai mandat, menjaga 

persatuan, mengawasi pelaksanaan program, dan 

menyampaikan pertanggungjawaban. Namun, ketua tidak 

seharusnya menangani seluruh pekerjaan sendiri. Tugas utama 

seorang ketua justru memastikan sistem organisasi berjalan 

dan setiap bagian melaksanakan fungsinya. 

Sekretaris mempunyai peran penting dalam menjaga 

kesinambungan administrasi dan informasi organisasi. 

Pekerjaannya dapat mencakup pengelolaan surat, penyiapan 

rapat dan notulen, penyimpanan arsip, pemeliharaan data, 

pemantauan tindak lanjut keputusan, penyusunan laporan 

kegiatan, serta membantu koordinasi. Dengan demikian, 

sekretaris bukan sekadar orang yang membuat atau mengetik 

surat. Sekretaris menjaga ingatan organisasi sekaligus 

memastikan aliran pekerjaan tetap berjalan. 

Sementara itu, bendahara bertanggung jawab mengelola 

keuangan berdasarkan keputusan organisasi. Bendahara 

mencatat penerimaan dan pengeluaran, menyimpan bukti 

transaksi, mengelola rekening, menyusun laporan keuangan, 

memantau realisasi anggaran, menyiapkan pemeriksaan, dan 

menjaga aset organisasi. Meskipun mengelola keuangan, 

bendahara tidak boleh menentukan penggunaan dana seorang 

diri. Penggunaan dana tetap mengikuti keputusan anggaran 

dan prosedur yang berlaku dalam organisasi. 

Selain ketua, sekretaris, dan bendahara, serikat dapat 

membentuk berbagai bidang sesuai kebutuhan. Bidang 

tersebut misalnya organisasi, pendidikan, advokasi, 

perundingan, K3, perempuan, pekerja muda, komunikasi, 

sosial ekonomi, atau hubungan internasional. Setiap bidang 

harus mempunyai tujuan dan uraian tugas yang jelas, program 

kerja, penanggung jawab, anggaran, jadwal pelaksanaan, 
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indikator keberhasilan, serta mekanisme pelaporan. Dengan 

demikian, bidang dibentuk karena memang ada pekerjaan 

yang harus dilakukan, bukan sekadar untuk menyediakan 

jabatan. 

Untuk program atau pekerjaan penting, pembagian 

tanggung jawab juga perlu dibuat dengan jelas. Organisasi 

harus mengetahui siapa yang memimpin pekerjaan, siapa yang 

mengerjakan, siapa yang perlu dikonsultasikan, siapa yang 

harus mendapatkan informasi, dan siapa yang mempunyai 

kewenangan menyetujui penggunaan sumber daya. 

Pembagian semacam ini mencegah pekerjaan terlupakan atau 

justru dikerjakan oleh terlalu banyak orang tanpa koordinasi. 

Dalam menjalankan pekerjaan, pelimpahan tugas juga 

diperlukan. Namun, pelimpahan bukan berarti memindahkan 

seluruh pekerjaan dan tanggung jawab kepada orang lain. 

Pengurus yang memberikan tugas tetap mempunyai kewajiban 

melakukan pendampingan, memantau pelaksanaan, dan 

memastikan pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. 

Pelimpahan tugas sekaligus dapat menjadi bagian dari 

kaderisasi. Anggota tidak akan belajar memimpin apabila 

tidak pernah mendapatkan kesempatan. Kemampuan tumbuh 

ketika seseorang memperoleh kepercayaan, menerima tugas 

yang jelas, mendapatkan dukungan dalam menjalankannya, 

dan melakukan evaluasi terhadap hasil pekerjaannya. Dengan 

cara inilah pembagian tugas bukan hanya membuat pekerjaan 

organisasi lebih ringan, tetapi juga membantu melahirkan 

orang-orang yang siap mengambil tanggung jawab lebih 

besar. 

 

D. Hubungan antara Anggota dan Pengurus 
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Serikat pekerja dapat terdiri atas anggota, pengurus 

terpilih, dan staf profesional. Ketiganya mempunyai peran 

yang berbeda, tetapi saling berhubungan dalam menjalankan 

organisasi. Pembagian peran tersebut perlu dipahami agar 

tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan tanggung jawab. 

Anggota adalah pemilik organisasi. Mereka memberikan 

mandat, menentukan arah organisasi, membayar iuran, serta 

menjadi sumber utama kekuatan kolektif serikat. Karena itu, 

anggota tidak boleh diperlakukan hanya sebagai penerima 

layanan atau sekadar massa yang dimobilisasi ketika 

organisasi membutuhkan dukungan. Serikat dibentuk oleh 

anggota dan bekerja untuk menjalankan kepentingan bersama 

yang telah mereka putuskan. 

Untuk menjalankan organisasi sehari-hari, anggota 

memilih atau menunjuk pengurus melalui mekanisme yang 

berlaku dalam organisasi. Pengurus menerima mandat untuk 

menjalankan tugas dalam masa tertentu. Mereka mempunyai 

kewenangan untuk mengambil keputusan sesuai tanggung 

jawabnya, tetapi kewenangan tersebut tetap tunduk pada 

AD/ART, keputusan organisasi, serta pengawasan anggota. 

Jabatan dalam kepengurusan bukanlah hak istimewa. 

Menjadi pengurus berarti menerima tanggung jawab 

tambahan untuk menjalankan mandat organisasi. Karena itu, 

kewenangan yang dimiliki pengurus harus digunakan untuk 

kepentingan organisasi dan dapat dipertanggungjawabkan 

kepada anggota. 

Dalam menjalankan pekerjaannya, organisasi juga dapat 

mempekerjakan staf profesional. Staf dapat bekerja dalam 

bidang administrasi, hukum, penelitian, pendidikan, 

komunikasi, maupun tugas khusus lainnya. Keberadaan staf 

biasanya dibutuhkan ketika organisasi mempunyai pekerjaan 

yang memerlukan waktu atau keahlian tertentu yang tidak 

seluruhnya dapat dilakukan oleh pengurus secara sukarela. 
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Meskipun demikian, staf profesional tidak mengambil 

alih kedaulatan anggota. Staf bekerja untuk mendukung 

organisasi berdasarkan uraian pekerjaan, kontrak kerja, 

standar kinerja, pengawasan, kewajiban menjaga kerahasiaan, 

serta pertanggungjawaban kepada struktur organisasi yang 

berwenang. 

Hubungan antara pengurus dan staf karena itu harus 

mempunyai batas yang jelas. Pengurus menentukan arah 

politik, kebijakan, dan keputusan organisasi, sedangkan staf 

memberikan dukungan profesional dan melaksanakan 

pekerjaan sesuai tugas yang diberikan. 

Masalah dapat muncul apabila batas tersebut tidak 

dijaga. Pengurus dapat terlalu jauh mencampuri pekerjaan 

teknis yang sebenarnya menjadi tanggung jawab staf. 

Sebaliknya, staf dapat mempunyai pengaruh terlalu besar 

terhadap keputusan politik organisasi karena menguasai 

informasi, keahlian, atau pekerjaan sehari-hari. Pembagian 

peran dan mekanisme pertanggungjawaban diperlukan untuk 

mencegah keadaan tersebut. 

Ketika serikat mempekerjakan staf, organisasi juga 

mempunyai kedudukan sebagai pemberi kerja. 

Konsekuensinya, serikat harus memberikan kondisi kerja 

yang adil dan menjalankan hubungan kerja sesuai dengan 

nilai-nilai yang diperjuangkannya. 

Serikat tidak dapat menuntut perusahaan membayar upah 

yang layak, menghormati hak pekerja, dan menciptakan 

kondisi kerja yang baik apabila staf yang bekerja untuk 

organisasi justru diperlakukan secara tidak adil. Nilai yang 

diperjuangkan serikat kepada pihak lain harus terlebih dahulu 

tercermin dalam cara organisasi memperlakukan pekerjanya 

sendiri. 
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E. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah 
Tangga 

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 

merupakan konstitusi organisasi. Keduanya menjadi dasar 

bagi struktur, kewenangan, keanggotaan, pengambilan 

keputusan, serta pengelolaan sumber daya organisasi. 

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 

mengatur bahwa serikat pekerja harus mempunyai AD/ART 

yang sekurang-kurangnya memuat nama dan lambang; dasar 

negara, asas, dan tujuan; tanggal pendirian; tempat 

kedudukan; keanggotaan dan kepengurusan; sumber serta 

pertanggungjawaban keuangan; dan ketentuan mengenai 

perubahan AD/ART. 

Anggaran Dasar mengatur hal-hal yang bersifat 

mendasar dan relatif tetap. Di dalamnya dapat diatur identitas 

organisasi, nilai dan asas, tujuan, ruang lingkup keanggotaan, 

susunan organisasi, kedaulatan anggota, forum pengambilan 

keputusan, masa jabatan, sumber keuangan, perubahan 

organisasi, hingga pembubaran. Karena mengatur hal-hal 

mendasar, AD tidak perlu memuat prosedur yang terlalu rinci 

agar tidak harus sering diubah ketika kebutuhan organisasi 

berkembang. 

Sementara itu, Anggaran Rumah Tangga mengatur 

pelaksanaan yang lebih terperinci. Di dalamnya dapat diatur 

tata cara menjadi anggota, hak dan kewajiban anggota, 

pembayaran iuran, mekanisme rapat, pemilihan pengurus, 

pembentukan bidang, pelaporan, sanksi organisasi, 

penyelesaian perselisihan internal, serta pengelolaan aset. 

Dengan demikian, ART membantu menerjemahkan prinsip-
prinsip yang terdapat dalam Anggaran Dasar ke dalam 

kehidupan organisasi sehari-hari. 
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AD/ART tidak boleh hanya menjadi dokumen yang 

disimpan oleh sekretaris atau baru dibuka ketika terjadi 

konflik. Anggota perlu mempunyai akses terhadap AD/ART 

dan mendapatkan pendidikan mengenai isinya. Aturan 

organisasi hanya akan berfungsi dengan baik apabila diketahui 

dan dipahami oleh orang-orang yang menjalankannya. Aturan 

yang tidak diketahui anggota sulit menjadi pedoman bagi 

kehidupan organisasi yang demokratis. 

AD/ART juga perlu dievaluasi ketika keadaan organisasi 

mengalami perubahan. Materi Administrasi dan Keuangan 

Serikat Pekerja mengingatkan bahwa sebagian organisasi 

enggan menyesuaikan AD/ART meskipun kondisi telah 

berubah. Akibatnya, aturan dan struktur yang sebelumnya 

sesuai dengan kebutuhan menjadi lamban dan tidak efektif. 

Namun, perubahan AD/ART tidak boleh dilakukan 

sembarangan. Perubahan harus melalui forum yang 

berwenang dan melibatkan partisipasi anggota sesuai 

mekanisme organisasi. Perubahan juga tidak boleh dirancang 

hanya untuk memperpanjang masa jabatan, menyingkirkan 

pesaing, atau memperbesar kekuasaan kelompok tertentu. 

Kepentingan organisasi dan anggota harus menjadi dasar 

utama setiap perubahan. 

Hak serikat untuk menyusun aturan organisasinya 

merupakan bagian dari kebebasan berserikat. Pasal 3 

Konvensi ILO Nomor 87 menjamin hak organisasi pekerja 

untuk menyusun konstitusi dan peraturannya, memilih wakil, 

mengatur administrasi dan kegiatan, serta merumuskan 

program tanpa campur tangan yang membatasi hak tersebut. 

Negara dapat menetapkan persyaratan formal 

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

Namun, isi dan mekanisme internal organisasi pada dasarnya 

harus ditentukan oleh anggota. Dengan demikian, AD/ART 

bukan sekadar persyaratan administratif, melainkan 
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kesepakatan dasar mengenai bagaimana anggota membangun, 

mengatur, dan menjalankan organisasi mereka sendiri. 

 

F. Peraturan dan Mekanisme Organisasi 
AD/ART tidak mungkin mengatur seluruh kebutuhan 

teknis organisasi. Karena itu, serikat dapat membuat peraturan 

organisasi, pedoman, atau keputusan lain yang diperlukan 

untuk mengatur pelaksanaan kegiatan sehari-hari. 

Agar tidak terjadi tumpang tindih, organisasi perlu 

menentukan hierarki dan hubungan antaraturan. AD/ART 

menjadi dasar utama, kemudian keputusan kongres atau 

musyawarah, peraturan organisasi, keputusan rapat pengurus, 

pedoman teknis, hingga instruksi pelaksanaan. Aturan pada 

tingkat yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan 

aturan yang lebih tinggi. Dengan demikian, setiap keputusan 

mempunyai dasar dan dapat diketahui kedudukannya dalam 

tata aturan organisasi. 

Pedoman teknis dapat dibuat untuk berbagai kebutuhan, 

seperti administrasi, keuangan, penerimaan dan penggunaan 

dana, pengadaan barang, perjalanan dinas, pengelolaan data, 

pelayanan kasus, komunikasi publik, konflik kepentingan, 

penerimaan hadiah, pengelolaan staf, serta perlindungan dari 

kekerasan dan pelecehan. Pedoman tersebut membantu 

organisasi bekerja secara konsisten sekaligus memberikan 

kejelasan mengenai prosedur yang harus dijalankan. 

Organisasi juga perlu mempunyai mekanisme pengaduan 

internal. Anggota harus memiliki saluran untuk melaporkan 

tindakan pengurus, diskriminasi, pelecehan, penyalahgunaan 
dana, maupun pelanggaran terhadap aturan organisasi. Saluran 

tersebut penting agar persoalan dapat diperiksa melalui 
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mekanisme yang jelas dan tidak bergantung pada kedekatan 

seseorang dengan pengurus. 

Mekanisme pengaduan harus menjamin kerahasiaan, 

pemeriksaan yang objektif, serta kesempatan bagi pihak yang 

dilaporkan untuk memberikan penjelasan dan membela diri. 

Organisasi juga harus melarang tindakan pembalasan terhadap 

orang yang menyampaikan pengaduan. Batas waktu 

penanganan dan hak untuk mengajukan keberatan perlu diatur 

agar proses tidak berlangsung tanpa kepastian. 

Meskipun demikian, banyaknya aturan tidak selalu 

membuat organisasi bekerja lebih baik. Aturan memang 

diperlukan untuk menjaga konsistensi dan mencegah 

penyalahgunaan, tetapi prosedur yang terlalu banyak dan 

rumit justru dapat membuat organisasi menjadi lamban. 

Serikat perlu menjaga keseimbangan antara kepastian aturan 

dan keluwesan dalam menjalankan pekerjaan. 

Pada akhirnya, peraturan dan mekanisme organisasi 

dibuat untuk membantu anggota dan pengurus menjalankan 

organisasi secara tertib dan bertanggung jawab. Aturan harus 

mendukung perjuangan, bukan membuat perjuangan menjadi 

tawanan birokrasi. 

 

G. Musyawarah dan Rapat Organisasi 
Rapat merupakan tempat organisasi bertukar informasi, 

membahas masalah, mengambil keputusan, membagi tugas, 

dan mengevaluasi pekerjaan. Rapat yang berjalan baik dapat 

memperkuat demokrasi dan keterlibatan anggota. Sebaliknya, 

rapat yang buruk hanya menghabiskan waktu dan dapat 

membuat anggota enggan terlibat. 

Dalam serikat terdapat berbagai jenis rapat sesuai 

kebutuhan dan tingkat organisasi. Ada kongres atau 
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musyawarah sebagai forum tertinggi, rapat anggota, rapat 

pengurus, rapat bidang, rapat unit kerja, rapat koordinasi, rapat 

perundingan, hingga rapat darurat. Setiap jenis rapat harus 

mempunyai kewenangan yang jelas agar keputusan yang 

dihasilkan tidak melampaui mandat forum tersebut. 

Rapat yang baik perlu dipersiapkan. Tujuan dan agenda 

harus jelas, bahan tersedia, peserta yang perlu hadir diketahui, 

serta waktu dan tempat ditentukan dengan 

mempertimbangkan kebutuhan. Rapat juga membutuhkan 

pimpinan, notulis, aturan pengambilan keputusan, dan rencana 

tindak lanjut. Jika terdapat bahan yang harus dipelajari, 

sebaiknya dibagikan sebelum rapat agar peserta mempunyai 

waktu untuk memahami persoalan dan mempersiapkan 

pendapat. 

Dalam pengambilan keputusan, musyawarah bertujuan 

menemukan keputusan yang dapat diterima bersama melalui 

pertukaran pendapat. Namun, musyawarah bukan cara untuk 

menghindari perbedaan. Perbedaan pandangan merupakan 

bagian yang wajar dalam organisasi. Yang penting adalah 

setiap pendapat mempunyai kesempatan untuk disampaikan 

dan dipertimbangkan. 

Karena itu, pimpinan rapat tidak hanya bertugas 

mengatur siapa yang berbicara. Ia juga perlu memastikan 

pembahasan tidak dikuasai oleh beberapa orang. Anggota 

yang biasanya diam atau kelompok yang kurang terwakili 

perlu mendapatkan kesempatan yang sama untuk 

menyampaikan pandangan. 

Keabsahan rapat juga perlu dijaga. AD/ART biasanya 

mengatur jumlah minimal peserta atau kuorum agar suatu 

rapat dapat mengambil keputusan yang sah. Ketentuan ini 

penting untuk mencegah keputusan organisasi dibuat oleh 

terlalu sedikit orang. Namun, aturan kuorum tidak boleh 
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digunakan untuk menggagalkan rapat atau mempertahankan 

kebuntuan ketika terdapat perbedaan kepentingan. 

Keputusan rapat tidak mempunyai banyak arti apabila 

tidak dilaksanakan. Karena itu, setiap keputusan perlu 

menjelaskan apa yang telah diputuskan, siapa yang 

bertanggung jawab menjalankannya, kapan harus selesai, 

sumber daya apa yang diperlukan, bagaimana hasilnya 

dilaporkan, dan kapan pelaksanaannya dievaluasi. Notulen 

rapat perlu mencatat hal-hal tersebut dan dibagikan kepada 

pihak yang berkepentingan sesuai kebutuhan. 

Rapat juga harus memberikan kesempatan nyata kepada 

anggota untuk berpartisipasi. Jadwal, lokasi, bahasa, dan 

metode rapat perlu mempertimbangkan kondisi mereka. 

Pekerja shift, pekerja perempuan dengan tanggung jawab 

keluarga, penyandang disabilitas, maupun pekerja yang 

berada di lokasi jauh dapat menghadapi hambatan yang 

berbeda untuk mengikuti rapat. 

Karena itu, demokrasi organisasi tidak cukup hanya 

dengan membuka undangan rapat kepada semua anggota. 

Demokrasi juga berarti memastikan bahwa anggota 

mempunyai kesempatan yang nyata untuk hadir, berbicara, 

didengar, dan ikut menentukan keputusan organisasi. 

 

H. Pemilihan Pengurus yang Demokratis 
Pemilihan pengurus merupakan proses pemberian 

mandat dari anggota kepada orang-orang yang dipercaya 

menjalankan organisasi. Karena itu, pemilihan bukan sekadar 

mengisi jabatan yang kosong, tetapi memilih orang yang 

mampu menjalankan nilai, program, dan kepentingan anggota. 

Proses pemilihan harus mengikuti AD/ART dan 

dilakukan secara demokratis. Jadwal dan tahapan pemilihan 
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perlu diketahui dengan jelas, pencalonan terbuka bagi mereka 

yang memenuhi persyaratan, dan anggota memperoleh 

informasi yang cukup mengenai calon yang akan dipilih. 

Pemilihan juga harus berlangsung jujur, bebas dari intimidasi 

maupun campur tangan pengusaha, dapat diawasi, serta 

mempunyai mekanisme keberatan bila terjadi pelanggaran. 

Persyaratan calon pengurus perlu disusun berdasarkan 

kebutuhan kepemimpinan organisasi. Masa keanggotaan, 

integritas, pengalaman, kemampuan, dan komitmen terhadap 

organisasi dapat menjadi pertimbangan. Namun, persyaratan 

tersebut tidak boleh dibuat sedemikian rupa untuk 

menyingkirkan kelompok tertentu atau sekadar 

mempertahankan pengurus lama. 

Pemilihan yang demokratis juga perlu memperhatikan 

kesetaraan keterwakilan. Materi Jender dan Kepemimpinan 

menunjukkan bahwa pemilihan yang secara formal terbuka 

belum tentu menghasilkan keterwakilan yang adil. Hambatan 

sosial, budaya, kesempatan, dan pembagian peran dapat 

menyebabkan perempuan atau pekerja muda lebih sulit tampil 

sebagai calon pengurus. 

Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, serikat dapat 

menggunakan berbagai cara, seperti kuota, target keterwakilan 

secara proporsional, kursi khusus, pendidikan kepemimpinan, 

atau mekanisme lain yang sesuai dengan kondisi organisasi. 

Tujuannya adalah membuka kesempatan agar kepemimpinan 

organisasi mencerminkan keragaman anggotanya. 

Dalam proses pemilihan, calon perlu mempunyai 

kesempatan menyampaikan visi dan program kepada anggota. 

Perbedaan gagasan merupakan sesuatu yang wajar dan dapat 

membantu anggota menentukan pilihan. Namun, kampanye 

tidak boleh memecah organisasi melalui fitnah, politik uang, 

intimidasi, atau penggunaan fasilitas organisasi secara tidak 

adil untuk menguntungkan calon tertentu. 
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Persaingan dalam pemilihan juga tidak boleh berubah 

menjadi permusuhan. Setelah proses selesai, semua pihak 

perlu kembali bekerja dalam satu organisasi. Mereka yang 

terpilih memperoleh mandat untuk memimpin, sedangkan 

mereka yang tidak terpilih tetap merupakan bagian dari 

organisasi yang mempunyai hak dan tanggung jawab yang 

sama sebagai anggota. 

Pergantian kepemimpinan juga harus diikuti dengan 

serah terima yang tertib. Dokumen organisasi, data anggota, 

keuangan, aset, kata sandi sistem, perkara yang sedang 

berjalan, perjanjian, jaringan kerja, serta program yang belum 

selesai harus diserahkan kepada kepengurusan berikutnya. 

Dengan demikian, pergantian pengurus tidak berarti 

memulai organisasi dari awal. Orang yang memimpin dapat 

berganti, tetapi pengetahuan, pengalaman, pekerjaan, dan 

ingatan organisasi harus tetap terjaga. 

 

I. Pengambilan Keputusan Kolektif 
Keputusan kolektif berarti keputusan organisasi lahir 

melalui mekanisme yang melibatkan mandat dan 

pertimbangan bersama, bukan semata-mata kehendak seorang 

pemimpin. Bahkan jika yang menyampaikan keputusan itu 

adalah ketua sekalipun, tetap harus ada dasar kewenangan dan 

mandat organisasi. 

Tidak semua keputusan harus dibawa ke forum tertinggi. 

Organisasi perlu membedakan antara keputusan rutin, 

operasional, keuangan, strategis, keadaan darurat, dan 

keputusan yang menyangkut perubahan prinsip organisasi. 
Masing-masing mempunyai tingkat kewenangan yang 

berbeda. Semakin besar dampak sebuah keputusan terhadap 
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anggota, semakin besar pula kebutuhan untuk melibatkan 

mereka dan mendapatkan mandat yang kuat. 

Dalam mengambil keputusan, organisasi perlu 

mempertimbangkan nilai dan prinsip yang diperjuangkan, 

AD/ART, aspirasi anggota, data yang tersedia, risiko yang 

mungkin muncul, kemampuan sumber daya, serta tujuan 

jangka panjang organisasi. Keputusan yang diambil dengan 

cepat tetapi tidak mempunyai dasar yang cukup justru dapat 

menimbulkan masalah baru. 

Musyawarah perlu diutamakan untuk mencari titik temu 

di antara berbagai pandangan. Namun, tidak semua perbedaan 

dapat berakhir dengan kesepakatan. Jika musyawarah tidak 

mencapai kesepakatan, pemungutan suara dapat dilakukan 

sesuai dengan aturan organisasi. 

Keputusan yang memperoleh suara mayoritas harus 

dihormati dan dijalankan. Meskipun demikian, pendapat 

minoritas tetap perlu didengar dan dapat dicatat sebagai 

bagian dari proses pengambilan keputusan. Perbedaan 

pendapat tidak boleh menjadi alasan untuk membungkam atau 

menyingkirkan seseorang dari organisasi. Mayoritas 

mempunyai hak untuk membuat keputusan, tetapi tidak 

mempunyai hak untuk merendahkan pihak yang berbeda. 

Dalam keadaan tertentu, pengurus mungkin harus 

mengambil keputusan dengan cepat. Situasi semacam ini 

dapat terjadi ketika organisasi menghadapi persoalan yang 

tidak memungkinkan dilakukannya konsultasi melalui 

mekanisme biasa. Karena itu, AD/ART atau peraturan 

organisasi perlu mengatur batas kewenangan dalam keadaan 

darurat, termasuk siapa yang dapat mengambil keputusan dan 

bagaimana keputusan tersebut harus dipertanggungjawabkan. 

Keputusan darurat tetap harus dilaporkan kepada struktur 

atau forum yang berwenang. Keadaan darurat juga tidak boleh 
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digunakan berulang kali sebagai alasan untuk menghindari 

konsultasi dan mengambil keputusan secara sepihak. 

Pada akhirnya, keputusan kolektif harus menghasilkan 

tindakan kolektif. Anggota dan pengurus mempunyai 

tanggung jawab menjalankan keputusan sesuai dengan 

pembagian tugas yang telah ditetapkan. Keputusan yang sudah 

diambil akan kehilangan makna apabila tidak dilaksanakan. 

Apabila hasil pelaksanaannya tidak sesuai dengan yang 

diharapkan, organisasi perlu melakukan evaluasi. Yang 

diperiksa adalah proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, 

serta strategi yang digunakan. Evaluasi dilakukan untuk 

menemukan pelajaran dan memperbaiki langkah berikutnya, 

bukan untuk mencari kambing hitam. 

J. Administrasi sebagai Penopang Perjuangan 
Administrasi adalah sistem yang menghubungkan 

keputusan dengan tindakan, dan tindakan dengan 

pertanggungjawaban. Karena itu, administrasi bukan sekadar 

pekerjaan mencatat atau menyimpan dokumen, tetapi bagian 

dari cara organisasi memastikan pekerjaannya berjalan dan 

dapat diperiksa kembali. 

Administrasi yang baik membantu serikat mengetahui 

siapa anggotanya, keputusan apa yang telah dibuat, program 

apa yang sedang berjalan, kasus apa yang belum selesai, 

berapa sumber daya yang tersedia, siapa yang bertanggung 

jawab, serta apa hasil yang telah dicapai. Tanpa pencatatan 

yang baik, banyak pekerjaan organisasi bergantung pada 

ingatan orang per orang. 

Administrasi juga bukan hanya urusan sekretaris. Setiap 
bidang dalam organisasi menghasilkan dokumen, data, dan 

informasi yang harus dikelola. Bidang advokasi memiliki data 

mengenai kasus yang sedang atau telah ditangani. Bidang 
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organisasi mempunyai data anggota. Bidang pendidikan 

mempunyai data peserta, kurikulum, dan materi pelatihan. 

Sementara bendahara mempunyai catatan mengenai 

penerimaan, pengeluaran, serta kondisi keuangan organisasi. 

Sekretaris dapat mengoordinasikan sistem administrasi 

agar seluruh data tersimpan dan terhubung dengan baik. 

Namun, setiap bidang tetap bertanggung jawab atas 

kelengkapan dan ketepatan data yang dihasilkannya. Dengan 

pembagian seperti ini, administrasi menjadi tanggung jawab 

organisasi, bukan pekerjaan yang dibebankan pada satu orang. 

Sistem administrasi yang baik harus sederhana, akurat, 

teratur, mudah ditemukan ketika dibutuhkan, aman, konsisten, 

dan dapat dipertanggungjawabkan. Sistem tersebut juga harus 

disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Administrasi yang 

terlalu rumit cenderung diabaikan karena sulit dijalankan, 

sedangkan sistem yang terlalu sederhana dapat menyebabkan 

informasi penting tidak tercatat atau hilang. 

Administrasi sekaligus menjadi ingatan organisasi. 

Tanpa dokumentasi, serikat dapat mengulang kesalahan yang 

sama dan kehilangan pengalaman yang telah diperoleh. Ketika 

terjadi pergantian kepengurusan, pengurus baru terpaksa 

memulai kembali pekerjaan yang sebenarnya pernah 

dilakukan sebelumnya. 

Dokumentasi yang teratur membuat pengetahuan dan 

pengalaman dapat diwariskan dari satu kepengurusan kepada 

kepengurusan berikutnya. Pengalaman yang semula hanya 

tersimpan dalam ingatan seseorang berubah menjadi 

pengetahuan organisasi yang dapat digunakan bersama. 

Dengan cara itulah administrasi ikut menjaga 
keberlanjutan organisasi. Serikat tidak lagi bergantung pada 

keberadaan atau ingatan satu atau dua orang, karena 

keputusan, pekerjaan, pengalaman, dan pengetahuan 
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organisasi tetap tersimpan meskipun orang-orang di dalam 

kepengurusan berganti. 

 

K. Perencanaan Program dan Rencana Aksi 
Program kerja mengubah tujuan organisasi menjadi 

kegiatan yang terarah dan terukur. Karena itu, program tidak 

boleh hanya menjadi daftar kegiatan tahunan tanpa hubungan 

yang jelas dengan persoalan dan kebutuhan anggota. Setiap 

kegiatan harus mempunyai alasan mengapa perlu dilakukan 

dan perubahan apa yang ingin dicapai. 

Perencanaan program perlu dimulai dengan memahami 

kondisi organisasi dan anggotanya. Serikat perlu melihat 

masalah utama yang sedang dihadapi, kekuatan dan 

kelemahan organisasi, peluang serta ancaman yang ada, 

perubahan di perusahaan maupun industri, sumber daya yang 

tersedia, serta hasil evaluasi program sebelumnya. Analisis 

tersebut membantu organisasi menentukan pekerjaan yang 

benar-benar dibutuhkan. 

Serikat tentu tidak dapat mengerjakan semua persoalan 

dalam waktu bersamaan. Karena itu, organisasi perlu 

menentukan prioritas. Pilihan dapat didasarkan pada tingkat 

kepentingan dan urgensi masalah, jumlah anggota yang 

terdampak, kesesuaiannya dengan tujuan organisasi, 

kemampuannya memperkuat organisasi, ketersediaan sumber 

daya, serta peluang keberhasilan. Penetapan prioritas 

membuat tenaga dan sumber daya organisasi tidak tersebar ke 

terlalu banyak kegiatan. 

Setelah prioritas ditentukan, organisasi perlu 
merumuskan sasaran yang ingin dicapai. Sasaran sebaiknya 

menjelaskan perubahan yang diharapkan, bukan hanya 

menyebutkan kegiatan yang akan dilakukan. Misalnya, 
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“mengadakan tiga pendidikan” merupakan kegiatan. 

Sementara “membentuk 30 pengorganisir baru yang aktif di 

seluruh bagian” menunjukkan sasaran perubahan yang lebih 

jelas. Dengan sasaran seperti itu, organisasi dapat menilai 

apakah kegiatan tersebut menghasilkan perkembangan. 

Sasaran tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam 

rencana aksi. Di dalamnya perlu dijelaskan masalah yang 

hendak dijawab, sasaran yang ingin dicapai, kegiatan yang 

akan dilakukan, penanggung jawab, peserta atau sasaran 

kegiatan, jadwal, kebutuhan dana, risiko yang mungkin 

muncul, indikator keberhasilan, serta mekanisme evaluasi. 

Rencana yang jelas membantu setiap orang memahami 

pekerjaan dan tanggung jawabnya. 

Program kerja juga harus mempunyai hubungan 

langsung dengan anggaran. Tidak seharusnya ada anggaran 

tanpa program, sebagaimana tidak seharusnya ada program 

yang dibuat tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan 

kemampuan anggaran organisasi. 

Anggaran pada akhirnya memperlihatkan apakah 

organisasi benar-benar menempatkan suatu isu sebagai 

prioritas. Jika pendidikan selalu disebut penting, misalnya, 

tetapi hampir tidak memperoleh dukungan anggaran, berarti 

terdapat ketidaksesuaian antara pernyataan dan keputusan 

organisasi. Program dan anggaran harus disusun sebagai satu 

kesatuan agar tujuan organisasi benar-benar dapat dijalankan. 

 

L. Pendataan dan Sistem Informasi Anggota 
Data anggota merupakan salah satu aset terpenting 

serikat. Tanpa data yang baik, organisasi akan kesulitan 

mengetahui kekuatan, cakupan, dan kebutuhan anggotanya. 
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Data juga menjadi dasar untuk melihat perkembangan 

organisasi dan menentukan strategi. 

Informasi dasar yang dikumpulkan dapat mencakup 

nama, nomor anggota, bagian dan lokasi kerja, jabatan, status 

hubungan kerja, masa kerja, kontak, tanggal menjadi anggota, 

status pembayaran iuran, pendidikan serikat yang pernah 

diikuti, serta keterlibatan dalam kegiatan organisasi. Namun, 

tidak semua informasi harus dikumpulkan. Data yang bersifat 

sensitif hanya boleh dicatat apabila benar-benar diperlukan 

dan mempunyai dasar serta tujuan yang jelas. 

Data anggota juga tidak bersifat tetap. Perubahan dapat 

terjadi karena ada pekerja yang masuk atau keluar, 

dipindahkan ke bagian lain, mengalami perubahan status 

hubungan kerja, atau mengganti nomor kontak. Karena itu, 

setiap struktur organisasi perlu mempunyai jadwal 

pemutakhiran data dan menentukan siapa yang bertanggung 

jawab melakukannya. Data yang tidak diperbarui dapat 

membuat organisasi mengambil keputusan berdasarkan 

keadaan yang sudah berubah. 

Pengelolaan data seharusnya tidak berhenti pada 

kebutuhan administrasi. Sistem informasi anggota perlu 

membantu serikat mengetahui bagian mana yang mempunyai 

tingkat keanggotaan tinggi atau rendah, kelompok pekerja 

yang belum terorganisasi, anggota yang aktif, calon 

pemimpin, tunggakan iuran, kebutuhan pendidikan, serta pola 

masalah yang dihadapi anggota. Dengan demikian, data bukan 

sekadar bahan laporan, tetapi menjadi dasar dalam menyusun 

strategi pengorganisasian. 

Pada saat yang sama, organisasi harus mengatur siapa 

yang dapat mengakses data tersebut. Tidak semua pengurus 

membutuhkan akses terhadap seluruh informasi anggota. 

Akses sebaiknya diberikan berdasarkan tugas dan kebutuhan. 

Organisasi juga perlu mengetahui siapa yang mempunyai 
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kewenangan untuk melihat, mengubah, mengunduh, maupun 

menghapus data. Pengaturan ini penting untuk mencegah 

penyalahgunaan dan menjaga kepercayaan anggota. 

Pengelolaan data juga harus tetap terjaga ketika terjadi 

pergantian kepengurusan. Akun, kata sandi, basis data, dan 

dokumentasi sistem perlu diserahterimakan secara aman 

kepada pengurus berikutnya. Jika memungkinkan, akun yang 

digunakan untuk kepentingan organisasi tidak melekat pada 

alamat atau akun pribadi seorang pengurus. 

Dengan pengelolaan seperti ini, data tetap menjadi milik 

dan aset organisasi. Pergantian orang dalam kepengurusan 

tidak boleh membuat serikat kehilangan akses terhadap 

informasi anggotanya sendiri. 

 

M. Pengelolaan Surat, Notulen, dan Arsip 
Surat, notulen, dan arsip merupakan bukti sekaligus 

ingatan organisasi. Pengelolaan yang baik membantu 

memastikan kerja-kerja serikat tetap berkelanjutan dan dapat 

diperbaiki dari waktu ke waktu. Dokumen yang tersimpan 

dengan baik juga memudahkan organisasi mengetahui 

keputusan, kegiatan, dan persoalan yang pernah ditangani. 

Setiap surat masuk dan keluar perlu dicatat secara teratur. 

Informasi yang disimpan dapat mencakup nomor dan tanggal 

surat, pengirim atau penerima, perihal, tindak lanjut yang 

diperlukan, penanggung jawab, serta lokasi penyimpanan. 

Sistem penomoran surat juga perlu dibuat secara konsisten 

agar dokumen mudah ditemukan kembali ketika dibutuhkan. 

Hal yang sama berlaku untuk notulen rapat. Notulen 
setidaknya mencatat jenis rapat, waktu dan tempat, peserta, 

agenda, pokok pembahasan, keputusan yang diambil, 
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pendapat berbeda yang memang perlu dicatat, penanggung 

jawab pelaksanaan keputusan, batas waktu, serta tindak lanjut. 

Notulen tidak perlu menjadi transkrip seluruh 

percakapan selama rapat. Fokus utamanya adalah mencatat 

informasi yang diperlukan untuk menjalankan keputusan dan 

memastikan pertanggungjawaban. Dengan notulen yang baik, 

organisasi dapat mengetahui apa yang telah diputuskan dan 

siapa yang harus menindaklanjutinya. 

Selain surat dan notulen, serikat mempunyai berbagai 

arsip penting. Arsip tersebut dapat meliputi AD/ART, surat 

pencatatan serikat, keputusan organisasi, daftar anggota, PKB, 

peraturan perusahaan, dokumen perundingan, dokumen kasus, 

laporan kegiatan, laporan keuangan, dokumentasi aksi, 

kontrak, serta berbagai korespondensi penting lainnya. 

Dokumen perlu dikelompokkan berdasarkan jenis, tahun, 

bidang, atau perkara agar mudah dicari. Organisasi juga perlu 

menentukan dokumen yang harus disimpan secara permanen 

dan dokumen yang dapat dimusnahkan setelah melewati 

jangka waktu tertentu. Pemusnahan harus dilakukan secara 

aman, terutama apabila dokumen mengandung data pribadi 

anggota, informasi rahasia, atau strategi organisasi. 

Dokumen penting juga perlu mempunyai salinan 

cadangan yang disimpan secara terpisah. Untuk penyimpanan 

digital, organisasi perlu menggunakan perlindungan kata 

sandi, autentikasi tambahan, serta melakukan pencadangan 

secara berkala. Dengan cara ini, dokumen organisasi tetap 

dapat dijaga dari kehilangan, kerusakan, maupun akses oleh 

pihak yang tidak berwenang. 
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N. Perlindungan Data Organisasi 
Data anggota, kasus, strategi organisasi, dan keuangan 

dapat menimbulkan risiko apabila jatuh ke tangan yang salah. 

Karena itu, perlindungan data bukan sekadar persoalan 

administrasi atau teknologi, tetapi merupakan bagian dari 

keselamatan organisasi dan anggotanya. 

Prinsip dasarnya adalah hanya mengumpulkan data yang 

benar-benar diperlukan. Tidak semua informasi tentang 

anggota harus disimpan oleh serikat. Semakin banyak data 

yang dikumpulkan, semakin besar pula risiko apabila terjadi 

kehilangan, penyalahgunaan, atau kebocoran. Organisasi 

perlu mengetahui dengan jelas mengapa suatu data dibutuhkan 

sebelum memutuskan untuk menyimpannya. 

Anggota juga perlu mengetahui data apa yang 

dikumpulkan, untuk tujuan apa data tersebut digunakan, siapa 

yang dapat mengaksesnya, serta berapa lama data akan 

disimpan. Keterbukaan seperti ini penting untuk menjaga 

kepercayaan anggota sekaligus memastikan bahwa informasi 

yang diberikan tidak digunakan untuk kepentingan di luar 

tujuan organisasi. 

Perhatian lebih besar diperlukan terhadap data yang 

bersifat sensitif. Informasi mengenai kesehatan, kasus yang 

sedang ditangani, kegiatan serikat, identitas keluarga, maupun 

informasi pribadi lainnya membutuhkan perlindungan yang 

lebih kuat. Bahkan informasi mengenai status keanggotaan 

serikat dapat menimbulkan risiko bagi pekerja apabila terjadi 

praktik pemberangusan serikat di tempat kerja. 

Perlindungan tersebut juga harus diterapkan dalam 

penggunaan perangkat dan sistem digital. Langkah dasar yang 

dapat dilakukan antara lain menggunakan kata sandi yang kuat 

dan berbeda untuk setiap akun, mengaktifkan autentikasi dua 

faktor, tidak membagikan akun, memperbarui perangkat 



 

 

  222   PANDUAN PRAKTIS | PUBLIC SERVICES INTERNATIONAL  

secara berkala, mengenkripsi dokumen sensitif, serta 

membatasi siapa yang dapat mengunduh atau memindahkan 

data. Akses pengurus yang sudah tidak menjabat juga harus 

segera dihentikan. 

Meskipun berbagai langkah pencegahan telah dilakukan, 

kemungkinan terjadinya kebocoran tetap harus diantisipasi. 

Organisasi perlu mempunyai prosedur yang jelas untuk 

menghentikan akses yang bermasalah, mengganti kata sandi, 

menilai data apa saja yang bocor, serta mengetahui siapa yang 

mungkin terdampak. 

Apabila diperlukan, pihak yang terdampak perlu diberi 

tahu agar dapat mengambil langkah perlindungan. Setiap 

kejadian juga perlu didokumentasikan dan dievaluasi. 

Tujuannya bukan sekadar mencari siapa yang melakukan 

kesalahan, tetapi memperbaiki sistem agar kejadian serupa 

tidak terulang. 

 

O. Iuran sebagai Darah Organisasi 
Iuran adalah sumber utama kemandirian serikat. 

Organisasi yang hidup dari kontribusi anggotanya mempunyai 

dasar yang lebih kuat untuk menentukan sikap dan 

menjalankan agenda perjuangannya sendiri. Kemandirian 

keuangan membuat serikat tidak mudah bergantung kepada 

pihak lain yang mungkin mempunyai kepentingan berbeda. 

Iuran bukanlah harga yang dibayarkan anggota untuk 

membeli pelayanan. Membayar iuran tidak berarti setiap 

persoalan atau kasus yang dihadapi anggota pasti dapat 

dimenangkan oleh serikat. Iuran merupakan cara anggota 
mengumpulkan kekuatan ekonomi secara kolektif. Dana yang 

terkumpul digunakan untuk membangun kemampuan 
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organisasi dalam melindungi dan memperjuangkan 

kepentingan seluruh anggota. 

Besaran iuran perlu ditentukan secara wajar dengan 

mempertimbangkan kemampuan anggota dan kebutuhan 

organisasi. Perhitungannya dapat memperhatikan kebutuhan 

program, pembagian untuk berbagai tingkatan organisasi, 

dana solidaritas, inflasi, mekanisme pemungutan, serta prinsip 

keadilan. Besaran iuran dapat ditetapkan dalam jumlah 

tertentu atau berdasarkan persentase upah, sesuai dengan 

keputusan dan aturan organisasi. 

Pemungutan iuran dapat dilakukan secara langsung dari 

anggota maupun melalui pemotongan upah berdasarkan 

mekanisme yang sah. Apa pun cara yang digunakan, serikat 

harus mempunyai pencatatan yang tertib. Data tersebut harus 

dapat menunjukkan jumlah anggota, besarnya iuran yang 

seharusnya diterima, serta jumlah yang benar-benar masuk ke 

organisasi. Dengan begitu, selisih atau persoalan dalam 

pemungutan dapat diketahui dan diperiksa. 

Kedisiplinan membayar iuran sangat berkaitan dengan 

kepercayaan anggota terhadap organisasi. Karena itu, serikat 

perlu menjelaskan mengapa iuran diperlukan, bagaimana 

besarannya ditentukan, untuk apa dana digunakan, serta hasil 

apa yang telah dicapai dari penggunaan dana tersebut. 

Anggota juga harus mengetahui bagaimana mereka dapat 

melakukan pengawasan. Dalam hal ini, transparansi bukan 

hanya persoalan administrasi keuangan, tetapi juga bagian dari 

pendidikan mengenai arti penting iuran. 

Sebagian dana organisasi dapat dialokasikan sebagai 

dana perjuangan atau dana cadangan. Dana tersebut dapat 

digunakan untuk menghadapi kebutuhan darurat, mendukung 

mogok kerja, pembelaan anggota, maupun solidaritas. Karena 

penggunaannya sering dibutuhkan dalam situasi mendesak, 

mekanismenya perlu dibuat jelas sejak awal. 
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Aturan yang jelas memungkinkan dana digunakan 

dengan cepat ketika diperlukan tanpa menghilangkan 

pertanggungjawaban. Dengan demikian, dana perjuangan 

dapat benar-benar menjadi kekuatan bersama sekaligus tetap 

terlindungi dari kemungkinan penyalahgunaan. 

 

P. Penyusunan Anggaran dan Pembukuan 
Anggaran adalah rencana keuangan organisasi untuk 

suatu periode, sedangkan pembukuan merupakan pencatatan 

atas transaksi yang benar-benar terjadi. Keduanya harus 

berhubungan dengan program kerja. Anggaran menunjukkan 

bagaimana organisasi merencanakan penggunaan sumber 

daya, sementara pembukuan menunjukkan bagaimana 

rencana tersebut dilaksanakan. 

Penyusunan anggaran harus berdasarkan program, 

realistis, dan mendapat persetujuan dari forum yang 

berwenang. Anggaran perlu mempunyai klasifikasi yang jelas, 

mencakup pemasukan dan pengeluaran, menyediakan dana 

cadangan, dapat dipantau pelaksanaannya, serta 

mempertimbangkan keberlanjutan keuangan organisasi. 

Pemasukan serikat dapat berasal dari iuran anggota, 

kontribusi yang sah, hasil kegiatan, hibah, solidaritas, 

pendapatan dari aset, maupun sumber lain yang diperbolehkan 

oleh AD/ART dan hukum. Setiap sumber pemasukan perlu 

dinilai dengan hati-hati agar tidak menimbulkan 

ketergantungan atau mengganggu independensi organisasi. 

Sementara itu, pengeluaran dapat digunakan untuk 

pengorganisasian, pendidikan, advokasi, perundingan, 
komunikasi, rapat, operasional kantor, staf, perjalanan, 

solidaritas, maupun pembelian aset. Pengeluaran tersebut 

harus mengikuti program dan anggaran yang telah ditetapkan. 
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Untuk menjaga pertanggungjawaban, serikat perlu 

mengatur mekanisme pengeluaran dengan jelas. Harus 

ditentukan siapa yang dapat mengajukan pengeluaran, siapa 

yang memeriksa, siapa yang memberikan persetujuan, batas 

kewenangan berdasarkan nilai transaksi, dokumen yang 

diperlukan, serta siapa yang melakukan pembayaran. 

Sebaiknya satu orang tidak menguasai seluruh proses sejak 

pengajuan hingga pembayaran. 

Setiap transaksi pengeluaran harus mempunyai bukti 

yang memadai. Apabila dalam keadaan tertentu bukti formal 

tidak tersedia, organisasi menyediakan formulir pengganti 

yang dapat digunakan dan disahkan sesuai prosedur. 

Dana serikat sebaiknya disimpan dalam rekening atas 

nama organisasi. Penggunaan rekening pribadi pengurus dapat 

meningkatkan risiko dan menyulitkan pertanggungjawaban, 

terutama ketika terjadi pergantian kepengurusan. Untuk 

keamanan, mekanisme penandatanganan atau persetujuan 

transaksi sebaiknya melibatkan lebih dari satu pengurus. 

Pembukuan sekurang-kurangnya mencatat tanggal 

transaksi, uraian, sumber atau penerima dana, kategori 

transaksi, jumlah pemasukan, jumlah pengeluaran, saldo, 

nomor bukti, serta program yang berkaitan dengan transaksi 

tersebut. Catatan kas juga perlu dicocokkan secara berkala 

dengan rekening bank dan bukti transaksi agar setiap 

perbedaan dapat segera diketahui. 

Selain uang, organisasi perlu mengelola aset secara 

tertib. Daftar aset dapat mencatat nama barang, tanggal 

perolehan, nilai, sumber dana, lokasi, penanggung jawab, 

kondisi, serta status penggunaannya. Seluruh aset tersebut 

adalah milik organisasi dan tidak boleh dianggap sebagai 

milik pribadi pengurus, meskipun berada dalam penguasaan 

atau digunakan oleh pengurus tertentu. 
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Q. Transparansi, Pelaporan, dan Audit 
Transparansi keuangan merupakan salah satu syarat 

untuk menjaga kepercayaan anggota. Sementara itu, 

akuntabilitas diperlukan untuk memastikan setiap penggunaan 

dana dapat dipertanggungjawabkan. Keduanya juga 

melindungi organisasi dan pengurus dari penyalahgunaan 

maupun tuduhan yang tidak berdasar. 

Laporan keuangan perlu disusun secara berkala, baik 

bulanan, triwulanan, semesteran, maupun tahunan, sesuai 

dengan kebutuhan dan ukuran organisasi. Laporan tersebut 

perlu memuat saldo awal, penerimaan, pengeluaran, saldo 

akhir, perbandingan antara anggaran dan realisasi, penjelasan 

apabila terdapat selisih, piutang atau kewajiban, posisi dana 

khusus, serta perubahan aset organisasi. 

Laporan keuangan juga harus disampaikan kepada 

anggota dalam bentuk yang mudah dipahami. Transparansi 

bukan sekadar menyajikan deretan angka. Anggota perlu 

mendapatkan gambaran mengenai dari mana dana berasal, 

untuk apa digunakan, serta bagaimana penggunaan dana 

tersebut mendukung program dan hasil perjuangan organisasi. 

Selain pelaporan, diperlukan pemeriksaan internal yang 

dilakukan oleh pemeriksa atau badan pengawas yang memiliki 

independensi dari bendahara maupun pihak yang 

melaksanakan anggaran. Pemeriksaan dapat mencakup 

kelengkapan bukti transaksi, kesesuaian pengeluaran dengan 

anggaran, kebenaran saldo, kepatuhan terhadap prosedur, 

penggunaan aset, serta kemungkinan konflik kepentingan. 

Bagi organisasi yang mengelola dana, aset, atau program 

dalam jumlah besar, pemeriksaan dapat diperkuat melalui 

audit oleh auditor independen. Audit eksternal dapat 
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memberikan penilaian profesional terhadap pengelolaan 

keuangan organisasi. Namun, keberadaan auditor eksternal 

tidak menggantikan hak dan tanggung jawab anggota untuk 

melakukan pengawasan. 

Hasil pemeriksaan atau audit juga tidak boleh berhenti 

sebagai laporan. Setiap temuan harus ditindaklanjuti dengan 

penjelasan yang memadai, penentuan pihak yang bertanggung 

jawab, tindakan perbaikan, tenggat waktu penyelesaian, serta 

verifikasi bahwa perbaikan tersebut benar-benar dilakukan. 

Apabila muncul dugaan penyalahgunaan keuangan, 

organisasi harus memeriksanya secara objektif. Orang yang 

dituduh melakukan pelanggaran tetap mempunyai hak untuk 

memberikan penjelasan dan membela diri. Jika pemeriksaan 

menemukan adanya pelanggaran, organisasi perlu 

menerapkan sanksi dan langkah pemulihan sesuai dengan 

aturan yang berlaku. 

Dengan cara tersebut, persoalan keuangan dapat 

diselesaikan tanpa menutupi kesalahan, tetapi juga tanpa 

melakukan penghakiman sebelum pemeriksaan selesai. 

Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi cara organisasi 

menjaga dana anggota sekaligus menjaga kepercayaan 

terhadap serikat. 

 

R. Kemandirian dari Pengusaha dan Pihak Luar 
Kemandirian bukan berarti serikat harus menolak semua 

fasilitas, bantuan, atau kerja sama dengan pihak lain. 

Kemandirian berarti organisasi tetap mempunyai kemampuan 

dan kebebasan untuk menentukan sikap berdasarkan 
kepentingan anggota, tanpa dikendalikan oleh pihak yang 

memberikan fasilitas atau bantuan. 
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Perusahaan, misalnya, dapat memberikan ruang kantor, 

waktu untuk kegiatan serikat, fasilitas pemotongan iuran, atau 

fasilitas lain berdasarkan hukum maupun PKB. Pemberian 

fasilitas semacam itu tidak dengan sendirinya menghilangkan 

independensi serikat. Persoalan muncul ketika fasilitas 

digunakan untuk mengendalikan agenda organisasi, 

menentukan atau memengaruhi pemilihan pengurus, 

membatasi kritik, menghentikan pengorganisasian, memecah 

serikat, atau membeli kesetiaan pemimpin. 

Konvensi ILO Nomor 98 memberikan perlindungan 

terhadap organisasi pekerja dari campur tangan pengusaha. 

Perlindungan tersebut juga mencakup tindakan memberikan 

dukungan kepada organisasi pekerja dengan maksud 

menempatkannya di bawah kendali pengusaha. Karena itu, 

yang perlu diperhatikan bukan hanya bentuk fasilitas yang 

diberikan, tetapi juga tujuan dan pengaruhnya terhadap 

kebebasan organisasi. 

Hal yang sama berlaku dalam hubungan dengan 

pemerintah. Serikat dapat mengikuti program pemerintah atau 

menerima dukungan yang sah. Namun, hubungan tersebut 

tidak boleh membuat organisasi kehilangan kebebasan untuk 

mengkritik kebijakan yang dinilai merugikan pekerja. Setiap 

bentuk bantuan perlu didokumentasikan, disetujui melalui 

mekanisme organisasi, dan dilaporkan kepada anggota. 

Kerja sama dengan donor maupun organisasi 

internasional juga dapat memberikan manfaat bagi 

pendidikan, riset, kampanye, dan solidaritas. Namun, program 

yang dijalankan harus tetap menjawab kebutuhan anggota. 

Organisasi perlu memastikan siapa yang menentukan agenda, 

apakah kegiatan sesuai dengan program serikat, kewajiban apa 

yang timbul, serta bagaimana dana dikelola dan 

dipertanggungjawabkan. Serikat juga mempertimbangkan 

apakah kegiatan tersebut dapat dilanjutkan setelah bantuan 
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berakhir dan apakah kerja sama itu memperkuat organisasi 

atau justru menciptakan ketergantungan. 

Serikat juga dapat terlibat dalam politik dan advokasi 

kebijakan serta membangun hubungan dengan partai politik 

maupun pejabat. Namun, fasilitas atau dukungan politik tidak 

boleh mengubah organisasi menjadi kendaraan kepentingan 

pribadi seseorang atau kelompok tertentu. Setiap dukungan 

politik harus didasarkan pada keputusan yang demokratis dan 

kepentingan kelas pekerja. 

Pada akhirnya, kemandirian terutama dibangun dari 

dalam organisasi. Anggota yang aktif, iuran yang kuat, 

pendidikan ideologi, kepemimpinan kolektif, aturan mengenai 

konflik kepentingan, transparansi, serta pengawasan anggota 

merupakan pertahanan utama terhadap campur tangan. 

Organisasi yang kuat dari dalam akan lebih mampu menjaga 

sikapnya, sedangkan organisasi yang rapuh akan lebih mudah 

dikendalikan dari luar. 

 

S. Monitoring dan Evaluasi Organisasi 
Monitoring adalah pemantauan terhadap pelaksanaan 

program secara berkala, sedangkan evaluasi merupakan 

penilaian terhadap hasil, relevansi, efektivitas, efisiensi, dan 

dampak kegiatan. Keduanya membantu organisasi 

mengetahui apakah pekerjaan berjalan sesuai rencana, 

sekaligus menjadi sarana untuk belajar dan memperbaiki diri. 

Monitoring dilakukan selama program masih berjalan, 

bukan setelah seluruh kegiatan selesai. Melalui monitoring, 

organisasi dapat melihat apakah kegiatan berjalan sesuai 
jadwal, anggaran digunakan sesuai rencana, penanggung 

jawab melaksanakan tugas, dan anggota terlibat sebagaimana 

diharapkan. Monitoring juga membantu mengenali hambatan 



 

 

  230   PANDUAN PRAKTIS | PUBLIC SERVICES INTERNATIONAL  

yang muncul dan menentukan apakah diperlukan penyesuaian 

sebelum masalah menjadi lebih besar. 

Sementara itu, evaluasi tidak cukup hanya menghitung 

jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan. Serikat perlu 

melihat perubahan yang dihasilkan dari kegiatan tersebut. 

Ukurannya bukan hanya berapa kali pendidikan dilakukan, 

tetapi berapa kader baru yang kemudian aktif. Bukan hanya 

berapa anggota berhasil direkrut, tetapi berapa yang 

membayar iuran dan terlibat dalam organisasi. Bukan hanya 

berapa kasus ditangani, tetapi apakah pelanggaran serupa 

berkurang. Begitu pula dengan rapat dan kampanye. Yang 

penting bukan sekadar jumlah rapat atau publikasi, melainkan 

apakah keputusan dilaksanakan dan dukungan terhadap 

perjuangan meningkat. 

Untuk melihat perkembangan tersebut, organisasi dapat 

menggunakan sejumlah indikator, seperti pertumbuhan dan 

kepadatan keanggotaan, keteraturan pembayaran iuran, 

partisipasi dalam rapat, jumlah pengorganisir, keterwakilan 

perempuan dan pekerja muda, penyelesaian kasus, hasil 

perundingan, pelaksanaan program, kondisi keuangan, 

ketepatan laporan, serta tingkat kepercayaan anggota. 

Evaluasi juga perlu dilakukan terhadap kepemimpinan. 

Pengurus dinilai berdasarkan mandat dan program organisasi, 

bukan berdasarkan kedekatan pribadi. Penilaian dapat melihat 

pelaksanaan tugas, komunikasi dengan anggota, kemampuan 

bekerja secara kolektif, integritas, pengembangan kader, 

penggunaan anggaran, serta hasil dari bidang kerja yang 

menjadi tanggung jawabnya. 

Anggota harus mempunyai ruang dalam proses evaluasi 

karena merekalah yang paling mengetahui apakah organisasi 

benar-benar hadir dan menghasilkan perubahan di tempat 

kerja. Evaluasi tidak boleh berubah menjadi forum bagi 

pengurus untuk sekadar menjelaskan keberhasilan. Kritik, 
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pengalaman, dan penilaian anggota harus diterima sebagai 

bahan untuk memperbaiki organisasi. 

Hasil evaluasi kemudian menjadi bagian dari siklus 

perbaikan. Organisasi mengenali masalah, memahami 

penyebabnya, menentukan langkah perbaikan, menetapkan 

penanggung jawab, melaksanakan perubahan, kemudian 

memeriksa kembali hasilnya. Dengan cara ini, monitoring dan 

evaluasi tidak berhenti pada laporan, tetapi menjadi proses 

belajar yang terus berlangsung dalam organisasi. 
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BAB 9 
KEPEMIMPINAN, KESETARAAN 

GENDER, DAN REGENERASI 
 

 

erikat pekerja membutuhkan pemimpin. Namun, 

kekuatan organisasi tidak boleh bergantung hanya pada 

satu orang. Pemimpin dibutuhkan untuk menjaga arah, 

mengoordinasikan pekerjaan, mengembangkan anggota, dan 

memastikan keputusan dijalankan. Pada saat yang sama, 

serikat harus terus melahirkan pemimpin baru agar organisasi 

tidak berhenti ketika satu generasi berakhir. 

Kepemimpinan dalam serikat berbeda dari 

kepemimpinan dalam organisasi yang berorientasi pada 

kekuasaan atau keuntungan. Pemimpin serikat memperoleh 

kewenangan dari anggota. Ia tidak memiliki anggota dan tidak 

menguasai organisasi. Ia menjalankan amanah untuk 

memperjuangkan kepentingan bersama. 

Materi Jender dan Kepemimpinan menegaskan bahwa 

serikat merupakan organisasi kolektif yang dibentuk dari, 

oleh, dan untuk pekerja. Pemimpin serikat bukan orang yang 

memegang kekuasaan sebagai milik pribadi. Kekuasaan 

tersebut merupakan kepercayaan yang diberikan anggota dan 

harus digunakan untuk mewakili, melindungi, mendidik, serta 

memperkuat mereka. 

Kepemimpinan juga tidak dapat dibahas tanpa 

membicarakan kesetaraan gender dan regenerasi. Banyak 
serikat mempunyai anggota perempuan dalam jumlah besar, 

tetapi struktur kepemimpinannya didominasi laki-laki. 

Pekerja muda juga sering dijadikan peserta kegiatan atau 

S 
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massa aksi, tetapi jarang diberi ruang ikut menentukan 

keputusan. 

Keadaan tersebut bukan hanya persoalan keterwakilan. 

Organisasi yang tidak membuka ruang bagi perempuan dan 

pekerja muda akan kehilangan pengetahuan, pengalaman, 

kreativitas, serta calon pemimpin yang dibutuhkan untuk 

mempertahankan keberlanjutannya. 

Bab ini membahas kepemimpinan sebagai amanah, 

kesetaraan gender sebagai prinsip organisasi, dan regenerasi 

sebagai syarat keberlanjutan gerakan.\ 

 

A. Kepemimpinan sebagai Amanah Anggota 

Kepemimpinan serikat lahir dari kepercayaan. Anggota 

memberikan mandat kepada seseorang atau sekelompok orang 

untuk menjalankan keputusan, mengelola sumber daya, 

mewakili organisasi, serta memperjuangkan kepentingan 

pekerja. Karena itu, jabatan dalam serikat bukan hadiah, 

kehormatan pribadi, atau alat untuk memperoleh keuntungan. 

Jabatan adalah amanah yang harus dijalankan dan 

dipertanggungjawabkan. 

Kewenangan seorang pemimpin berasal dari AD/ART, 

hasil pemilihan, keputusan musyawarah, program organisasi, 

mandat rapat, dan kepercayaan anggota. Kewenangan tersebut 

mempunyai batas. Seorang pemimpin tidak boleh bertindak di 

luar mandat hanya karena merasa paling berpengalaman atau 

paling mengetahui keadaan. 

Dalam situasi tertentu, pemimpin memang perlu 

mengambil keputusan dengan cepat. Tidak semua keadaan 

memungkinkan organisasi menunggu rapat atau menjalankan 

proses yang panjang. Namun, keputusan yang diambil dalam 

keadaan seperti itu tetap harus dilaporkan dan 
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dipertanggungjawabkan kepada forum yang berwenang. 

Keadaan mendesak bukan alasan untuk menghilangkan 

kontrol organisasi. 

Setiap keputusan pemimpin harus berpijak pada 

kepentingan anggota. Sebelum mengambil sikap, penting 

untuk melihat apakah keputusan tersebut benar-benar 

melindungi anggota, sesuai dengan nilai dan tujuan organisasi, 

serta telah memberikan informasi yang cukup kepada mereka. 

Pemimpin juga perlu melihat siapa yang memperoleh manfaat, 

apakah ada kelompok yang dirugikan, dan apakah keputusan 

tersebut akan memperkuat atau justru melemahkan organisasi.  

Kepercayaan anggota bukan berarti menyerahkan 

seluruh urusan organisasi kepada pemimpin tanpa 

pengawasan. Justru karena memperoleh kepercayaan, seorang 

pemimpin mempunyai kewajiban untuk memberikan 

pertanggungjawaban. Hal itu mencakup pelaksanaan program, 

hasil perundingan, keputusan strategis, penggunaan keuangan, 

hubungan dengan pihak luar, penggunaan fasilitas, 

perkembangan keanggotaan, serta berbagai masalah yang 

belum dapat diselesaikan. 

Pemimpin yang baik tidak hanya menyampaikan 

keberhasilan. Kesulitan, kesalahan, dan kekurangan juga perlu 

dijelaskan kepada anggota, termasuk langkah yang akan 

dilakukan untuk memperbaikinya. Pertanggungjawaban 

semacam ini penting untuk menjaga kepercayaan sekaligus 

memberi kesempatan kepada organisasi untuk belajar. 

Amanah kepemimpinan juga mempunyai batas waktu. 

Jabatan serikat diberikan untuk masa tertentu. Pembatasan 

masa jabatan penting untuk mencegah pemusatan kekuasaan 

sekaligus membuka ruang bagi regenerasi dan munculnya 

pemimpin baru. 
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Berakhirnya masa jabatan tidak berarti berakhir pula 

pengabdian seseorang kepada serikat. Pemimpin lama masih 

dapat menjadi pendidik, penasihat, pengorganisir, atau sumber 

pengetahuan bagi generasi berikutnya tanpa harus terus 

memegang jabatan utama. Kemampuan menyerahkan 

kepemimpinan dengan baik merupakan salah satu ukuran 

kedewasaan seorang pemimpin. 

 

B. Memimpin Bukan Menguasai 
Kekuasaan dalam organisasi dapat digunakan untuk 

memperbesar kemampuan anggota atau justru membuat 

mereka bergantung kepada pemimpin. Pilihan inilah yang ikut 

menentukan karakter sebuah serikat. Pemimpin yang 

menguasai organisasi cenderung memusatkan informasi, 

keputusan, hubungan, dan sumber daya pada dirinya. 

Sebaliknya, pemimpin yang memberdayakan anggota akan 

menyebarkan pengetahuan, membagi tanggung jawab, dan 

membuka ruang bagi lahirnya banyak pemimpin baru. 

Perbedaan antara memimpin dan menguasai dapat 

terlihat dari cara seorang pemimpin menjalankan 

kewenangannya. Pemimpin yang benar-benar memimpin 

bersedia mendengarkan anggota, menjelaskan alasan di balik 

keputusan, membagi tugas, membangun kader, menerima 

kritik, mengakui kesalahan, menghormati aturan, dan 

mempersiapkan penggantinya. Ia memahami bahwa kekuatan 

organisasi tidak boleh berhenti pada dirinya. 

Sebaliknya, pemimpin yang ingin menguasai organisasi 

cenderung menyembunyikan informasi, mengambil 

keputusan seorang diri, dan menganggap kritik sebagai 

ancaman. Ia dapat mengutamakan orang-orang dekat, 

menggunakan fasilitas untuk membangun loyalitas pribadi, 
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melemahkan calon pemimpin lain, bahkan menganggap 

jabatan sebagai hak yang harus terus dipertahankan. 

Seorang pemimpin mungkin merasa dirinya kuat karena 

seluruh persoalan organisasi harus melalui dirinya. Padahal, 

keadaan seperti itu justru menunjukkan bahwa organisasi 

belum mempunyai sistem yang kuat. Anggota yang selalu 

menunggu instruksi bukan anggota yang berdaya, melainkan 

anggota yang bergantung kepada pemimpin. Ketergantungan 

semacam ini juga tidak dapat disebut sebagai loyalitas. 

Loyalitas yang sehat adalah kesetiaan kepada nilai, 

tujuan, aturan, dan keputusan organisasi, bukan kesetiaan 

tanpa kritik kepada seseorang. Karena itu, pemimpin perlu 

membangun anggota yang mampu berpikir, menyampaikan 

pendapat, mengambil tanggung jawab, dan bertindak untuk 

kepentingan organisasi. 

Membagi kekuasaan bukan berarti pemimpin kehilangan 

kewenangannya. Justru dengan membagi kekuasaan, semakin 

banyak orang yang mempunyai kemampuan untuk memikul 

tanggung jawab. Hal itu dapat dilakukan dengan membuka 

akses informasi, mendelegasikan tugas, membentuk tim, 

melibatkan anggota dalam pengambilan keputusan, 

memberikan kesempatan kepada kader untuk memimpin 

rapat, melibatkan mereka dalam perundingan, serta 

melakukan rotasi tanggung jawab. 

Semua itu harus berjalan bersama keteladanan. 

Pemimpin tidak dapat meminta anggota disiplin membayar 

iuran apabila dirinya sendiri tidak tertib. Ia tidak dapat 

berbicara tentang demokrasi jika keputusan selalu dibuat 

secara tertutup. Ia juga tidak dapat menuntut kesetaraan 

apabila struktur organisasi hanya diisi oleh orang dekatnya. 

Keteladanan membuat nilai-nilai organisasi tidak berhenti 

sebagai kata-kata. Anggota dapat melihatnya secara langsung 

dalam sikap, keputusan, dan tindakan pemimpinnya. 
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C. Karakter dan Integritas Pemimpin Serikat 
Pengetahuan dan keberanian penting bagi seorang 

pemimpin serikat, tetapi keduanya tidak cukup. 

Kepemimpinan juga membutuhkan karakter dan integritas. 

Karakter terlihat dari kebiasaan dalam bersikap dan bertindak, 

sedangkan integritas tercermin dari kesesuaian antara nilai 

yang diyakini, ucapan yang disampaikan, keputusan yang 

diambil, dan tindakan yang dilakukan. 

Salah satu dasar integritas adalah kejujuran. Pemimpin 

harus jujur kepada anggota, termasuk ketika organisasi sedang 

menghadapi keadaan sulit. Ia tidak boleh menjanjikan 

kemenangan yang belum tentu dapat dicapai, memanipulasi 

data, atau menyembunyikan kesepakatan yang seharusnya 

diketahui anggota. Kejujuran membangun kepercayaan, 

sedangkan kepercayaan yang telah rusak membutuhkan waktu 

panjang untuk dipulihkan. 

Pemimpin juga membutuhkan keberanian untuk 

menyampaikan kebenaran, membela anggota, dan 

menghadapi tekanan. Namun, keberanian tidak sama dengan 

kecerobohan. Keberanian yang bertanggung jawab harus 

didasarkan pada analisis, kesiapan anggota, strategi, 

perhitungan risiko, dukungan organisasi, dan tujuan yang 

jelas. Ia tidak seharusnya mendorong anggota mengambil 

risiko yang dirinya sendiri tidak bersedia menanggungnya. 

Integritas juga terlihat dari konsistensi. Anggota tidak 

hanya menilai pemimpin dari pidatonya, tetapi dari sikap 

sehari-hari. Aturan harus diterapkan kepada kawan maupun 

lawan. Anggota harus dibela tanpa pilih kasih. Sikap yang 

diperlihatkan di hadapan anggota juga harus tetap dijaga 

ketika berhadapan dengan pengusaha atau pejabat. 

Kemampuan mendengarkan tidak kalah penting. 

Pemimpin sering dianggap sebagai orang yang harus paling 
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banyak berbicara. Padahal, dengan mendengarkan, ia dapat 

memahami persoalan yang sebenarnya, menemukan gagasan, 

mengenali pemimpin alami di antara anggota, serta 

menghindari keputusan yang hanya didasarkan pada asumsi. 

Seorang pemimpin juga membutuhkan kerendahan hati. 

Ini bukan berarti lemah atau rendah diri, melainkan kesadaran 

bahwa pengetahuan seseorang selalu terbatas dan keberhasilan 

organisasi merupakan hasil kerja banyak orang. Karena itu, 

pemimpin harus bersedia belajar dari anggota, mengakui 

kesalahan, dan meminta bantuan ketika diperlukan. 

Karakter kepemimpinan juga terlihat dari disiplin. 

Ketepatan waktu, pelaksanaan tugas, pengelolaan dokumen, 

kehadiran, pelaporan, dan konsistensi menjalankan keputusan 

merupakan bagian dari disiplin organisasi. Pemimpin yang 

tidak tertib akan sulit meminta anggota untuk bertindak tertib. 

Di samping itu, kepedulian harus tetap menjadi bagian 

dari kepemimpinan. Setiap kasus yang ditangani serikat 

berhubungan dengan kehidupan manusia. Di balik surat PHK 

terdapat pekerja dan keluarganya. Di balik kecelakaan kerja 

terdapat penderitaan dan kemungkinan hilangnya 

penghasilan. Kepedulian menjaga agar keputusan organisasi 

tidak kehilangan sisi kemanusiaannya. 

Semua karakter tersebut perlu dilengkapi dengan 

kemampuan bekerja secara kolektif. Pemimpin serikat tidak 

harus selalu menjadi orang yang paling menonjol. Ia harus 

mampu bekerja dalam tim, menerima pembagian peran, 

mempercayai kemampuan orang lain, dan memberikan 

pengakuan atas kontribusi mereka. Sebab kekuatan serikat 

tidak dibangun oleh satu orang, melainkan oleh banyak orang 

yang bekerja bersama. 
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D. Kepemimpinan Demokratis, Kolektif, dan 
Partisipatif 

Serikat pekerja memperjuangkan demokrasi di tempat 

kerja dan dalam kehidupan masyarakat. Karena itu, demokrasi 

juga harus hidup di dalam organisasi. Sulit bagi serikat untuk 

memperjuangkan hak pekerja agar didengar apabila 

anggotanya sendiri tidak mempunyai ruang untuk berbicara 

dan menentukan arah organisasi. 

Kepemimpinan demokratis memberikan hak kepada 

anggota untuk memperoleh informasi, menyampaikan 

pendapat, memilih pemimpin, mengawasi pengurus, serta 

memengaruhi keputusan organisasi. Namun, demokrasi tidak 

berarti seluruh keputusan harus selalu dibawa ke rapat besar. 

Organisasi tetap membutuhkan pembagian tugas dan 

kewenangan agar dapat bekerja secara efektif. Yang penting, 

keputusan yang mempunyai dampak luas terhadap anggota 

harus memperoleh mandat melalui mekanisme yang sesuai. 

Demokrasi juga perlu berjalan bersama kepemimpinan 

kolektif. Artinya, organisasi tidak menggantungkan seluruh 

keputusan, informasi, jaringan, dan tanggung jawab kepada 

satu orang. Semuanya dibagikan dalam struktur sehingga 

organisasi tetap dapat bekerja meskipun salah seorang 

pemimpin tidak dapat menjalankan tugasnya. 

Kepemimpinan kolektif membantu mencegah 

penyalahgunaan kewenangan sekaligus memperkaya 

pertimbangan sebelum keputusan diambil. Cara ini juga 

memperluas kapasitas organisasi, mengurangi beban yang 

menumpuk pada individu tertentu, membuka jalan bagi 

regenerasi, dan membuat keberlangsungan organisasi tidak 
bergantung pada satu tokoh. Namun, kolektif bukan berarti 

tidak ada pemimpin atau tidak ada tanggung jawab pribadi. 
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Setiap orang tetap harus mempunyai tugas dan tanggung 

jawab yang jelas. 

Kepemimpinan yang partisipatif melangkah lebih jauh 

dengan melibatkan anggota dalam proses organisasi. Anggota 

tidak hanya diminta hadir ketika keputusan sudah dibuat, 

tetapi ikut menemukan masalah, menyusun tuntutan, 

merencanakan, menjalankan tindakan, dan mengevaluasi. 

Partisipasi membuat keputusan lebih kaya karena 

mempertimbangkan pengalaman banyak orang. Pada saat 

yang sama, keterlibatan sejak awal membuat anggota 

mempunyai rasa tanggung jawab terhadap keputusan itu. 

Demokrasi tentu dapat melahirkan perbedaan pendapat. 

Pemimpin harus mampu mengelola perbedaan tersebut tanpa 

mengubahnya menjadi permusuhan. Perdebatan seharusnya 

berfokus pada gagasan, data, nilai, dan dampak dari sebuah 

pilihan, bukan pada serangan pribadi, fitnah, atau tekanan 

terhadap pihak yang berbeda. 

Setelah keputusan dibuat melalui mekanisme yang sah, 

semua pihak mempunyai tanggung jawab untuk 

menjalankannya. Meski demikian, keputusan bukan sesuatu 

yang tidak dapat diperiksa kembali. Hasil pelaksanaannya 

tetap dapat dievaluasi dan menjadi bahan perbaikan ke depan. 

Rapat juga perlu dijaga agar tidak hanya terlihat 

demokratis di permukaan. Dalam praktiknya, pembicaraan 

dapat dikuasai oleh beberapa orang yang lebih senior, lebih 

percaya diri, atau mempunyai jabatan. Pemimpin rapat perlu 

memastikan kesempatan berbicara tersedia secara lebih luas. 

Diskusi kelompok, giliran berbicara, konsultasi, pertemuan 

khusus, dapat digunakan agar suara anggota yang selama ini 

jarang terdengar menjadi bagian dari keputusan organisasi. 
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E. Pemimpin sebagai Pengorganisir 
Pemimpin serikat pertama-tama harus menjadi 

pengorganisir. Tugasnya bukan hanya berbicara atas nama 

pekerja, tetapi membantu pekerja menemukan dan 

menggunakan suaranya sendiri. Karena itu, keberhasilan 

seorang pemimpin tidak cukup diukur dari seberapa dikenal 

dirinya, melainkan dari seberapa banyak anggota yang mampu 

ia libatkan dalam kehidupan organisasi. 

Pengorganisasian harus menjadi budaya serikat. Artinya, 

pengorganisasian bukan kegiatan yang hanya dilakukan ketika 

serikat membutuhkan anggota baru atau sedang menghadapi 

masalah. Ia harus menjadi bagian dari pekerjaan sehari-hari 

para pemimpin dan pengurus. 

Untuk itu, pemimpin harus mau mendengarkan pekerja. 

Ia perlu hadir di tempat kerja, menemui anggota, berbicara 

dengan mereka, dan memahami perubahan yang sedang 

terjadi. Pemimpin tidak dapat hanya duduk di kantor dan 

menunggu laporan datang. Kehadiran yang rutin membantu 

membangun kepercayaan sekaligus memungkinkan 

organisasi mengetahui persoalan sejak awal. 

Dari percakapan tersebut, pemimpin membantu pekerja 

melihat bahwa persoalan yang mereka alami tidak selalu 

berdiri sendiri. Satu keluhan dapat dikumpulkan menjadi data, 

satu kasus dapat dihubungkan dengan kasus lain, dan pola 

yang ditemukan kemudian dirumuskan menjadi persoalan 

bersama serta tuntutan organisasi. Dengan cara ini, 

pengalaman individual berubah menjadi kesadaran kolektif. 

Pengorganisasian juga berarti menemukan pemimpin-

pemimpin alami di antara pekerja. Di setiap bagian biasanya 

terdapat orang yang didengar, dipercaya, atau menjadi tempat 

bertanya bagi rekan-rekannya. Mereka perlu ditemukan, 

diberikan pendidikan, diberi kesempatan menjalankan tugas, 
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dan didampingi agar berkembang. Pemimpin yang merasa 

terancam oleh munculnya pemimpin baru justru sedang 

melemahkan masa depan organisasinya sendiri. 

Karena itu, pekerjaan tidak boleh menumpuk pada satu 

atau dua orang. Pengorganisasian berkembang ketika semakin 

banyak anggota mengambil tanggung jawab. Pemimpin perlu 

membagikan tugas secara jelas dan bertahap, sesuai dengan 

kemampuan masing-masing, sehingga anggota memperoleh 

pengalaman dan kepercayaan diri untuk mengambil tanggung 

jawab yang lebih besar. 

Pemimpin juga tidak boleh berasumsi bahwa seluruh 

anggota pasti mendukung tuntutan atau rencana aksi 

organisasi. Dukungan perlu diketahui dan diukur melalui 

percakapan, pertemuan, survei, petisi, maupun kesediaan 

anggota menjalankan tugas. Dengan begitu, keputusan 

organisasi didasarkan pada keadaan yang nyata, bukan 

sekadar perkiraan. 

Prinsip yang sama berlaku ketika serikat memberikan 

pelayanan kepada anggota. Dalam menangani persoalan, 

anggota perlu dilibatkan dalam prosesnya. Tujuannya bukan 

hanya menyelesaikan kasus yang sedang dihadapi, tetapi juga 

membuat anggota memahami persoalan, mengetahui cara 

memperjuangkan haknya, dan memiliki keberanian untuk 

terlibat. Dengan demikian, pelayanan sekaligus menjadi 

bagian dari pengorganisasian. 

 

F. Pemimpin sebagai Pendidik dan Juru 
Runding 

Pemimpin serikat mempunyai peran penting sebagai 

pendidik sekaligus juru runding. Kedua peran ini saling 

berhubungan. Pendidikan membangun anggota yang 
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memahami persoalan dan tuntutan organisasi, sedangkan 

perundingan menerjemahkan kekuatan anggota menjadi 

kesepakatan yang dapat memperbaiki kondisi kerja. 

Pendidikan tidak selalu berlangsung melalui pelatihan 

formal. Seorang pemimpin juga mendidik melalui percakapan 

sehari-hari, rapat, penjelasan mengenai keputusan organisasi, 

penanganan kasus, pemberian tugas, keteladanan, hingga 

evaluasi setelah sebuah perjuangan dilakukan. Setiap proses 

organisasi sebenarnya dapat menjadi ruang belajar anggota. 

 

Pemimpin yang hanya memberikan instruksi belum tentu 

sedang mendidik. Pendidikan seharusnya membantu anggota 

memahami mengapa suatu keputusan diambil, 

mempertimbangkan berbagai pilihan, serta mengembangkan 

kemampuan untuk mengambil keputusan. Dengan demikian, 

anggota tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan, 

tetapi juga memahami alasan di balik tindakan tersebut. 

Pendidikan mendorong partisipasi, demokrasi, dan aksi. 

Karena itu, tujuan pendidikan serikat bukan membuat anggota 

sekadar menghafal atau mengikuti pendapat pemimpin. 

Anggota justru perlu mempunyai keberanian untuk bertanya, 

menguji data, menawarkan pilihan lain, dan mengkritik 

organisasi secara bertanggung jawab. Kemampuan berpikir 

kritis seperti ini merupakan bagian dari kekuatan organisasi. 

Peran lain seorang pemimpin adalah menjadi juru 

runding. Ketika berada di meja perundingan, ia membawa 

mandat organisasi, bukan pendapat pribadinya. Karena itu, 

juru runding harus memahami aspirasi anggota, data 

perusahaan, dasar hukum, prioritas tuntutan, batas minimum 
yang dapat diterima, kekuatan organisasi, pilihan strategi, 

serta risiko dari kesepakatan yang mungkin diambil. 
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Kemampuan berbicara dan berargumentasi tentu penting 

dalam perundingan. Namun, kemampuan tersebut tidak cukup 

apabila tidak ditopang kepercayaan anggota dan kekuatan 

organisasi. Posisi juru runding pada akhirnya sangat 

dipengaruhi oleh seberapa kuat mandat dan dukungan yang 

berada di belakangnya. 

Perundingan juga dapat menjadi proses pendidikan. 

Anggota perlu mendapatkan informasi mengenai tuntutan 

yang diajukan, perkembangan proses perundingan, kendala 

yang dihadapi, serta hasil yang diperoleh. Dengan begitu, 

anggota dapat memahami bagaimana sebuah tuntutan 

diperjuangkan dan mengapa suatu keputusan diambil. 

Regenerasi juga perlu dilakukan di dalam tim perunding. 

Kader baru harus mendapatkan kesempatan untuk terlibat, 

belajar, dan memperoleh pengalaman. Jika perundingan selalu 

dilakukan oleh orang-orang yang sama, organisasi akan 

kesulitan menyiapkan generasi juru runding berikutnya. 

Dalam prosesnya, juru runding mungkin menghadapi 

tekanan untuk mengambil keputusan dengan cepat. Karena 

itu, ia harus memahami batas mandat yang diberikan dan 

mengetahui kapan harus kembali berkonsultasi dengan 

anggota atau forum organisasi. Kesepakatan yang melampaui 

mandat dapat merusak kepercayaan, sekalipun juru runding 

merasa hasil yang diperolehnya merupakan pilihan terbaik. 

 

G. Mencegah Elitisme dan Konflik Kepentingan 
Elitisme terjadi ketika kekuasaan, informasi, dan sumber 

daya organisasi dikuasai oleh kelompok kecil yang semakin 
jauh dari anggota. Dalam keadaan seperti ini, organisasi 

mungkin tetap berbicara dan bertindak atas nama pekerja, 
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tetapi anggota perlahan kehilangan peran dalam menentukan 

arah organisasi dan hanya menjadi objek mobilisasi. 

Gejala elitisme dapat dikenali dari kehidupan organisasi 

sehari-hari. Keputusan selalu dibuat oleh orang yang sama, 

informasi tidak dibuka kepada anggota, dan jabatan hanya 

berputar di antara kelompok tertentu. Kritik dianggap sebagai 

bentuk ketidaksetiaan, sementara anggota hanya dicari ketika 

organisasi membutuhkan dukungan atau mobilisasi. Elitisme 

terlihat ketika fasilitas organisasi hanya dinikmati pengurus, 

pendidikan tidak menghasilkan kader baru, atau ruang 

kepemimpinan bagi perempuan dan pekerja muda dihambat. 

Keadaan tersebut dapat tumbuh karena berbagai sebab. 

Anggota yang pasif, lemahnya pendidikan, ketergantungan 

kepada tokoh tertentu, tidak adanya pembatasan masa jabatan, 

pengelolaan keuangan yang tertutup, hubungan istimewa 

dengan perusahaan, lemahnya kaderisasi, maupun budaya 

organisasi yang terlalu hierarkis dapat membuka jalan bagi 

pemusatan kekuasaan. Karena itu, elitisme tidak cukup 

diselesaikan hanya dengan mengganti orang. Sistem dan 

kebiasaan organisasi yang memungkinkan kekuasaan terpusat 

juga harus diperbaiki. 

Persoalan lain yang perlu diperhatikan adalah konflik 

kepentingan. Konflik ini muncul ketika kepentingan pribadi, 

keluarga, bisnis, politik, atau hubungan lainnya dapat 

memengaruhi seseorang dalam menjalankan tugas organisasi. 

Misalnya, pengurus terlibat dalam perusahaan penyedia 

tenaga kerja, pemimpin menerima hadiah dari pihak yang 

sedang berunding dengan serikat, kerabat pengurus 

memperoleh kontrak organisasi, atau fasilitas perusahaan 

diberikan secara pribadi kepada pemimpin. Konflik juga dapat 

muncul ketika jabatan serikat digunakan untuk kepentingan 

kampanye pribadi atau dana organisasi digunakan tanpa 

mengikuti prosedur. 
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Adanya konflik kepentingan tidak selalu berarti telah 

terjadi korupsi atau penyalahgunaan. Namun, keadaan 

tersebut harus dinyatakan secara terbuka dan dikelola agar 

keputusan organisasi tidak dipengaruhi kepentingan pribadi. 

Pencegahan dapat dilakukan melalui pembatasan masa 

jabatan, kepemimpinan kolektif, keterbukaan informasi, 

laporan keuangan dan audit, aturan mengenai penerimaan 

hadiah, deklarasi konflik kepentingan, pelibatan anggota 

dalam pengambilan keputusan, pemilihan yang demokratis, 

serta pendidikan dan kaderisasi yang berjalan terus-menerus. 

Apabila muncul dugaan pelanggaran, organisasi harus 

memeriksanya secara objektif. Pelapor perlu dilindungi dari 

tindakan pembalasan, sedangkan orang yang dituduh tetap 

berhak memberikan penjelasan. Mekanisme penanganan 

pelanggaran tidak boleh digunakan untuk menyingkirkan 

lawan politik di dalam organisasi. Sebaliknya, alasan menjaga 

nama baik serikat juga tidak boleh dijadikan dalih untuk 

menutupi pelanggaran yang benar-benar terjadi. 

 

H. Memahami Seks dan Gender 
Pembicaraan mengenai kesetaraan perlu dimulai dengan 

memahami perbedaan antara seks dan gender. Keduanya 

sering digunakan seolah-olah mempunyai arti yang sama, 

padahal merujuk pada hal yang berbeda. 

Seks merujuk pada karakteristik biologis tubuh manusia, 

seperti organ reproduksi, kromosom, dan fungsi biologis 

tertentu. Sebagian karakteristik biologis tersebut berkaitan 

dengan kehamilan, melahirkan, dan menyusui. Sementara itu, 
gender berkaitan dengan peran, harapan, tanggung jawab, 

sifat, dan kedudukan yang dibentuk masyarakat terhadap laki-

laki dan perempuan. 
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Sebagai contoh, anggapan bahwa perempuan harus 

bertanggung jawab mengurus rumah tangga, sedangkan laki-

laki harus menjadi pencari nafkah utama, merupakan 

pembagian peran berdasarkan gender. Pembagian tersebut 

bukan semata-mata ditentukan oleh kondisi biologis, tetapi 

dibentuk oleh kebiasaan, nilai, dan pandangan yang 

berkembang di masyarakat. Karena dibentuk secara sosial, 

pembagian peran tersebut juga dapat berubah. 

Pandangan mengenai gender ikut memengaruhi 

kehidupan di dunia kerja. Pengaruhnya dapat terlihat dari 

pekerjaan yang dianggap cocok bagi laki-laki atau perempuan, 

proses rekrutmen, tingkat upah, kesempatan mendapatkan 

promosi, pembagian tugas, penilaian terhadap kemampuan 

memimpin, kesempatan mengikuti pendidikan, hingga 

pembagian tanggung jawab keluarga. 

Pekerjaan yang banyak dilakukan perempuan, misalnya, 

terkadang dianggap sebagai perpanjangan dari peran merawat 

dalam keluarga sehingga nilainya dipandang lebih rendah. 

Padahal pekerjaan tersebut dapat membutuhkan keterampilan, 

pengetahuan, tanggung jawab, dan mempunyai nilai sosial 

yang tinggi. Cara pandang semacam ini dapat berpengaruh 

terhadap penghargaan yang diberikan kepada pekerja. 

Karena itu, kesetaraan gender bukanlah upaya 

menggantikan dominasi laki-laki dengan dominasi 

perempuan. Kesetaraan bertujuan memastikan setiap orang 

mempunyai hak, kesempatan, perlindungan, dan suara yang 

setara, termasuk di tempat kerja dan di dalam organisasi 

serikat pekerja. 

Kesetaraan juga bukan hanya kepentingan perempuan. 

Laki-laki dapat memperoleh manfaat dari hubungan yang 

lebih setara, misalnya melalui pembagian tanggung jawab 

keluarga yang lebih adil, kesempatan menjalankan peran 

pengasuhan, serta terciptanya budaya kerja yang lebih 
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manusiawi. Dengan demikian, kesetaraan memberikan ruang 

bagi setiap orang untuk berkembang tanpa dibatasi oleh 

anggapan mengenai peran yang seharusnya dijalankan hanya 

karena ia laki-laki atau perempuan. 

 

I. Ketidaksetaraan Gender  
Ketidaksetaraan gender dapat terjadi dalam hubungan 

kerja maupun di dalam organisasi serikat pekerja. Bentuknya 

tidak selalu terlihat secara langsung, tetapi dapat dikenali dari 

perbedaan kesempatan, perlakuan, perlindungan, maupun 

keterlibatan dalam pengambilan keputusan. 

Di tempat kerja, ketidaksetaraan dapat muncul dalam 

bentuk perbedaan upah, pemisahan jenis pekerjaan 

berdasarkan gender, hambatan dalam promosi, pemeriksaan 

kehamilan dalam proses rekrutmen, tidak tersedianya 

perlindungan maternitas, pelecehan dan kekerasan, penilaian 

berdasarkan status perkawinan, pemutusan hubungan kerja 

karena kehamilan, maupun kurangnya fasilitas pendukung 

bagi pekerja. 

Prinsip kesetaraan dalam dunia kerja telah menjadi 

bagian dari standar ketenagakerjaan internasional. Konvensi 

ILO Nomor 100 menegaskan prinsip kesetaraan upah antara 

laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang sama nilainya. 

Indonesia meratifikasi konvensi tersebut melalui Undang-

Undang Nomor 80 Tahun 1957. Sementara itu, Konvensi ILO 

Nomor 111 mengatur penghapusan diskriminasi dalam 

pekerjaan dan jabatan, yang telah diratifikasi Indonesia 

melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999. 

Ketidaksetaraan juga dapat ditemukan di dalam serikat 

pekerja. Sebuah serikat mungkin mempunyai banyak anggota 

perempuan, tetapi hanya sedikit perempuan yang menjadi 
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ketua, sekretaris, juru runding, atau terlibat dalam 

pengambilan keputusan. Perempuan juga sering ditempatkan 

hanya dalam bidang perempuan atau sosial, sementara 

keterlibatan mereka dalam bidang organisasi, advokasi, 

keuangan, politik, dan perundingan masih terbatas. 

Keberadaan bidang perempuan tetap penting untuk 

memastikan persoalan khusus pekerja perempuan 

mendapatkan perhatian. Namun, tanggung jawab untuk 

mewujudkan kesetaraan gender tidak boleh dibebankan hanya 

kepada perempuan atau bidang perempuan. Kesetaraan harus 

menjadi tanggung jawab seluruh organisasi. 

Hambatan juga dapat muncul dari stereotip mengenai 

kepemimpinan. Perempuan terkadang dianggap terlalu 

emosional, kurang tegas, atau tidak mempunyai cukup waktu 

untuk memimpin. Sebaliknya, gaya kepemimpinan yang keras 

dan dominan sering dianggap lebih wajar apabila dilakukan 

laki-laki. Kepemimpinan partisipatif, seperti mendengarkan, 

membangun kerja tim, berbagi informasi, dan menjaga 

hubungan, justru sangat relevan bagi organisasi serikat. 

Untuk melihat keadaan secara lebih jelas, serikat 

membutuhkan data yang terpilah. Data tersebut dapat 

mencakup komposisi anggota, peserta pendidikan, pengurus, 

tim perunding, delegasi, penerima manfaat program, 

pembicara, hingga penggunaan anggaran. Data membantu 

organisasi melihat apakah kesempatan dan sumber daya telah 

dibagikan secara setara. Tanpa data, ketimpangan mudah 

disangkal atau dianggap hanya sebagai kesan. 

 

J. Hambatan Partisipasi Perempuan 

Rendahnya partisipasi perempuan dalam serikat tidak 

boleh langsung dianggap sebagai kurangnya minat atau 

kemauan untuk terlibat. Dalam banyak keadaan, hambatan 
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justru berasal dari struktur, kebiasaan, dan budaya yang 

berkembang di dalam organisasi. Jika hambatan tersebut tidak 

dikenali, serikat dapat terus mengulang pola yang membuat 

perempuan sulit berpartisipasi. 

Salah satu persoalan yang sering dihadapi adalah beban 

ganda. Banyak pekerja perempuan menjalankan pekerjaan 

berbayar sekaligus memikul tanggung jawab rumah tangga 

dan pengasuhan yang lebih besar. Akibatnya, rapat pada 

malam hari, kegiatan pada hari libur, atau pelatihan yang 

berlangsung selama beberapa hari menjadi lebih sulit diikuti 

apabila tidak mempertimbangkan tanggung jawab tersebut. 

Waktu dan tempat kegiatan karena itu mempunyai 

pengaruh besar terhadap partisipasi. Jadwal rapat terkadang 

ditentukan berdasarkan kebiasaan pengurus yang sebagian 

besar laki-laki, tanpa mempertimbangkan kebutuhan anggota 

lainnya. Pertemuan malam di tempat yang jauh atau tidak 

aman, misalnya, dapat membatasi kehadiran perempuan. 

Organisasi perlu mempertimbangkan pilihan waktu yang lebih 

memungkinkan, termasuk rapat pada jam kerja, izin berbayar, 

dukungan transportasi, keamanan, maupun fasilitas 

pengasuhan apabila diperlukan. 

Hambatan lain dapat muncul dari budaya yang disebut 

sebagai boys club. Istilah ini menggambarkan keadaan ketika 

hubungan, bahasa, dan proses pengambilan keputusan 

didominasi oleh laki-laki. Bahkan keputusan penting dapat 

terbentuk melalui percakapan informal yang tidak mudah 

diakses perempuan. Humor seksis, komentar mengenai tubuh, 

atau kebiasaan mengabaikan pendapat perempuan juga dapat 

membuat organisasi terasa tidak aman dan tidak setara. 

Kurangnya pengalaman dan kepercayaan diri juga tidak 

dapat dilepaskan dari kesempatan yang diberikan. Perempuan 

dapat dianggap kurang berpengalaman karena sejak awal 

jarang diberi kesempatan memimpin atau mengambil 
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tanggung jawab. Kemudian, kurangnya pengalaman tersebut 

kembali digunakan sebagai alasan untuk tidak memilih 

mereka. Lingkaran ini perlu diputus melalui pendidikan, 

pendampingan, pemberian tanggung jawab, dan kesempatan 

memperoleh pengalaman kepemimpinan. 

Serikat juga harus memberikan perhatian serius terhadap 

pelecehan dan kekerasan yang dapat terjadi di tempat kerja 

maupun dalam kegiatan organisasi. Diperlukan kebijakan 

pencegahan, mekanisme pengaduan yang aman, perlindungan 

terhadap pelapor, serta prosedur pemeriksaan yang jelas. 

Kasus tidak boleh ditutupi dengan alasan menjaga nama baik 

organisasi. Justru kepercayaan anggota akan rusak apabila 

serikat tidak mampu melindungi anggotanya sendiri. 

Selain itu, partisipasi mempunyai biaya. Transportasi, 

komunikasi, dan pengasuhan dapat menjadi beban bagi 

anggota dengan sumber daya terbatas. Jika biaya semacam ini 

tidak diperhitungkan dalam perencanaan kegiatan, 

kesempatan untuk terlibat tidak benar-benar setara. Karena 

itu, membuka ruang partisipasi juga berarti mengenali dan 

mengurangi hambatan nyata yang membuat sebagian anggota 

lebih sulit hadir dan terlibat. 

 

K. Keterwakilan Proporsional dan Kuota 
Keterwakilan proporsional berarti komposisi 

kepemimpinan dan forum organisasi mencerminkan 

komposisi keanggotaan secara lebih adil. Jika perempuan 

merupakan 40 persen dari anggota, misalnya, tetapi hanya 

mengisi 5 persen posisi kepemimpinan, berarti terdapat 

hambatan yang perlu dikenali dan diperbaiki. 

Keterwakilan penting karena pengalaman seseorang ikut 

memengaruhi cara melihat dan memahami suatu masalah. Tim 
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yang lebih beragam mempunyai kemungkinan lebih besar 

untuk mengenali kebutuhan seluruh anggota dan 

mempertimbangkan pengalaman yang berbeda sebelum 

mengambil keputusan. Kehadiran perempuan dalam 

kepemimpinan juga memberikan contoh kepada anggota 

lainnya bahwa ruang kepemimpinan terbuka bagi mereka. 

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk memperbaiki 

ketimpangan adalah kebijakan kuota. Kuota menetapkan 

jumlah atau persentase minimal keterwakilan kelompok 

tertentu dalam struktur atau kegiatan organisasi. Kebijakan ini 

dapat digunakan ketika hambatan yang ada tidak cukup 

diselesaikan hanya dengan memberikan kesempatan yang 

secara formal terlihat sama. 

Kuota bukan berarti perempuan dianggap tidak mampu 

bersaing tanpa bantuan. Sebaliknya, kebijakan tersebut 

berangkat dari kenyataan bahwa persaingan sering 

berlangsung dalam kondisi yang belum sepenuhnya setara. 

Ada kelompok yang sejak awal mempunyai akses lebih besar 

terhadap pengalaman, jaringan, pendidikan, informasi, 

maupun kesempatan untuk memimpin. 

Penerapannya dapat mengambil berbagai bentuk. Serikat 

dapat menetapkan persentase minimal perempuan dalam 

struktur kepengurusan, menyediakan kursi tertentu, mengatur 

keterwakilan dalam tim perunding, menetapkan kuota peserta 

pendidikan, menjaga keseimbangan dalam delegasi, atau 

menetapkan target kepemimpinan. Organisasi juga dapat 

memastikan pimpinan komite atau bidang perempuan menjadi 

bagian dari badan pengambil keputusan. 

Namun, keterwakilan tidak boleh berhenti pada angka. 

Menempatkan perempuan dalam jabatan tanpa pendidikan, 

sumber daya, akses informasi, dan kewenangan yang nyata 

hanya akan menghasilkan keterwakilan simbolis. Karena itu, 

kebijakan kuota perlu berjalan bersama pendidikan 
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kepemimpinan, pendampingan, pembagian tugas, dukungan 

anggaran, kesempatan tampil dan memimpin, serta budaya 

organisasi yang mendukung. 

Evaluasi keterwakilan juga tidak cukup dilakukan 

dengan menghitung jumlah perempuan yang berada dalam 

struktur. Organisasi perlu melihat posisi dan pengaruh mereka 

dalam pengambilan keputusan. Apakah perempuan terlibat 

dalam pembahasan strategis, memegang bidang-bidang 

utama, dan mempunyai kesempatan yang sama untuk 

menyampaikan gagasan? Yang lebih penting, apakah 

pendapat mereka benar-benar ikut memengaruhi keputusan 

organisasi? Keterwakilan yang bermakna tidak hanya 

menghadirkan perempuan di dalam ruangan, tapi memastikan 

mereka mempunyai suara dan kekuasaan yang nyata. 

 

L. Komite Perempuan dan Penganggaran 
Responsif Gender 

Komite perempuan merupakan wadah untuk 

mengorganisasi pekerja perempuan, menyusun agenda, 

mengembangkan kepemimpinan, serta memastikan suara dan 

kepentingan perempuan masuk ke dalam proses pengambilan 

keputusan organisasi. 

alam menjalankan perannya, komite perempuan dapat 

mengidentifikasi berbagai persoalan yang dihadapi pekerja 

perempuan, menerima pengaduan, menyelenggarakan 

pendidikan, mengembangkan kader, menyusun usulan untuk 

dimasukkan ke dalam PKB, serta mengawasi kebijakan 

organisasi. Komite juga dapat membangun jaringan dengan 

pihak lain dan mewakili kepentingan perempuan di dalam 

struktur serikat. 
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Keberadaan komite perempuan tidak berarti membentuk 

organisasi tersendiri yang terpisah dari serikat. Komite 

merupakan bagian dari struktur organisasi dan keberadaannya 

ditujukan untuk memperkuat serikat secara keseluruhan. 

Persoalan yang dihadapi pekerja perempuan merupakan 

bagian dari persoalan organisasi, bukan urusan kelompok 

tertentu saja. 

Karena itu, keberadaan komite perempuan juga tidak 

berarti seluruh tanggung jawab mengenai kesetaraan gender 

dapat diserahkan kepadanya. Ketua, sekretaris, bidang 

organisasi, advokasi, pendidikan, perundingan, keuangan, 

serta bagian lainnya tetap mempunyai tanggung jawab untuk 

mengintegrasikan prinsip kesetaraan dalam pekerjaan masing-

masing. Komite perempuan dapat mendorong dan mengawal 

proses tersebut, tetapi pelaksanaannya merupakan tanggung 

jawab seluruh organisasi. 

Komitmen terhadap kesetaraan juga harus terlihat dalam 

anggaran. Anggaran pada dasarnya menunjukkan apa yang 

benar-benar dianggap penting oleh organisasi. Serikat yang 

menyatakan mendukung peningkatan peran perempuan tetapi 

tidak menyediakan dana untuk pendidikan, pengorganisasian, 

fasilitas pengasuhan, atau penanganan kekerasan belum 

sepenuhnya menerjemahkan komitmen ke dalam tindakan. 

Penganggaran responsif gender bukan berarti membuat 

anggaran yang hanya diberikan kepada perempuan. 

Pendekatan ini melihat dan menganalisis bagaimana 

penerimaan serta pengeluaran organisasi berkaitan dengan 

kebutuhan dan kesetaraan gender. Dengan demikian, 

komitmen terhadap kesetaraan tidak hanya terlihat dalam 

struktur dan pernyataan organisasi, tetapi juga tercermin 

dalam penggunaan sumber dayanya. 
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M. Memasukkan Kepentingan Perempuan 
dalam PKB 

Perjanjian Kerja Bersama atau PKB merupakan salah 

satu alat penting untuk mengubah kebutuhan pekerja 

perempuan menjadi hak yang mengikat di tempat kerja. 

Karena itu, isu kesetaraan gender seharusnya menjadi bagian 

dari proses penyusunan tuntutan, perundingan, hingga 

pengawasan pelaksanaan PKB. 

Tuntutan yang dibawa ke meja perundingan tidak boleh 

disusun hanya berdasarkan asumsi pengurus mengenai 

kebutuhan pekerja perempuan. Serikat perlu menyerap 

aspirasi secara langsung melalui survei, diskusi, maupun 

konsultasi khusus. Cara ini penting karena tidak semua 

persoalan mudah disampaikan dalam forum umum. Masalah 

seperti pelecehan, kekerasan, atau kesehatan reproduksi, 

misalnya, membutuhkan ruang yang aman agar pekerja dapat 

menyampaikan pengalaman dan kebutuhannya tanpa takut. 

Hasil dari proses tersebut kemudian dapat diterjemahkan 

menjadi usulan klausul dalam PKB. Pengaturannya dapat 

mencakup larangan diskriminasi, kesetaraan upah untuk 

pekerjaan yang sama nilainya, perlindungan selama 

kehamilan, cuti melahirkan dan keguguran, kesempatan 

menyusui dan fasilitas laktasi, serta cuti haid sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. PKB juga dapat memperkuat 

perlindungan dari PHK karena kehamilan, pencegahan 

kekerasan dan pelecehan, mekanisme pengaduan, fasilitas 

sanitasi, serta penyediaan alat pelindung diri yang sesuai. 

Kesetaraan juga perlu diperluas pada kesempatan 

promosi, pelatihan dan pengembangan, pengaturan kerja yang 
ramah keluarga, serta pembentukan komite kesetaraan apabila 

dibutuhkan. Dengan demikian, PKB tidak hanya memberikan 
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perlindungan ketika terjadi masalah, tetapi juga membuka 

kesempatan yang lebih setara bagi pekerja untuk berkembang. 

Pekerja perempuan perlu dilibatkan secara langsung 

dalam tim perunding, bukan hanya dimintai pendapat sebelum 

perundingan dimulai. Kehadiran mereka membantu 

memastikan persoalan yang telah dirumuskan bersama tetap 

mendapat perhatian ketika terjadi proses tawar-menawar dan 

kompromi. Namun, anggota perempuan dalam tim tidak boleh 

dibebani tanggung jawab sendirian untuk mempertahankan 

seluruh isu gender. Semua anggota tim perunding harus 

memahami dan memperjuangkan tuntutan tersebut sebagai 

agenda organisasi. 

Setelah PKB disepakati, pekerjaan serikat belum selesai. 

Klausul yang baik tidak akan berarti apabila tidak dijalankan. 

Serikat perlu mengawasi pelaksanaannya melalui data, 

mekanisme pengaduan, komite bersama, serta evaluasi secara 

berkala. Dengan pengawasan tersebut, hak yang telah tertulis 

dalam PKB dapat benar-benar dirasakan oleh pekerja. 

 

N. Pekerja Muda sebagai Masa Depan Gerakan 
Pekerja muda bukan sekadar calon anggota serikat di 

masa depan. Mereka adalah bagian dari dunia kerja hari ini, 

menghadapi persoalan hari ini, dan karena itu harus dilibatkan 

dari sekarang. Terlebih, dunia kerja saat ini mengalami banyak 

perubahan dibanding generasi sebelumnya. 

Kontrak kerja yang semakin pendek, outsourcing, 

pekerjaan berbasis platform, perkembangan teknologi digital, 

penggunaan algoritma dan kecerdasan buatan, serta 
ketidakpastian karier ikut membentuk pengalaman pekerja 

muda. Perubahan tersebut juga memengaruhi cara mereka 

memandang pekerjaan, hubungan dengan perusahaan, dan 
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organisasi serikat. Jika serikat tidak memahami perubahan ini, 

pekerja muda dapat merasa bahwa organisasi tidak lagi 

berbicara tentang persoalan yang mereka hadapi. 

Karena itu, langkah pertama adalah mendengarkan 

aspirasi mereka. Pekerja muda dapat mempunyai perhatian 

yang kuat terhadap kepastian kerja, upah dan biaya hidup, 

kesempatan meningkatkan keterampilan, jenjang karier, 

kesehatan mental, keseimbangan antara pekerjaan dan 

kehidupan pribadi, fleksibilitas, lingkungan kerja yang 

inklusif, perkembangan teknologi, serta kesempatan untuk 

menyampaikan pendapat. Serikat perlu membuka ruang untuk 

membicarakan persoalan tersebut tanpa terlebih dahulu 

memberi cap bahwa pekerja muda tidak loyal, kurang militan, 

atau tidak peduli terhadap organisasi. 

Keengganan sebagian pekerja muda untuk bergabung 

dengan serikat juga perlu dilihat secara lebih jernih. Ada yang 

belum memahami fungsi serikat, takut kontraknya tidak 

diperpanjang, atau merasa organisasi terlalu hierarkis. Ada 

pula yang tidak melihat pemimpin yang seusia dengan 

mereka, menganggap cara komunikasi organisasi kurang 

menarik, merasa kegiatan serikat tidak relevan, terganggu oleh 

konflik internal, atau mempunyai pengalaman bahwa 

pendapat mereka tidak cukup dihargai. Persoalan seperti ini 

tidak akan selesai hanya dengan menyalahkan generasi muda 

karena dianggap tidak mau berorganisasi. 

Sebaliknya, serikat perlu melihat kekuatan yang mereka 

bawa. Pekerja muda mempunyai kemampuan digital, 

kreativitas, energi, jaringan, dan cara komunikasi yang baru. 

Mereka juga sering lebih berani mempertanyakan kebiasaan 

yang dianggap tidak lagi sesuai serta mempunyai pengalaman 

langsung dengan bentuk-bentuk pekerjaan baru. 

Kekuatan tersebut perlu dipertemukan dengan 

pengalaman, sejarah perjuangan, pengetahuan, dan disiplin 
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organisasi yang telah dibangun generasi sebelumnya. Dengan 

cara itulah regenerasi tidak sekadar mengganti orang, tetapi 

mempertemukan pengalaman lama dengan kemampuan baru 

untuk memperkuat serikat. 

 

O. Mengatasi Kesenjangan Antargenerasi 
Kesenjangan antargenerasi dapat muncul ketika 

pemimpin senior merasa pekerja muda belum cukup matang, 

sementara pekerja muda menganggap generasi senior tidak 

memahami perubahan yang sedang terjadi. Perbedaan 

semacam ini sebenarnya wajar dalam organisasi. Persoalan 

muncul ketika perbedaan tersebut tidak dikelola dan berubah 

menjadi sikap saling merendahkan. 

Pemimpin senior mempunyai pengalaman yang tidak 

dapat digantikan begitu saja. Mereka menyimpan pengetahuan 

mengenai sejarah organisasi, perundingan, advokasi, jaringan, 

penyelesaian kasus, hingga strategi menghadapi berbagai 

situasi. Pengalaman tersebut merupakan aset penting yang 

perlu diwariskan kepada generasi berikutnya. Namun, 

pengalaman tidak boleh menjadi alasan untuk memonopoli 

keputusan atau menutup pintu terhadap gagasan baru. Lama 

berada di organisasi tidak selalu berarti mempunyai jawaban 

untuk setiap perubahan. 

Pada saat yang sama, pekerja muda membawa 

pengetahuan dan pengalaman yang berbeda. Mereka tumbuh 

bersama perkembangan teknologi, mengenal budaya 

komunikasi baru, dan berhadapan langsung dengan perubahan 

bentuk hubungan kerja. Pengetahuan tersebut dapat 

membantu serikat menjangkau pekerja yang selama ini sulit 

diorganisasi. Karena itu, gagasan baru sebaiknya dinilai 

berdasarkan manfaat dan kemampuannya memperkuat 
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organisasi, bukan ditolak hanya karena datang dari orang yang 

lebih muda. 

Hubungan antargenerasi perlu dibangun melalui ruang 

perjumpaan yang nyata. Serikat dapat mengembangkan forum 

dialog, program mentor, kerja tim lintas usia, dokumentasi 

sejarah organisasi, pertukaran keterampilan, pendidikan 

bersama, dan rotasi tanggung jawab. Mentoring pun sebaiknya 

tidak berjalan satu arah. Pemimpin senior dapat berbagi 

pengalaman mengenai organisasi dan perjuangan, sementara 

pekerja muda dapat membagikan pengetahuan mengenai 

teknologi, komunikasi, serta perkembangan dunia kerja. 

Cara berbicara juga menentukan apakah hubungan 

antargenerasi akan semakin dekat atau justru menjauh. 

Sebutan seperti “anak kemarin sore” atau “generasi tidak 

tahan banting”, akan menutup ruang komunikasi. Sebaliknya, 

menganggap semua pemimpin senior sebagai orang yang 

“ketinggalan zaman” juga tidak menyelesaikan persoalan. 

Perbedaan generasi tidak perlu dihapus. Yang 

dibutuhkan adalah kemampuan mengelolanya sehingga 

pengalaman dan pembaruan dapat saling memperkuat. Kritik 

tetap diperlukan, tetapi harus diarahkan pada tindakan, 

keputusan, dan sistem organisasi, bukan pada usia atau 

identitas generasi seseorang. 

 

P. Pendidikan dan Ruang Kepemimpinan 
Pekerja Muda 

Regenerasi membutuhkan pendidikan sekaligus 

kesempatan nyata untuk terlibat. Mengikuti pelatihan saja 
tidak cukup apabila setelah itu pekerja muda tidak pernah 

diberi tugas, tanggung jawab, atau ruang untuk mengambil 
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peran dalam organisasi. Pengetahuan akan berkembang 

menjadi kemampuan ketika dipraktikkan. 

Pendidikan bagi pekerja muda perlu dimulai dengan 

pemahaman mengenai sejarah gerakan, nilai solidaritas, 

kedudukan kelas pekerja, serta berbagai hasil perjuangan 

generasi sebelumnya. Tujuannya bukan agar mereka 

mengulang semua cara yang pernah dilakukan oleh generasi 

terdahulu. Sejarah justru menjadi bekal untuk memahami 

prinsip perjuangan, mengambil pelajaran dari keberhasilan 

maupun kegagalan, kemudian mengembangkan strategi yang 

sesuai dengan keadaan baru. 

Selain pemahaman tersebut, pekerja muda membutuhkan 

keterampilan praktis. Pendidikan dapat mencakup 

pengorganisasian, hukum ketenagakerjaan, kepemimpinan, 

komunikasi, perundingan, analisis kebijakan, administrasi, 

keuangan, teknologi digital, hingga keamanan organisasi. 

Materinya perlu disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan 

tantangan yang benar-benar mereka hadapi. 

Dj sini, pentingnya belajar melalui pengalaman. Karena 

itu, pekerja muda perlu diberi kesempatan memimpin 

pertemuan, mengorganisasi bagian atau tempat kerja, 

membuat kampanye, mengumpulkan data, menjadi anggota 

tim perunding, memfasilitasi diskusi, menyusun laporan, atau 

mewakili organisasi. Tanggung jawab tersebut dapat 

diberikan secara bertahap, disertai pendampingan dan evaluasi 

agar setiap pengalaman menjadi bagian dari proses belajar. 

Kesempatan juga perlu tersedia di dalam struktur 

organisasi. Serikat dapat membentuk komite pekerja muda, 

menetapkan keterwakilan dalam kepengurusan dan 

musyawarah, membuka kursi dalam tim perunding, 

menjalankan program kepemimpinan, menyediakan anggaran 

kegiatan, serta membangun jalur kaderisasi yang jelas. 

Namun, komite pekerja muda jangan sampai hanya menjadi 
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ruang tunggu bagi kader sebelum dianggap cukup senior. 

Mereka perlu terhubung dengan proses pengambilan 

keputusan dan mempunyai tanggung jawab yang nyata. 

Kemampuan pekerja muda dalam menggunakan 

teknologi juga dapat menjadi kekuatan organisasi. Media 

sosial, basis data, pembelajaran daring, pemetaan digital, dan 

kampanye dapat digunakan untuk memperluas 

pengorganisasian dan memperkuat komunikasi. 

Meski demikian, teknologi tetap merupakan alat. Ia harus 

digunakan untuk memperkuat hubungan antarmanusia, bukan 

menggantikan percakapan, pertemuan, dan pengorganisasian 

di dunia nyata. Banyaknya pengikut di media sosial belum 

tentu menunjukkan kekuatan organisasi. Jumlah pengikut 

tidak sama dengan jumlah anggota yang memahami persoalan, 

terorganisasi, dan siap bertindak bersama. 

 

Q. Kaderisasi, Regenerasi, dan Keberlanjutan 
Organisasi 

Kaderisasi adalah proses membangun pengetahuan, nilai, 

keterampilan, pengalaman, dan komitmen anggota agar 

mereka mampu menjalankan tanggung jawab yang lebih 

besar. Sementara itu, regenerasi merupakan proses peralihan 

peran dan kepemimpinan dari satu generasi kepada generasi 

berikutnya. Kaderisasi menyiapkan orangnya, sedangkan 

regenerasi membuka jalan agar mereka benar-benar dapat 

mengambil peran. 

Karena itu, kaderisasi tidak seharusnya baru dibicarakan 

menjelang pemilihan pengurus. Organisasi yang mulai 
mencari calon pemimpin ketika masa jabatan hampir berakhir 

sebenarnya sudah terlambat. Kaderisasi harus menjadi 

pekerjaan sehari-hari melalui perekrutan, pendidikan, 
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pemberian tugas, pendampingan, rotasi, evaluasi, dan 

kesempatan untuk memimpin. 

Prosesnya dapat dimulai dengan mengenali calon kader 

serta memahami minat dan kemampuannya. Setelah 

mendapatkan pendidikan dasar, mereka dapat diberi tugas 

sederhana dengan pendampingan. Seiring bertambahnya 

pengalaman, tanggung jawab ditingkatkan, termasuk dengan 

melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan 

memberikan kesempatan memimpin. Perkembangan setiap 

kader kemudian perlu dievaluasi agar mengetahui kemampuan 

yang sudah tumbuh dan mana yang perlu diperkuat. 

Tidak semua kader harus dipersiapkan menjadi ketua. 

Serikat membutuhkan banyak kemampuan untuk menjalankan 

organisasi. Ada anggota yang berkembang jadi pengorganisir, 

pendidik, juru runding, administrator, komunikator, advokat, 

maupun pemimpin bidang. Kaderisasi yang baik justru 

mampu menemukan kemampuan yang berbeda-beda dan 

menempatkannya sesuai kebutuhan organisasi. 

Proses tersebut tidak boleh bergantung pada siapa yang 

disukai atau dekat dengan pemimpin. Serikat perlu 

mempunyai kriteria, jalur kaderisasi, dan program yang 

terbuka sehingga setiap anggota mempunyai kesempatan 

untuk berkembang. Jika kader hanya dipilih berdasarkan 

kedekatan, organisasi akan mengulang elitisme dan 

mempersempit keberagaman kepemimpinan. 

Regenerasi juga membutuhkan transfer pengetahuan. 

Pemimpin lama perlu mewariskan dokumen, sejarah 

keputusan, pengalaman perundingan, jaringan, strategi, 

pelajaran dari kegagalan, sistem administrasi, serta informasi 

mengenai program yang sedang berjalan. Pengetahuan yang 

hanya tersimpan dalam ingatan seseorang dapat hilang ketika 

orang tersebut meninggalkan organisasi. 
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Hal yang sama berlaku dalam serah terima 

kepemimpinan. Serah terima bukan sekadar menyerahkan 

stempel dan kunci kantor. Data anggota, keuangan, aset, akun 

organisasi, dokumen hukum, perkara yang sedang berjalan, 

perjanjian, program, kewajiban, hubungan eksternal, dan 

catatan mengenai berbagai risiko juga harus diserahkan 

dengan baik. 

Setelah pergantian kepemimpinan, pemimpin lama 

masih dapat berperan sebagai mentor dan penjaga ingatan 

organisasi. Namun, peran tersebut tidak boleh berubah 

menjadi upaya mengendalikan keputusan dari belakang. 

Pemimpin baru membutuhkan ruang untuk mengambil 

keputusan, belajar dari pengalaman, dan mengembangkan 

gaya kepemimpinannya sendiri selama tetap berada dalam 

nilai dan aturan organisasi. 

Keberhasilan kaderisasi dan regenerasi pada akhirnya 

terlihat dari keberlanjutan serikat. Keberlanjutan bukan 

sekadar memastikan nama dan struktur organisasi tetap ada. 

Serikat harus tetap mampu merekrut anggota, mengumpulkan 

iuran, melahirkan kader, menjalankan pendidikan, membela 

anggota, berunding, menyesuaikan diri dengan perubahan, 

menjaga nilai, dan menghasilkan perubahan. Organisasi yang 

masih mempunyai nama dan struktur, tetapi kehilangan 

anggota serta kegiatan, belum dapat disebut sebagai organisasi 

yang benar-benar berkelanjutan.. 
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BAB 10 
PENDIDIKAN SERIKAT DAN 

HAK-HAK FUNDAMENTAL 
PEKERJA 

 

 

erikat pekerja tidak dapat menjadi kuat hanya dengan 

mengandalkan keberanian dan jumlah anggota. 

Kekuatan membutuhkan pengetahuan, keterampilan, 

kesadaran, organisasi, dan kemampuan bertindak bersama. 

Semua itu dibangun melalui pendidikan. 

Pendidikan serikat bukan kegiatan pelengkap yang 

dilaksanakan ketika tersedia anggaran. Pendidikan adalah 

kebutuhan utama organisasi. Serikat yang berhenti mendidik 

anggota akan kehilangan kesadaran, kader, demokrasi, dan 

keberlanjutan. Anggota mungkin tetap tercatat, tetapi tidak 

memahami tujuan organisasi, haknya sebagai pekerja, maupun 

kekuatan yang dapat dibangun secara kolektif. 

Materi Mengapa Pendidikan Serikat Pekerja Adalah 

Penting menegaskan bahwa pendidikan serikat berbeda dari 

kegiatan kembali ke sekolah. Pendidikan serikat berangkat 

dari pengalaman nyata pekerja. Ia membantu anggota 

memahami masalah, menemukan akar penyebab, 

meningkatkan kemampuan, dan menentukan tindakan. 

Pendidikan juga tidak boleh berhenti pada penguasaan 

pasal-pasal hukum. Pekerja perlu memahami mengapa suatu 

hak lahir, bagaimana hak tersebut diperjuangkan, kepentingan 

siapa yang dapat mengancamnya, dan apa yang harus 

dilakukan ketika hak tidak dilaksanakan. 

S 
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Karena itu, pendidikan serikat dan hak-hak fundamental 

pekerja ditempatkan dalam satu bab. Pengetahuan tentang hak 

harus mengarah pada kemampuan menegakkan hak. 

Sebaliknya, perjuangan menegakkan hak harus menjadi 

proses pendidikan yang memperbesar kesadaran dan 

partisipasi anggota. 

 

A. Mengapa Pendidikan Serikat Sangat 
Penting? 

Serikat adalah organisasi yang dibangun dari, oleh, dan 

untuk pekerja. Karena itu, kekuatannya sangat bergantung 

pada tingkat pengetahuan, kesadaran, partisipasi, dan 

kemampuan anggotanya. Semakin banyak anggota yang 

memahami organisasi dan mampu mengambil peran, semakin 

kuat pula serikat dalam menjalankan perjuangannya. 

Jika pengetahuan mengenai hukum, perundingan, dan 

organisasi hanya dikuasai oleh beberapa pengurus, serikat 

akan bergantung pada orang-orang tersebut. Ketika mereka 

tidak lagi aktif, pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki 

dapat ikut hilang. Pendidikan diperlukan agar kemampuan 

tidak berhenti pada segelintir orang, tetapi menyebar ke 

seluruh bagian organisasi. 

Pendidikan juga penting karena pekerja perlu memahami 

haknya. Banyak pelanggaran berlangsung tanpa perlawanan 

karena pekerja tidak menyadari bahwa tindakan yang 

dialaminya merupakan pelanggaran. Upah yang terlambat 

dianggap biasa, lembur tanpa pembayaran diterima sebagai 

bentuk loyalitas, kecelakaan dianggap semata-mata kesalahan 

pekerja, sementara diskriminasi dipandang sebagai bagian 

dari budaya perusahaan. Pendidikan membantu pekerja 

mengenali hak, membedakan antara hak dan pemberian 
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perusahaan, serta memahami saluran yang dapat digunakan 

untuk menegakkannya. 

Namun, memiliki aturan yang baik tidak otomatis 

membuat pekerja terlindungi. Hak yang tidak diketahui akan 

sulit diperjuangkan. Jika pekerja tidak memahami aturan yang 

berlaku, pelanggaran dapat terus terjadi tanpa mendapatkan 

perlawanan. Pengetahuan hukum pun tidak cukup jika berdiri 

sendiri. Seorang pekerja mungkin mengetahui pasal yang 

dilanggar, tetapi tetap takut melapor. Karena itu, pendidikan 

perlu dihubungkan dengan kekuatan organisasi dan solidaritas 

antarpekerja secara luas. 

Pendidikan juga membangun kesadaran bersama. Pada 

awalnya, seorang pekerja mungkin melihat persoalan sebatas 

pengalaman pribadi: upahnya, kontraknya, target kerjanya, 

atau masalah yang sedang dihadapinya. Melalui pendidikan 

dan percakapan dengan pekerja lain, ia mulai melihat bahwa 

persoalan serupa juga dialami banyak orang. Pertanyaan 

“Mengapa ini terjadi kepada saya?” kemudian berkembang 

menjadi “Mengapa hal ini terjadi kepada kita?” Perubahan 

dari “saya” menjadi “kita” merupakan awal tumbuhnya 

kesadaran kolektif. 

Dari proses yang sama, kepemimpinan dapat 

berkembang. Pemimpin tidak lahir hanya melalui pemilihan, 

tetapi dibentuk melalui pengetahuan, pengalaman, tugas, 

pendampingan, dan evaluasi. Pendidikan memberi 

kesempatan kepada anggota untuk belajar berbicara, 

memimpin rapat, mengorganisasi pekerja, menganalisis data, 

mendampingi kasus, hingga terlibat dalam perundingan. 

Anggota yang terdidik juga menjadi kekuatan untuk 

menjaga organisasi. Jika anggota tidak memahami bagaimana 

serikat seharusnya bekerja, mereka akan kesulitan mengawasi 

pengurus. Keputusan dapat dikuasai oleh segelintir orang, 

sementara hubungan dengan pengusaha atau pihak luar tidak 
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mendapatkan pengawasan yang memadai. Pendidikan 

membuat anggota lebih mampu menilai kebijakan, membaca 

laporan, meminta pertanggungjawaban, dan menjaga 

independensi serikat. 

Kebutuhan pendidikan semakin penting karena dunia 

kerja terus berubah. Teknologi, otomatisasi, kecerdasan 

buatan, pekerjaan platform, outsourcing, dan perubahan iklim 

menghadirkan persoalan baru bagi pekerja. Serikat tidak dapat 

menghadapi perubahan tersebut hanya dengan mengandalkan 

pengetahuan lama. Pendidikan harus terus diperbarui 

mengikuti perkembangan dunia kerja dan, yang paling 

penting, kebutuhan nyata para anggotanya. 

 

B. Pendidikan sebagai Investasi Organisasi 
Pendidikan masih sering dianggap sebagai biaya. Ketika 

merencanakan kegiatan, organisasi menghitung kebutuhan 

tempat, transportasi, konsumsi, bahan belajar, dan 

narasumber. Ketika anggaran terbatas, pendidikan kemudian 

menjadi salah satu kegiatan pertama yang dikurangi. Cara 

pandang seperti ini perlu diubah. Bagi serikat pekerja, 

pendidikan bukan sekadar pengeluaran, melainkan investasi 

untuk membangun kekuatan organisasi. 

Hasil pendidikan memang tidak selalu terlihat dalam 

waktu singkat. Seseorang yang mengikuti pendidikan hari ini 

belum tentu langsung berani berbicara dalam rapat pada hari 

berikutnya. Mungkin baru beberapa bulan kemudian ia mulai 

menyampaikan pendapat atau mengambil tanggung jawab. 

Begitu pula seorang kader yang mengikuti pendidikan dasar 

dapat membutuhkan pengalaman cukup panjang sebelum 

mampu menjadi pengorganisir, juru runding, atau pemimpin. 

Hasil pendidikan tumbuh melalui proses, ketika pengetahuan 

bertemu pengalaman dan kesempatan mempraktikkannya. 
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Berbeda dengan perusahaan yang dapat mengandalkan 

mesin dan modal dalam jumlah besar, kekuatan utama serikat 

terletak pada manusianya. Aset terpenting organisasi adalah 

anggota yang mempunyai kesadaran, keterampilan, 

keberanian, dan kemauan untuk bertindak bersama. Karena 

itu, dana yang digunakan untuk pendidikan pada dasarnya 

merupakan investasi untuk memperbesar kemampuan anggota 

dan organisasi. 

Pendidikan juga mengurangi ketergantungan serikat 

kepada pihak luar. Melalui proses pendidikan yang teratur, 

organisasi dapat melahirkan fasilitator, pengorganisir, 

advokat, juru runding, bendahara, dan komunikator dari 

kalangan anggotanya sendiri. Tenaga ahli dari luar tetap dapat 

digunakan ketika diperlukan, tetapi serikat tidak seharusnya 

selamanya bergantung kepada mereka untuk menjalankan 

fungsi-fungsi utama organisasi. 

Investasi pendidikan juga penting untuk menjaga 

kesinambungan. Pengurus akan berganti dan anggota baru 

terus masuk. Tanpa proses pendidikan, pengetahuan, nilai, 

sejarah, dan pengalaman perjuangan dapat berhenti pada 

orang-orang tertentu. Organisasi yang tidak berinvestasi 

dalam pendidikan berisiko kehilangan sebagian ingatannya 

setiap kali terjadi pergantian kepemimpinan. 

Jika pendidikan benar-benar dipandang sebagai 

investasi, maka organisasi perlu menyediakan anggaran secara 

teratur. Anggaran tersebut tidak hanya untuk 

menyelenggarakan pelatihan, tetapi juga untuk menyusun 

kurikulum, melatih fasilitator, menyediakan bahan belajar, 

melakukan evaluasi, mendokumentasikan pengetahuan, dan 

menjalankan tindak lanjut setelah pendidikan selesai. 

Anggaran pendidikan juga harus memperhatikan siapa 

yang selama ini sulit mendapatkan akses. Pekerja perempuan, 

pekerja muda, pekerja shift, penyandang disabilitas, maupun 
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anggota yang berada di lokasi jauh perlu mempunyai 

kesempatan yang sama untuk mengikuti pendidikan. Dengan 

cara itu, investasi pendidikan tidak hanya memperbanyak 

orang yang terlatih, tetapi juga memperluas kemampuan 

organisasi secara lebih merata. 

 

C. Pendidikan untuk Membangun Kesadaran 
Kritis 

Kesadaran kritis adalah kemampuan untuk memahami 

pengalaman, mengenali hubungan kekuasaan, memeriksa 

berbagai penjelasan yang selama ini dianggap wajar, serta 

menentukan tindakan untuk mengubah keadaan. Karena itu, 

pendidikan kritis tidak berhenti pada pertanyaan tentang apa 

yang terjadi. Pendidikan juga mengajak pekerja bertanya 

mengapa hal tersebut terjadi, siapa yang memperoleh manfaat, 

siapa yang menanggung akibat, dan apa yang dapat dilakukan 

untuk mengubahnya. 

Proses ini membantu pekerja bergerak dari melihat gejala 

menuju memahami akar masalah. Ketika seorang pekerja 

mengalami PHK, misalnya, persoalan itu mungkin terlihat 

sebagai kasus pribadi. Namun, jika banyak pekerja kontrak 

mengalami pergantian sebelum memperoleh kepastian kerja, 

pendidikan membantu melihat adanya pola yang lebih luas. 

Persoalannya tidak lagi semata-mata mengenai kemampuan 

atau nasib seorang pekerja, tetapi dapat berkaitan dengan 

kebijakan perusahaan dan sistem hubungan kerja. 

Hal yang sama berlaku ketika pekerja perempuan jarang 

mendapatkan promosi. Pendidikan kritis mendorong anggota 

untuk tidak langsung menyimpulkan bahwa perempuan 

kurang mampu atau kurang berminat menjadi pemimpin. 

Sistem penilaian, budaya organisasi, beban ganda, 
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kesempatan yang tersedia, dan stereotip gender perlu diperiksa 

untuk memahami penyebab sebenarnya. 

Pendidikan kritis juga mengajak anggota memeriksa 

berbagai anggapan yang sering diterima sebagai sesuatu yang 

normal. Misalnya, pekerja harus selalu bersyukur karena telah 

diberi pekerjaan, menuntut hak berarti tidak loyal, atau 

perusahaan adalah keluarga sehingga serikat tidak diperlukan. 

Anggapan bahwa kecelakaan selalu terjadi karena 

kecerobohan pekerja, upah rendah semata-mata disebabkan 

keterampilan yang rendah, pekerja kontrak dan outsourcing 

bukan urusan serikat, atau politik tidak berhubungan dengan 

kehidupan pekerja juga perlu diuji. 

Bersikap kritis bukan berarti harus menolak semua 

pernyataan tersebut. Yang diperlukan adalah keberanian untuk 

memeriksa apakah penjelasan itu sesuai dengan kenyataan, 

apa penyebab yang mungkin tersembunyi di belakangnya, dan 

bagaimana pengaruhnya terhadap kepentingan pekerja. 

Kesadaran semacam ini perlu berjalan bersama 

keberanian. Keberanian tanpa pengetahuan dapat mendorong 

tindakan yang ceroboh, sementara pengetahuan tanpa 

keberanian mudah berhenti sebagai pemahaman pasif. 

Pendidikan serikat menghubungkan keduanya. Anggota 

belajar memahami hak, membaca keadaan, menilai risiko, 

membangun dukungan, dan menentukan tindakan yang sesuai. 

Karena itu, pendidikan kritis tidak sama dengan 

indoktrinasi. Peserta tidak sekadar diminta menghafal 

pendapat pengurus atau fasilitator. Mereka harus mempunyai 

ruang untuk bertanya, berbeda pendapat, membawa 

pengalaman sendiri, dan menguji kesimpulan yang muncul 

dalam proses pendidikan. 

Serikat tidak membutuhkan anggota yang hanya patuh 

terhadap apa pun yang dikatakan pemimpinnya. Organisasi 
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membutuhkan anggota yang mampu berpikir, memahami 

alasan di balik sebuah keputusan, berani mengambil tanggung 

jawab, dan pada saat yang sama menjaga nilai-nilai organisasi. 

 

D. Pendidikan untuk Memperkuat Demokrasi 
dan Partisipasi 

Demokrasi organisasi membutuhkan anggota yang 

memiliki informasi dan kemampuan untuk memahami 

keputusan yang diambil. Tanpa pendidikan, kekuasaan di 

dalam serikat mudah terkonsentrasi pada orang-orang yang 

menguasai hukum, keuangan, bahasa organisasi, atau 

hubungan dengan pihak luar. Anggota akhirnya hanya 

mengikuti keputusan tanpa cukup memahami bagaimana dan 

mengapa keputusan tersebut dibuat. 

Karena itu, pendidikan perlu memberikan pemahaman 

mengenai cara organisasi bekerja. Anggota perlu mengenal 

AD/ART, struktur organisasi, hak dan kewajiban anggota, 

mekanisme rapat, pemilihan pengurus, penggunaan iuran, 

proses perundingan, serta cara meminta pertanggungjawaban 

pengurus. Pengetahuan tersebut membuat demokrasi tidak 

berhenti pada aturan tertulis, tetapi dapat dijalankan dalam 

kehidupan organisasi sehari-hari. 

Pendidikan juga meningkatkan kualitas partisipasi. 

Partisipasi tidak cukup diukur dari jumlah anggota yang hadir 

dalam rapat atau kegiatan. Agar dapat memberikan pendapat 

yang bermakna, anggota perlu memahami persoalan yang 

sedang dibahas, pilihan yang tersedia, risiko dari setiap 

keputusan, serta dampaknya bagi pekerja dan organisasi. 

Dengan bekal tersebut, anggota dapat terlibat sejak proses 

mengenali masalah, merumuskan tuntutan dan menentukan 

tindakan, hingga melakukan evaluasi. 
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Penyebaran pengetahuan sekaligus menjadi cara untuk 

mencegah elitisme. Jika informasi dan kemampuan hanya 

dikuasai oleh pengurus, anggota akan terus bergantung kepada 

mereka. Dalam keadaan seperti itu, pengurus dapat 

berkembang menjadi kelompok yang semakin sulit diawasi. 

Semakin luas pengetahuan tersebar di antara anggota, semakin 

kecil kesenjangan kemampuan antara pemimpin dan anggota, 

dan semakin kuat pula pengawasan dari dalam organisasi. 

Kesempatan memperoleh pendidikan juga berhubungan 

langsung dengan keberagaman kepemimpinan. Program 

pendidikan perlu menjangkau perempuan, pekerja muda, 

pekerja kontrak, pekerja outsourcing, pekerja migran, 

penyandang disabilitas, serta kelompok lain yang selama ini 

kurang terwakili. Sebab, kesempatan mengikuti pendidikan 

sering menentukan siapa yang kemudian dianggap 

mempunyai kemampuan dan layak menjadi pemimpin. Jika 

peserta pelatihan selalu orang yang sama, kepemimpinan pun 

cenderung terus berputar pada kelompok yang sama. 

Pendidikan karena itu tidak boleh berakhir ketika 

pelatihan selesai. Peserta perlu mendapatkan kesempatan 

untuk menggunakan pengetahuan yang diperolehnya. Mereka 

dapat diberi tugas melakukan percakapan dengan rekan kerja, 

memimpin diskusi, mengumpulkan data, menyampaikan 

kembali materi kepada anggota lain, membantu penanganan 

kasus, mengikuti tim perunding, atau menjalankan kampanye 

organisasi. Tanpa tindak lanjut seperti ini, pengetahuan mudah 

hilang. Sebaliknya, ketika pendidikan diikuti dengan praktik, 

peserta berkembang dari orang yang menerima pengetahuan 

menjadi anggota yang aktif menjalankan organisasi. 
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E. Prinsip Pendidikan Orang Dewasa 
Anggota serikat adalah orang dewasa yang telah 

memiliki pengalaman, pengetahuan, tanggung jawab, dan cara 

berpikir sendiri. Karena itu, pendidikan serikat tidak dapat 

memperlakukan peserta seperti wadah kosong yang hanya 

menunggu diisi. Proses belajar perlu menggunakan prinsip 

pendidikan orang dewasa, dengan menempatkan pengalaman 

peserta sebagai bagian penting dari pembelajaran. 

Setiap peserta datang dengan pengalaman yang berbeda. 

Ada yang pernah menghadapi tekanan target, persoalan 

hubungan kerja, perundingan, diskriminasi, kecelakaan kerja, 

atau konflik di tempat kerja. Pengalaman tersebut bukan 

gangguan yang harus disisihkan agar materi dapat 

disampaikan. Justru dari pengalaman itulah pembelajaran 

dapat dimulai. Peserta dapat membandingkan apa yang 

mereka alami dengan pengalaman orang lain, kemudian 

bersama-sama mencari penjelasan dan jalan keluarnya. 

Materi juga perlu berhubungan dengan persoalan nyata 

yang dihadapi peserta. Pendidikan mengenai PKB, misalnya, 

akan lebih mudah dipahami apabila menggunakan dokumen 

dan kasus yang mereka kenal. Demikian pula pendidikan 

pengorganisasian akan lebih berguna jika membahas pekerja 

yang benar-benar ingin dijangkau, bukan hanya contoh yang 

jauh dari keadaan mereka. 

Hubungan antara fasilitator dan peserta harus dibangun 

secara setara. Fasilitator memang dapat mempunyai 

pengetahuan atau pengalaman tertentu, tetapi hal itu tidak 

berarti peserta dianggap tidak tahu apa-apa. Proses pendidikan 

harus menghormati pengetahuan, pengalaman, dan martabat 

setiap orang yang berada di dalam ruang belajar. 

Materi sebaiknya tidak hanya disusun sebagai kumpulan 

teori yang harus dihafalkan. Pembelajaran dapat dimulai dari 
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masalah dan pertanyaan. Peserta diajak memahami keadaan, 

mencari penyebab, mempertimbangkan berbagai pilihan 

tindakan, serta melihat kemungkinan akibat dari setiap 

pilihan. Dengan cara ini, pengetahuan tidak berhenti sebagai 

informasi, tetapi menjadi alat untuk mengambil keputusan. 

Metode pendidikan pun perlu mendorong partisipasi. 

Diskusi kelompok, studi kasus, simulasi, bermain peran, 

pemetaan, latihan perundingan, presentasi peserta, refleksi 

pengalaman, dan penyusunan rencana aksi dapat digunakan 

sesuai kebutuhan. Metode yang beragam memberi lebih 

banyak kesempatan kepada peserta untuk terlibat, bukan 

sekadar duduk dan mendengarkan. 

Keberagaman peserta juga perlu diperhatikan. Mereka 

dapat memiliki tingkat pendidikan, bahasa, usia, gender, 

kemampuan, dan pengalaman yang berbeda. Fasilitator perlu 

menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan memilih 

metode yang tidak membuat seseorang merasa rendah atau 

dipermalukan karena belum mengetahui sesuatu. 

Hal yang tidak kalah penting adalah menciptakan 

lingkungan belajar yang aman. Peserta harus merasa bebas 

untuk bertanya, melakukan kesalahan, berbagi pengalaman, 

maupun menyatakan ketidaksetujuan. Jika dalam proses 

belajar muncul cerita pribadi yang sensitif, informasi tersebut 

harus diperlakukan dengan hati-hati dan tidak disebarkan 

tanpa persetujuan orang yang bersangkutan. 

 

F. Belajar dari Pengalaman Pekerja 
Pengalaman merupakan salah satu titik awal dalam 

pendidikan serikat. Namun, mengalami suatu peristiwa tidak 

selalu membuat seseorang langsung memahami apa yang 

sebenarnya terjadi. Pengalaman perlu dibicarakan, 



 

 

  276   PANDUAN PRAKTIS | PUBLIC SERVICES INTERNATIONAL  

dibandingkan dengan pengalaman orang lain, dan dianalisis 

agar dapat menghasilkan pengetahuan yang lebih dalam. 

Proses belajar dapat dimulai dengan mengangkat 

pengalaman peserta. Fasilitator dapat mengajak mereka 

menceritakan apa yang terjadi, siapa saja yang terlibat, apa 

yang mereka rasakan, tindakan apa yang dilakukan, serta 

bagaimana hasilnya. Pertanyaan sederhana semacam ini 

membantu peserta menyusun kembali pengalaman yang 

sebelumnya hanya dipahami sebagai kejadian pribadi. 

Setelah pengalaman muncul, peserta dapat 

membandingkannya satu sama lain untuk menemukan pola. 

Apakah persoalan tersebut hanya dialami oleh satu pekerja 

atau juga terjadi kepada pekerja lain? Apakah terdapat 

kebijakan perusahaan yang sama di balik berbagai kejadian? 

Apakah kelompok tertentu lebih sering terkena dampaknya? 

Dari proses ini, persoalan yang semula terlihat sebagai 

masalah individu dapat ditemukan sebagai persoalan yang 

lebih luas. 

Pengalaman tersebut kemudian dihubungkan dengan 

pengetahuan yang relevan, seperti hukum ketenagakerjaan, 

sejarah gerakan pekerja, konsep hubungan kerja, struktur 

perusahaan, maupun strategi serikat. Dengan cara ini, hukum 

tidak diajarkan sekadar sebagai kumpulan pasal yang harus 

dihafalkan dan terpisah dari kehidupan pekerja. Pasal 

digunakan sebagai alat untuk memahami persoalan nyata 

sekaligus mencari jalan untuk memperjuangkannya. 

Proses pendidikan selanjutnya perlu mengarah pada 

tindakan. Peserta diajak menentukan apa yang perlu 

dilakukan, siapa yang harus dilibatkan, sumber daya apa yang 

dibutuhkan, serta bagaimana hasil dari tindakan tersebut 

nantinya dapat diukur. Pendidikan tidak berhenti pada 

kemampuan menjelaskan masalah, tetapi membantu anggota 

menentukan langkah untuk mengubah keadaan. 
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Setelah tindakan dijalankan, proses belajar belum selesai. 

Organisasi perlu kembali melakukan refleksi dengan melihat 

apa yang berhasil, apa yang tidak berjalan sesuai rencana, 

mengapa hal tersebut terjadi, dan apa yang harus diperbaiki. 

Dari pengalaman itu juga perlu dilihat pengetahuan baru apa 

yang diperoleh. 

Dengan proses semacam ini, pengalaman melahirkan 

pembelajaran, pembelajaran mendorong tindakan, dan 

tindakan menghasilkan pengalaman baru untuk dipelajari 

kembali. Pendidikan dan perjuangan pun menjadi proses yang 

terus berhubungan dan saling memperkuat. 

 

G. Belajar dengan Melakukan 
Dalam pendidikan serikat, pengetahuan tidak cukup 

hanya dipahami melalui bacaan atau ceramah. Kemampuan 

berkembang ketika seseorang memperoleh kesempatan untuk 

mencoba, menjalankan tugas, melakukan kesalahan, 

menerima umpan balik, dan memperbaiki cara kerjanya. 

Seseorang tidak akan menjadi pengorganisir hanya 

dengan membaca modul pengorganisasian. Ia perlu berbicara 

langsung dengan pekerja, mendengarkan persoalan mereka, 

menjelaskan fungsi serikat, dan mengajak mereka terlibat. 

Demikian pula seseorang tidak akan menjadi juru runding 

hanya dengan mengikuti ceramah mengenai teknik 

perundingan. Ia perlu berlatih menyusun tuntutan, membaca 

data, menghadapi argumentasi pihak lain, dan terlibat dalam 

persiapan perundingan. 

Salah satu cara untuk memulai proses tersebut adalah 
melalui simulasi. Peserta dapat berlatih dalam kondisi yang 

relatif aman sebelum menghadapi keadaan sebenarnya. 

Simulasi dapat berupa percakapan perekrutan anggota, 
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pendampingan pekerja, rapat anggota, perundingan, 

konferensi pers, pengambilan keputusan, maupun penanganan 

konflik. Setelah simulasi, peserta dan fasilitator dapat 

membahas apa yang sudah berjalan baik dan apa yang masih 

perlu diperbaiki. 

Latihan kemudian perlu dilanjutkan dengan penugasan di 

lapangan. Setelah mengikuti pelatihan, peserta dapat diberikan 

tugas nyata yang sesuai dengan tingkat kemampuannya. Tugas 

tersebut harus jelas, realistis, mempunyai tujuan, dan memiliki 

batas waktu sehingga hasilnya dapat dilihat dan dievaluasi. 

Dalam menjalankan tugas, peserta membutuhkan 

pendampingan dan umpan balik. Kader yang lebih 

berpengalaman dapat membantu ketika muncul kesulitan, 

tetapi tidak mengambil alih pekerjaan. Tujuan pendampingan 

adalah membuat peserta semakin mampu menjalankan 

tanggung jawabnya sendiri, bukan menciptakan 

ketergantungan baru. 

Organisasi juga perlu memberikan ruang bagi kesalahan 

yang wajar sebagai bagian dari proses belajar. Jika setiap 

kesalahan langsung dibalas dengan hukuman atau 

mempermalukan orang yang melakukannya, anggota akan 

takut mencoba dan enggan mengambil tanggung jawab. 

Namun, ruang untuk belajar tentu tidak berarti membiarkan 

kesalahan yang membahayakan anggota, merugikan 

organisasi, atau melanggar etika. 

Setiap penugasan perlu diakhiri dengan evaluasi. 

Fokusnya bukan mencari siapa yang harus disalahkan, tetapi 

memahami proses: apa yang berhasil, bagian mana yang 

mengalami kesulitan, mengapa hal itu terjadi, dan apa yang 

perlu dilakukan dengan cara berbeda pada kesempatan 

berikutnya. Dari proses inilah pengalaman berubah menjadi 

keterampilan. kemampuan. 
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H. Analisis Kebutuhan Pendidikan 
Program pendidikan serikat harus disusun berdasarkan 

kebutuhan nyata anggota dan organisasi. Mengulang materi 

yang sama setiap tahun tanpa melihat perubahan kebutuhan 

dapat menghabiskan waktu, tenaga, dan anggaran tanpa 

menghasilkan kemampuan yang benar-benar diperlukan. 

Karena itu, sebelum menyusun program, organisasi perlu 

mengetahui persoalan apa yang sedang dihadapi dan 

kemampuan apa yang perlu diperkuat. 

Kebutuhan pendidikan dapat diketahui dari berbagai 

sumber. Serikat dapat menggunakan survei anggota, 

wawancara, diskusi kelompok, evaluasi program sebelumnya, 

data kasus yang ditangani, hasil perundingan, maupun 

pemetaan organisasi. Perubahan hukum dan teknologi juga 

dapat melahirkan kebutuhan baru. Selain itu, program 

pendidikan perlu disesuaikan dengan rencana strategis agar 

kemampuan yang dibangun mendukung arah perjuangan. 

Analisis kebutuhan pada dasarnya melihat kesenjangan 

antara kemampuan yang sudah dimiliki dengan kemampuan 

yang dibutuhkan. Sebagai contoh, organisasi berencana 

melakukan perundingan PKB, tetapi belum mempunyai tim 

yang mampu membaca dan menganalisis data upah. Dalam 

keadaan seperti ini, kebutuhan pendidikan bukan sekadar 

pelatihan umum mengenai PKB. Organisasi lebih 

membutuhkan kemampuan mengumpulkan data, 

menganalisisnya, menyusun tuntutan, dan menghitung usulan 

yang akan dibawa ke meja perundingan. 

Kebutuhan juga berbeda sesuai dengan peran dan tingkat 

pengalaman anggota. Anggota baru mungkin membutuhkan 

orientasi dasar mengenai serikat. Pengorganisir memerlukan 

keterampilan melakukan percakapan, mendengarkan pekerja, 

dan membuat pemetaan. Pengurus membutuhkan 

pengetahuan mengenai tata kelola, keuangan, serta 
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kepemimpinan, sedangkan juru runding memerlukan 

kemampuan analisis dan penyusunan strategi. Karena itu, satu 

jenis pelatihan tidak mungkin memenuhi seluruh kebutuhan. 

Perbedaan keadaan anggota juga harus diperhatikan. 

Pekerja perempuan, pekerja muda, pekerja kontrak, pekerja 

migran, maupun anggota yang berada di lokasi jauh dapat 

menghadapi persoalan dan kebutuhan belajar yang berbeda. 

Analisis kebutuhan harus memastikan program pendidikan 

tidak hanya disusun berdasarkan pengalaman kelompok yang 

paling dominan atau paling mudah dijangkau. 

Setelah kebutuhan ditemukan, organisasi perlu 

menentukan prioritas. Tidak semua kebutuhan harus dijawab 

pada waktu yang sama. Prioritas dapat ditentukan dengan 

melihat tingkat urgensi, dampaknya terhadap anggota, jumlah 

pekerja yang membutuhkan, hubungannya dengan strategi 

organisasi, ketersediaan sumber daya, serta kemungkinan 

pendidikan tersebut menghasilkan perubahan. Dengan cara 

ini, pendidikan menjadi bagian dari strategi membangun 

kekuatan serikat, bukan sekadar kegiatan rutin tahunan. 

 

I. Pendidikan Berjenjang dan Kaderisasi 
Pendidikan berjenjang membantu anggota berkembang 

dari pemahaman dasar mengenai serikat menuju kemampuan 

yang lebih tinggi dalam organisasi, kepemimpinan, dan 

penyusunan strategi. Setiap jenjang mempunyai tujuan yang 

berbeda dan sebaiknya disusun sesuai dengan kebutuhan serta 

perkembangan anggota. 

Bagi anggota baru, proses dapat dimulai melalui 
pendidikan orientasi. Pada tahap ini, anggota diperkenalkan 

dengan pengertian dan tujuan serikat, nilai-nilai organisasi, 

hak dan kewajiban anggota, struktur, iuran, saluran 
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komunikasi, serta berbagai cara untuk berpartisipasi. Orientasi 

penting agar seseorang tidak hanya tercatat sebagai anggota, 

tetapi memahami organisasi yang telah dipilihnya. 

Setelah itu, anggota dapat mengikuti pendidikan dasar 

yang memberikan pemahaman lebih luas mengenai sejarah 

gerakan buruh, ideologi kelas pekerja, kebebasan berserikat, 

hak-hak fundamental, solidaritas, organisasi, dan 

pengorganisasian. Pendidikan dasar membantu anggota 

memahami bahwa serikat bukan hanya tempat mendapatkan 

bantuan ketika menghadapi masalah, tetapi merupakan alat 

perjuangan bersama. 

Pada tahap berikutnya, pendidikan dapat diarahkan pada 

penguasaan keterampilan tertentu. Materinya dapat berupa 

advokasi, perundingan, administrasi, keuangan, komunikasi, 

K3, kesetaraan gender, riset, kampanye, maupun pendidikan 

fasilitator. Pilihan materi disesuaikan dengan tugas yang akan 

dijalankan anggota dan kebutuhan organisasi. 

Kader yang mulai dipersiapkan untuk memegang 

tanggung jawab lebih besar membutuhkan pendidikan 

kepemimpinan. Materinya dapat mencakup analisis 

organisasi, kepemimpinan kolektif, penyusunan strategi, 

etika, konflik kepentingan, politik, serta pengembangan kader. 

Pada tahap ini, peserta tidak hanya belajar menjalankan tugas, 

tetapi juga memahami bagaimana keputusan dibuat dan 

bagaimana kekuatan organisasi dibangun. 

Pendidikan lanjutan dapat memperluas kemampuan 

kader dalam membaca perubahan di luar organisasi. 

Pembahasannya dapat meliputi ekonomi politik, kebijakan 

publik, perkembangan industri, perusahaan multinasional, 

transisi energi, teknologi, serta berbagai perubahan dalam 

dunia kerja. Kemampuan tersebut diperlukan agar serikat 

dapat membaca tantangan yang lebih besar dan menyiapkan 

strategi yang sesuai. 
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Meski demikian, jenjang pendidikan tidak boleh 

dipisahkan dari kaderisasi. Selesainya suatu pelatihan tidak 

otomatis menjadikan seseorang sebagai kader. Kaderisasi 

membutuhkan perpaduan antara pendidikan, tugas, 

pengalaman, pendampingan, evaluasi, integritas, dan 

komitmen terhadap organisasi. Karena itu, perkembangan 

seorang kader sebaiknya tidak hanya diukur dari banyaknya 

sertifikat pelatihan yang dimiliki, tetapi juga dari bagaimana 

ia menjalankan tanggung jawab dan menggunakan 

pengetahuannya untuk memperkuat organisasi. 

 

J. Peran Tutor dan Fasilitator 
Dalam pendidikan serikat, fasilitator tidak berdiri sebagai 

satu-satunya sumber kebenaran. Perannya adalah membantu 

peserta belajar dari pengalaman, memperoleh pengetahuan 

baru, menghubungkan berbagai pengalaman tersebut dengan 

persoalan yang lebih luas, dan menyusun tindakan yang dapat 

dilakukan setelah proses pendidikan selesai. 

Untuk menjalankan peran tersebut, fasilitator perlu 

memahami gerakan serikat, termasuk nilai, struktur, 

pengalaman, dan tujuan organisasi. Pengetahuan akademik 

tetap penting, tetapi tidak boleh berhenti sebagai teori. 

Pengetahuan tersebut harus dapat dihubungkan dengan 

kehidupan pekerja dan persoalan nyata yang mereka hadapi di 

tempat kerja maupun di dalam organisasi. 

Fasilitator juga bertugas menciptakan proses belajar yang 

partisipatif. Ia dapat mengajukan pertanyaan, mengelola 

diskusi, membantu peserta melihat hubungan antara satu 

persoalan dengan persoalan lainnya, memastikan keterlibatan 

peserta, serta membantu mereka menyusun kesimpulan. 

Karena itu, fasilitator tidak seharusnya menghabiskan 



 

 

MEMAHAMI SERIKAT PEKERJA   283 

sebagian besar waktu dengan ceramah panjang yang membuat 

peserta hanya menjadi pendengar. 

Bahasa yang digunakan perlu mudah dipahami. Istilah 

hukum, ekonomi, maupun istilah teknis lainnya harus 

dijelaskan dengan contoh yang dekat dengan pengalaman 

pekerja. Menggunakan bahasa yang rumit bukanlah bukti 

bahwa seseorang mempunyai pengetahuan yang lebih dalam. 

Fasilitator yang baik justru mampu menjelaskan persoalan 

yang sulit dengan cara yang dapat dipahami peserta. 

Ruang belajar juga harus dijaga agar aman bagi semua 

orang. Fasilitator perlu mencegah penghinaan, diskriminasi, 

pelecehan, maupun dominasi oleh peserta tertentu. Pekerja 

perempuan dan kelompok yang kurang terwakili harus 

memperoleh kesempatan yang cukup untuk berbicara dan 

menyampaikan pengalaman mereka. 

Dalam berbagi pengalaman, fasilitator juga perlu berhati-

hati. Pengalaman pribadi dapat menjadi sumber belajar yang 

berguna, tetapi tidak boleh dianggap sebagai satu-satunya 

ukuran untuk memahami semua keadaan. Kondisi tempat 

kerja, karakter anggota, hubungan industrial, dan kekuatan 

organisasi dapat berbeda sehingga membutuhkan pendekatan 

yang berbeda pula. 

Pendidikan serikat selanjutnya perlu dihubungkan 

dengan tindakan. Setiap program sebaiknya menghasilkan 

rencana tindak lanjut yang konkret dan realistis. Fasilitator 

membantu peserta menentukan apa yang akan dilakukan, 

siapa yang terlibat, serta dukungan apa yang diperlukan. 

Proses tersebut kemudian perlu dievaluasi. Evaluasi tidak 

cukup hanya menanyakan apakah peserta menyukai kegiatan. 
Organisasi perlu melihat apakah tujuan pendidikan tercapai, 

pengetahuan apa yang berubah, keterampilan apa yang 
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meningkat, tindakan apa yang direncanakan, serta dukungan 

apa yang masih dibutuhkan peserta setelah pendidikan selesai. 

 

K. Kerja Bukan Komoditas 
Prinsip “kerja bukan komoditas” merupakan salah satu 

dasar penting dalam standar perburuhan internasional. 

Komoditas pada dasarnya adalah barang yang dapat 

diperjualbelikan. Tenaga kerja tidak dapat diperlakukan 

dengan cara yang sama karena tenaga kerja melekat pada 

manusia yang mempunyai martabat, kebutuhan, kehidupan, 

dan hak. 

Ketika perusahaan menggunakan tenaga kerja, hubungan 

yang terjadi bukan sekadar transaksi untuk memperoleh suatu 

barang. Perusahaan berhubungan dengan manusia yang 

mempunyai tubuh dan pikiran, keluarga, kebutuhan hidup, 

serta kehidupan di luar tempat kerja. Pengusaha tidak membeli 

manusia. Yang diperoleh adalah penggunaan tenaga, waktu, 

pengetahuan, dan keterampilan pekerja dalam batas yang telah 

ditentukan oleh perjanjian kerja dan hukum. 

Cara pandang ini juga penting dalam memahami upah. 

Upah merupakan imbalan atas pekerjaan yang dilakukan, 

bukan harga seorang manusia. Besar atau kecilnya upah tidak 

menentukan nilai seseorang. Pekerja dengan upah rendah tetap 

mempunyai martabat dan hak yang sama dengan pekerja yang 

menerima upah lebih tinggi. Karena itu, perbedaan posisi 

maupun penghasilan tidak dapat dijadikan alasan untuk 

memperlakukan pekerja secara tidak manusiawi. 

Prinsip kerja bukan komoditas sekaligus mengingatkan 
bahwa mekanisme pasar tidak boleh menjadi satu-satunya 

penentu kondisi kerja. Jika tenaga kerja sepenuhnya 

diserahkan kepada mekanisme pasar, keadaan ketika jumlah 
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pencari kerja lebih besar daripada pekerjaan yang tersedia 

dapat digunakan untuk menekan upah dan menurunkan 

standar perlindungan. Pekerja yang sangat membutuhkan 

pekerjaan dapat berada dalam posisi yang lemah untuk 

menolak syarat kerja yang buruk. 

Di sinilah standar hukum, perundingan bersama, dan 

jaminan sosial mempunyai arti penting. Ketiganya membantu 

memastikan bahwa kebutuhan pekerja dan keluarganya tidak 

begitu saja dikalahkan oleh tekanan pasar atau kepentingan 

ekonomi perusahaan. 

Bagi serikat pekerja, prinsip kerja bukan komoditas 

memberikan dasar bagi banyak agenda perjuangan. Tuntutan 

mengenai upah layak, kepastian kerja, waktu kerja yang 

manusiawi, perlindungan K3, jaminan sosial, larangan 

diskriminasi, perlindungan dari PHK sewenang-wenang, serta 

partisipasi pekerja pada dasarnya berangkat dari gagasan yang 

sama: pekerja harus diperlakukan sebagai manusia yang 

memiliki martabat dan hak, bukan sekadar sebagai faktor 

produksi yang dapat digunakan dan diganti sesuai kebutuhan. 

 

L. Deklarasi Philadelphia 
Deklarasi Philadelphia diadopsi pada 1944 dan kemudian 

menjadi bagian dari Konstitusi ILO. Deklarasi ini lahir dari 

pengalaman dunia menghadapi krisis ekonomi, ketidakadilan 

sosial, fasisme, dan perang. Pengalaman tersebut 

menunjukkan bahwa persoalan ketenagakerjaan tidak dapat 

dipisahkan dari persoalan demokrasi, perdamaian, dan 

keadilan sosial. 

Deklarasi Philadelphia menegaskan sejumlah prinsip 

penting. Kerja bukanlah komoditas. Kebebasan menyatakan 

pendapat dan kebebasan berserikat merupakan syarat penting 
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bagi kemajuan. Kemiskinan di mana pun menjadi ancaman 

terhadap kesejahteraan di mana pun. Perjuangan melawan 

kekurangan juga harus dilakukan melalui usaha bersama, 

dengan wakil pekerja, pengusaha, dan pemerintah berada 

dalam kedudukan yang setara untuk membahas langkah-

langkah yang dapat meningkatkan kesejahteraan bersama. 

Salah satu gagasan penting dalam deklarasi tersebut 

adalah bahwa perdamaian yang berkelanjutan tidak mungkin 

dibangun di atas kemiskinan dan ketidakadilan. Karena itu, 

kondisi pekerja bukan semata-mata persoalan internal 

perusahaan. Upah yang tidak layak, diskriminasi, tidak adanya 

perlindungan, maupun ketimpangan yang terus dibiarkan 

dapat berkembang menjadi persoalan sosial yang lebih luas. 

Ketidakadilan di tempat kerja dapat memperbesar 

ketimpangan, memicu konflik sosial, dan pada akhirnya 

melemahkan demokrasi. 

Deklarasi Philadelphia juga menempatkan 

perkembangan manusia sebagai tujuan penting. Setiap 

manusia, tanpa membedakan ras, kepercayaan, atau jenis 

kelamin, mempunyai hak untuk mengejar kesejahteraan 

material dan perkembangan spiritual dalam kondisi 

kebebasan, martabat, keamanan ekonomi, serta kesempatan 

yang setara. Pekerjaan dengan demikian tidak hanya berkaitan 

dengan memperoleh penghasilan, tetapi juga dengan 

kehidupan yang bermartabat dan kesempatan berkembang. 

Cara pandang tersebut mempunyai konsekuensi terhadap 

bagaimana kebijakan ekonomi dinilai. Pertumbuhan ekonomi 

tidak seharusnya menjadi tujuan akhir yang berdiri sendiri. 

Kebijakan ekonomi perlu dilihat dari dampaknya terhadap 

kehidupan manusia: apakah menciptakan pekerjaan, 

meningkatkan kesejahteraan, memberikan perlindungan, 

memperkuat keamanan ekonomi, dan memperluas keadilan. 
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Bagi serikat pekerja, Deklarasi Philadelphia memberikan 

landasan yang lebih luas untuk memahami perjuangan buruh. 

Memperjuangkan kondisi kerja yang layak bukan hanya 

memperjuangkan kepentingan pekerja di dalam perusahaan. 

Perjuangan tersebut merupakan bagian dari usaha yang lebih 

besar membangun demokrasi, perdamaian, dan keadilan. 

 

M. Kebebasan Berserikat dan Hak 
Berorganisasi 

Kebebasan berserikat merupakan hak fundamental 

karena memungkinkan pekerja membela dan 

memperjuangkan hak-hak lainnya. Tanpa organisasi, pekerja 

akan berhadapan dengan perusahaan secara individual. Dalam 

keadaan seperti itu, hak atas upah, keselamatan kerja, 

nondiskriminasi, maupun kondisi kerja yang layak akan lebih 

sulit ditegakkan. Kebebasan berserikat memberikan ruang 

bagi pekerja untuk membangun kekuatan bersama. 

Salah satu landasan internasional yang penting adalah 

Konvensi ILO Nomor 87. Konvensi ini menjamin hak pekerja 

untuk membentuk dan bergabung dengan organisasi 

pilihannya tanpa memerlukan izin terlebih dahulu. Organisasi 

pekerja juga berhak menyusun aturan sendiri, memilih wakil, 

mengatur administrasi, menyusun program, membentuk 

federasi dan konfederasi, serta berafiliasi dengan organisasi 

internasional. Indonesia meratifikasi Konvensi ILO Nomor 87 

melalui Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1998. 

Kebebasan tersebut juga berarti serikat harus terbebas 

dari campur tangan yang membuatnya kehilangan 

kemandirian. Pengusaha maupun pemerintah tidak boleh 

mengendalikan kepemimpinan, program, atau keputusan 

organisasi. Serikat yang dibentuk atau dikendalikan 

perusahaan akan sulit menjalankan fungsinya untuk mewakili 
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kepentingan pekerja secara bebas, terutama ketika 

kepentingan pekerja berbeda dengan kepentingan perusahaan. 

Perlindungan lain diberikan melalui Konvensi ILO 

Nomor 98 yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 1956. Konvensi ini melindungi 

pekerja dari tindakan yang merugikan karena keanggotaan 

maupun kegiatan serikat. Perlindungan tersebut antara lain 

mencakup larangan menjadikan penerimaan kerja bergantung 

pada syarat bahwa pekerja tidak bergabung dengan serikat, 

serta larangan memecat atau merugikan pekerja karena 

keanggotaan dan aktivitas organisasinya. 

Di tingkat nasional, kebebasan berserikat juga 

mempunyai dasar konstitusional. Pasal 28E ayat (3) UUD 

1945 menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan 

mengeluarkan pendapat. Pengaturan lebih lanjut mengenai 

pembentukan, hak, fungsi, dan perlindungan serikat pekerja 

terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000. 

Namun, adanya jaminan hukum tidak berarti kebebasan 

berserikat selalu berjalan tanpa hambatan. Dalam praktiknya, 

pekerja masih dapat menghadapi intimidasi, mutasi, kontrak 

yang tidak diperpanjang, pembentukan serikat tandingan, 

maupun PHK karena aktivitas organisasi. Karena itu, 

kebebasan berserikat tidak cukup hanya dicantumkan dalam 

peraturan. Hak tersebut harus terus dijaga melalui 

pengorganisasian yang kuat, dokumentasi yang baik, 

advokasi, dan solidaritas antarpekerja. 

 

N. Hak Berunding Bersama 
Hak berunding bersama memungkinkan pekerja ikut 

menentukan syarat dan kondisi kerja melalui perwakilan 

kolektif. Hak ini penting karena hubungan antara pekerja dan 
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pengusaha tidak hanya menyangkut keputusan perusahaan, 

tetapi juga kehidupan pekerja yang menjalankan pekerjaan 

tersebut. 

Perundingan berbeda dengan konsultasi. Dalam 

konsultasi, pekerja dapat diminta menyampaikan pendapat, 

saran, atau keberatan, tetapi keputusan akhir tetap dapat 

diambil sendiri oleh pengusaha. Dalam perundingan, pekerja 

melalui serikat dan pengusaha berhadapan sebagai pihak yang 

berusaha mencapai kesepakatan. Hasil yang disepakati 

kemudian mengikat kedua belah pihak. 

Konvensi ILO Nomor 98 menjadi salah satu dasar 

penting bagi hak berunding bersama. Konvensi tersebut 

mendorong pengembangan mekanisme perundingan sukarela 

antara organisasi pekerja dan pengusaha untuk mengatur 

syarat serta kondisi kerja. Dengan perundingan, pekerja tidak 

hanya menerima kondisi kerja yang ditentukan secara sepihak, 

tetapi mempunyai ruang untuk memperjuangkan 

kepentingannya secara kolektif. 

Hal-hal yang dibicarakan dalam perundingan dapat 

sangat luas. Upah, tunjangan, waktu kerja, cuti, K3, jaminan 

sosial, perlindungan maternitas, dan pengembangan 

keterampilan dapat menjadi bagian dari pembahasan. 

Demikian pula mekanisme keluhan, status hubungan kerja, 

restrukturisasi perusahaan, hingga perlindungan terhadap 

pekerja ketika menghadapi PHK. 

Salah satu hasil penting dari perundingan adalah 

Perjanjian Kerja Bersama atau PKB. Namun, PKB tidak 

seharusnya dipahami hanya sebagai dokumen hukum yang 

berisi pasal-pasal mengenai hak dan kewajiban. Isi PKB juga 

mencerminkan keseimbangan kekuatan antara pekerja dan 

pengusaha pada saat perundingan berlangsung. 
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Karena itu, kemampuan tim perunding saja tidak cukup. 

Juru runding yang menguasai hukum, data, dan teknik 

negosiasi tetap membutuhkan anggota yang terorganisasi di 

belakangnya. Tanpa dukungan anggota, tim perunding hanya 

membawa argumentasi ke meja perundingan tanpa kekuatan 

yang cukup untuk mendorong tercapainya tuntutan. 

Perundingan yang kuat selalu mempunyai hubungan dengan 

kekuatan organisasi di tempat kerja. 

Hak berunding bersama juga hanya dapat berjalan 

dengan baik apabila serikat benar-benar independen dan 

anggota bebas terlibat di dalamnya. Jika serikat dikendalikan 

perusahaan atau pekerja takut berorganisasi, perundingan 

kehilangan maknanya. Karena itu, kebebasan berserikat, 

perlindungan terhadap kegiatan serikat, dan hak berunding 

bersama merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam 

membangun hubungan kerja yang lebih adil. 

 

O. Hak Mogok 
Mogok adalah penghentian pekerjaan secara kolektif 

sebagai akibat gagalnya perundingan. Melalui mogok, pekerja 

menggunakan posisi dan kekuatannya dalam proses produksi 

untuk memperjuangkan kepentingan bersama. Karena 

dilakukan secara kolektif, mogok berbeda dari tindakan 

individual pekerja yang sekadar tidak masuk kerja. 

Mogok bukan aksi sosial, kegiatan amal, atau sekadar 

pertunjukan solidaritas. Mogok adalah hak pekerja untuk 

menegakkan kepentingan ekonominya dalam hubungan kerja, 

termasuk memperjuangkan upah, kondisi kerja, kepastian 

kerja, dan perlakuan yang adil. Ketika perundingan menemui 

jalan buntu, pekerja menggunakan kekuatan kolektifnya 

dengan menghentikan pekerjaan secara bersama-sama. 
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Dalam kerangka standar perburuhan internasional, 

badan-badan pengawas ILO memandang hak mogok sebagai 

bagian penting dari kebebasan berserikat dan hak organisasi 

pekerja untuk menjalankan kegiatan dalam membela 

kepentingan anggotanya. Di Indonesia, hak mogok juga diakui 

dalam peraturan ketenagakerjaan, dengan persyaratan dan 

prosedur tertentu yang perlu dipahami oleh serikat dan 

anggota. 

 

P. Penghapusan Kerja Paksa dan Pekerja Anak 
Penghapusan kerja paksa dan pekerja anak merupakan 

bagian dari hak fundamental di tempat kerja. Keduanya 

berkaitan langsung dengan martabat manusia dan kebebasan 

seseorang dalam bekerja. Karena itu, serikat pekerja 

mempunyai kepentingan untuk memastikan praktik semacam 

ini tidak terjadi, baik di tempat kerja maupun dalam rantai 

pasok perusahaan. 

Konvensi ILO Nomor 29 mendefinisikan kerja paksa 

sebagai pekerjaan atau jasa yang dituntut dari seseorang di 

bawah ancaman hukuman dan tidak ditawarkan secara 

sukarela. Bentuknya dapat ditemukan dalam perdagangan 

orang, perbudakan utang, penahanan dokumen, ancaman 

kekerasan, pembatasan kebebasan bergerak, eksploitasi 

pekerja migran, maupun pekerjaan yang dilakukan di bawah 

paksaan. Indonesia meratifikasi Konvensi ILO Nomor 29 

melalui Staatsblad 1933 Nomor 261, sedangkan Konvensi 

ILO Nomor 105 mengenai penghapusan kerja paksa 

diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999. 

Tidak semua tekanan yang terjadi dalam hubungan kerja 

otomatis dapat disebut kerja paksa menurut definisi hukum 

internasional. Namun, serikat perlu memberikan perhatian 

ketika pekerja kehilangan kebebasan nyata untuk 
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meninggalkan pekerjaan. Ancaman, jeratan utang, penahanan 

dokumen, kekerasan, atau pembatasan kebebasan dapat 

menempatkan seseorang dalam keadaan di mana ia bekerja 

bukan lagi atas kehendaknya sendiri. 

Perlindungan terhadap anak juga menjadi bagian dari hak 

fundamental. Tidak setiap pekerjaan yang dilakukan oleh anak 

otomatis termasuk pekerja anak. Persoalan muncul ketika 

pekerjaan mengganggu pendidikan, kesehatan, keselamatan, 

perkembangan, atau martabat anak. Konvensi ILO Nomor 138 

mengatur mengenai usia minimum untuk bekerja dan telah 

diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 1999. 

Sementara itu, Konvensi ILO Nomor 182 menuntut 

tindakan segera untuk menghapus bentuk-bentuk pekerjaan 

terburuk untuk anak. Bentuk tersebut antara lain perbudakan 

dan perdagangan anak, eksploitasi seksual, penggunaan anak 

dalam kegiatan ilegal, serta pekerjaan yang membahayakan 

kesehatan, keselamatan, atau moral mereka. Indonesia 

meratifikasi konvensi tersebut melalui Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2000. 

Persoalan pekerja anak tidak dapat dilepaskan dari 

keadaan ekonomi keluarga. Kemiskinan, rendahnya upah 

orang tua, lemahnya perlindungan sosial, dan terbatasnya 

akses pendidikan dapat mendorong anak masuk ke dunia 

kerja. Karena itu, penghapusan pekerja anak tidak cukup 

dilakukan melalui larangan. Perjuangan untuk upah layak, 

jaminan sosial, pendidikan publik yang dapat diakses, dan 

perlindungan keluarga juga menjadi bagian dari 

penyelesaiannya. 

Serikat dapat mengambil peran dengan memantau rantai 

pasok, memasukkan larangan kerja paksa dan pekerja anak 

dalam PKB, membangun mekanisme pengaduan, melindungi 

pekerja migran yang rentan, melakukan kampanye, serta 
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mendorong penegakan hukum. Dengan cara itu, perlindungan 

tidak berhenti pada pernyataan prinsip, tetapi menjadi bagian 

dari kerja organisasi. 

 

Q. Kesetaraan Upah dan Penghapusan 
Diskriminasi 

Kesetaraan bukan hanya nilai moral yang sebaiknya 

dihormati dalam hubungan kerja. Kesetaraan merupakan hak 

fundamental yang harus diwujudkan dalam kesempatan, 

perlakuan, perlindungan, dan penghargaan terhadap setiap 

pekerja. 

Salah satu landasan pentingnya adalah Konvensi ILO 

Nomor 100 mengenai kesetaraan upah bagi laki-laki dan 

perempuan untuk pekerjaan yang sama nilainya. Indonesia 

meratifikasi konvensi tersebut melalui Undang-Undang 

Nomor 80 Tahun 1957. Prinsip “pekerjaan yang sama 

nilainya” mempunyai arti yang lebih luas daripada sekadar 

membandingkan pekerja dengan nama jabatan yang sama. 

Dua jenis pekerjaan yang berbeda dapat mempunyai nilai yang 

setara apabila tuntutan keterampilan, tanggung jawab, usaha, 

dan kondisi kerjanya sebanding. Dengan cara pandang ini, 

penilaian terhadap pekerjaan tidak hanya bergantung pada 

nama jabatan atau siapa yang biasanya mengerjakannya. 

Prinsip kesetaraan juga diperkuat oleh Konvensi ILO 

Nomor 111 mengenai penghapusan diskriminasi dalam 

pekerjaan dan jabatan, yang telah diratifikasi Indonesia 

melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999. Diskriminasi 

dapat muncul dalam berbagai tahap hubungan kerja, mulai 

dari rekrutmen, penetapan upah, penempatan, kesempatan 

mengikuti pendidikan, promosi, pemberian disiplin, kondisi 

kerja, hingga PHK. 
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Diskriminasi tidak selalu terjadi secara terang-terangan. 

Diskriminasi langsung terjadi ketika seseorang diperlakukan 

berbeda karena identitasnya. Namun, ada pula diskriminasi 

tidak langsung, yaitu ketika sebuah aturan terlihat netral tetapi 

dalam praktiknya memberikan dampak yang tidak seimbang 

kepada kelompok tertentu. Sebagai contoh, jika seluruh 

pelatihan selalu dilakukan pada malam hari, pekerja yang 

mempunyai tanggung jawab pengasuhan dapat mengalami 

kesulitan untuk berpartisipasi. Aturannya mungkin berlaku 

sama bagi semua orang, tetapi dampaknya tidak selalu sama. 

Prinsip ini juga harus diterapkan di dalam serikat. 

Organisasi perlu memeriksa apakah struktur kepengurusan, 

kesempatan mengikuti pendidikan, penentuan delegasi, 

maupun pembentukan tim perunding telah memberikan ruang 

yang adil bagi seluruh anggota. Serikat akan sulit menuntut 

perusahaan menghapus diskriminasi apabila praktik di dalam 

organisasinya sendiri masih menghasilkan ketidakadilan. 

Perjanjian Kerja Bersama dapat menjadi salah satu alat 

untuk memperkuat kesetaraan di tempat kerja. PKB dapat 

mengatur larangan diskriminasi, evaluasi pekerjaan, 

transparansi struktur upah, mekanisme pengaduan, 

kesempatan mengikuti pelatihan, promosi yang adil, 

perlindungan maternitas, serta pencegahan kekerasan dan 

pelecehan. Dengan demikian, prinsip kesetaraan dapat 

diterjemahkan menjadi hak yang lebih nyata dan dapat 

diperjuangkan bersama. 

 

R. Lingkungan Kerja yang Aman dan Sehat 
Pada 2022, ILO menambahkan lingkungan kerja yang 

aman dan sehat sebagai kategori kelima dalam Deklarasi 

tentang Prinsip-Prinsip dan Hak-Hak Mendasar di Tempat 

Kerja. Sejak itu, keselamatan dan kesehatan kerja semakin 
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ditegaskan bukan sekadar sebagai persoalan teknis di 

perusahaan, melainkan sebagai hak fundamental. Semua 

anggota ILO mempunyai komitmen untuk menghormati, 

mempromosikan, dan mewujudkan prinsip tersebut. 

Dua konvensi yang ditetapkan sebagai konvensi 

fundamental dalam kategori ini adalah Konvensi ILO Nomor 

155 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Konvensi 

ILO Nomor 187 tentang Kerangka Promosional K3. 

Penetapan ini menegaskan bahwa keselamatan dan kesehatan 

pekerja harus menjadi bagian penting dalam dunia kerja. 

Dalam praktiknya, kecelakaan kerja masih sering 

dijelaskan sebagai akibat ketidakhatian pekerja. Cara pandang 

seperti ini terlalu sederhana. Kecelakaan dapat berhubungan 

dengan kondisi mesin, target produksi, jam kerja, kelelahan, 

kurangnya pelatihan, ketersediaan alat pelindung, desain 

tempat kerja, paparan bahan berbahaya, lemahnya 

pengawasan, hingga kebijakan produksi. Pendekatan K3 

seharusnya mencari akar penyebab kecelakaan, bukan 

berhenti dengan menyalahkan pekerja yang menjadi korban. 

Pencegahan dimulai dari hak pekerja untuk mengetahui 

bahaya yang mereka hadapi. Pekerja harus memperoleh 

informasi mengenai bahan, proses kerja, risiko, dan cara 

melindungi diri. Informasi tersebut tidak cukup hanya tersedia 

dalam dokumen. Penjelasannya harus diberikan dalam bahasa 

dan bentuk yang benar-benar dapat dipahami oleh pekerja. 

Pekerja dan serikat juga perlu dilibatkan dalam 

identifikasi bahaya, penilaian risiko, penyusunan prosedur, 

investigasi kecelakaan, serta evaluasi program K3. Mereka 

berhadapan langsung dengan proses kerja setiap hari sehingga 

mengetahui keadaan nyata di lapangan. Mengabaikan 

pengalaman dan pengetahuan pekerja justru dapat 

melemahkan upaya pencegahan. 
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Hal yang sama berlaku dalam pelaporan bahaya. Pekerja 

harus dapat melaporkan mesin yang bermasalah, prosedur 

yang tidak aman, paparan bahan berbahaya, atau kondisi 

lainnya tanpa takut dihukum. Sistem pelaporan yang justru 

menyalahkan pekerja akan mendorong orang memilih diam. 

Akibatnya, bahaya dapat terus tersembunyi sampai 

kecelakaan benar-benar terjadi. 

Dalam keadaan terdapat ancaman yang serius dan 

langsung terhadap keselamatan atau kesehatan, pekerja juga 

membutuhkan perlindungan ketika menjauh dari bahaya 

sesuai dengan prinsip K3 dan ketentuan yang berlaku. Tidak 

semestinya seseorang dipaksa mempertaruhkan keselamatan 

hanya karena takut kehilangan pekerjaan atau mendapatkan 

hukuman. 

K3 juga tidak boleh dipahami sebatas kecelakaan yang 

menimbulkan luka fisik. Beban kerja berlebihan, stres, 

kekerasan, pelecehan, jam kerja yang panjang, pengawasan 

digital, dan ketidakpastian kerja dapat memengaruhi 

kesehatan mental pekerja. Perubahan dunia kerja membuat 

persoalan kesehatan kerja menjadi semakin luas. 

Perubahan iklim menambah tantangan tersebut. 

Peningkatan suhu, cuaca ekstrem, polusi, kebakaran, serta 

perubahan proses produksi dapat menciptakan risiko baru. 

Perkembangan teknologi juga mengubah cara pekerja 

berinteraksi dengan mesin dan sistem produksi. Serikat perlu 

memasukkan risiko iklim dan transisi teknologi ke dalam 

agenda K3 agar perubahan tidak menghasilkan bahaya baru 

bagi pekerja. 

Di Indonesia, perlindungan K3 antara lain diatur melalui 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan 

Kerja, peraturan ketenagakerjaan, serta berbagai peraturan 

pelaksana. Namun, keberadaan aturan saja tidak cukup. 

Keselamatan di tempat kerja membutuhkan pengawasan yang 
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berjalan, keberanian melaporkan bahaya, serta keterlibatan 

nyata pekerja dan serikat dalam pencegahan. 

 

S. Jaminan Kesehatan bagi Pekerja dan 
Seluruh Rakyat Indonesia 

Sakit dapat datang kepada siapa saja, sementara biaya 

pelayanan kesehatan dapat menghabiskan pendapatan dan 

tabungan keluarga dalam waktu singkat. Bagi pekerja yang 

hidup dari upah, hilangnya akses pelayanan kesehatan bukan 

hanya persoalan medis, tetapi juga ancaman terhadap 

pekerjaan, penghasilan, dan keberlangsungan hidup keluarga. 

Karena itu, jaminan kesehatan merupakan hak, bukan fasilitas 

yang bergantung pada kemurahan hati perusahaan. 

Jaminan kesehatan yang dinikmati hari ini tidak dapat 

dilepaskan dari perjuangan panjang gerakan buruh. Serikat 

pekerja ikut mendorong reformasi sistem jaminan sosial, 

termasuk perubahan penyelenggaraan Jamsostek menuju 

BPJS. Perjuangannya bukan semata agar pekerja memperoleh 

perlindungan, tetapi agar negara membangun sistem jaminan 

sosial yang dapat melayani seluruh rakyat. Semangatnya 

sederhana: siapa pun berhak mendapatkan pelayanan 

kesehatan tanpa dibatasi kemampuan ekonominya. 

Hak atas kesehatan dan jaminan sosial dijamin dalam 

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial 

Nasional menjadi landasan penyelenggaraan jaminan sosial 

secara nasional. Perjuangan kemudian berlanjut hingga lahir 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial dan penyelenggaraan Jaminan 

Kesehatan Nasional melalui BPJS Kesehatan. 
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Pemberi kerja berkewajiban mendaftarkan pekerja 

beserta anggota keluarganya sesuai ketentuan, menyampaikan 

data yang benar, dan membayar bagian iuran yang menjadi 

tanggung jawabnya. Pekerja perlu mengetahui status 

kepesertaan, upah yang dilaporkan, anggota keluarga yang 

terdaftar, dan cara menggunakan layanan. Kelalaian 

administrasi perusahaan tidak boleh menjadi masalah yang 

baru diketahui pekerja ketika membutuhkan perawatan. 

Kepesertaan saja belum cukup apabila pekerja tetap 

mengalami hambatan ketika mencari pertolongan. Jaminan 

kesehatan harus berarti akses nyata terhadap pelayanan, 

informasi yang mudah dipahami, prosedur rujukan yang jelas, 

ketersediaan obat, perlakuan bermartabat, dan tanpa 

diskriminasi. Serikat perlu mencatat masalah yang dialami 

anggota agar persoalan berulang tidak berhenti sebagai 

keluhan individual. 

Perubahan status kerja, perpindahan perusahaan 

penyedia jasa, berakhirnya kontrak, atau PHK dapat 

memengaruhi kepesertaan. Pekerja harus mendapatkan 

penjelasan dan bantuan agar perubahan status tidak 

menimbulkan kekosongan perlindungan. Serikat dapat 

mendampingi pemeriksaan data, pengaduan, serta 

penyelesaian tunggakan atau kesalahan pencatatan sesuai 

ketentuan. 

Perlindungan kesehatan juga perlu diperkuat melalui 

Perjanjian Kerja Bersama. PKB dapat mengatur pendaftaran, 

pembaruan data keluarga, pembayaran iuran, penanganan 

kepesertaan bermasalah, pendampingan pekerja yang sakit, 

serta manfaat kesehatan tambahan apabila disepakati. Aturan 

yang jelas membuat pekerja tidak berjalan sendiri ketika 

berada dalam keadaan rentan. 

Jaminan kesehatan tidak menggantikan tanggung jawab 

pengusaha atas keselamatan dan kesehatan kerja. Penyakit 
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akibat kerja dan kecelakaan kerja harus dicegah melalui 

pengendalian risiko dan lingkungan kerja yang aman. Ketika 

risiko itu terjadi, pekerja berhak memperoleh perlindungan 

melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai 

ketentuan. 

Karena itu, serikat harus terus menjaga jaminan 

kesehatan yang universal, bermutu, berkelanjutan, dan 

berpihak kepada kepentingan publik. Sejarah BPJS 

mengajarkan bahwa perjuangan buruh dapat melampaui 

kepentingan anggotanya sendiri. Ketika buruh 

memperjuangkan jaminan sosial untuk seluruh rakyat, 

perjuangan serikat sekaligus menjadi perjuangan untuk 

keadilan sosial. 

 

S. Peran Serikat dalam Menegakkan Hak 
Fundamental  

Hak fundamental tidak akan terlaksana hanya karena 

tercantum dalam konvensi dan undang-undang. Aturan 

memberikan dasar perlindungan, tetapi pelaksanaannya 

membutuhkan organisasi yang mampu memastikan hak 

tersebut benar-benar dirasakan pekerja. Di sinilah serikat 

mempunyai peran penting untuk mengubah hak di atas kertas 

menjadi perlindungan nyata di tempat kerja. 

Pekerjaan itu dimulai dari pendidikan anggota. Setiap 

pekerja perlu mengetahui hak-hak dasarnya dan mampu 

mengenali ketika terjadi pelanggaran. Pendidikan tidak cukup 

dilakukan sekali ketika seseorang bergabung dengan serikat. 

Ia perlu berlangsung secara teratur, menggunakan bahasa yang 

mudah dipahami, dan selalu dihubungkan dengan persoalan 

yang benar-benar dihadapi pekerja. 
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Pengetahuan tersebut kemudian diperkuat dengan 

pemantauan. Serikat dapat menggunakan survei, inspeksi 

bersama, data pengaduan, pemetaan risiko, analisis upah, 

maupun konsultasi dengan anggota. Pemantauan yang 

dilakukan secara teratur membantu organisasi melihat pola. 

Masalah yang awalnya terlihat sebagai kasus individual bisa 

jadi merupakan persoalan yang dialami banyak pekerja. 

Dengan mengenali pola lebih awal, serikat dapat bertindak 

sebelum masalah berkembang menjadi lebih besar. 

Hak fundamental juga perlu diterjemahkan ke dalam 

Perjanjian Kerja Bersama. PKB dapat memberikan prosedur 

dan perlindungan yang lebih rinci daripada ketentuan umum 

dalam undang-undang. Prinsip nondiskriminasi, kebebasan 

berserikat, keselamatan dan kesehatan kerja, maupun 

perlindungan terhadap pekerja dapat dituangkan menjadi 

klausul yang jelas, dapat dilaksanakan, dan dapat diawasi 

pelaksanaannya. 

Ketika pelanggaran terjadi, pekerja harus mengetahui ke 

mana dan bagaimana melapor. Serikat perlu mendorong 

mekanisme pengaduan yang mudah diakses, menjaga 

kerahasiaan, melarang tindakan pembalasan, mempunyai 

batas waktu penyelesaian, serta menjamin hak pekerja untuk 

mendapatkan pendampingan. Mekanisme yang rumit atau 

membuat pelapor merasa terancam hanya akan mendorong 

pekerja memilih diam. 

Pendampingan menjadi sangat penting ketika seorang 

pekerja menjadi korban. Serikat dapat membantu 

mengumpulkan bukti, memahami pilihan penyelesaian, 

melakukan perundingan, hingga menempuh proses hukum 

apabila diperlukan. Dalam kasus yang menyangkut kekerasan, 

pelecehan, diskriminasi, atau bentuk pelanggaran serius 

lainnya, pendampingan harus mempertimbangkan kebutuhan, 

kehendak, kerahasiaan, dan keselamatan korban. 
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Apabila pelanggaran tidak kunjung diselesaikan, serikat 

dapat meningkatkan tekanan melalui berbagai bentuk tindakan 

kolektif. Petisi, kampanye, perundingan, pengaduan kepada 

lembaga berwenang, unjuk rasa, hingga mogok dapat dipilih 

sesuai dengan persoalan dan strategi organisasi. Setiap 

tindakan membutuhkan tujuan yang jelas, dukungan anggota, 

serta perhitungan mengenai kekuatan dan risiko yang 

dihadapi. 

Perlindungan juga tidak boleh berhenti pada pekerja yang 

mempunyai hubungan kerja langsung dengan perusahaan. 

Proses produksi sekarang dapat melibatkan pemasok, 

kontraktor, perusahaan outsourcing, maupun platform. Karena 

itu, serikat perlu memperhatikan rantai pasok dan memastikan 

bahwa hak fundamental dihormati bagi seluruh pekerja yang 

terlibat, bukan hanya mereka yang bekerja langsung pada 

perusahaan utama. 

Dalam rantai pasok global, persoalan seperti kerja paksa, 

pekerja anak, diskriminasi, dan pemberangusan serikat bahkan 

dapat melibatkan perusahaan multinasional di berbagai 

negara. Jaringan ant serikat di tingkat nasional maupun 

internasional membantu pekerja bertukar informasi, 

membangun solidaritas, dan meningkatkan tekanan ketika 

penyelesaian di tingkat perusahaan tidak mencukupi. 

Serikat juga perlu terlibat dalam penyusunan, perubahan, 

dan pengawasan kebijakan negara. Banyak persoalan di 

tempat kerja berakar pada aturan yang lemah, pengawasan 

yang tidak berjalan, atau kebijakan yang tidak memberikan 

perlindungan memadai. Karena itu, perjuangan atas hak 

fundamental berlangsung bukan hanya di perusahaan, tetapi 

juga dalam proses pembentukan kebijakan publik. 

Semua tuntutan tersebut harus tercermin di dalam serikat 

sendiri. Organisasi pekerja perlu demokratis, 

nondiskriminatif, aman dan sehat, bebas dari kekerasan serta 
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pelecehan, dan menghormati hak staf maupun anggotanya. 

Serikat akan kehilangan legitimasi apabila menuntut 

perusahaan menjalankan standar yang justru tidak diterapkan 

dalam organisasinya sendiri. 



 

 

MEMAHAMI SERIKAT PEKERJA   303 

BAB 11 
ADVOKASI, PEMBELAAN, DAN 

PENYELESAIAN PERSELISIHAN 
 

 

Advokasi merupakan salah satu fungsi utama serikat pekerja. 

Melalui advokasi, serikat membantu anggota memahami 

masalah, mempertahankan hak, menghadapi tindakan yang 

tidak adil, dan memperjuangkan perubahan dalam kebijakan 

perusahaan maupun peraturan negara. 

Namun, advokasi tidak sama dengan sekadar 

mendampingi anggota ketika dipanggil manajemen atau 

mengajukan perkara ke pengadilan. Advokasi adalah 

rangkaian tindakan yang dimulai sejak pekerja menyampaikan 

pengaduan, dilanjutkan dengan pemeriksaan fakta dan bukti, 

pemilihan strategi, perundingan, penggunaan mekanisme 

hukum, kampanye, hingga evaluasi hasil. 

Advokasi serikat juga tidak boleh berhenti pada 

penyelesaian kasus individual. Satu kasus dapat menunjukkan 

adanya masalah yang dialami banyak pekerja. Jika 

penyebabnya tidak diubah, pelanggaran yang sama akan terus 

berulang. 

Karena itu, pembelaan individual harus dihubungkan 

dengan pengorganisasian dan perjuangan kolektif. Pekerja 

yang didampingi tidak boleh diperlakukan hanya sebagai 

klien. Ia harus dilibatkan dalam memahami persoalan, 

mengumpulkan bukti, menentukan pilihan, dan membangun 

dukungan. 

Bab ini membahas sistem advokasi serikat dari tahap 

pengaduan sampai evaluasi perjuangan. Bab ini juga 
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membedakan tiga jalur yang sering tercampur pertama, 

penyelesaian internal di perusahaan; kedua, penyelesaian 

perselisihan hubungan industrial melalui mekanisme bipartit, 

mediasi atau konsiliasi, dan Pengadilan Hubungan Industrial; 

dan ketiga, penegakan norma ketenagakerjaan melalui 

pengawasan ketenagakerjaan. 

Ketepatan memilih jalur sangat menentukan efektivitas 

pembelaan. 

 

A. Advokasi sebagai Fungsi Utama Serikat 
Advokasi adalah usaha terencana untuk membela hak 

dan kepentingan serta menghasilkan perubahan. Sasaran 

advokasi tidak selalu perusahaan. Bergantung pada persoalan 

yang dihadapi, advokasi dapat diarahkan kepada pemerintah, 

parlemen, pengadilan, maupun masyarakat. 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 menempatkan 

perlindungan dan pembelaan pekerja sebagai salah satu tujuan 

serikat pekerja. Serikat juga mempunyai fungsi sebagai pihak 

dalam pembuatan PKB dan penyelesaian perselisihan 

industrial, penyalur aspirasi anggota, serta wakil pekerja 

dalam berbagai lembaga ketenagakerjaan. Karena itu, 

advokasi merupakan bagian yang melekat dalam kerja 

organisasi. 

Advokasi dapat dimulai bahkan sebelum pelanggaran 

terjadi. Serikat dapat memberikan pendidikan mengenai hak, 

memeriksa rancangan peraturan perusahaan, mengawasi 

pelaksanaan PKB, membangun mekanisme pengaduan, 

melakukan pemetaan risiko, berkonsultasi sebelum 
restrukturisasi, serta memperkuat perlindungan terhadap 

kebebasan berserikat. Kerja pencegahan seperti ini sering kali 



 

 

MEMAHAMI SERIKAT PEKERJA   305 

lebih efektif daripada baru melakukan pembelaan setelah hak 

pekerja hilang atau pelanggaran telanjur terjadi. 

Ketika anggota sudah mengalami masalah, advokasi 

bergerak pada pembelaan. Persoalannya bisa berupa upah 

yang tidak dibayar, lembur yang tidak dihitung, mutasi yang 

tidak wajar, sanksi tanpa pemeriksaan, diskriminasi, 

pelecehan, kecelakaan kerja, pemaksaan mengundurkan diri, 

pemberangusan serikat, maupun PHK. Dalam keadaan 

tersebut, serikat membantu memastikan pekerja memperoleh 

informasi yang cukup, mempunyai kesempatan membela diri, 

mendapatkan pendampingan, dan menjalani proses yang adil. 

Namun, menyelesaikan satu kasus saja belum tentu 

menghilangkan sumber persoalan. Jika masalah terus berulang 

karena kebijakan yang keliru, advokasi perlu diarahkan pada 

perubahan. Bentuknya dapat berupa perbaikan peraturan 

perusahaan, penambahan klausul dalam PKB, perubahan 

sistem pengupahan, pembentukan prosedur penanganan 

kekerasan, penguatan perlindungan dari PHK, perbaikan 

kebijakan K3, hingga perubahan peraturan perundang-

undangan. 

Advokasi serikat juga berbeda dengan pelayanan hukum 

yang seluruh prosesnya diserahkan kepada kuasa hukum. 

Dalam advokasi berbasis anggota, pekerja bukan sekadar 

orang yang menyerahkan kasus kemudian menunggu hasil. 

 

B. Membangun Sistem Pengaduan Anggota 
Sistem pengaduan adalah rangkaian prosedur yang 

memungkinkan anggota menyampaikan masalah dan 
memperoleh tanggapan secara aman, jelas, serta tepat waktu. 

Sistem ini penting agar setiap persoalan yang masuk tidak 

bergantung pada kedekatan anggota dengan pengurus tertentu. 
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Tanpa sistem yang jelas, anggota biasanya akan mencari 

pengurus yang paling dikenalnya. Pengaduan kemudian 

tersebar melalui percakapan pribadi, pesan singkat, telepon, 

atau bahkan media sosial tanpa pencatatan yang memadai. 

Akibatnya, sebagian informasi dapat hilang, tindak lanjut 

tidak jelas, dan perkembangan kasus sulit dipantau. Dalam 

organisasi yang besar, keadaan seperti ini juga membuat kasus 

mudah terlupakan ketika pengurus berganti atau mempunyai 

banyak pekerjaan lain. 

Sistem pengaduan yang baik harus mudah diakses oleh 

seluruh anggota dan tidak diskriminatif. Kerahasiaan perlu 

dijaga, terutama untuk persoalan yang sensitif. Setiap laporan 

harus mendapatkan respons, mempunyai penanggung jawab 

dan batas waktu penanganan, serta terdokumentasi dengan 

baik. Organisasi juga harus menjamin bahwa anggota tidak 

mengalami pembalasan karena menyampaikan pengaduan. 

Seluruh proses perlu dapat dipertanggungjawabkan tanpa 

mengorbankan kerahasiaan pihak yang harus dilindungi. 

Saluran pengaduan dapat disesuaikan dengan kebutuhan 

organisasi. Anggota dapat menyampaikan laporan melalui 

pengurus unit, petugas pengaduan, formulir tertulis, nomor 

khusus, surat elektronik, aplikasi, pertemuan langsung, atau 

kotak pengaduan. Tidak semua kasus dapat ditangani dengan 

saluran yang sama. Persoalan seperti pelecehan, kekerasan, 

kesehatan, atau diskriminasi membutuhkan saluran yang lebih 

aman dan petugas yang mempunyai kemampuan untuk 

menangani persoalan sensitif. 

Anggota juga perlu mengetahui sejak awal bagaimana 

sistem tersebut bekerja. Mereka harus mendapatkan informasi 

mengenai masalah apa saja yang dapat dilaporkan, kepada 

siapa laporan disampaikan, dokumen atau bukti apa yang 

dibutuhkan, bagaimana kerahasiaan dijaga, serta berapa lama 

respons awal akan diberikan. Anggota juga perlu mengetahui 
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siapa yang menangani kasus dan bagaimana perkembangan 

penanganannya akan disampaikan. 

Untuk menjaga ketertiban, setiap pengaduan sebaiknya 

mendapatkan nomor atau kode perkara. Pencatatan sederhana 

ini sangat membantu organisasi dalam melacak perkembangan 

kasus, menyimpan dokumen secara teratur, mencatat tindakan 

yang sudah dilakukan, dan memastikan tidak ada pengaduan 

yang berhenti tanpa kejelasan. 

Dalam kasus tertentu, orang yang menerima pengaduan 

tidak harus menjadi orang yang melakukan pemeriksaan atau 

mengambil keputusan. Pemisahan fungsi dapat diperlukan 

untuk menjaga objektivitas, menghindari konflik kepentingan, 

dan melindungi kerahasiaan. Hal ini menjadi semakin penting 

apabila pengaduan menyangkut pengurus, staf organisasi, atau 

orang yang mempunyai posisi kuat di dalam serikat. 

Serikat juga perlu mempunyai sistem rujukan. Tidak 

semua persoalan dapat diselesaikan hanya dengan 

kemampuan internal organisasi. Ada kasus yang 

membutuhkan bantuan advokat, dokter, psikolog, pengawas 

ketenagakerjaan, mediator, BPJS, lembaga perlindungan 

perempuan, kepolisian, atau organisasi lain yang mempunyai 

keahlian tertentu. Namun, merujuk sebuah kasus bukan berarti 

serikat melepaskan tanggung jawab. Serikat tetap perlu 

mendampingi anggota dan memantau proses penyelesaiannya 

sesuai dengan kebutuhan anggota tersebut. 

 

C. Mendengarkan dan Mencatat Pengaduan 
Tahap pertama dalam advokasi adalah mendengarkan. 

Pengurus tidak boleh terburu-buru menyimpulkan sebuah 

perkara hanya berdasarkan pesan singkat, percakapan telepon, 

atau cerita dari satu pihak. Sebelum menentukan langkah, 
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serikat perlu memahami terlebih dahulu apa yang sebenarnya 

terjadi dan apa yang dibutuhkan oleh anggota. 

Pekerja yang datang mengadu dapat berada dalam 

keadaan takut, marah, malu, kecewa, atau bingung. Karena itu, 

pendamping perlu membangun suasana yang membuat 

pekerja merasa aman untuk bercerita. Sejak awal perlu 

dijelaskan apa peran serikat, bagaimana kerahasiaan akan 

dijaga, batas kemampuan organisasi, pentingnya 

menyampaikan fakta dan bukti, serta langkah awal yang 

mungkin dilakukan setelah pengaduan diterima. 

Mendengarkan juga berarti tidak menghakimi. 

Pendamping tidak seharusnya menyalahkan pekerja sebelum 

fakta diperiksa. Pertanyaan diperlukan untuk memperjelas 

kejadian, bukan untuk menggiring pekerja memberikan 

jawaban tertentu. Dalam kasus kekerasan atau pelecehan, 

kehati-hatian menjadi semakin penting. Pertanyaan yang 

menyudutkan atau menyalahkan korban dapat menambah 

beban dan membuat informasi penting justru tidak 

tersampaikan. 

Setiap informasi yang diperoleh perlu dipilah dengan 

baik. Catatan pengaduan harus membedakan antara fakta yang 

dilihat atau dialami langsung, informasi yang didengar dari 

orang lain, dugaan pekerja, pendapat, serta dokumen yang 

tersedia. Pembedaan ini penting agar serikat tidak membangun 

strategi berdasarkan informasi yang ternyata belum 

terverifikasi. 

Setelah informasi awal terkumpul, pendamping dapat 

membantu menyusun kronologi. Kronologi setidaknya 

mencatat waktu dan tempat kejadian, pihak yang terlibat, 

tindakan yang terjadi, dokumen yang diterima, saksi yang 

mengetahui peristiwa, tanggapan pekerja, langkah yang sudah 

dilakukan, serta akibat yang dialami. Penyusunannya 

sebaiknya mengikuti urutan peristiwa dan menggunakan 
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bahasa yang jelas. Sebelum digunakan untuk kepentingan 

advokasi, kronologi perlu dikonfirmasi kembali kepada 

pekerja agar tidak terdapat fakta penting yang keliru atau 

terlewat. 

Pendamping juga perlu mengetahui hasil apa yang 

sebenarnya diinginkan anggota. Tidak semua pekerja datang 

dengan tujuan yang sama. Ada yang ingin kembali bekerja, 

mendapatkan pembayaran hak, menghentikan pelecehan, 

memulihkan nama baik, atau meminta pelaku mendapatkan 

sanksi. Serikat perlu menghormati tujuan tersebut sambil 

menjelaskan pilihan yang tersedia, kemungkinan hasil, serta 

risiko dari setiap langkah secara realistis. 

Hal lain yang tidak boleh diabaikan adalah persetujuan 

anggota. Tindakan yang menyangkut identitas pekerja, 

publikasi kasus, atau pelaporan kepada pihak luar perlu 

dibicarakan terlebih dahulu. Terutama dalam kasus yang 

sensitif, serikat tidak boleh sembarangan membuka identitas 

atau informasi pribadi tanpa dasar dan persetujuan yang 

memadai. Advokasi dilakukan untuk melindungi anggota, 

sehingga cara memperjuangkan kasusnya juga tidak boleh 

justru menimbulkan kerugian baru bagi pekerja. 

 

D. Mengidentifikasi Fakta dan Masalah Hukum 
Setelah pengaduan diterima, serikat perlu menentukan 

apa yang sebenarnya terjadi, siapa yang bertanggung jawab, 

hak apa yang diduga dilanggar, dan aturan apa yang berkaitan 

dengan kasus tersebut. Analisis yang keliru sejak awal dapat 

membuat organisasi memilih jalur penyelesaian yang tidak 

tepat. 

Pemeriksaan dapat dimulai dari hubungan kerja. Serikat 

perlu mengetahui siapa pemberi kerja, siapa yang memberikan 
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perintah, di mana pekerjaan dilakukan, bagaimana upah 

dibayarkan, dan sejak kapan pekerja bekerja. Status hubungan 

kerja juga harus diperiksa. Apakah pekerja berstatus tetap atau 

kontrak, bekerja melalui perusahaan outsourcing, atau justru 

disebut sebagai mitra? Dokumen yang mengatur hubungan 

tersebut perlu dikumpulkan dan dipelajari. Penentuan pihak 

yang bertanggung jawab menjadi semakin penting ketika 

kasus melibatkan outsourcing, kelompok usaha, atau 

pekerjaan berbasis platform. 

Langkah berikutnya adalah mencari sumber hak. Hak 

pekerja tidak hanya berasal dari peraturan perundang-

undangan. Dasarnya dapat ditemukan dalam perjanjian kerja, 

Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama, kebiasaan 

yang telah menjadi syarat kerja, putusan atau kesepakatan 

sebelumnya, maupun kebijakan perusahaan. Seluruh sumber 

tersebut perlu dibandingkan karena PKB atau perjanjian kerja, 

misalnya, dapat memberikan hak yang lebih baik daripada 

batas minimum yang ditentukan undang-undang. 

Dari pemeriksaan tersebut, serikat dapat 

mengidentifikasi jenis masalah yang dihadapi. Sebuah kasus 

dapat berkaitan dengan pelanggaran norma ketenagakerjaan, 

pelanggaran perjanjian, perselisihan hak, perselisihan 

kepentingan, perselisihan PHK, perselisihan antarserikat 

dalam satu perusahaan, dugaan tindak pidana, jaminan sosial, 

kecelakaan kerja, diskriminasi, atau kekerasan. Satu perkara 

juga dapat mengandung beberapa persoalan sekaligus 

sehingga tidak selalu cukup diselesaikan melalui satu jalur. 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 membagi 

perselisihan hubungan industrial menjadi empat jenis. 

Perselisihan hak terjadi ketika hak tidak dipenuhi karena 

perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap peraturan, 

perjanjian kerja, Peraturan Perusahaan, atau PKB. 

Perselisihan kepentingan menyangkut pembentukan atau 
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perubahan syarat kerja yang belum diatur. Perselisihan PHK 

terjadi ketika tidak terdapat kesesuaian pendapat mengenai 

pengakhiran hubungan kerja. Sementara itu, perselisihan 

antarserikat pekerja dalam satu perusahaan berkaitan dengan 

keanggotaan serta pelaksanaan hak dan kewajiban 

keserikatpekerjaan. Pembedaan ini penting karena setiap jenis 

perselisihan mempunyai jalur penyelesaian yang berbeda. 

Pelanggaran norma sendiri tidak selalu sama dengan 

perselisihan hubungan industrial. Ketika perusahaan 

membayar upah di bawah ketentuan minimum atau tidak 

menjalankan norma K3, terdapat aspek penegakan hukum 

yang menjadi ranah pengawasan ketenagakerjaan. Namun, 

ketika pekerja menuntut hak yang tidak dipenuhi dan 

perusahaan membantah tuntutan tersebut, persoalan itu juga 

dapat berkembang menjadi perselisihan hak. Jalur 

pengawasan dan penyelesaian perselisihan karena itu dapat 

digunakan secara berbeda atau berjalan berdampingan, 

tergantung pada karakter kasus. 

Hal yang tidak kalah penting adalah memeriksa batas 

waktu. Beberapa hak dan upaya hukum mempunyai tenggat 

tertentu. Tanggal kejadian, penerbitan surat keputusan, 

berlangsungnya perundingan, keluarnya anjuran, hingga 

waktu penerimaan dokumen perlu dicatat dengan teliti. 

Keterlambatan mengambil tindakan dapat mengurangi pilihan 

hukum yang tersedia. 

Setelah seluruh informasi diperiksa, pendamping harus 

menjelaskan keadaan perkara secara jujur kepada anggota. 

Jangan memberikan kepastian bahwa sebuah kasus pasti 

menang. Hukum dapat ditafsirkan berbeda, bukti mungkin 

tidak lengkap, dan hasil akhirnya bergantung pada proses yang 

berlangsung. Tugas serikat adalah menjelaskan kekuatan dan 

kelemahan kasus, peluang yang tersedia, biaya, waktu, serta 
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risiko dari setiap pilihan agar anggota dan organisasi dapat 

mengambil keputusan dengan pertimbangan yang matang. 

 

E. Mengumpulkan dan Mengamankan Bukti 
Pembelaan yang kuat membutuhkan bukti. Persoalannya, 

pekerja sering baru mulai mencari dokumen setelah masalah 

terjadi, ketika akses ke tempat kerja sudah ditutup, akun 

perusahaan dinonaktifkan, atau perangkat kerja telah diambil. 

Pada saat itu, banyak informasi penting mungkin tidak lagi 

dapat diperoleh. Karena itu, pengetahuan mengenai 

dokumentasi perlu diberikan kepada anggota sebelum mereka 

menghadapi masalah. 

Bukti dalam kasus ketenagakerjaan dapat berbentuk 

perjanjian kerja, surat pengangkatan, slip upah, rekening bank, 

kartu identitas pekerja, daftar hadir, catatan lembur, jadwal 

kerja, surat peringatan, surat mutasi, surat PHK, PKB, 

Peraturan Perusahaan, maupun korespondensi. Foto, video, 

pesan elektronik, rekaman yang diperoleh secara sah, 

dokumen medis, laporan kecelakaan, dan keterangan saksi 

juga dapat membantu menjelaskan apa yang sebenarnya 

terjadi. 

Dokumen asli perlu disimpan dengan aman. Ketika 

dokumen harus diberikan kepada pihak lain, sebaiknya 

menggunakan salinan, kecuali pihak berwenang memang 

meminta dokumen asli. Serikat juga perlu mencatat dokumen 

apa saja yang diterima dari anggota, kapan diterima, dan siapa 

yang menyimpannya. Cara sederhana ini dapat mencegah 

dokumen penting hilang atau tidak diketahui keberadaannya. 

Perhatian khusus diperlukan terhadap bukti elektronik. 

Tangkapan layar sebaiknya tidak hanya memperlihatkan satu 

kalimat yang dianggap penting, tetapi juga konteks 
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percakapan, tanggal dan waktu, serta identitas pengirim. Jika 

memungkinkan, simpan file asli, percakapan lengkap, dan 

salinan cadangan. Dokumen elektronik jangan diubah atau 

dipotong sedemikian rupa sehingga konteksnya hilang dan 

menimbulkan keraguan mengenai keasliannya. 

Keterangan saksi juga perlu dikelola dengan hati-hati. 

Serikat dapat mencatat identitas saksi, posisinya, apa yang 

benar-benar diketahui, serta kesediaannya memberikan 

keterangan. Saksi tidak boleh diarahkan untuk menceritakan 

sesuatu yang tidak dilihat, didengar, atau dialaminya sendiri. 

Dalam beberapa kasus, saksi mungkin takut mengalami 

mutasi, tekanan, atau pembalasan. Karena itu, keputusan 

mengenai kapan dan bagaimana keterangannya digunakan 

perlu mempertimbangkan keselamatan saksi. 

Tidak semua bukti berada dalam penguasaan pekerja. 

Data kehadiran, catatan produksi, dokumen pengupahan, 

rekaman tertentu, atau dokumen internal lainnya sering berada 

di tangan perusahaan. Serikat perlu mengidentifikasi 

kebutuhan tersebut sejak awal dan meminta informasi yang 

relevan melalui surat resmi, perundingan, atau mekanisme 

hukum yang tersedia. 

Untuk bukti yang penting, organisasi sebaiknya mencatat 

rantai penguasaannya: kapan bukti diterima, dari siapa 

diperoleh, di mana disimpan, dan siapa saja yang pernah 

mengaksesnya. Pencatatan ini membantu menjaga keaslian 

sekaligus mengurangi risiko kehilangan atau perubahan 

dokumen. 

Keamanan dan kerahasiaan juga harus diperhatikan. 

Dokumen perkara tidak semestinya disebarkan melalui grup 

terbuka hanya karena banyak pengurus terlibat dalam 

advokasi. Akses diberikan kepada orang yang memang 

membutuhkan informasi tersebut. Data kesehatan, identitas 
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pelapor, informasi keluarga, dan berbagai informasi sensitif 

lainnya memerlukan perlindungan yang lebih ketat. 

Yang tidak boleh dilakukan adalah membuat, 

memalsukan, atau mengubah bukti untuk memperkuat 

perkara. Tindakan seperti itu justru dapat menghancurkan 

kasus, merusak kepercayaan terhadap serikat, dan 

menimbulkan risiko hukum. Jika bukti yang tersedia memang 

lemah, organisasi harus mengakuinya secara jujur dan mencari 

strategi pembelaan lain yang dapat dipertanggungjawabkan. 

 

F. Menentukan Strategi Penyelesaian 
Strategi adalah pilihan terencana mengenai tujuan yang 

ingin dicapai, pihak yang menjadi sasaran, jalur yang 

ditempuh, tahapan tindakan, sumber daya yang digunakan, 

serta bentuk tekanan yang diperlukan. Tidak semua kasus 

harus langsung dibawa ke pengadilan. Sebaliknya, tidak 

semua persoalan dapat diselesaikan hanya dengan 

mengandalkan hubungan baik. Strategi harus disusun 

berdasarkan karakter masalah, kepentingan anggota, dan 

kekuatan organisasi. 

Langkah pertama adalah menentukan tujuan secara jelas. 

Dalam satu kasus, tujuannya mungkin membatalkan sanksi, 

mempekerjakan kembali pekerja, atau memperoleh 

pembayaran hak. Dalam kasus lain, sasaran advokasi dapat 

berupa penghentian praktik diskriminatif, perbaikan prosedur, 

penambahan klausul dalam PKB, atau perubahan kebijakan 

perusahaan. Tujuan anggota dan kepentingan organisasi perlu 

dibicarakan sejak awal. Keduanya dapat berjalan searah, tetapi 

tidak selalu sama. Seorang anggota, misalnya, mungkin hanya 

menginginkan penyelesaian atas kasusnya, sementara serikat 

melihat adanya praktik yang berpotensi merugikan lebih 

banyak pekerja. 
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Setelah tujuan ditentukan, serikat perlu memetakan 

pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah. Siapa yang 

sebenarnya mempunyai kewenangan mengambil keputusan? 

Siapa yang dapat memengaruhi keputusan tersebut? Siapa 

yang mendukung atau menolak tuntutan pekerja? Lembaga 

mana yang mempunyai kewenangan untuk bertindak? Perlu 

pula dilihat pihak mana yang mempunyai kepentingan 

terhadap reputasi perusahaan dan dapat memengaruhi 

penyelesaian. 

Strategi yang baik juga membutuhkan penilaian yang 

jujur terhadap kekuatan dan kelemahan sendiri. Dasar hukum 

dan kualitas bukti harus diperiksa bersama dengan dukungan 

anggota, posisi strategis pekerja dalam proses produksi, 

kondisi perusahaan, kesiapan dana, kemampuan komunikasi, 

jaringan yang dimiliki, waktu yang tersedia, serta 

kemungkinan terjadinya pembalasan. Tuntutan yang kuat 

secara hukum belum tentu mudah diperjuangkan apabila bukti 

terbatas atau dukungan anggota lemah. Sebaliknya, dukungan 

anggota yang besar perlu diarahkan dengan strategi yang tepat 

agar menghasilkan perubahan. 

Dari pemetaan tersebut, serikat dapat menentukan jalur 

yang akan digunakan. Advokasi dapat menggabungkan 

pendekatan internal perusahaan, perundingan bipartit, 

pengawasan ketenagakerjaan, mediasi, litigasi, kampanye 

publik, aksi kolektif, maupun solidaritas dari organisasi lain. 

Beberapa jalur dapat berjalan bersamaan, tetapi harus tetap 

berada dalam satu koordinasi. Pernyataan publik yang 

dikeluarkan tanpa perhitungan, misalnya, dapat mengganggu 

proses perundingan atau bahkan menimbulkan risiko baru 

bagi korban. 

Tekanan juga dapat dibangun secara bertahap. Serikat 

dapat memulai dengan tindakan yang risikonya lebih rendah 

dan meningkatkan tekanan apabila tidak terdapat kemajuan. 
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Namun, eskalasi bukan berarti setiap kasus harus berakhir 

pada tindakan yang paling keras. Setiap peningkatan tekanan 

harus mempunyai alasan, tujuan, dan ukuran keberhasilan. 

Jika sebuah langkah sudah mampu membuka penyelesaian 

yang layak, organisasi perlu menilai apakah eskalasi 

berikutnya masih diperlukan. 

Penyelesaian melalui kesepakatan juga tidak dengan 

sendirinya berarti kekalahan. Yang perlu diperiksa adalah 

apakah hak utama anggota terlindungi, anggota memahami isi 

kesepakatan, dan hasilnya benar-benar dapat dilaksanakan. 

Jika terdapat pembayaran, tenggat dan mekanismenya harus 

jelas. Serikat juga perlu mempertimbangkan apa yang 

dilakukan apabila kesepakatan dilanggar dan apakah 

penyebab utama persoalan telah diperbaiki. Strategi advokasi 

bukan soal memilih tindakan yang paling keras, melainkan 

memilih langkah yang paling mampu mencapai tujuan. 

 

G. Pendampingan Anggota di Tingkat 
Perusahaan 

Banyak persoalan ketenagakerjaan sebenarnya dapat 

diselesaikan lebih cepat apabila ditangani sejak awal di tingkat 

perusahaan. Masalah yang belum membesar sering masih 

mempunyai ruang penyelesaian melalui komunikasi, 

klarifikasi, atau pertemuan antara serikat dan manajemen. 

Namun, penyelesaian internal tetap membutuhkan persiapan. 

Datang ke pertemuan tanpa memahami kasus justru dapat 

melemahkan posisi pekerja. 

Sebelum bertemu dengan perusahaan, serikat perlu 

mempelajari kasus bersama anggota. Dokumen yang 

berkaitan harus diperiksa, fakta dan kronologi dikonfirmasi, 

serta tujuan yang ingin dicapai ditentukan dengan jelas. Jika 

beberapa pengurus hadir, pembagian peran juga perlu 
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dilakukan. Siapa yang menyampaikan pokok masalah, siapa 

yang mengajukan pertanyaan, dan siapa yang mencatat 

jalannya pertemuan sebaiknya sudah diketahui sebelumnya. 

Serikat juga perlu menentukan hal-hal yang tidak boleh 

diputuskan atau disepakati tanpa terlebih dahulu berkonsultasi 

dengan anggota atau organisasi. 

Dalam pemeriksaan maupun proses disiplin, anggota 

sebaiknya mempunyai hak untuk didampingi serikat. Jaminan 

tersebut dapat diperkuat melalui PKB atau mekanisme internal 

perusahaan. Pendampingan penting karena pekerja sering 

berhadapan dengan atasan atau manajemen yang lebih 

memahami prosedur dan menguasai informasi. Pekerja tidak 

semestinya dipaksa menghadapi proses penting yang dapat 

menentukan nasib pekerjaannya seorang diri. 

Pendamping bukan sekadar hadir dan duduk di sebelah 

anggota. Ia perlu memastikan proses berlangsung secara adil, 

meminta penjelasan ketika terdapat hal yang tidak jelas, 

mencatat pernyataan para pihak, serta membantu anggota 

memahami pertanyaan yang diajukan. Pendamping juga perlu 

mencegah intimidasi, meminta waktu untuk berkonsultasi 

apabila diperlukan, dan memastikan setiap dokumen diperiksa 

sebelum ditandatangani. 

Kehati-hatian terhadap dokumen sangat penting. Dalam 

beberapa kasus, pekerja diminta menandatangani surat 

pengunduran diri, pengakuan utang, berita acara, atau 

kesepakatan ketika sedang berada dalam tekanan. Jangan 

menandatangani dokumen hanya karena diminta segera. 

Serikat perlu meminta kesempatan untuk membaca, 

memahami akibatnya, dan berkonsultasi. Apabila isi dokumen 

tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak disetujui, pekerja 

tidak boleh dipaksa menandatanganinya seolah-olah telah 

memberikan persetujuan. 
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Setiap pertemuan juga sebaiknya mempunyai catatan 

yang baik. Catat siapa yang hadir, waktu dan tempat 

pertemuan, pertanyaan dan jawaban yang disampaikan, 

dokumen yang dibahas, tawaran perusahaan, keberatan 

serikat, serta tindak lanjut yang disepakati. Jika perusahaan 

membuat berita acara sendiri, serikat perlu membacanya 

kembali dan memastikan isinya benar-benar sesuai dengan 

pembicaraan yang terjadi. 

Dalam seluruh proses tersebut, pendamping perlu 

menjaga sikap. Ketegasan tetap diperlukan ketika hak anggota 

terancam, tetapi ketegasan tidak berarti kehilangan kendali 

atau menjadikan pertemuan sebagai ajang pertengkaran. 

Tujuan pendampingan adalah melindungi anggota, menjaga 

proses tetap adil, dan membuka jalan menuju penyelesaian 

yang dapat dipertanggungjawabkan. 

 

H. Perundingan Bipartit 
Perundingan bipartit adalah perundingan langsung antara 

pekerja atau serikat pekerja dengan pengusaha untuk 

menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Menurut 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, setiap perselisihan 

hubungan industrial pada awalnya wajib diupayakan 

penyelesaiannya melalui perundingan bipartit secara 

musyawarah untuk mufakat. Dengan demikian, bipartit bukan 

sekadar pertemuan biasa, tetapi merupakan tahap penting 

dalam proses penyelesaian perselisihan. 

Perundingan bipartit harus diselesaikan paling lama 30 

hari kerja sejak perundingan dimulai. Apabila salah satu pihak 

menolak berunding atau setelah jangka waktu tersebut tidak 

tercapai kesepakatan, perundingan bipartit dianggap gagal. 

Batas waktu ini perlu diperhatikan agar proses tidak dibiarkan 

berlarut-larut tanpa kepastian. 
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Untuk menjaga ketertiban proses, permintaan atau 

undangan perundingan sebaiknya disampaikan secara tertulis. 

Surat tersebut dapat memuat identitas para pihak, pokok 

perselisihan yang akan dibicarakan, waktu dan tempat 

perundingan, permintaan agar pihak yang mempunyai 

kewenangan mengambil keputusan hadir, serta dokumen 

pendukung awal apabila diperlukan. Surat tertulis sekaligus 

menjadi bukti bahwa serikat telah berupaya menyelesaikan 

perselisihan melalui bipartit. 

Sebelum perundingan berlangsung, tim serikat harus 

mempersiapkan diri. Setiap anggota tim perlu memahami 

kronologi kasus, jenis perselisihan, dasar hak yang digunakan, 

bukti yang tersedia, serta tuntutan yang diperjuangkan. Batas 

mandat juga harus jelas, termasuk hal-hal yang dapat 

disepakati langsung dan hal-hal yang harus dikonsultasikan 

kembali dengan anggota atau organisasi. Alternatif 

penyelesaian dan strategi komunikasi selama perundingan 

sebaiknya dibicarakan sebelum tim duduk di meja 

perundingan. 

Setiap perundingan perlu dituangkan dalam risalah. 

Risalah setidaknya memuat nama dan alamat para pihak, 

tanggal dan tempat perundingan, pokok masalah yang 

dibicarakan, pendapat masing-masing pihak, hasil atau 

kesimpulan pertemuan, serta tanda tangan para pihak. Jika 

pihak lain menolak menandatangani risalah, serikat perlu 

mencatat penolakan tersebut dan tetap menyimpan bukti 

kehadiran, surat undangan, serta korespondensi yang 

berkaitan dengan perundingan. 

Apabila tercapai kesepakatan, hasilnya dituangkan dalam 

Perjanjian Bersama. Isinya harus dibuat sejelas mungkin 

mengenai kewajiban masing-masing pihak, jumlah 

pembayaran apabila ada, cara dan tenggat pelaksanaan, akibat 

apabila kesepakatan tidak dijalankan, serta apakah 
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kesepakatan menyelesaikan seluruh atau hanya sebagian 

perselisihan. Perjanjian Bersama kemudian perlu didaftarkan 

pada Pengadilan Hubungan Industrial agar memperoleh akta 

bukti pendaftaran dan dapat dimintakan eksekusi apabila salah 

satu pihak tidak melaksanakannya. 

Jika bipartit gagal, salah satu atau kedua pihak dapat 

mencatatkan perselisihan kepada instansi yang bertanggung 

jawab di bidang ketenagakerjaan dengan melampirkan bukti 

bahwa upaya bipartit telah dilakukan. Karena itu, surat 

undangan, risalah, bukti pengiriman, dan korespondensi tidak 

boleh dianggap sebagai urusan administrasi yang sepele. 

Dokumen tersebut dapat menjadi bukti penting pada tahap 

penyelesaian berikutnya. 

Meski menjadi tahap yang diwajibkan, bipartit 

seharusnya tidak dijalankan sekadar untuk memenuhi 

formalitas sebelum melangkah ke mediasi atau proses 

selanjutnya. Ruang ini perlu digunakan sungguh-sungguh 

untuk mencari penyelesaian. Pada saat yang sama, serikat 

harus menjaga agar perundingan tidak sengaja diulur terlalu 

lama hingga mengurangi pilihan hukum atau melemahkan 

posisi pekerja. 

 

I. Mediasi dan Konsiliasi 
Setelah perundingan bipartit gagal, perselisihan 

hubungan industrial dapat dilanjutkan dengan melibatkan 

pihak ketiga. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 

menyediakan beberapa mekanisme, antara lain mediasi, 

konsiliasi, dan arbitrase. Masing-masing mempunyai ruang 

lingkup dan akibat hukum yang berbeda sehingga serikat perlu 

memahami mekanisme yang paling sesuai dengan perkara 

yang dihadapi. 



 

 

MEMAHAMI SERIKAT PEKERJA   321 

Mediasi dilakukan oleh mediator hubungan industrial 

pada instansi yang bertanggung jawab di bidang 

ketenagakerjaan. Jalur ini dapat digunakan untuk empat jenis 

perselisihan hubungan industrial, yaitu perselisihan hak, 

perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, dan perselisihan 

antarserikat pekerja dalam satu perusahaan. Mediator 

memeriksa perkara, memanggil para pihak, mendengarkan 

penjelasan dan argumentasi mereka, serta membantu mencari 

kemungkinan penyelesaian. 

Apabila dalam mediasi tercapai kesepakatan, para pihak 

menuangkannya dalam Perjanjian Bersama yang kemudian 

didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial. Jika 

kesepakatan tidak tercapai, mediator mengeluarkan anjuran 

tertulis. Para pihak selanjutnya menyatakan menerima atau 

menolak anjuran tersebut sesuai dengan prosedur yang 

berlaku. Jika anjuran diterima, hasilnya dituangkan dalam 

Perjanjian Bersama. Apabila tidak diterima, pihak yang 

berkepentingan dapat melanjutkan perselisihan dengan 

mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial. 

Selain mediasi, terdapat mekanisme konsiliasi. 

Konsiliasi dilakukan oleh konsiliator yang terdaftar dan 

dipilih berdasarkan kesepakatan para pihak. Berbeda dengan 

mediasi, konsiliasi hanya dapat digunakan untuk perselisihan 

kepentingan, perselisihan PHK, dan perselisihan antarserikat 

pekerja dalam satu perusahaan. Perselisihan hak tidak 

termasuk perkara yang dapat diselesaikan melalui konsiliasi. 

Pilihan antara mediasi dan konsiliasi perlu 

mempertimbangkan jenis perselisihan, ketersediaan 

konsiliator, kesepakatan para pihak, keahlian pihak ketiga, 

waktu yang tersedia, serta strategi penyelesaian kasus. 

Apabila para pihak tidak menentukan pilihan sesuai 

mekanisme yang diatur undang-undang, perselisihan pada 

umumnya akan dilimpahkan kepada mediator. 
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Apa pun jalur yang dipilih, serikat harus datang dengan 

persiapan yang memadai. Kronologi, risalah bipartit, 

dokumen dan bukti, daftar saksi, argumentasi hukum, 

perhitungan hak, serta tuntutan harus dipersiapkan sejak awal. 

Surat kuasa atau mandat juga perlu tersedia apabila memang 

dibutuhkan. Serikat tidak dapat menyerahkan seluruh 

pekerjaan kepada mediator atau konsiliator dan berharap 

pihak ketiga tersebut yang membangun kasusnya. 

Mediasi maupun konsiliasi bukanlah persidangan di 

pengadilan. Mediator dan konsiliator berperan membantu para 

pihak mencari penyelesaian dan, ketika kesepakatan tidak 

tercapai, memberikan anjuran sesuai kewenangannya. Mereka 

tidak menjatuhkan putusan seperti hakim. Karena itu, 

kemampuan berunding, kualitas argumentasi, kekuatan bukti, 

dan dukungan anggota tetap menentukan posisi serikat dalam 

proses tersebut. 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 juga mengenal 

arbitrase untuk perselisihan kepentingan dan perselisihan 

antarserikat pekerja dalam satu perusahaan. Arbitrase hanya 

dapat ditempuh berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. 

Putusannya pada dasarnya bersifat final dan mengikat. Karena 

akibat hukumnya besar dan ruang untuk menempuh upaya 

berikutnya terbatas, keputusan menyerahkan perselisihan 

kepada arbitrase harus diambil dengan pertimbangan yang 

matang dan berdasarkan mandat organisasi yang jelas. 

 

J. Pengaduan kepada Pengawas 
Ketenagakerjaan 

Pengawas ketenagakerjaan mempunyai fungsi penting 

dalam penegakan norma ketenagakerjaan. Jalur pengawasan 

berbeda dengan mediasi perselisihan hubungan industrial. 

Mediator membantu para pihak menyelesaikan perselisihan, 



 

 

MEMAHAMI SERIKAT PEKERJA   323 

sedangkan pengawas bekerja dalam kerangka pemeriksaan 

dan penegakan terhadap pelaksanaan norma ketenagakerjaan. 

Pengaduan kepada pengawas dapat dipertimbangkan 

ketika terdapat dugaan pelanggaran norma, seperti ketentuan 

upah minimum, pembayaran upah, waktu kerja dan waktu 

istirahat, lembur, pekerja anak, norma pekerja perempuan, K3, 

jaminan sosial, maupun norma ketenagakerjaan lainnya. Tata 

cara pengawasan ketenagakerjaan antara lain diatur melalui 

Permenaker Nomor 33 Tahun 2016 sebagaimana diubah 

dengan Permenaker Nomor 1 Tahun 2020. 

Sebelum membuat pengaduan, serikat perlu memastikan 

instansi pengawasan yang mempunyai kewenangan terhadap 

perusahaan tersebut. Pengawasan ketenagakerjaan berada 

dalam struktur pemerintahan sesuai dengan pembagian 

kewenangan yang berlaku. Karena itu, lokasi perusahaan dan 

wilayah kewenangan pengawas perlu diperiksa sejak awal. 

Pengaduan yang disampaikan kepada instansi yang tidak tepat 

dapat membuat penanganan menjadi lebih lama. 

Pengaduan sebaiknya disusun dengan informasi yang 

cukup agar persoalan mudah dipahami dan diperiksa. Di 

dalamnya dapat dicantumkan identitas pengadu, identitas 

perusahaan, lokasi kerja, uraian mengenai pelanggaran, 

jumlah pekerja yang terdampak, waktu kejadian, aturan yang 

diduga dilanggar, bukti yang tersedia, langkah yang 

sebelumnya sudah dilakukan, serta permintaan agar dilakukan 

pemeriksaan. Apabila terdapat risiko terhadap anggota, serikat 

perlu mempertimbangkan cara pencantuman identitas dan 

meminta perlindungan kerahasiaan sesuai dengan mekanisme 

yang tersedia. 

Kementerian Ketenagakerjaan juga menyediakan kanal 

LAPOR MENAKER untuk menyampaikan laporan mengenai 

pelanggaran norma ketenagakerjaan, kecelakaan kerja, 

penyakit akibat kerja, dan perselisihan. Kanal tersebut 
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menyatakan bahwa data dan informasi pengaduan 

dirahasiakan. Keberadaan kanal pengaduan dapat 

mempermudah penyampaian laporan, tetapi kualitas 

informasi dan bukti yang disampaikan tetap menentukan 

kemudahan pemeriksaan. 

etelah pengaduan disampaikan, pekerjaan serikat belum 

selesai. Pengurus perlu meminta atau menyimpan bukti 

penerimaan, mencatat nomor laporan, memantau 

perkembangan penanganan, memenuhi permintaan dokumen 

tambahan, serta mendampingi anggota apabila diperlukan 

dalam pemeriksaan. Serikat juga perlu meminta informasi 

mengenai hasil tindak lanjut sesuai dengan prosedur yang 

berlaku. Tanpa pemantauan, sebuah laporan dapat berhenti 

tanpa diketahui perkembangannya oleh anggota. 

Jalur pengawasan dan penyelesaian perselisihan juga 

dapat saling berhubungan. Hasil pemeriksaan pengawas, 

misalnya, dapat membantu menunjukkan adanya pelanggaran 

norma. Namun, pemeriksaan tersebut belum tentu dengan 

sendirinya menyelesaikan seluruh tuntutan pekerja. Dalam 

keadaan tertentu, pekerja tetap perlu menempuh mekanisme 

perselisihan hubungan industrial untuk memperoleh 

pembayaran atau pemulihan hak tertentu. Karena itu, kedua 

jalur perlu disusun secara terkoordinasi agar tidak berjalan 

sendiri-sendiri. 

Pengaduan kepada pengawas juga tidak boleh membuat 

serikat menyerahkan seluruh perjuangan kepada aparat 

pengawasan. Proses penegakan dapat membutuhkan waktu 

dan menghadapi berbagai keterbatasan. Dokumentasi yang 

baik, dukungan anggota, pengorganisasian, perundingan, dan 

apabila diperlukan tekanan publik tetap menjadi bagian 

penting dari strategi untuk memastikan hak pekerja benar-

benar dipenuhi. 
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K. Penyelesaian melalui Pengadilan Hubungan 
Industrial 

Pengadilan Hubungan Industrial atau PHI adalah 

pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum yang 

berwenang memeriksa dan memutus perselisihan hubungan 

industrial. Membawa perkara ke PHI merupakan langkah 

penting yang tidak dapat dilakukan tanpa persiapan. Selain 

dasar hukum dan bukti, proses ini membutuhkan waktu, biaya, 

kemampuan menghadapi persidangan, serta ketahanan 

organisasi dalam mendampingi anggota sampai perkara 

selesai. 

Kewenangan PHI berbeda menurut jenis perselisihannya. 

PHI memeriksa dan memutus perselisihan hak pada tingkat 

pertama, perselisihan kepentingan pada tingkat pertama dan 

terakhir, perselisihan PHK pada tingkat pertama, serta 

perselisihan antarserikat pekerja dalam satu perusahaan pada 

tingkat pertama dan terakhir. Untuk perselisihan hak dan 

PHK, putusan PHI dapat dimintakan kasasi ke Mahkamah 

Agung sesuai dengan ketentuan. Sementara itu, untuk 

perselisihan kepentingan dan perselisihan antarserikat dalam 

satu perusahaan, putusan PHI bersifat final pada tingkat 

tersebut. 

Sebelum gugatan diajukan, tahapan penyelesaian 

sebelumnya harus sudah ditempuh sesuai dengan jenis 

perselisihan. Gugatan ke PHI harus disertai risalah 

penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi sesuai jalur yang 

digunakan. Karena itu, surat, risalah bipartit, dokumen 

mediasi atau konsiliasi, anjuran, dan korespondensi sejak awal 

perkara perlu disimpan secara teratur. Kelalaian dalam 

administrasi pada tahap sebelumnya dapat menjadi masalah 

ketika perkara masuk ke pengadilan. 
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Gugatan sendiri perlu disusun dengan cermat. Di 

dalamnya harus dijelaskan identitas para pihak, kewenangan 

pengadilan untuk memeriksa perkara, hubungan kerja, 

kronologi kejadian, dasar hukum, bentuk pelanggaran, serta 

tuntutan atau petitum yang diminta kepada hakim. Tuntutan 

harus dirumuskan secara jelas dan memungkinkan untuk 

dilaksanakan. Kesalahan dalam merumuskan apa yang 

diminta dapat memengaruhi hasil perkara meskipun pokok 

persoalan dan argumentasi pekerja sebenarnya cukup kuat. 

Pembuktian juga tidak sekadar mengumpulkan sebanyak 

mungkin dokumen. Serikat perlu menentukan bukti surat yang 

relevan, saksi yang mengetahui kejadian, perhitungan hak, dan 

ahli apabila memang diperlukan. Setiap bukti harus 

mempunyai hubungan yang jelas dengan dalil yang ingin 

dibuktikan. Menumpuk banyak dokumen tanpa menjelaskan 

kaitannya dengan perkara justru dapat membuat pokok 

masalah menjadi tidak fokus. 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 memberikan 

ruang bagi serikat pekerja untuk bertindak sebagai kuasa 

hukum dalam mewakili anggotanya pada perkara hubungan 

industrial sesuai dengan ketentuan. Kesempatan ini penting 

bagi serikat, tetapi tidak berarti setiap pengurus otomatis siap 

menjalankan pekerjaan litigasi. Organisasi perlu memastikan 

orang yang mewakili anggota mempunyai kemampuan 

menyusun gugatan, mempersiapkan pembuktian, menghadapi 

persidangan, serta memahami hukum acara yang berlaku. 

Pekerjaan serikat juga tidak berhenti ketika putusan telah 

dijatuhkan. Memenangkan perkara belum tentu membuat 

pekerja langsung menerima haknya. Organisasi masih perlu 

memantau apakah putusan telah berkekuatan hukum sesuai 

tahapannya, apakah perusahaan melaksanakannya secara 

sukarela, apakah pembayaran dilakukan, atau apakah 

pemulihan hubungan kerja benar-benar dijalankan. Jika 
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putusan tidak dilaksanakan, kemungkinan menempuh proses 

eksekusi perlu dipersiapkan. 

Litigasi karena itu harus ditempatkan sebagai bagian dari 

strategi advokasi, bukan sebagai satu-satunya bentuk 

perjuangan. Perkara di pengadilan dapat berlangsung panjang 

sehingga komunikasi dengan anggota dan dukungan 

organisasi harus terus dijaga. Proses hukum juga tidak boleh 

membuat pengorganisasian berhenti. Sebaliknya, pengalaman 

persidangan dapat menjadi bahan pendidikan dan, apabila 

tepat secara strategi, bagian dari kampanye organisasi dengan 

tetap menjaga kerahasiaan serta kepentingan hukum anggota. 

 

L. Perlindungan Pelapor dan Pengurus Serikat 
Pekerja sering mengetahui adanya pelanggaran, tetapi 

memilih tidak melapor karena takut mengalami pembalasan. 

Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan. Setelah menyampaikan 

pengaduan atau terlibat dalam kegiatan serikat, pekerja dapat 

menghadapi pemindahan, pengurangan jam kerja, penilaian 

buruk, kontrak yang tidak diperpanjang, hingga PHK. 

Ketakutan semacam ini dapat membuat pelanggaran terus 

berlangsung karena pekerja merasa lebih aman untuk diam. 

Karena itu, sistem pengaduan serikat dan PKB perlu 

memuat larangan tindakan balasan. Perlindungan seharusnya 

diberikan kepada pekerja yang dengan iktikad baik 

melaporkan dugaan pelanggaran, menjadi saksi, membantu 

pemeriksaan, maupun mendampingi korban. Aturan internal 

memang tidak selalu mampu menghilangkan seluruh risiko, 

tetapi setidaknya memberikan dasar bagi serikat untuk 

bertindak cepat ketika muncul dugaan pembalasan. 

Kerahasiaan menjadi bagian penting dari perlindungan 

tersebut. Identitas pelapor sebaiknya hanya diketahui oleh 
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orang yang memang membutuhkan informasi untuk 

menangani kasus. Namun, serikat juga tidak boleh 

memberikan janji kerahasiaan yang tidak mungkin dipenuhi. 

Dalam proses tertentu, terutama ketika perkara memasuki 

pemeriksaan atau proses hukum, identitas pelapor atau saksi 

mungkin perlu dibuka. Kemungkinan dan risikonya harus 

dibicarakan dengan anggota sebelum langkah tersebut 

diambil. 

Jika setelah pengaduan muncul mutasi, sanksi, 

pengurangan hak, perubahan jadwal, tekanan, atau tindakan 

lain yang merugikan pekerja, semuanya perlu dicatat. Waktu 

kejadian, pihak yang mengambil keputusan, alasan yang 

diberikan, serta hubungannya dengan pengaduan sebelumnya 

harus didokumentasikan. Catatan semacam ini dapat 

membantu menunjukkan apakah terdapat pola tindakan 

balasan terhadap pelapor, saksi, atau anggota serikat. 

Perlindungan terhadap kegiatan serikat juga mempunyai 

dasar hukum. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 

2000 melarang siapa pun menghalangi atau memaksa pekerja 

untuk membentuk, menjadi pengurus atau anggota, maupun 

menjalankan kegiatan serikat. Larangan tersebut mencakup 

tindakan melalui pemutusan hubungan kerja, skorsing, 

penurunan jabatan, mutasi, tidak membayar atau mengurangi 

upah, intimidasi, kampanye antipembentukan serikat, maupun 

cara lainnya. Pasal 43 mengatur sanksi pidana terhadap 

pelanggaran atas larangan tersebut. 

Meski perlindungan hukum penting, pekerja yang 

berjuang seorang diri tetap lebih mudah ditekan. Karena itu, 

perlindungan yang paling kuat juga bersifat kolektif. Serikat 

perlu memperluas keterlibatan anggota, membagi tanggung 

jawab, dan membangun solidaritas agar persoalan tidak hanya 

bergantung pada keberanian satu atau dua orang yang 

kemudian mudah dijadikan sasaran. 
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Organisasi juga perlu mempunyai protokol tanggap cepat 

ketika pembalasan terjadi. Begitu laporan diterima, serikat 

harus mampu memeriksa keadaan, mengamankan bukti, 

memberikan pendampingan, menghubungi struktur organisasi 

yang lebih tinggi apabila diperlukan, serta menentukan jalur 

hukum yang tepat. Komunikasi dan solidaritas juga perlu 

dipersiapkan. Kecepatan merespons penting agar tindakan 

terhadap satu pekerja tidak berkembang menjadi cara untuk 

menakut-nakuti seluruh anggota. 

 

M. Mengubah Kasus Individual Menjadi 
Perjuangan Kolektif 

Kasus individual sering kali merupakan gejala dari 

persoalan yang lebih luas. Seorang pekerja mungkin datang 

karena lemburnya tidak dibayar, mengalami diskriminasi, 

mendapat sanksi, atau menghadapi PHK. Jika serikat hanya 

menyelesaikan persoalan orang per orang, pekerja tersebut 

mungkin mendapatkan pemulihan, tetapi penyebab 

masalahnya tetap ada. Kasus serupa dapat kembali terjadi 

kepada pekerja lain. 

Karena itu, pencatatan kasus tidak hanya berguna untuk 

kepentingan administrasi. Data pengaduan perlu 

dikelompokkan berdasarkan jenis pelanggaran, bagian atau 

unit kerja, status hubungan kerja, gender, waktu kejadian, 

pihak yang membuat atau menjalankan kebijakan, serta hasil 

penanganannya. Ketika data dikumpulkan secara teratur, 

serikat dapat melihat pola yang sebelumnya tidak terlihat dari 

satu kasus saja. 

Setiap menerima pengaduan, serikat perlu mencari tahu 

apakah pekerja lain mengalami persoalan yang sama. Perlu 

diperiksa apakah masalah tersebut muncul karena tindakan 

seorang atasan atau justru berasal dari kebijakan perusahaan. 
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Bisa juga persoalan terjadi karena aturan yang tidak jelas, 

pelaksanaannya berbeda-beda, atau terdapat kelompok 

pekerja tertentu yang lebih rentan. Dari pemeriksaan tersebut, 

serikat dapat menilai apakah penyelesaiannya membutuhkan 

perubahan dalam PKB, Peraturan Perusahaan, atau prosedur 

kerja. 

Jika persoalan dialami oleh banyak pekerja, mereka 

sebaiknya tidak hanya menjadi penerima layanan dari 

pengurus. Serikat dapat membentuk kelompok kasus atau tim 

yang melibatkan anggota terdampak untuk mengumpulkan 

informasi, membandingkan pengalaman, menyusun tuntutan, 

dan menentukan tindakan. Cara ini membuat pekerja 

memahami persoalannya sendiri sekaligus mengurangi 

ketergantungan organisasi kepada beberapa pengurus. 

Kasus individual kemudian dapat berkembang menjadi 

tuntutan kolektif. Persoalan lembur seorang pekerja, misalnya, 

dapat membuka tuntutan mengenai sistem pencatatan dan 

pembayaran lembur yang lebih baik. Kasus pelecehan dapat 

mendorong pembentukan mekanisme pencegahan dan 

pengaduan. PHK terhadap seorang pekerja kontrak dapat 

membuka persoalan mengenai penggunaan kontrak secara 

lebih luas. Kecelakaan kerja dapat menjadi dasar untuk 

memperbaiki sistem K3, sedangkan diskriminasi dalam 

promosi dapat diarahkan menjadi tuntutan mengenai prosedur 

promosi yang lebih transparan dan adil. 

Penyelesaian yang kuat karena itu tidak hanya 

memulihkan hak orang yang pertama kali mengadu. Hasil 

advokasi perlu, sejauh memungkinkan, diterjemahkan 

menjadi perubahan Peraturan Perusahaan, PKB, prosedur, 

atau kebijakan sehingga pelanggaran yang sama tidak terus 

berulang. 

Namun, kepentingan kolektif tidak boleh mengabaikan 

kehendak orang yang mengalami kasus. Tidak setiap korban 
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ingin pengalaman pribadinya menjadi bahan kampanye atau 

diketahui banyak orang. Serikat harus menghormati 

keselamatan, privasi, dan pilihan anggota. Persoalan kolektif 

tetap dapat diperjuangkan dengan menggunakan pola kasus 

dan data yang tersedia tanpa harus membuka identitas korban 

apabila hal itu tidak diperlukan. 

 

N. Advokasi Kebijakan Publik 
Banyak persoalan yang dihadapi pekerja di tempat kerja 

tidak dapat diselesaikan hanya pada tingkat perusahaan. Upah 

minimum, jaminan sosial, outsourcing, PHK, pajak, 

pengawasan ketenagakerjaan, keselamatan kerja, hingga 

kebebasan berserikat sangat dipengaruhi oleh kebijakan 

negara. Perundingan dengan perusahaan mungkin dapat 

menyelesaikan sebagian persoalan, tetapi ketika sumber 

masalahnya berada dalam peraturan atau kebijakan 

pemerintah, serikat perlu membawa perjuangan ke tingkat 

yang lebih luas melalui advokasi kebijakan. 

Advokasi kebijakan dimulai dengan menghubungkan 

pengalaman anggota dengan aturan yang menjadi penyebab 

atau memengaruhi persoalan tersebut. Kasus-kasus yang 

ditangani serikat dapat menjadi sumber informasi yang sangat 

penting. Data mengenai PHK, pelanggaran upah, kecelakaan 

kerja, penggunaan outsourcing, atau hambatan berserikat 

dapat menunjukkan bahwa persoalan yang disampaikan bukan 

sekadar dugaan. Ada pekerja yang benar-benar mengalami 

dampaknya. Pengalaman anggota membuat argumentasi 

kebijakan lebih kuat karena memperlihatkan akibat sebuah 

aturan dalam kehidupan nyata. 

Setelah masalah ditemukan, serikat perlu menentukan 

perubahan apa yang ingin dicapai. Tujuannya dapat berupa 

pembentukan aturan baru, perubahan terhadap ketentuan yang 
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sudah ada, pencabutan kebijakan yang merugikan, perbaikan 

pelaksanaan, peningkatan anggaran, penguatan pengawasan, 

atau dorongan agar pemerintah meratifikasi standar 

ketenagakerjaan internasional. Tujuan yang jelas membantu 

organisasi menentukan siapa yang harus ditemui dan langkah 

apa yang perlu dilakukan. 

Pemetaan pembuat keputusan menjadi bagian penting 

dari pekerjaan tersebut. Serikat perlu mengetahui lembaga 

mana yang mempunyai kewenangan, siapa pejabat kunci yang 

terlibat, anggota parlemen atau komite yang membahas 

persoalan, bagaimana jadwal pembahasan berlangsung, serta 

mekanisme yang tersedia bagi partisipasi publik. 

Menyampaikan tuntutan kepada pihak yang tidak mempunyai 

kewenangan hanya akan menghabiskan tenaga tanpa 

membawa keputusan lebih dekat. 

Serikat kemudian perlu menyusun posisi kebijakan yang 

dapat dipertanggungjawabkan. Dokumen tersebut sebaiknya 

menjelaskan masalah, data yang tersedia, pengalaman pekerja, 

dasar hukum, dampak kebijakan, perubahan yang diusulkan, 

alasan di balik usulan tersebut, serta bagaimana perubahan 

dapat dilaksanakan. Tuntutan perlu dirumuskan secara jelas. 

Sekadar menyatakan penolakan tanpa menjelaskan bagian 

mana yang harus diubah dan apa alternatifnya dapat 

membatasi efektivitas advokasi. 

Dalam banyak keadaan, perjuangan kebijakan akan lebih 

kuat jika dilakukan bersama pihak lain. Serikat dapat 

membangun kerja sama dengan serikat pekerja lainnya, 

akademisi, organisasi masyarakat sipil, komunitas, maupun 

kelompok yang terkena dampak kebijakan yang sama. 

Namun, koalisi tidak cukup dibangun atas dasar kesamaan 

penolakan. Perlu ada agenda bersama, pembagian peran, 

aturan komunikasi, serta mekanisme untuk mengelola 

perbedaan yang mungkin muncul di antara anggota koalisi. 
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Hubungan dengan pemerintah, parlemen, dan pembuat 

kebijakan tetap diperlukan agar tuntutan dapat masuk ke 

dalam proses pengambilan keputusan. Namun, kedekatan 

tersebut tidak boleh mengurangi independensi organisasi. 

Posisi serikat harus tetap ditentukan oleh kepentingan 

anggota, bukan oleh hubungan pribadi dengan pejabat atau 

kepentingan politik pihak lain. Kemampuan bertemu pejabat 

bukan ukuran keberhasilan advokasi. Ukurannya adalah 

sejauh mana suara pekerja memengaruhi keputusan dan 

menghasilkan perubahan kebijakan yang nyata. 

 

O. Kampanye sebagai Bagian dari Advokasi 
Kampanye adalah usaha komunikasi dan mobilisasi yang 

dirancang untuk membangun perhatian, dukungan, partisipasi, 

dan tekanan terhadap pihak yang menjadi sasaran. Karena itu, 

kampanye tidak dapat dipahami sekadar sebagai kegiatan 

membuat poster, menyebarkan selebaran, atau mengunggah 

konten di media sosial. Semua itu hanyalah alat. Kampanye 

harus mempunyai tujuan yang jelas dan menjadi bagian dari 

strategi organisasi. 

Tujuan kampanye dapat berbeda-beda. Serikat mungkin 

ingin meningkatkan pemahaman anggota terhadap suatu 

persoalan, mengubah opini masyarakat, mendapatkan 

dukungan, merekrut anggota baru, menekan perusahaan, 

memengaruhi pejabat, atau mendorong suatu tindakan. 

Kejelasan tujuan menentukan pesan, sasaran, saluran 

komunikasi, dan bentuk kegiatan yang akan digunakan. 

Sasaran kampanye juga tidak selalu sama. Dalam satu 

keadaan, sasaran utamanya adalah anggota atau pekerja yang 

belum bergabung dengan serikat. Dalam keadaan lain, 

kampanye dapat diarahkan kepada manajemen perusahaan, 

pemerintah, parlemen, media, konsumen, pemegang saham, 
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maupun masyarakat luas. Pesan perlu disesuaikan dengan 

siapa yang hendak dijangkau. Namun, menyesuaikan bahasa 

dan cara penyampaian tidak berarti mengubah prinsip atau 

tuntutan organisasi hanya agar diterima oleh semua pihak. 

Pesan yang kuat harus mampu menjelaskan persoalan 

secara sederhana. Orang perlu memahami apa yang terjadi, 

siapa yang terdampak, mengapa keadaan tersebut tidak adil, 

siapa yang mempunyai kewenangan untuk mengubahnya, apa 

yang dituntut oleh pekerja, dan tindakan apa yang diharapkan 

dari orang yang menerima pesan. Kampanye yang hanya 

menjelaskan masalah tanpa menunjukkan jalan tindakan 

sering berhenti pada simpati. 

Cerita pekerja dan data dapat saling memperkuat. 

Pengalaman seorang pekerja membuat publik melihat sisi 

manusia dari suatu persoalan, sedangkan data menunjukkan 

bahwa masalah tersebut bukan sekadar kejadian yang berdiri 

sendiri. Keduanya harus digunakan secara bertanggung jawab. 

Cerita pribadi tidak boleh dipublikasikan tanpa izin, identitas 

yang perlu dilindungi harus dijaga, dan data tidak boleh 

dilebih-lebihkan hanya untuk membuat kampanye terlihat 

lebih dramatis. 

Bentuk kampanye dapat menggunakan pertemuan 

anggota, selebaran, media sosial, konferensi pers, petisi, surat 

terbuka, video, unjuk rasa, solidaritas internasional, maupun 

komunikasi langsung kepada pengambil keputusan. Pemilihan 

saluran sebaiknya mengikuti tujuan dan sasaran, bukan 

sekadar memilih media yang sedang populer. 

Kampanye juga harus terhubung dengan strategi hukum 

dan advokasi. Pernyataan kepada publik perlu diperiksa agar 

tidak membahayakan korban, membuka informasi yang 

seharusnya dirahasiakan, mengganggu perundingan, atau 

menimbulkan risiko hukum yang sebenarnya dapat dihindari. 

Karena itu, tim advokasi dan komunikasi perlu bekerja 
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bersama sejak perencanaan, bukan baru saling berhubungan 

ketika masalah muncul. 

Ukuran kampanye bukan hanya seberapa banyak orang 

melihat atau menyukai sebuah konten. Kampanye yang baik 

berusaha mengubah perhatian menjadi tindakan. Orang dapat 

diajak menandatangani petisi, menghadiri pertemuan, 

mengirim surat kepada pengambil keputusan, menjadi 

anggota serikat, menyebarkan informasi, atau mengikuti aksi. 

Simpati memang penting, tetapi kekuatan organisasi tumbuh 

ketika simpati tersebut berubah menjadi partisipasi. 

 

P. Evaluasi dan Dokumentasi Perjuangan 
Setiap advokasi menghasilkan pengalaman dan 

pengetahuan bagi organisasi. Ada strategi yang berhasil, 

kesalahan yang seharusnya tidak diulangi, bukti yang ternyata 

menentukan, serta cara kerja yang perlu diperbaiki. Jika 

pengalaman tersebut tidak didokumentasikan dan dievaluasi, 

pengetahuan akan hilang bersama orang-orang yang pernah 

menangani kasus. Pengurus berikutnya kemudian harus 

memulai kembali dari awal. 

Dokumentasi advokasi dapat mencakup kronologi kasus, 

bukti, surat-menyurat, risalah perundingan, argumentasi, 

strategi yang digunakan, daftar pihak yang terlibat, kegiatan 

kampanye, biaya, hasil perundingan, kesepakatan, putusan, 

hingga pelaksanaannya. Dokumentasi yang tertib tidak hanya 

membantu penanganan perkara yang sedang berjalan, tetapi 

juga menjadi ingatan organisasi ketika menghadapi kasus 

serupa di kemudian hari. 

Setelah sebuah tahapan atau perkara selesai, serikat perlu 

mengevaluasi prosesnya. Perlu dilihat apakah pengaduan 

ditangani dengan cepat, fakta diperiksa dengan baik, dan 
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anggota memahami apa yang sedang dilakukan. Organisasi 

juga perlu menilai apakah strategi yang dipilih sesuai dengan 

persoalan, tugas terbagi dengan jelas, komunikasi berjalan, 

risiko dapat dikelola, serta kelompok yang lebih rentan 

mendapatkan perlindungan yang memadai. Evaluasi seperti 

ini membantu menemukan kelemahan yang sering tidak 

terlihat ketika organisasi sedang sibuk menangani kasus. 

Hasil advokasi juga tidak cukup dinilai dengan ukuran 

menang atau kalah. Serikat perlu melihat apakah hak pekerja 

benar-benar dipulihkan, kebijakan yang menjadi sumber 

masalah berubah, dan kesepakatan yang dicapai benar-benar 

dilaksanakan. Dampak terhadap organisasi juga penting: 

apakah anggota bertambah, kader baru berkembang, 

solidaritas menguat, atau justru pelanggaran yang sama terus 

berulang setelah perkara selesai. 

Perhatian tidak boleh hanya diberikan kepada hasil 

hukum. Proses advokasi yang panjang dapat menimbulkan 

tekanan ekonomi dan psikologis bagi pekerja. PHK, 

kehilangan pendapatan, proses pemeriksaan, atau persidangan 

berbulan-bulan dapat memengaruhi kehidupan anggota dan 

keluarganya. Karena itu, evaluasi juga perlu melihat keadaan 

pekerja setelah kasus berjalan atau selesai. 

Dari evaluasi tersebut, organisasi dapat mencatat 

pelajaran penting. Catatan dapat menjelaskan strategi mana 

yang efektif, bukti apa yang paling menentukan, kesalahan apa 

yang perlu dihindari, hubungan dengan pihak mana yang perlu 

dibangun, serta prosedur internal apa yang harus diperbaiki. 

Dengan cara ini, pengalaman tidak berhenti sebagai ingatan 

pribadi pengurus. 

Kasus yang sudah dianonimkan juga dapat menjadi 

bagian dari basis pengetahuan serikat. Pengalaman tersebut 

dapat digunakan sebagai bahan pendidikan anggota, 

penyusunan atau perbaikan PKB, maupun advokasi kebijakan. 
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Namun, penggunaan kembali informasi harus tetap menjaga 

kerahasiaan dan melindungi data pribadi pekerja. 

Kemenangan pun masih membutuhkan tindak lanjut. 

Pembayaran yang disepakati harus diperiksa, pemulihan 

pekerja harus benar-benar terjadi, dan perubahan aturan perlu 

dipastikan pelaksanaannya. Anggota juga perlu mengetahui 

bahwa hasil tersebut lahir dari organisasi, solidaritas, dan 

tindakan kolektif. Dengan begitu, kemenangan tidak hanya 

menyelesaikan satu perkara, tetapi juga memperkuat 

keanggotaan. 

Sebaliknya, kekalahan tidak perlu disembunyikan. 

Organisasi harus berani memeriksa apakah kelemahannya 

terdapat pada bukti, dasar hukum, strategi, dukungan anggota, 

komunikasi, atau keseimbangan kekuatan. Evaluasi yang jujur 

membuat kegagalan tidak berakhir sebagai kekecewaan 

semata, tetapi menjadi pengetahuan untuk menghadapi 

perjuangan berikutnya dengan lebih baik. 
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BAB 12 
PERUNDINGAN BERSAMA DAN 

AKSI KOLEKTIF 
 

 

erundingan bersama dan aksi kolektif merupakan dua 

bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam perjuangan 

serikat pekerja. Perundingan mengubah tuntutan 

pekerja menjadi kesepakatan, sedangkan aksi kolektif 

membangun kekuatan agar perundingan berlangsung secara 

lebih setara. 

Serikat pekerja tidak datang ke meja perundingan hanya 

dengan argumentasi yang baik. Serikat membawa mandat, 

persatuan, pengetahuan, dan kesiapan bertindak dari para 

anggotanya. Tanpa dukungan anggota, tim perunding mudah 

diperlakukan sebagai sekelompok orang yang berbicara atas 

nama dirinya sendiri. Sebaliknya, ketika anggota 

terorganisasi, memahami tuntutan, dan siap bergerak bersama, 

setiap kata yang disampaikan di meja perundingan memiliki 

bobot. 

Aksi kolektif juga bukan sekadar demonstrasi atau 

mogok kerja. Aksi dapat dimulai dari mengenakan simbol 

bersama, menyampaikan petisi, membuat pernyataan sikap, 

menghadiri perundingan secara serentak, menjalankan 

kampanye, sampai melakukan unjuk rasa atau pemogokan. 

Bentuk aksi dipilih berdasarkan tujuan, kesiapan anggota, 

perkembangan perundingan, serta risiko yang dihadapi. 

Prinsip dasarnya adalah: Perundingan tanpa kekuatan 

anggota akan menjadi permohonan. Aksi tanpa tujuan 

perundingan dapat kehilangan arah. 

P 
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Karena itu, serikat harus mampu memadukan kekuatan 

di tempat kerja, kecakapan berunding, komunikasi publik, 

disiplin organisasi, dan keberanian melakukan aksi kolektif. 

 

A. Hakikat Perundingan Bersama 
Perundingan bersama adalah proses ketika pekerja, 

melalui serikat pekerja yang memperoleh mandat, berunding 

dengan pengusaha untuk menetapkan atau memperbaiki syarat 

dan kondisi kerja. Ruang lingkupnya sangat luas. Perundingan 

dapat membahas upah dan struktur pengupahan, waktu kerja, 

waktu istirahat dan cuti, jaminan sosial dan kesejahteraan, 

keselamatan dan kesehatan kerja, status serta kepastian 

hubungan kerja, perlindungan dari diskriminasi dan 

kekerasan, pengembangan keterampilan dan jenjang karier, 

hingga prosedur penyelesaian keluhan. Hak dan fasilitas 

serikat pekerja serta perlindungan bagi pekerja perempuan, 

pekerja muda, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan 

lainnya juga dapat menjadi bagian penting dari perundingan. 

Perundingan bersama berbeda dengan negosiasi 

individual. Ketika bernegosiasi sendiri, seorang pekerja 

berhadapan langsung dengan pengusaha dengan kekuatan 

yang sering kali tidak seimbang. Dalam perundingan bersama, 

pekerja menggabungkan suara, pengalaman, dan 

kepentingannya melalui organisasi. Mandat serikat membuat 

persoalan yang semula dihadapi seorang pekerja berubah 

menjadi kepentingan yang diperjuangkan secara kolektif. 

Perundingan bersama juga bukan sekadar konsultasi. 

Pengusaha dapat berkonsultasi dengan pekerja, 

mendengarkan pendapat mereka, lalu tetap mengambil 

keputusan sendiri. Dalam perundingan bersama, kedua pihak 

masuk ke dalam proses untuk mencari kesepakatan yang 
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kemudian menimbulkan kewajiban bagi pekerja maupun 

pengusaha. 

Dalam pengertian yang lebih luas, perundingan bersama 

merupakan bentuk demokrasi di tempat kerja. Perusahaan 

memang menjadi tempat modal ditanamkan dan kegiatan 

usaha dijalankan, tetapi di sana pula pekerja menghabiskan 

sebagian besar waktu, tenaga, pengetahuan, dan 

kehidupannya. Keputusan mengenai upah, jam kerja, 

keselamatan, status hubungan kerja, maupun masa depan 

pekerjaan mempunyai pengaruh langsung terhadap kehidupan 

pekerja dan keluarganya. Karena itu, keputusan semacam ini 

tidak seharusnya sepenuhnya ditentukan secara sepihak. 

Melalui perundingan, pekerja mendapatkan ruang untuk 

ikut menentukan aturan yang mengatur pekerjaannya. Pekerja 

tidak ditempatkan hanya sebagai pelaksana perintah, tetapi 

sebagai pihak yang mempunyai suara dan kepentingan yang 

harus diperhitungkan. Prinsip ini juga tercermin dalam 

Konvensi ILO Nomor 98 tentang Hak Berorganisasi dan 

Berunding Bersama. Konvensi tersebut memberikan 

perlindungan terhadap tindakan diskriminatif karena kegiatan 

serikat serta mendorong mekanisme perundingan antara 

organisasi pekerja dan pengusaha. Indonesia meratifikasinya 

melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1956. 

Perundingan bersama sekaligus menjadi salah satu jalan 

untuk memperjuangkan distribusi yang lebih adil. Upah, 

tunjangan, kesempatan promosi, waktu kerja, dan 

perlindungan sosial tidak berdiri sendiri. Semua itu berkaitan 

dengan bagaimana hasil produksi, produktivitas, dan 

perkembangan perusahaan dibagikan. Ketika perusahaan 

tumbuh dan keuntungan meningkat, serikat mempunyai ruang 

untuk memperjuangkan agar kemajuan tersebut juga dirasakan 

oleh pekerja dan keluarganya. 
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Itulah sebabnya perundingan tidak hanya berbicara 

tentang berapa rupiah yang akan diterima pekerja. Di 

dalamnya terdapat persoalan martabat, keamanan, kepastian 

hidup, kesetaraan, dan seberapa besar pekerja mempunyai 

kendali terhadap kondisi kerjanya sendiri. 

Agar perundingan mempunyai makna, prosesnya harus 

dijalankan dengan itikad baik. Para pihak perlu hadir, 

memberikan informasi yang relevan, mendengarkan dan 

mempertimbangkan usulan secara sungguh-sungguh, serta 

tidak menjadikan perundingan sekadar formalitas. Itikad baik 

bukan berarti salah satu pihak harus menerima seluruh 

tuntutan pihak lain. Yang diperlukan adalah kesediaan untuk 

benar-benar mencari penyelesaian, bukan menggunakan meja 

perundingan untuk menunda, memecah, mengintimidasi, atau 

melemahkan pihak lainnya. 

Tuntutan yang baik juga tidak lahir begitu saja di ruang 

perundingan. Serikat harus mempersiapkannya berdasarkan 

kebutuhan nyata anggota, didukung data yang dapat 

dipertanggungjawabkan, mempunyai prioritas yang jelas, 

serta mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan para pihak. 

Dengan persiapan seperti itulah perundingan bersama menjadi 

lebih dari sekadar pertemuan antara pengurus serikat dan 

manajemen. Ia menjadi cara pekerja menggunakan kekuatan 

kolektifnya untuk ikut menentukan kondisi kerja dan 

kehidupan yang lebih baik. 

 

B. Kekuatan Anggota di Balik Meja 
Perundingan 

Tim perunding bukan pemilik tuntutan. Ia menjalankan 

mandat yang diberikan anggota dan karena itu wajib 

mempertanggungjawabkan setiap langkah penting kepada 

mereka. Tuntutan yang dibawa ke meja perundingan 
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seharusnya bukan sekadar gagasan beberapa pengurus, 

melainkan hasil dari kebutuhan dan kepentingan anggota yang 

dirumuskan melalui proses organisasi. 

Sebelum perundingan dimulai, serikat perlu 

menghimpun aspirasi anggota dan mengenali masalah yang 

paling banyak dirasakan. Dari sana organisasi menentukan 

tuntutan yang menjadi prioritas, mengumpulkan data 

pendukung, kemudian memilih tim perunding yang dipercaya. 

Serikat juga perlu menetapkan sasaran yang hendak dicapai, 

termasuk batas minimum yang masih dapat diterima. Tidak 

kalah penting adalah menentukan sejak awal bagaimana tim 

perunding akan melaporkan perkembangan dan pada keadaan 

apa mereka harus kembali berkonsultasi dengan anggota. 

Mandat ini penting karena kesepakatan yang dibuat tanpa 

keterlibatan anggota dapat menimbulkan kekecewaan, bahkan 

konflik di dalam organisasi. Tim perunding memang 

memerlukan ruang untuk mengambil keputusan selama proses 

negosiasi, tetapi keputusan penting yang melampaui mandat 

tidak seharusnya dibuat hanya berdasarkan pertimbangan 

pribadi. Jika situasi berubah dan membutuhkan keputusan 

baru, konsultasi dengan organisasi harus dilakukan. 

Kemampuan tim perunding tentu tetap penting. Mereka 

perlu mampu berbicara dengan baik, memahami hukum, 

membaca data, menyusun argumentasi, dan menghadapi 

tekanan di meja perundingan. Namun, kepandaian seorang 

juru runding bukan sumber utama kekuatan. Sehebat apa pun 

kemampuan bernegosiasi, posisi tim akan lemah apabila 

organisasi di belakangnya tidak mempunyai kekuatan. 

Kekuatan perundingan tumbuh dari jumlah dan 

kepadatan anggota, persatuan, serta keterlibatan aktif mereka 

dalam organisasi. Kedudukan pekerja dalam proses produksi 

dan kemampuan mereka memengaruhi atau menghentikan 

produksi juga menentukan. Begitu pula data dan pengetahuan 
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yang dimiliki serikat, kemandirian keuangan, legitimasi 

tuntutan di mata masyarakat, solidaritas dengan serikat lain, 

serta kesiapan anggota untuk melakukan tindakan bersama 

apabila diperlukan. Tim perunding adalah ujung tombak, 

tetapi batang tombaknya tetap organisasi dan anggota. 

Hubungan dengan anggota karena itu harus terus dijaga 

selama perundingan berlangsung. Perundingan yang hanya 

diketahui oleh beberapa pengurus akan membuat anggota 

menjadi penonton dalam perjuangannya sendiri. Informasi 

perlu disampaikan secara berkala, tentu tanpa membuka 

bagian strategi yang memang harus dirahasiakan. 

Setelah suatu tahap perundingan selesai, pengurus dapat 

menjelaskan pokok yang telah dibicarakan, sikap masing-

masing pihak, bagian yang sudah disepakati, persoalan yang 

masih menjadi perbedaan, serta perkembangan strategi 

organisasi. Jika diperlukan tindakan tertentu dari anggota, 

alasan dan tujuannya juga harus dijelaskan. Komunikasi 

semacam ini menjaga kepercayaan dan mengurangi ruang 

bagi rumor. Anggota yang memahami perkembangan akan 

lebih mudah mengerti mengapa organisasi mengambil 

langkah tertentu. 

Perundingan juga seharusnya meninggalkan organisasi 

dalam keadaan yang lebih kuat. Keberhasilan memang dapat 

dilihat dari isi kesepakatan yang diperoleh, tetapi proses 

menuju kesepakatan sama pentingnya. Perundingan dapat 

menjadi kesempatan untuk melibatkan lebih banyak anggota, 

menemukan kader dan pemimpin baru, meningkatkan 

pengetahuan, memperbaiki komunikasi internal, membangun 

disiplin, dan menumbuhkan keberanian untuk bertindak 

bersama. 

Serikat mungkin tidak selalu berhasil memperoleh 

seluruh tuntutannya. Ada keadaan ketika sebagian tuntutan 

harus diperjuangkan kembali pada kesempatan berikutnya. 
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Namun, setiap proses seharusnya membuat anggota semakin 

memahami kekuatannya sendiri. Dengan begitu, serikat tidak 

hanya membawa pulang hasil perundingan, tetapi juga 

organisasi yang lebih sadar, lebih bersatu, dan lebih siap 

menghadapi perjuangan berikutnya. 

 

C. Pengakuan terhadap Serikat Pekerja 
Keberadaan serikat tidak bergantung pada kemurahan 

hati atau persetujuan pengusaha. Kebebasan berserikat 

merupakan hak pekerja. Ketika pekerja membentuk serikat 

dan mencatatkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, 

serikat tersebut mempunyai kedudukan sebagai organisasi 

pekerja. Pengusaha bukan pihak yang menentukan apakah 

sebuah serikat boleh ada atau tidak. 

Masalahnya, pengakuan secara formal belum tentu 

berarti serikat benar-benar dapat menjalankan fungsinya. 

Dalam praktik, perusahaan mungkin mengakui keberadaan 

serikat secara administratif, tetapi pada saat yang sama tidak 

memberikan informasi yang diperlukan, menghambat 

kegiatan organisasi, menghindari perundingan, atau 

memperlakukan pengurus dan anggota secara berbeda karena 

kegiatan serikat. 

Pengakuan yang nyata terlihat dari ruang yang tersedia 

bagi serikat untuk menjalankan kegiatan secara bebas. 

Anggota tidak mengalami intimidasi karena bergabung atau 

aktif dalam organisasi, pengurus dapat berkomunikasi dengan 

anggota, dan fasilitas yang telah menjadi hak atau disepakati 

dapat digunakan sebagaimana mestinya. Pengakuan juga 

tercermin dari kesediaan pengusaha untuk berunding dengan 

itikad baik serta menghormati dan melaksanakan kesepakatan 

yang telah dibuat bersama. 
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Perlindungan terhadap kebebasan berserikat mempunyai 

landasan yang kuat. Konvensi ILO Nomor 87 melindungi 

kebebasan pekerja dan pengusaha untuk membentuk serta 

bergabung dalam organisasi pilihannya tanpa campur tangan 

yang menghambat kegiatan organisasi. Indonesia meratifikasi 

konvensi tersebut melalui Keputusan Presiden Nomor 83 

Tahun 1998. 

Di tingkat nasional, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 

2000 juga melarang tindakan yang menghalangi atau 

memaksa pekerja agar tidak membentuk serikat, tidak menjadi 

pengurus atau anggota, maupun tidak menjalankan kegiatan 

serikat pekerja. Tindakan tersebut dapat berbentuk pemutusan 

hubungan kerja, penurunan jabatan, mutasi, tidak membayar 

atau mengurangi upah, intimidasi, kampanye menentang 

pembentukan serikat, maupun tindakan lain yang bertujuan 

menghambat kebebasan berserikat. 

Ketika dugaan pemberangusan serikat terjadi, organisasi 

tidak boleh melihatnya hanya sebagai masalah pribadi pekerja 

yang menjadi sasaran. Setiap kejadian perlu 

didokumentasikan, bukti dikumpulkan, dan pelapor maupun 

anggota yang terdampak harus dilindungi. Serangan terhadap 

seorang pengurus atau anggota perlu dibicarakan sebagai 

persoalan organisasi karena pembiaran terhadap satu tindakan 

dapat menciptakan ketakutan bagi anggota lainnya. 

Kebebasan berserikat juga memungkinkan keberadaan 

lebih dari satu serikat dalam satu perusahaan. Situasi ini 

merupakan kenyataan yang dapat muncul ketika pekerja 

mempunyai kebebasan memilih organisasinya. Perbedaan 

organisasi tidak seharusnya membuat pekerja kehilangan 

kemampuan untuk menghadapi persoalan yang sama. 

Persaingan antarserikat yang berubah menjadi saling 

menyerang justru dapat menguntungkan pihak yang ingin 

melemahkan posisi pekerja. Serikat perlu menjaga 
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komunikasi, menemukan isu yang dapat diperjuangkan 

bersama, menghindari fitnah, dan mencari bentuk koordinasi 

tanpa harus menghilangkan identitas masing-masing 

organisasi. 

Dalam pembentukan atau perundingan Perjanjian Kerja 

Bersama, persoalan keterwakilan dan keanggotaan harus 

diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku serta 

data yang dapat diverifikasi. Perbedaan kepentingan maupun 

pilihan organisasi tetap dapat dibicarakan secara demokratis. 

Kebebasan berserikat memberi ruang bagi keberagaman 

organisasi, tetapi keberagaman itu tidak seharusnya 

menghilangkan kesadaran bahwa para pekerja tetap 

mempunyai banyak kepentingan bersama yang hanya dapat 

diperjuangkan dengan kekuatan kolektif. 

 

D. Petisi, Pernyataan Sikap, dan Kampanye 
Aksi kolektif sebaiknya tidak dipahami sebagai satu 

tindakan yang berdiri sendiri. Serikat dapat menyusunnya 

seperti tangga, dari tindakan yang paling sederhana sampai 

bentuk tekanan yang lebih kuat. Tidak setiap persoalan harus 

langsung dijawab dengan tindakan yang mempunyai risiko 

paling tinggi. Pilihan tindakan dapat meningkat sesuai 

perkembangan masalah, kesiapan anggota, dan respons pihak 

yang menjadi sasaran. 

Tahap awal dapat dimulai dengan penyampaian aspirasi 

secara serentak, penggunaan pita, pin, atau simbol bersama, 

kemudian berkembang menjadi petisi anggota dan pernyataan 

sikap organisasi. Jika belum memperoleh tanggapan, tekanan 

dapat ditingkatkan melalui delegasi massa, kampanye internal, 

kampanye publik, unjuk rasa, bentuk tekanan industrial, 

hingga pemogokan sesuai dengan ketentuan hukum. 

Urutannya tidak harus selalu sama. Yang terpenting, setiap 
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peningkatan tindakan mempunyai tujuan, mempertimbangkan 

risiko, dan didukung oleh kesiapan anggota. 

Setiap tahap seharusnya sekaligus memperluas 

keterlibatan anggota. Jika tindakan pertama belum 

menghasilkan respons, organisasi dapat meningkatkan 

tekanan secara terukur. Dengan cara ini, anggota tidak tiba-

tiba diminta mengikuti tindakan besar tanpa memahami proses 

yang membawanya sampai ke tahap tersebut. 

Petisi dapat menjadi salah satu langkah awal untuk 

menunjukkan bahwa persoalan tidak hanya dirasakan oleh 

satu atau dua pekerja. Petisi yang baik menjelaskan masalah 

secara singkat, menyebutkan tuntutan dengan jelas, 

menunjukkan kepada siapa tuntutan ditujukan, serta 

memberikan batas waktu untuk memperoleh jawaban. 

Dukungan anggota dicatat dan, jika diperlukan, petisi juga 

menjelaskan langkah berikutnya apabila tuntutan tidak 

mendapat tanggapan. 

Namun, nilai petisi bukan hanya pada banyaknya tanda 

tangan. Proses mengumpulkan dukungan merupakan 

kesempatan untuk melakukan percakapan pengorganisasian. 

Pengurus atau aktivis serikat dapat menjelaskan persoalan 

kepada pekerja, mendengarkan keraguan mereka, menjawab 

pertanyaan, dan mengetahui sejauh mana anggota bersedia 

terlibat. Dari proses sederhana ini, serikat dapat mengukur 

sekaligus membangun kekuatan. 

Serikat juga dapat menyampaikan pernyataan sikap 

sebagai suara resmi organisasi. Isinya perlu didasarkan pada 

fakta yang telah diperiksa, keputusan organisasi, dan tuntutan 

yang mudah dipahami. Pernyataan dapat menjelaskan latar 

belakang persoalan, fakta utama, dampaknya terhadap 

pekerja, nilai dan hak yang menjadi dasar sikap serikat, 

tuntutan yang diajukan, pihak yang bertanggung jawab, serta 

tindakan yang akan ditempuh. 
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Bahasanya dapat tegas tanpa kehilangan tanggung jawab. 

Pernyataan organisasi tidak seharusnya berisi fitnah, 

informasi yang belum diverifikasi, ancaman kekerasan, atau 

serangan terhadap kehidupan pribadi seseorang. Ketegasan 

justru lebih kuat ketika dibangun di atas fakta, argumentasi, 

dan tuntutan yang jelas. 

Ketika persoalan perlu mendapatkan dukungan yang 

lebih luas, serikat dapat membangun kampanye. Tujuannya 

adalah mengubah pengetahuan menjadi kepedulian, 

kepedulian menjadi dukungan, dan dukungan menjadi 

tindakan. Sasaran kampanye dapat meluas dari anggota dan 

pekerja yang belum menjadi anggota kepada keluarga pekerja, 

masyarakat, konsumen, pemegang saham, pemerintah, 

parlemen, media, serta jaringan serikat pekerja nasional 

maupun internasional. 

Pesan kampanye perlu sederhana dan konsisten. Publik 

harus dapat memahami apa masalahnya, siapa yang 

terdampak, mengapa keadaan tersebut tidak adil, siapa yang 

mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan, apa 

tuntutan pekerja, dan apa yang dapat dilakukan untuk 

memberikan dukungan. 

Meski demikian, kampanye tidak dapat menggantikan 

pengorganisasian. Ramainya pemberitaan atau tingginya 

perhatian di media sosial belum tentu menunjukkan besarnya 

kekuatan pekerja. Jika anggota di tempat kerja tidak 

memahami persoalan dan tidak terlibat dalam perjuangan, 

perhatian publik akan mudah kehilangan daya tekan. 

Kekuatan kampanye yang bertahan lama harus bertumpu pada 

organisasi yang nyata, anggota yang terlibat, dan kesiapan 

untuk bertindak bersama. 
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E. Unjuk Rasa dan Tekanan Publik 
Unjuk rasa merupakan salah satu cara pekerja 

menyampaikan pendapat sekaligus menunjukkan besarnya 

dukungan terhadap suatu tuntutan. Bagi serikat pekerja, aksi 

ini dapat digunakan untuk mendorong dibukanya 

perundingan, menolak kebijakan yang merugikan, membela 

pekerja yang diperlakukan tidak adil, memengaruhi kebijakan 

pemerintah, menarik perhatian masyarakat, serta 

memperlihatkan persatuan anggota. 

Namun, mengumpulkan banyak orang bukan tujuan 

akhir. Unjuk rasa harus mempunyai sasaran yang jelas: 

perubahan apa yang ingin dicapai, siapa yang mempunyai 

kewenangan mengambil keputusan, dan apa yang akan 

dilakukan setelah aksi selesai. Ribuan orang dapat hadir dalam 

sebuah aksi, tetapi jumlah yang besar tidak otomatis 

menghasilkan kemenangan apabila tuntutan tidak jelas dan 

organisasi tidak mempunyai rencana tindak lanjut. 

Serikat juga perlu membedakan unjuk rasa dengan 

mogok kerja. Keduanya sama-sama merupakan bentuk 

tindakan kolektif, tetapi mempunyai sifat yang berbeda. Unjuk 

rasa berpusat pada penyampaian pendapat di muka umum, 

sedangkan mogok kerja merupakan tindakan pekerja yang 

direncanakan dan dilakukan bersama-sama untuk 

menghentikan atau memperlambat pekerjaan akibat gagalnya 

perundingan. 

Karena itu, sebuah unjuk rasa tidak dengan sendirinya 

menjadi mogok kerja. Sebaliknya, mogok kerja juga tidak 

selalu harus disertai demonstrasi di ruang publik. Masing-

masing mempunyai dasar, prosedur, tujuan, dan konsekuensi 

hukum yang perlu dipahami sebelum tindakan dilakukan. 

Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Di 
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dalamnya terdapat ketentuan mengenai pemberitahuan kepada 

kepolisian, termasuk batas waktu dan tata cara yang harus 

dipenuhi. Sebelum menyelenggarakan aksi, serikat perlu 

memeriksa ketentuan yang berlaku dan memastikan persiapan 

dilakukan dengan baik. Kepatuhan terhadap prosedur 

merupakan bagian dari upaya melindungi anggota sekaligus 

menjaga agar tujuan aksi tidak terganggu oleh persoalan yang 

sebenarnya dapat diantisipasi. 

Unjuk rasa sering berjalan bersama dengan tekanan 

publik. Ketika sebuah persoalan mendapat perhatian luas, 

pihak yang menjadi sasaran dapat menghadapi meningkatnya 

biaya sosial, reputasi, ekonomi, atau politik apabila terus 

mengabaikan tuntutan pekerja. Tekanan semacam ini dapat 

menjadi kekuatan penting, tetapi hanya akan memiliki 

legitimasi apabila dibangun berdasarkan informasi yang 

benar. 

Sebelum informasi disampaikan kepada publik, serikat 

perlu memeriksa keakuratan data dan fakta yang digunakan. 

Identitas pekerja yang berada dalam posisi rentan harus 

dilindungi, sementara pengalaman pribadi tidak seharusnya 

dipublikasikan tanpa persetujuan orang yang bersangkutan. 

Organisasi juga perlu menentukan juru bicara, menjaga agar 

pesan yang disampaikan tetap konsisten, menghindari bahasa 

diskriminatif, dan bersedia melakukan koreksi secara terbuka 

apabila ternyata terdapat informasi yang keliru. 

Tekanan publik bukan kesempatan untuk 

mempermalukan seseorang atau melampiaskan kemarahan 

sesaat. Serangan pribadi yang tidak berhubungan dengan 

persoalan justru dapat mengaburkan tuntutan dan merugikan 

perjuangan. Tujuan utamanya tetap perubahan: mendorong 

pihak yang berwenang mengambil keputusan, memperbaiki 

kebijakan yang bermasalah, membuka jalan bagi 
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penyelesaian, dan menghentikan ketidakadilan yang dialami 

pekerja. 

 

F. Hak Mogok sebagai Hak Fundamental 
Mogok kerja merupakan salah satu sumber kekuatan 

utama pekerja. Selama produksi berjalan, perusahaan 

memperoleh manfaat dari tenaga, keterampilan, pengetahuan, 

dan waktu yang diberikan pekerja. Ketika pekerja secara 

kolektif menarik tenaga kerjanya, terlihat dengan jelas bahwa 

mesin, modal, bahan baku, dan teknologi tidak akan 

menghasilkan apa-apa tanpa kerja manusia. 

Di Indonesia, Pasal 137 Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 menyatakan bahwa mogok kerja merupakan hak 

dasar pekerja dan serikat pekerja yang dilakukan secara sah, 

tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan. Dalam 

standar ketenagakerjaan internasional, badan-badan pengawas 

ILO juga memahami hak mogok sebagai bagian penting dari 

kebebasan berserikat serta sarana bagi pekerja dan 

organisasinya untuk mempertahankan kepentingan ekonomi 

dan sosial. Pelaksanaannya tetap dapat tunduk pada ketentuan 

yang sah, terutama yang berkaitan dengan layanan esensial, 

keselamatan jiwa, dan prosedur yang proporsional. 

Mogok karena itu bukan tindakan yang muncul begitu 

saja. Ia merupakan kelanjutan dari proses ketika perundingan 

telah dilakukan tetapi tidak berhasil mencapai penyelesaian. 

Sebelum mengambil keputusan mogok, serikat harus dapat 

menunjukkan bahwa upaya untuk menyelesaikan persoalan 

melalui perundingan memang telah ditempuh. 

Dokumentasi menjadi sangat penting. Surat permintaan 

perundingan, jawaban pengusaha, daftar hadir, risalah 

perundingan, usulan dan tanggapan masing-masing pihak, 
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bukti adanya penolakan untuk berunding, catatan mengenai 

kebuntuan, hingga keputusan organisasi untuk melakukan 

mogok perlu disimpan dengan baik. Dokumen-dokumen 

tersebut bukan sekadar administrasi. Semuanya membantu 

menunjukkan perjalanan perselisihan dan membuktikan 

bahwa serikat telah berusaha mencari penyelesaian sebelum 

menggunakan tekanan yang lebih kuat. 

Prosedur pemberitahuan juga harus diperhatikan secara 

serius. Pasal 140 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

mengatur bahwa sekurang-kurangnya tujuh hari kerja sebelum 

mogok dilaksanakan, pekerja dan serikat pekerja wajib 

memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan instansi 

ketenagakerjaan setempat. Pemberitahuan tersebut antara lain 

memuat waktu dimulai dan diakhirinya mogok, tempat 

pelaksanaan, alasan dan sebab mogok, serta tanda tangan 

ketua dan sekretaris serikat sebagai penanggung jawab. 

Kepatuhan terhadap prosedur bukan persoalan kecil 

karena kesalahan dapat meningkatkan risiko bagi anggota. 

Serikat perlu memeriksa setiap persyaratan dengan cermat 

dan, apabila diperlukan, mendapatkan pendampingan hukum 

sebelum keputusan mogok dilaksanakan. Anggota yang akan 

terlibat juga perlu memahami aturan yang harus dipatuhi 

selama tindakan berlangsung. 

Perhatian khusus diperlukan apabila mogok dilakukan 

pada perusahaan yang melayani kepentingan umum atau pada 

kegiatan yang penghentiannya dapat membahayakan 

keselamatan manusia. Keselamatan publik harus tetap 

dilindungi tanpa menjadikan alasan tersebut sebagai cara 

untuk menghapus hak pekerja memperjuangkan 

kepentingannya. Serikat perlu memeriksa sifat nyata 

pekerjaan yang dilakukan, apakah termasuk layanan esensial, 

apakah diperlukan pelayanan minimum, dan ketentuan khusus 

apa yang berlaku. Penilaian tidak cukup hanya berdasarkan 
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label bahwa suatu perusahaan memberikan pelayanan kepada 

masyarakat. 

Besarnya konsekuensi mogok membuat keputusan ini 

tidak seharusnya berada di tangan seorang pemimpin saja. 

Mogok harus dibangun melalui proses organisasi yang 

demokratis. Anggota perlu mendapatkan pendidikan 

mengenai persoalan yang sedang diperjuangkan, terlibat 

dalam pembahasan, dan mengetahui tingkat dukungan yang 

ada. Keputusan perlu mengikuti mekanisme AD/ART, disertai 

penilaian risiko, persiapan dana, pembagian tugas, dan mandat 

yang jelas. 

Sebelum tindakan dimulai, anggota harus memahami apa 

tuntutannya, mengapa mogok diperlukan, tujuan yang hendak 

dicapai, risiko yang mungkin muncul, aturan yang harus 

ditaati, serta keadaan yang memungkinkan mogok dihentikan. 

Dengan pemahaman tersebut, anggota tidak hanya hadir 

karena mengikuti instruksi, tetapi mengetahui alasan mengapa 

mereka mengambil tindakan bersama. 

Mogok sendiri bukan tujuan akhir perjuangan. 

Menghentikan pekerjaan bukan kemenangan apabila 

persoalan tetap tidak terselesaikan. Mogok adalah alat untuk 

menggunakan kekuatan kolektif pekerja, membuka kembali 

ruang perundingan, memperbaiki keseimbangan kekuatan, 

dan mendorong tercapainya penyelesaian yang adil. 

 

G. Perencanaan, Disiplin, dan Keamanan Aksi 
Keberanian dalam melakukan aksi harus selalu disertai 

perhitungan. Sebelum memutuskan suatu tindakan, serikat 
perlu mengetahui dengan jelas apa tujuan yang ingin dicapai 

dan siapa pengambil keputusan yang menjadi sasaran. 

Organisasi juga harus mengukur seberapa besar dukungan 
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anggota dan memastikan mereka memahami tuntutan yang 

sedang diperjuangkan. 

Perhitungan tidak berhenti pada kekuatan sendiri. Serikat 

perlu memperkirakan bagaimana pengusaha atau pemerintah 

akan merespons, termasuk kemungkinan munculnya risiko 

hukum, ekonomi, dan keamanan. Perhatian khusus harus 

diberikan kepada anggota yang berada dalam posisi paling 

rentan. Sejak awal perlu pula ditentukan ukuran keberhasilan 

dan langkah yang akan dilakukan setelah aksi selesai. Dengan 

begitu, organisasi tidak kehilangan arah ketika keadaan 

berubah. 

Di sinilah pentingnya membedakan kemarahan spontan 

dengan kekuatan yang terorganisasi. Kemarahan dapat 

menjadi pemicu perlawanan ketika pekerja menghadapi 

ketidakadilan, tetapi kemarahan saja tidak cukup untuk 

mempertahankan perjuangan. Kekuatan baru terbentuk ketika 

anggota mempunyai tujuan yang sama, bergerak melalui 

keputusan bersama, dan mampu menjaga tindakannya secara 

terorganisasi. 

Tuntutan yang dibawa dalam aksi harus spesifik, mudah 

dipahami, dan diarahkan kepada pihak yang memang 

mempunyai kewenangan mengambil keputusan. Serikat perlu 

membedakan tuntutan utama dan tuntutan pendukung, 

menentukan hasil minimum yang masih dapat diterima, serta 

menetapkan bagian yang tidak dapat dikompromikan. Jangka 

waktu penyelesaian dan mekanisme untuk menyetujui atau 

menolak tawaran juga perlu ditentukan. Tanpa ukuran seperti 

ini, anggota akan kesulitan menilai apakah sebuah aksi 

berhasil, perlu dilanjutkan, atau justru membutuhkan 

perubahan strategi. 

Aksi kolektif juga membutuhkan pembagian tugas yang 

jelas. Sesuai kebutuhan dan skala tindakan, organisasi dapat 

membentuk koordinator umum dan koordinator lapangan, tim 
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perunding, petugas ketertiban atau marshal, tim hukum, tim 

kesehatan dan pertolongan pertama, komunikasi dan media, 

dokumentasi, logistik, keamanan data, keuangan, serta 

penghubung bagi keluarga peserta. Tidak semua aksi 

membutuhkan struktur yang sama, tetapi setiap orang yang 

menerima tugas harus mengetahui kewenangan dan jalur 

komunikasinya. Dalam situasi yang bergerak cepat, keputusan 

penting tidak boleh bergantung pada informasi yang simpang 

siur. 

Disiplin menjadi bagian dari kekuatan tersebut. Disiplin 

aksi bukan ketaatan buta kepada seorang pemimpin, 

melainkan kesediaan menjalankan keputusan yang telah 

dibuat bersama demi keselamatan dan tujuan kolektif. Peserta 

perlu mengetahui waktu dan titik berkumpul, tuntutan dan 

pesan utama, serta siapa yang berwenang memberikan 

instruksi. Mereka juga harus memahami larangan membawa 

senjata atau melakukan kekerasan, cara menghadapi 

provokasi, prosedur dalam keadaan darurat, titik aman dan 

jalur evakuasi, cara mendapatkan bantuan hukum, serta 

ketentuan mengenai foto dan penggunaan media sosial. 

Hal ini penting karena tindakan satu orang dapat 

berdampak kepada seluruh peserta dan organisasi. Tindakan 

impulsif dapat mengubah arah aksi, membuka risiko hukum, 

atau membahayakan anggota lain. Menjaga ketertiban karena 

itu bukan hanya tugas petugas lapangan, tetapi tanggung 

jawab bersama. 

Keamanan aksi juga harus dirancang secara inklusif. 

Tidak semua anggota menghadapi tingkat risiko dan 

kebutuhan yang sama. Pekerja perempuan, pekerja hamil, 

penyandang disabilitas, pekerja muda, pekerja kontrak, 

pekerja migran, maupun anggota lain yang mempunyai 

kerentanan tertentu membutuhkan perhatian yang sesuai 

dengan keadaannya. 
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Serikat dapat menyiapkan tempat aman dan fasilitas 

sanitasi, air minum, akses layanan kesehatan, pencegahan 

pelecehan seksual, serta pendamping bagi peserta yang 

membutuhkan. Jalur keluar-masuk harus diperhatikan, begitu 

pula perlindungan identitas dan data pribadi, transportasi, dan 

dukungan bagi keluarga apabila aksi berlangsung lama. Tidak 

boleh ada anggota yang dipaksa mengambil risiko yang tidak 

dipahaminya. Solidaritas berarti menjaga orang yang berjuang 

bersama, bukan memperlakukan anggota semata-mata sebagai 

angka dalam mobilisasi. 

Kemungkinan provokasi dan represi juga harus masuk 

dalam perencanaan. Intimidasi, pemanggilan, mutasi, 

penyebaran disinformasi, kekerasan, PHK, maupun 

kriminalisasi dapat terjadi dalam situasi konflik yang 

meningkat. Organisasi perlu menyiapkan perlindungan 

sebelum masalah muncul, bukan setelah anggota menjadi 

korban. 

Tim hukum sebaiknya sudah tersedia sebelum aksi. Data 

peserta dan kontak darurat dapat disiapkan dengan 

perlindungan yang memadai, sementara bukti komunikasi dan 

proses perundingan harus disimpan dengan baik. Serikat juga 

perlu menunjuk pihak yang berwenang memberikan 

keterangan, mendokumentasikan kejadian secara aman, 

membangun jaringan dengan serikat dan organisasi 

pendukung, serta menyiapkan bantuan bagi anggota yang 

terdampak. Jika terjadi pelanggaran, organisasi harus 

mengetahui jalur yang dapat digunakan untuk melaporkannya. 

Dalam keadaan yang tegang, kemampuan melakukan 

deeskalasi sering jauh lebih berguna daripada tindakan 

impulsif. Ketegasan tidak sama dengan kekerasan. Aksi yang 

damai, terarah, terorganisasi, dan disiplin bukan tanda 

kelemahan. Justru dengan cara itulah serikat dapat melindungi 
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anggotanya, menjaga tujuan perjuangan, dan 

mempertahankan legitimasi di mata publik. 

 

H. Mengawal Kesepakatan dan Mengevaluasi 
Perjuangan 

Kesepakatan lisan mudah disangkal, dilupakan, atau 

ditafsirkan secara berbeda ketika keadaan berubah. Karena itu, 

setiap hasil perundingan perlu dituangkan secara tertulis dan 

ditandatangani oleh pihak yang memang mempunyai 

kewenangan. Dokumen tertulis bukan sekadar formalitas, 

tetapi menjadi pegangan bagi pekerja, serikat, dan pengusaha 

mengenai kewajiban yang telah disepakati. 

Isi kesepakatan harus dibuat sejelas mungkin. Di 

dalamnya perlu diterangkan apa yang disepakati, siapa yang 

wajib melaksanakannya, kapan batas waktu pelaksanaan, dan 

pekerja mana yang memperoleh manfaat. Jika pelaksanaannya 

membutuhkan biaya, sumber pembiayaannya juga perlu 

dipastikan. Mekanisme pemantauan, cara menyelesaikan 

perbedaan penafsiran, serta konsekuensi apabila salah satu 

pihak tidak menjalankan kesepakatan sebaiknya sudah 

dibicarakan sejak awal. 

Serikat perlu berhati-hati terhadap rumusan yang 

terdengar menjanjikan tetapi sebenarnya tidak memberikan 

kepastian. Kalimat seperti “akan dipertimbangkan”, “akan 

diusahakan”, atau “sesuai kemampuan perusahaan” dapat 

menimbulkan persoalan apabila tidak disertai ukuran, 

kewajiban, dan batas waktu yang jelas. Kesepakatan yang baik 

harus memungkinkan anggota mengetahui kapan sebuah 

kewajiban telah dipenuhi dan kapan terjadi pelanggaran. 

Hasil perundingan kemudian harus dijelaskan kepada 

anggota secara jujur. Tim perunding perlu menyampaikan 
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kemajuan yang berhasil dicapai, kompromi yang dibuat, serta 

tuntutan yang belum berhasil diperoleh. Jika AD/ART atau 

keputusan organisasi mengharuskan adanya persetujuan 

anggota sebelum hasil diterima, mekanisme tersebut harus 

dijalankan. Anggota tidak seharusnya hanya dipanggil ketika 

organisasi membutuhkan tekanan, lalu ditinggalkan ketika 

keputusan akhir dibuat. Mereka tetap menjadi pemilik 

perjuangan dari awal sampai selesai. 

Hal yang sama berlaku ketika aksi akan dihentikan. 

Keputusan tersebut perlu dilakukan secara terorganisasi dan 

berdasarkan alasan yang dipahami anggota. Serikat harus 

menjelaskan kesepakatan yang telah dicapai, alasan menerima 

atau menolak tawaran tertentu, kapan pekerja kembali bekerja, 

serta bagaimana perlindungan terhadap peserta aksi diberikan. 

Persoalan yang belum selesai, mekanisme penyelesaiannya, 

dan cara mengawasi pelaksanaan kesepakatan juga perlu 

diterangkan. 

Mengakhiri aksi tidak selalu berarti menyerah. Jika 

tujuan telah tercapai atau organisasi menilai bahwa strategi 

perlu diubah, penghentian aksi justru dapat menjadi keputusan 

yang tepat. Sebaliknya, mempertahankan aksi tanpa tujuan 

yang realistis dan tanpa perhitungan terhadap kekuatan 

anggota dapat menguras energi serta melemahkan organisasi. 

Setelah aksi berakhir, perhatian beralih kepada 

pelaksanaan kesepakatan. Hasil yang terlihat baik di atas 

kertas tidak mempunyai arti apabila tidak benar-benar 

dijalankan. Serikat dapat membentuk tim pemantau bersama, 

menyusun jadwal pelaksanaan, meminta laporan berkala, 

mengadakan pertemuan evaluasi, membuka kanal pengaduan 

anggota, dan memeriksa dokumen perusahaan yang berkaitan 

dengan pelaksanaan. Langkah yang akan ditempuh apabila 

terjadi pelanggaran juga perlu dipersiapkan. Untuk 

kesepakatan tertentu, serikat harus memastikan kewajiban 
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pendaftaran atau pencatatan serta persyaratan administratif 

lainnya dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Perjuangan juga perlu ditutup dengan evaluasi. 

Tujuannya bukan mencari siapa yang harus disalahkan, 

melainkan memastikan organisasi belajar dari apa yang baru 

saja dijalani. Serikat perlu melihat apakah tuntutan utama 

tercapai, siapa yang memperoleh manfaat, apakah hasil 

tersebut meningkatkan keadilan dan kesejahteraan, serta 

apakah kesepakatannya benar-benar dapat dilaksanakan dan 

diawasi. 

Partisipasi anggota juga perlu diperiksa. Berapa banyak 

anggota yang terlibat, kelompok mana yang aktif atau justru 

belum terjangkau, apakah perempuan dan pekerja muda 

memperoleh ruang yang setara, dan apakah anggota benar-

benar memahami tujuan perjuangan. Dari sini organisasi dapat 

melihat apakah aksi hanya berhasil mengumpulkan massa atau 

sekaligus memperluas kesadaran dan keterlibatan. 

Evaluasi selanjutnya melihat kekuatan organisasi setelah 

perjuangan selesai. Apakah jumlah anggota bertambah, 

muncul pemimpin baru, struktur komunikasi bekerja lebih 

baik, solidaritas meningkat, dan serikat menjadi lebih mandiri. 

Strategi serta keamanan juga harus diperiksa: tindakan mana 

yang paling efektif, kesalahan apa yang tidak boleh diulangi, 

apakah risiko telah dikelola dengan baik, dan apakah 

dokumentasi serta perlindungan hukum sudah memadai. 

Semua pelajaran tersebut perlu dicatat dan digunakan 

ketika menyusun langkah berikutnya. Dengan cara itu, 

perjuangan tidak hanya menghasilkan kesepakatan atau 

kemenangan tertentu, tetapi juga meninggalkan pengetahuan, 

pengalaman, kader, dan organisasi yang lebih kuat.. 
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BAB 13 
KOMUNIKASI, MEDIA, DAN 

KAMPANYE SERIKAT 
 

 

omunikasi bukan sekadar kegiatan menyebarkan 

informasi setelah pengurus mengambil keputusan. 

Komunikasi merupakan bagian dari 

pengorganisasian, pendidikan, advokasi, perundingan, dan 

mobilisasi. Melalui komunikasi, pekerja mengenali persoalan 

bersama, memahami penyebab ketidakadilan, membangun 

sikap, mengambil keputusan, dan bergerak secara kolektif. 

Serikat yang memiliki banyak kegiatan tetapi gagal 

berkomunikasi akan terlihat tidak bekerja. Sebaliknya, serikat 

yang pandai membuat publikasi tetapi tidak berakar pada 

kehidupan anggota hanya akan membangun citra tanpa 

kekuatan organisasi. Komunikasi serikat harus 

menghubungkan kata-kata dengan tindakan, informasi dengan 

pendidikan, serta simpati dengan partisipasi. 

Tujuan komunikasi serikat bukan sekadar memperoleh 

perhatian. Tujuannya adalah membangun kesadaran, 

kepercayaan, keberanian, solidaritas, dan tindakan bersama. 

Komunikasi serikat dikatakan berhasil bukan hanya 

ketika pesannya dilihat banyak orang, melainkan ketika 

semakin banyak pekerja memahami persoalan dan terlibat 

dalam perjuangan. 

 

K 
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A. Komunikasi sebagai Alat Pengorganisasian 
Pengorganisasian pada dasarnya dimulai dari hubungan 

antarmanusia. Seorang pekerja biasanya tidak serta-merta 

bergabung dengan serikat hanya karena melihat poster, 

membaca unggahan media sosial, atau menerima formulir 

pendaftaran. Keputusan untuk bergabung lebih sering tumbuh 

setelah ia merasa didengarkan, persoalannya dipahami, dan 

ada keyakinan bahwa serikat dapat menjadi tempat untuk 

memperjuangkan kepentingan bersama. 

Karena itu, komunikasi pengorganisasian tidak dapat 

berjalan satu arah. Pengurus bukan hanya orang yang 

berbicara, memberikan informasi, menyampaikan perintah, 

atau meminta anggota datang dalam kegiatan. Pengurus juga 

harus mampu bertanya dan mendengarkan. Dari percakapan 

itulah organisasi mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di 

tempat kerja, apa yang dirasakan pekerja, dan mengapa 

sebagian dari mereka masih ragu untuk terlibat. 

Komunikasi yang baik membantu serikat menemukan 

masalah yang benar-benar dirasakan pekerja. Dari sana dapat 

diketahui siapa pekerja yang mempunyai pengaruh di antara 

rekan-rekannya, apa yang membuat pekerja takut atau ragu, 

serta persoalan mana yang mempunyai potensi menjadi isu 

bersama. Percakapan juga membantu pekerja melihat bahwa 

persoalan yang selama ini dianggap sebagai masalah pribadi 

mungkin sebenarnya dialami banyak orang dan berhubungan 

dengan kebijakan atau kondisi kerja yang lebih luas. 

Kepercayaan tumbuh melalui proses semacam ini. 

Pekerja akan lebih mudah diajak bergerak ketika mengetahui 

bahwa organisasi tidak hanya datang untuk meminta 

dukungan, tetapi juga bersedia mendengarkan dan 

menindaklanjuti persoalan yang mereka sampaikan. Dari 

hubungan tersebut, komunikasi dapat berkembang menjadi 

jalan menuju tindakan kolektif. 
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Informasi karena itu tidak seharusnya berhenti sebagai 

pengetahuan. Ketika pekerja mengetahui adanya pelanggaran 

upah, misalnya, tujuan komunikasi bukan hanya membuat 

mereka memahami bahwa perusahaan telah melanggar aturan. 

Pertanyaan berikutnya adalah apa yang dapat dilakukan 

pekerja secara bersama-sama untuk mengubah keadaan 

tersebut. 

Prosesnya dapat dimulai ketika pekerja mengetahui 

sebuah persoalan, kemudian memahami penyebab dan 

dampaknya. Dari percakapan dengan pekerja lain, ia 

menyadari bahwa pengalaman tersebut bukan hanya miliknya. 

Kesadaran itu membuka kemungkinan untuk mencari jalan 

keluar secara kolektif. Pekerja kemudian mengambil tindakan 

bersama, melihat hasilnya, melakukan evaluasi, dan dari 

pengalaman tersebut dapat terlibat lebih jauh dalam kegiatan 

organisasi. Dengan cara inilah komunikasi bergerak dari 

sekadar “memberi tahu” menuju proses yang membuat 

pekerja menjadi pelaku dalam perjuangannya sendiri. 

Serikat perlu menilai kegiatan komunikasinya dari sudut 

pandang tersebut. Pertanyaannya bukan hanya berapa banyak 

orang yang menerima pesan, tetapi apakah komunikasi itu 

memperkuat hubungan dengan anggota dan meningkatkan 

kemampuan organisasi. Ukuran jangkauan memang penting, 

tetapi tidak selalu sama dengan kekuatan. 

Sebuah unggahan di media sosial dapat dilihat puluhan 

ribu orang tanpa menghasilkan keterlibatan nyata. Sebaliknya, 

percakapan dengan lima pekerja mungkin terlihat kecil, tetapi 

dapat menjadi sangat berarti apabila kelimanya kemudian 

bergabung, aktif, dan mulai mengorganisir pekerja lain. 

Komunikasi publik dan komunikasi pengorganisasian 

karena itu tidak perlu dipertentangkan. Keduanya dapat saling 

memperkuat. Media sosial, publikasi, dan kampanye 

membantu memperluas jangkauan gagasan serikat, sementara 
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percakapan langsung membangun hubungan, kepercayaan, 

dan komitmen. Jangkauan yang luas penting, tetapi kedalaman 

hubungan dengan pekerja tetap menjadi fondasi kekuatan 

organisasi. 

 

B. Mendengarkan dan Memahami Anggota 
Pengurus sering merasa bahwa tugas utamanya adalah 

menjelaskan: menjelaskan hak pekerja, sikap organisasi, 

aturan ketenagakerjaan, atau langkah yang harus dilakukan. 

Padahal, sebelum menjelaskan, pengurus terlebih dahulu perlu 

memahami pengalaman anggota. Kemampuan mendengarkan 

menjadi penting karena tidak semua persoalan pekerja muncul 

dalam rapat formal atau disampaikan secara terbuka. 

Seorang pekerja, misalnya, mungkin tidak langsung 

mengatakan bahwa dirinya takut kepada atasan. Ketakutan itu 

bisa muncul dalam bentuk keluhan mengenai jadwal kerja, 

mutasi, penilaian kinerja, beban pekerjaan, atau tekanan 

psikologis. Ada pula pekerja yang memilih berbicara 

mengenai persoalan kecil terlebih dahulu untuk melihat 

apakah pengurus dapat dipercaya. Pengorganisir karena itu 

perlu mendengarkan bukan hanya apa yang diucapkan, tetapi 

juga memahami persoalan yang belum berani disampaikan 

secara langsung. 

Mendengarkan secara aktif membutuhkan perhatian 

penuh. Ketika anggota berbicara, pengurus sebaiknya tidak 

terburu-buru memotong pembicaraan atau langsung 

memberikan kesimpulan. Pertanyaan terbuka dapat digunakan 

untuk membantu pekerja menjelaskan pengalamannya dengan 

bahasanya sendiri. Sesekali, pengurus dapat mengulang pokok 

persoalan untuk memastikan bahwa apa yang dipahami 

memang sesuai dengan maksud anggota. 



 

 

  364   PANDUAN PRAKTIS | PUBLIC SERVICES INTERNATIONAL  

Dalam percakapan tersebut, penting pula membedakan 

antara fakta, pendapat, dan perasaan. Ketiganya sama-sama 

perlu didengarkan, tetapi mempunyai fungsi yang berbeda 

ketika serikat akan menentukan tindakan. Pengurus tidak 

seharusnya menghakimi orang yang mengadu, terutama ketika 

anggota sedang berada dalam keadaan takut, marah, atau 

tertekan. Informasi yang bersifat pribadi harus dijaga 

kerahasiaannya dan tindak lanjut yang mungkin dilakukan 

perlu dijelaskan secara jujur. 

Kejujuran sangat menentukan kepercayaan. Serikat tidak 

boleh menjanjikan bahwa semua persoalan pasti dapat 

diselesaikan atau seluruh tuntutan akan dimenangkan. Jika 

terdapat keterbatasan hukum, organisasi, bukti, atau kekuatan, 

hal tersebut perlu disampaikan dengan bahasa yang dapat 

dipahami. Kepercayaan lebih mudah dipertahankan melalui 

penjelasan yang jujur daripada janji besar yang kemudian 

tidak dapat dilaksanakan. 

Mendengarkan juga berarti memahami bahwa anggota 

bukan kelompok yang seragam. Pengalaman pekerja tetap 

dapat berbeda dengan pekerja kontrak. Pekerja perempuan 

mungkin menghadapi diskriminasi, pelecehan, atau beban 

perawatan keluarga yang memengaruhi kemampuannya 

terlibat dalam organisasi. Pekerja muda dapat lebih akrab 

dengan teknologi, tetapi pada saat yang sama menghadapi 

kepastian kerja yang lebih rendah. Pekerja penyandang 

disabilitas dapat menghadapi persoalan aksesibilitas, 

sementara pekerja migran mungkin berhadapan dengan 

hambatan bahasa, dokumen, dan kerentanan hukum. 

Komunikasi serikat harus mampu membuka ruang bagi 

pengalaman yang beragam tersebut. Jika organisasi hanya 

mendengarkan orang yang paling lantang, paling aktif, atau 

paling dekat dengan pengurus, banyak persoalan anggota akan 
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tetap tidak terlihat. Serikat perlu secara sengaja menjangkau 

kelompok yang jarang hadir atau jarang berbicara. 

spirasi anggota dapat dihimpun melalui banyak cara, 

mulai dari kunjungan ke tempat kerja, percakapan satu per 

satu, rapat kelompok kerja, pertemuan anggota, survei, kotak 

pengaduan, nomor layanan organisasi, hingga grup 

komunikasi digital. Forum khusus bagi pekerja perempuan 

dan pekerja muda juga dapat membantu membuka ruang bagi 

persoalan yang mungkin sulit muncul dalam pertemuan 

umum. 

Teknologi membuat komunikasi menjadi lebih cepat dan 

mudah, tetapi saluran digital tidak sepenuhnya dapat 

menggantikan hubungan langsung. Pesan singkat mungkin 

cukup untuk menyampaikan informasi, tetapi persoalan yang 

sensitif sering baru muncul setelah pekerja merasa aman dan 

percaya kepada orang yang mendengarkannya. Hubungan 

personal itulah yang membuat anggota tidak sekadar 

menyampaikan keluhan, tetapi mulai melihat serikat sebagai 

tempat untuk mencari jalan keluar bersama. 

 

C. Membangun Pesan Perjuangan 
Pesan perjuangan harus berangkat dari kenyataan yang 

benar-benar dialami pekerja. Bahasa yang terlalu teknis, 

abstrak, atau penuh istilah hukum mungkin tepat dalam 

dokumen resmi, tetapi belum tentu mudah dipahami anggota. 

Pesan serikat perlu membawa persoalan ketenagakerjaan 

kembali kepada kehidupan sehari-hari pekerja dan 

keluarganya. 

Daripada hanya mengatakan bahwa “telah terjadi 

pelanggaran norma ketenagakerjaan”, misalnya, serikat dapat 

menjelaskan bahwa pekerja sudah bekerja penuh selama satu 
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bulan tetapi menerima upah di bawah ketentuan. Kekurangan 

upah tersebut bukan sekadar selisih angka di atas kertas. Di 

dalamnya ada uang makan, biaya sekolah anak, ongkos 

transportasi, cicilan, dan kebutuhan keluarga yang ikut 

berkurang. Cara penyampaian seperti ini mempertemukan 

fakta, nilai yang diperjuangkan, dan dampak kemanusiaan dari 

sebuah persoalan. 

Pesan yang kuat perlu membuat orang segera memahami 

apa yang sebenarnya terjadi. Siapa pekerja yang terdampak, 

mengapa keadaan tersebut tidak adil, dan apa yang 

menyebabkan masalah itu muncul harus dapat dijelaskan 

dengan sederhana. Pesan kemudian menunjukkan siapa yang 

mempunyai kewenangan untuk mengubah keadaan, apa yang 

sedang diperjuangkan serikat, serta tindakan apa yang dapat 

dilakukan anggota atau masyarakat untuk mendukung 

perjuangan tersebut. 

Kesederhanaan bukan berarti menghilangkan substansi. 

Justru pesan yang baik mampu mengambil persoalan yang 

rumit dan menjelaskannya dengan bahasa yang mudah 

dipahami tanpa mengubah fakta. Pesan juga perlu konsisten 

dan mudah diulang. Jika ketua, pengurus lapangan, juru 

bicara, dan anggota menyampaikan penjelasan yang berbeda 

mengenai tuntutan yang sama, kebingungan akan muncul baik 

di dalam organisasi maupun di tengah masyarakat. 

Serikat juga perlu menggunakan sudut pandang kelas 

pekerja dalam menjelaskan persoalan. Banyak masalah di 

tempat kerja sering digambarkan sebagai kegagalan individu. 

Pekerja dianggap menerima upah rendah karena kurang 

terampil, kehilangan pekerjaan karena tidak mampu bersaing, 

atau tidak mendapatkan perlindungan karena tidak cukup 

pandai memperjuangkan dirinya sendiri. Padahal, upah 

rendah, hubungan kerja yang tidak pasti, pemberangusan 

serikat, diskriminasi, maupun lemahnya jaminan sosial juga 
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berkaitan dengan kebijakan dan struktur kekuasaan yang lebih 

luas. 

Karena itu, pesan serikat tidak seharusnya berhenti pada 

permohonan agar pengusaha atau pemerintah berbaik hati 

kepada pekerja. Pekerja bukan pihak yang hanya menunggu 

belas kasihan. Mereka mempunyai hak, kepentingan, dan 

kekuatan kolektif untuk memperjuangkan perubahan. Cara 

pandang ini penting karena bahasa yang digunakan organisasi 

ikut menentukan bagaimana anggota melihat dirinya sendiri: 

sebagai korban yang tidak berdaya atau sebagai pekerja yang 

dapat bertindak bersama. 

Meskipun pokok perjuangan harus tetap sama, cara 

menyampaikan pesan dapat disesuaikan dengan siapa yang 

menjadi sasaran. Kepada anggota, serikat lebih banyak 

menekankan mengapa persoalan tersebut penting, apa yang 

sedang diperjuangkan, dan bagaimana mereka dapat terlibat. 

Komunikasi kepada anggota harus mendorong partisipasi, 

bukan hanya memberikan informasi. 

Kepada masyarakat, serikat perlu menunjukkan bahwa 

persoalan pekerja bukan semata-mata urusan internal 

perusahaan. Upah berkaitan dengan daya beli, PHK 

memengaruhi kehidupan keluarga dan masyarakat, sementara 

keselamatan kerja menyangkut perlindungan manusia. 

Kepada pemerintah, pesan dapat lebih menekankan dasar 

hukum, data, kewenangan, dan perubahan kebijakan yang 

diminta. Sementara kepada jaringan internasional, serikat 

dapat menjelaskan bentuk pelanggaran yang terjadi, kaitannya 

dengan standar ketenagakerjaan, serta bentuk solidaritas yang 

dibutuhkan. 

Menyesuaikan bahasa tidak berarti mengubah prinsip 

sesuai dengan siapa yang sedang dihadapi. Fakta, tuntutan, 

dan nilai dasar perjuangan harus tetap konsisten. Yang 

berubah hanyalah cara menjelaskannya agar orang yang 
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menerima pesan dapat memahami mengapa persoalan itu 

penting dan apa yang dapat mereka lakukan untuk ikut 

mendorong perubahan. 

 

D. Membangun Komunikasi Internal Organisasi 
Sebagai pemilik organisasi, anggota berhak mengetahui 

apa yang sedang dikerjakan oleh serikatnya. Kebijakan 

organisasi, kegiatan, kondisi keuangan, perkembangan dan 

hasil perundingan, serta persoalan yang sedang dihadapi 

seharusnya dapat diketahui anggota sesuai dengan tingkat 

keterbukaan masing-masing informasi. Pengetahuan 

mengenai organisasi tidak boleh hanya dikuasai oleh segelintir 

pengurus. 

Keterbukaan seperti ini penting untuk membangun 

kepercayaan. Anggota yang mendapatkan informasi akan 

lebih mudah memahami mengapa organisasi mengambil suatu 

keputusan, menggunakan sumber daya untuk program 

tertentu, atau memilih strategi tertentu dalam menghadapi 

perusahaan. Sebaliknya, ketika keputusan dibuat secara 

tertutup dan tidak pernah dijelaskan, ruang kosong akan 

segera dipenuhi oleh rumor, kecurigaan, dan berbagai tafsir. 

Lama-kelamaan, jarak antara anggota dan pengurus semakin 

lebar. 

Dalam organisasi yang besar, keterbukaan membutuhkan 

sistem komunikasi yang tertata. Informasi tidak mungkin 

hanya bergantung pada hubungan pribadi atau pesan dari satu 

orang ke orang lainnya. Pengurus tingkat pusat, daerah, unit 

kerja, koordinator lapangan, hingga anggota harus terhubung 

melalui jalur komunikasi yang jelas agar informasi dapat 

bergerak dengan cepat dan tidak berubah di tengah jalan. 
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Bentuknya dapat disesuaikan dengan kebutuhan 

organisasi. Pertemuan rutin tetap penting, tetapi dapat 

dilengkapi dengan surat dan edaran organisasi, grup 

komunikasi berdasarkan tingkatan, buletin, laman internal, 

laporan pengurus, forum konsultasi anggota, maupun 

pertemuan daring. Yang terpenting bukan banyaknya saluran, 

melainkan apakah informasi benar-benar sampai kepada orang 

yang membutuhkan dan apakah terdapat pihak yang 

bertanggung jawab memastikan komunikasi berjalan. 

Keterbukaan juga tidak berarti semua informasi harus 

disebarkan kepada semua orang. Organisasi perlu 

membedakan informasi yang dapat diketahui publik, 

informasi yang hanya diperuntukkan bagi anggota, dan 

informasi yang memang harus dijaga kerahasiaannya. Strategi 

perundingan, data pribadi anggota, informasi mengenai 

korban, atau dokumen tertentu dapat membutuhkan 

perlindungan khusus. Setiap tingkatan organisasi perlu 

memahami batas tersebut agar keterbukaan tidak justru 

menimbulkan risiko. 

Arus komunikasi juga tidak boleh hanya bergerak dari 

atas ke bawah. Jika komunikasi internal hanya berisi instruksi, 

anggota akan terbiasa menjadi penerima keputusan. Padahal, 

aspirasi, kritik, laporan mengenai keadaan tempat kerja, dan 

usulan anggota merupakan informasi penting bagi organisasi. 

Semua itu harus mempunyai jalan untuk bergerak dari bawah 

ke tingkat pengambilan keputusan. 

Karena itu, serikat membutuhkan mekanisme umpan 

balik yang nyata. Ketika anggota mengajukan pertanyaan, 

harus jelas siapa yang bertanggung jawab memberikan 

jawaban. Ketika mereka menyampaikan usulan, organisasi 

perlu menjelaskan bagaimana usulan tersebut diproses. 

Bahkan ketika aspirasi belum dapat dipenuhi, alasannya tetap 

perlu disampaikan. Anggota mungkin tidak selalu 



 

 

  370   PANDUAN PRAKTIS | PUBLIC SERVICES INTERNATIONAL  

memperoleh keputusan yang mereka inginkan, tetapi mereka 

berhak mengetahui bagaimana keputusan tersebut dibuat. 

Kebutuhan akan komunikasi menjadi semakin besar 

ketika organisasi menghadapi krisis, seperti perselisihan, 

mogok kerja, PHK, atau pemberangusan serikat. Dalam 

keadaan seperti itu, informasi dapat berubah dengan cepat 

sementara kecemasan anggota meningkat. Serikat perlu 

mempunyai pusat informasi yang dapat dipercaya agar 

anggota tidak mencari kepastian dari sumber yang belum tentu 

benar. 

Komunikasi krisis harus cepat, tetapi kecepatan tidak 

boleh mengorbankan akurasi. Informasi perlu menggunakan 

data yang telah diverifikasi, disampaikan melalui juru bicara 

yang jelas, dan diperbarui secara berkala. Spekulasi harus 

dihindari, identitas korban dan pelapor dilindungi, sementara 

anggota perlu memperoleh petunjuk mengenai tindakan yang 

harus mereka lakukan. 

Dalam keadaan normal, kekurangan informasi mungkin 

hanya menimbulkan kebingungan. Dalam keadaan krisis, 

akibatnya bisa jauh lebih besar. Kekosongan informasi akan 

segera diisi oleh rumor, disinformasi, atau narasi pihak lain. 

Karena itu, kemampuan mengelola informasi bukan sekadar 

urusan komunikasi, tetapi bagian dari kemampuan organisasi 

menjaga kepercayaan, persatuan, dan arah perjuangan 

anggotanya. 

 

E. Propaganda sebagai Penyebaran Gagasan 
Perjuangan 

Dalam gerakan pekerja, propaganda dapat dipahami 

sebagai usaha menyebarkan gagasan dan pesan untuk 

membangun kesadaran, membentuk sikap, serta memperluas 
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dukungan terhadap perjuangan. Dalam pengertian ini, 

propaganda serikat pekerja tidak sama dengan kebohongan, 

manipulasi, atau penyebaran informasi palsu. Justru kekuatan 

propaganda serikat seharusnya terletak pada kemampuannya 

menjelaskan kenyataan yang dialami pekerja secara terang 

dan mudah dipahami. 

Propaganda yang bertanggung jawab harus berpijak pada 

fakta dan kepentingan pekerja. Keberpihakan tidak berarti 

serikat boleh mengubah data atau melebih-lebihkan keadaan. 

Serikat memang mempunyai posisi yang jelas, yaitu membela 

kepentingan pekerja, tetapi argumentasi yang dibangun tetap 

harus dapat dipertanggungjawabkan. Tugasnya adalah 

membawa pengalaman pekerja ke ruang yang lebih luas dan 

menunjukkan kenyataan yang mungkin selama ini tidak 

terlihat, diabaikan, atau tertutup oleh narasi pihak yang 

mempunyai kekuasaan lebih besar. 

Tantangannya, persoalan ketenagakerjaan sering 

disampaikan dalam bahasa hukum, ekonomi, dan kebijakan 

yang sulit dipahami. Istilah mengenai pengupahan, hubungan 

kerja, jaminan sosial, PHK, produktivitas, atau kebijakan 

fiskal dapat terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Media 

serikat mempunyai tugas menerjemahkan persoalan tersebut 

ke dalam bahasa yang dekat dengan pengalaman pekerja tanpa 

menghilangkan substansinya. 

Banyak cara dapat digunakan. Sebuah aturan dapat 

dijelaskan melalui kisah pekerja yang terkena dampaknya. 

Perubahan kebijakan dapat diterangkan melalui perbandingan 

sederhana antara keadaan sebelum dan sesudah aturan 

berlaku. Data dapat disajikan melalui ilustrasi atau infografik, 

sedangkan persoalan yang rumit dapat dipecah menjadi video 

pendek, tanya jawab, contoh penghitungan, kesaksian pekerja, 

maupun kronologi sebuah kasus. Pilihan bentuk mengikuti 
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siapa yang hendak dijangkau dan persoalan apa yang ingin 

dijelaskan. 

Namun, bahasa yang sederhana tidak boleh 

menghasilkan informasi yang keliru. Angka harus diperiksa, 

dasar hukum harus tepat, kutipan tidak boleh dipotong 

sehingga mengubah makna, dan pengalaman pekerja tidak 

boleh dibuat lebih dramatis hanya untuk mendapatkan 

perhatian. Kesalahan informasi bukan hanya merusak 

kredibilitas organisasi. Dalam keadaan tertentu, informasi 

yang salah justru dapat merugikan pekerja yang sedang 

diperjuangkan. 

Propaganda serikat juga perlu menghubungkan persoalan 

pekerja dengan kepentingan masyarakat yang lebih luas. Upah 

layak, misalnya, bukan hanya persoalan berapa banyak uang 

yang dibawa pulang seorang pekerja. Upah juga berhubungan 

dengan daya beli masyarakat dan kehidupan ekonomi di 

sekitarnya. Keselamatan kerja bukan sekadar urusan 

perusahaan dengan karyawannya, tetapi menyangkut 

perlindungan terhadap kehidupan manusia. Jaminan sosial 

membantu mencegah pekerja dan keluarganya jatuh ke dalam 

kemiskinan ketika menghadapi sakit, kecelakaan, kehilangan 

pekerjaan, atau memasuki usia tua. Kebebasan berserikat pun 

tidak hanya menjadi urusan anggota serikat, melainkan bagian 

dari kebebasan berpendapat dan kehidupan demokratis. 

Ketika hubungan tersebut dapat dijelaskan dengan baik, 

masyarakat akan lebih mudah melihat bahwa perjuangan 

pekerja bukan kepentingan kelompok yang berdiri sendiri. 

Banyak tuntutan buruh bersentuhan langsung dengan 

persoalan ekonomi, keadilan sosial, perlindungan keluarga, 

dan demokrasi. Di situlah propaganda memperoleh 

kekuatannya: bukan dengan menciptakan kenyataan baru, 

tetapi dengan membuat kenyataan yang dialami pekerja dapat 

dilihat, dipahami, dan dirasakan oleh lebih banyak orang. 
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F. Menulis Berita, Rilis, dan Pernyataan Sikap 
Berita organisasi berfungsi mencatat sekaligus 

menyampaikan peristiwa yang berkaitan dengan kegiatan dan 

perjuangan serikat pekerja. Melalui berita, anggota maupun 

masyarakat dapat mengetahui apa yang sedang dilakukan 

organisasi, persoalan yang sedang diperjuangkan, siapa yang 

terlibat, serta perkembangan yang terjadi. Karena itu, berita 

organisasi tetap harus memenuhi unsur dasar jurnalistik: apa 

yang terjadi, siapa yang terlibat, kapan dan di mana peristiwa 

berlangsung, mengapa peristiwa tersebut penting, bagaimana 

prosesnya, serta apa yang akan dilakukan setelahnya. 

Judul berita perlu informatif sekaligus menarik perhatian 

tanpa menyesatkan pembaca. Judul tidak seharusnya 

menjanjikan sesuatu yang berbeda dari isi hanya untuk 

mendapatkan klik atau perhatian. Pada bagian awal, 

tempatkan fakta yang paling penting agar pembaca segera 

memahami inti peristiwa. Setelah itu, berita dapat dilengkapi 

dengan konteks, kutipan narasumber, data, latar belakang 

persoalan, dan informasi pendukung lainnya. 

Berbeda dengan berita organisasi, siaran pers dibuat 

untuk membantu media memahami sebuah peristiwa atau 

sikap serikat dan mendorongnya menjadi pemberitaan. Karena 

ditujukan kepada wartawan, isinya perlu ringkas, aktual, jelas, 

dan mempunyai nilai berita. Wartawan harus dapat 

menemukan inti persoalan tanpa membaca dokumen yang 

terlalu panjang. 

Siaran pers biasanya dimulai dengan judul yang tegas, 

diikuti informasi mengenai tanggal dan tempat apabila 

relevan. Paragraf pertama harus segera menjelaskan inti 

persoalan atau perkembangan terpenting. Setelah itu dapat 

disampaikan data dan fakta pendukung, kutipan juru bicara, 
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serta tuntutan atau posisi resmi organisasi. Informasi kontak 

media juga perlu tersedia agar wartawan dapat meminta 

penjelasan tambahan atau melakukan konfirmasi. 

Siaran pers bukan notulen rapat. Tidak semua 

pembicaraan, urutan acara, nama orang yang hadir, maupun 

rincian kegiatan harus dimasukkan. Penyusun perlu memilih 

informasi yang paling penting bagi publik dan mempunyai 

hubungan langsung dengan pesan yang hendak disampaikan. 

Terlalu banyak informasi yang tidak relevan justru dapat 

menenggelamkan pokok berita. 

Serikat juga dapat menggunakan pernyataan sikap ketika 

perlu menyampaikan posisi resmi terhadap suatu persoalan. 

Karena membawa nama organisasi, pernyataan tersebut harus 

mempunyai mandat dan tidak boleh sekadar mencerminkan 

pandangan pribadi orang yang menulisnya. Pernyataan sikap 

perlu menjelaskan fakta yang menjadi dasar, bagaimana 

organisasi melihat persoalan tersebut, nilai atau prinsip apa 

yang dipertahankan, tuntutan yang diajukan, serta tindakan 

yang akan ditempuh. 

Sebelum diterbitkan, fakta dan dasar hukum yang 

digunakan dalam pernyataan sikap harus diperiksa. Ketegasan 

posisi organisasi akan jauh lebih kuat apabila didukung 

informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Kesalahan data 

atau penggunaan dasar hukum yang keliru justru dapat 

mengalihkan perhatian publik dari substansi perjuangan. 

Prinsip yang sama berlaku bagi seluruh media serikat. 

Fakta harus dibedakan dari pendapat dan informasi penting 

perlu diverifikasi sebelum dipublikasikan. Media serikat tidak 

boleh melakukan plagiarisme, menyebarkan fitnah, atau 

menggunakan informasi yang belum diperiksa hanya karena 

menguntungkan posisi organisasi. Identitas korban tidak boleh 

dibuka tanpa persetujuan, terutama dalam kasus sensitif, dan 

pekerja yang sedang menghadapi perkara harus diperlakukan 



 

 

MEMAHAMI SERIKAT PEKERJA   375 

dengan hormat agar pemberitaan tidak justru merugikan 

mereka. 

Apabila terjadi kesalahan, media serikat perlu berani 

memperbaikinya secara terbuka. Bahasa diskriminatif 

terhadap gender, ras, agama, kondisi fisik, maupun latar 

belakang seseorang juga harus dihindari. Keberpihakan 

kepada pekerja tidak menghapus kewajiban terhadap 

kebenaran. Justru karena media serikat membawa kepentingan 

pekerja, kepercayaan menjadi modal yang harus dijaga. Media 

yang dipercaya akan membuat suara pekerja lebih sulit 

diabaikan. 

 

G. Membangun Hubungan dengan Media 
Media bukan sekadar alat untuk menyiarkan kegiatan 

serikat pekerja. Setiap media mempunyai pertimbangan 

editorial, kepentingan bisnis, sasaran pembaca atau penonton, 

serta kebiasaan kerja yang berbeda. Jurnalis juga bekerja 

dengan tenggat waktu, kebutuhan verifikasi, sudut 

pemberitaan, dan standar redaksi masing-masing. Karena itu, 

serikat perlu memahami bagaimana media dan jurnalis bekerja 

agar pesan organisasi dapat disampaikan dengan lebih efektif. 

Hubungan dengan media sebaiknya dibangun jauh 

sebelum terjadi konflik. Kesalahan yang sering terjadi adalah 

serikat baru menghubungi jurnalis ketika membutuhkan 

pemberitaan mengenai aksi, perselisihan, PHK, atau kasus 

tertentu. Hubungan semacam itu mudah menjadi 

transaksional: serikat membutuhkan berita, sedangkan jurnalis 

hanya dihubungi ketika organisasi mempunyai kepentingan. 

Hubungan yang lebih sehat dibangun secara terus-

menerus. Serikat dapat memberikan informasi yang relevan, 

data ketenagakerjaan, perkembangan isu, atau penjelasan 
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ketika jurnalis membutuhkan narasumber. Tidak semua 

komunikasi harus berakhir menjadi berita. Dalam jangka 

panjang, hubungan yang profesional membuat jurnalis 

mengetahui siapa yang dapat dihubungi ketika membutuhkan 

informasi mengenai persoalan pekerja. 

Untuk mendukung pekerjaan tersebut, serikat dapat 

membangun pangkalan data media. Informasi yang disimpan 

dapat meliputi nama jurnalis, media tempat bekerja, bidang 

liputan, wilayah kerja, nomor kontak, alamat surel, riwayat 

komunikasi, serta isu yang sering menjadi perhatian mereka. 

Data perlu diperbarui karena jurnalis dapat berpindah media, 

berganti bidang liputan, atau tidak lagi menggunakan kontak 

yang sama. 

Pangkalan data tersebut harus digunakan secara etis. 

Memiliki nomor seorang jurnalis bukan berarti serikat dapat 

mengirimkan setiap informasi kepadanya. Siaran pers 

mengenai ketenagakerjaan, misalnya, belum tentu relevan 

bagi jurnalis yang meliput bidang lain. Pesan yang dikirim 

berulang kali tanpa mempertimbangkan kebutuhan penerima 

justru dapat membuat informasi penting dari serikat diabaikan. 

Hubungan dengan media juga membutuhkan juru bicara 

yang siap. Orang yang berbicara atas nama organisasi harus 

memahami masalah, mengetahui mandat yang diberikan 

kepadanya, dan mampu menyampaikan pesan utama secara 

konsisten. Juru bicara tidak harus mengetahui jawaban atas 

seluruh pertanyaan. Jika informasi belum tersedia atau masih 

perlu diperiksa, lebih baik mengatakan bahwa data akan 

diverifikasi terlebih dahulu daripada memberikan jawaban 

berdasarkan dugaan. 

Sebelum wawancara, juru bicara perlu mengetahui 

setidaknya beberapa pesan utama yang harus sampai kepada 

publik. Data pendukung perlu disiapkan, termasuk 

kemungkinan pertanyaan sulit yang akan diajukan wartawan. 
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Organisasi juga harus menentukan informasi apa yang dapat 

dibuka dan apa yang harus tetap dirahasiakan karena berkaitan 

dengan strategi, data pribadi, atau keselamatan anggota. 

Kutipan yang singkat dan mudah dipahami akan membantu  

Meski hubungan dengan media penting, serikat tetap 

harus menjaga independensinya. Organisasi tidak boleh 

menentukan arah perjuangan hanya berdasarkan isu apa yang 

sedang ramai diberitakan. Ada persoalan pekerja yang 

mungkin tidak menarik perhatian media tetapi sangat penting 

bagi anggota. Keputusan untuk memperjuangkannya tetap 

harus berangkat dari kepentingan pekerja, bukan semata-mata 

kemungkinan mendapatkan pemberitaan. 

Sebaliknya, serikat juga tidak perlu memusuhi seluruh 

media hanya karena menemukan satu pemberitaan yang 

dianggap tidak tepat atau tidak sesuai harapan. Perbedaan 

sudut pandang dapat terjadi, begitu pula kesalahan. Jika 

terdapat informasi yang keliru, organisasi dapat menggunakan 

hak jawab, menyampaikan klarifikasi, memberikan data 

pembanding, dan membangun komunikasi secara profesional. 

Hubungan yang kritis tidak harus berubah menjadi 

permusuhan. Serikat membutuhkan media untuk memperluas 

suara pekerja, sementara media membutuhkan sumber yang 

dapat dipercaya untuk memahami dunia kerja. 

 

H. Pengelolaan Website dan Media Sosial 
Website dapat menjadi pusat dokumentasi sekaligus 

sumber informasi resmi organisasi. Media sosial memang 

mampu menyebarkan informasi dengan cepat, tetapi 

keberadaannya bergantung pada perusahaan pemilik platform. 

Kebijakan, algoritma, fitur, bahkan keberadaan sebuah akun 

dapat berubah sewaktu-waktu. Website memberikan ruang 



 

 

  378   PANDUAN PRAKTIS | PUBLIC SERVICES INTERNATIONAL  

yang lebih besar bagi serikat untuk mengendalikan penerbitan, 

penyimpanan, dan pengarsipan informasi yang dimilikinya. 

Melalui website, organisasi dapat menyimpan profil dan 

sejarah serikat, berita kegiatan, pernyataan sikap, peraturan 

ketenagakerjaan, bahan pendidikan, hasil penelitian, agenda 

organisasi, layanan pengaduan, dokumentasi perjuangan, 

hingga informasi mengenai keanggotaan. Dengan pengelolaan 

yang baik, website tidak hanya menjadi tempat membaca 

berita terbaru, tetapi juga menjadi arsip pengetahuan yang 

dapat digunakan anggota, pengurus, peneliti, jurnalis, maupun 

masyarakat untuk memahami perjalanan dan sikap organisasi. 

Namun, memiliki website saja tidak cukup. Informasi 

harus diperbarui secara teratur. Situs yang berbulan-bulan atau 

bahkan bertahun-tahun tidak diperbarui dapat menimbulkan 

kesan bahwa organisasi sudah tidak aktif. Karena itu, perlu 

ada orang yang bertanggung jawab memastikan berita, 

agenda, dokumen, serta informasi penting lainnya tetap 

relevan. Arsip lama tidak harus dihapus karena mempunyai 

nilai sejarah, tetapi perlu ditata agar mudah ditemukan. 

Jika website berfungsi sebagai rumah informasi 

organisasi, media sosial menjadi salah satu pintu untuk 

menjangkau orang dengan lebih cepat. Anggota dapat 

memperoleh informasi melalui telepon genggamnya, 

sementara masyarakat yang sebelumnya tidak mengenal 

serikat dapat menemukan isu pekerja melalui konten yang 

muncul di beranda mereka. Potensi ini membuat media sosial 

penting bagi komunikasi dan pengorganisasian, tetapi 

pengelolaannya tetap harus mengikuti tujuan organisasi. 

Konten serikat dapat berisi pendidikan mengenai hak 

pekerja, laporan kegiatan, pengalaman dan kisah anggota, 

sikap organisasi terhadap suatu persoalan, ajakan untuk 

terlibat dalam kegiatan, dokumentasi perjuangan, maupun 

klarifikasi terhadap informasi yang keliru. Media sosial juga 
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dapat digunakan untuk memberikan apresiasi terhadap 

solidaritas serta memperkenalkan nilai, sejarah, dan 

pencapaian gerakan pekerja kepada generasi baru. 

Tidak semua konten harus serius atau menggunakan 

bahasa formal. Cara penyampaian dapat dibuat kreatif 

sepanjang tidak menghilangkan substansi. Namun, serikat 

juga tidak harus mengikuti setiap tren yang sedang populer. 

Sebuah tren layak digunakan apabila membantu pesan 

perjuangan menjangkau lebih banyak orang. Jika tren tersebut 

justru merendahkan martabat pekerja, membuat persoalan 

serius menjadi bahan lelucon yang tidak pantas, atau 

mengaburkan tuntutan organisasi, tidak ada alasan bagi serikat 

untuk mengikutinya. 

Pengelolaan website dan media sosial membutuhkan 

perencanaan. Tanpa perencanaan, tim media mudah bekerja 

hanya berdasarkan peristiwa yang muncul setiap hari. 

Kalender editorial membantu organisasi menentukan tema 

yang ingin dibicarakan, kapan informasi diterbitkan, format 

yang digunakan, siapa sasaran komunikasinya, dan siapa yang 

bertanggung jawab mengerjakannya. Dengan demikian, 

media organisasi tidak hanya sibuk ketika terjadi aksi atau 

konflik. 

Pekerjaan tersebut juga tidak harus dibebankan kepada 

satu orang. Dalam tim media, tugas dapat dibagi sesuai 

kemampuan dan kebutuhan, mulai dari menyusun agenda, 

menulis, menyunting, membuat desain, mengambil foto dan 

video, mengelola website dan media sosial, hingga memantau 

percakapan publik. Pemeriksaan fakta diperlukan untuk 

menjaga ketepatan informasi, sedangkan analisis kinerja 

membantu organisasi melihat jenis komunikasi yang benar-

benar menjangkau dan melibatkan anggota. 

Pembagian kerja yang jelas juga mengurangi risiko 

kesalahan. Tidak setiap orang yang mempunyai akses ke akun 
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organisasi otomatis mempunyai kewenangan menerbitkan 

semua informasi. Untuk konten yang sensitif, terutama yang 

berkaitan dengan kasus anggota, perundingan, konflik, data 

pribadi, atau sikap resmi organisasi, perlu ada proses 

pemeriksaan dan persetujuan dari pihak yang berwenang 

sebelum diterbitkan. Kecepatan memang penting dalam media 

digital, tetapi kecepatan tidak boleh mengorbankan ketepatan, 

keamanan anggota, dan kepentingan organisasi. 

 

I. Kampanye Digital 
Kampanye digital bukan sekadar membuat rangkaian 

unggahan dan menyebarkannya sebanyak mungkin. Sebuah 

kampanye harus mempunyai tujuan yang dapat diukur, 

sasaran yang jelas, pesan utama yang konsisten, jangka waktu 

pelaksanaan, serta ajakan bertindak. Tanpa arah tersebut, 

media sosial mungkin menghasilkan perhatian, tetapi belum 

tentu menghasilkan perubahan. 

Tujuan kampanye dapat berbeda sesuai kebutuhan 

organisasi. Serikat dapat menggunakan kampanye untuk 

meningkatkan pengetahuan pekerja mengenai haknya, 

mengubah pandangan publik terhadap suatu persoalan, 

mendesak pengambil kebijakan, menghimpun tanda tangan, 

atau membangun solidaritas. Kampanye juga dapat diarahkan 

untuk memperluas keanggotaan, menggerakkan anggota 

menghadiri aksi, maupun mengumpulkan dukungan bagi 

pekerja yang sedang menghadapi masalah. Sejak awal harus 

jelas perubahan apa yang ingin dicapai dan bagaimana 

organisasi mengetahui bahwa kampanye tersebut berhasil. 

Menentukan sasaran menjadi bagian penting dari 

perencanaan. Serikat perlu membedakan antara khalayak luas 

dengan pihak yang mempunyai kemampuan untuk 

memengaruhi perubahan. Kampanye dapat diarahkan kepada 
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anggota sendiri, pekerja yang belum berserikat, pengusaha, 

pemerintah, parlemen, konsumen, investor, maupun jaringan 

serikat pekerja internasional. Masing-masing mempunyai 

kepentingan dan cara menerima informasi yang berbeda. 

Karena itu, satu pesan tidak selalu dapat digunakan untuk 

semua sasaran. Konten pendidikan yang menjelaskan hak 

pekerja secara rinci mungkin sangat berguna bagi anggota, 

tetapi belum tentu efektif untuk konsumen. Kepada pengambil 

kebijakan, data, dasar hukum, dampak kebijakan, dan tuntutan 

yang konkret mungkin lebih dibutuhkan. Kepada masyarakat, 

pengalaman pekerja dapat membantu menunjukkan mengapa 

persoalan tersebut juga penting bagi kepentingan publik. 

Pokok perjuangannya tetap sama, tetapi cara 

menyampaikannya dapat disesuaikan. 

Kekuatan kampanye digital akan jauh lebih besar apabila 

terhubung dengan pengorganisasian di tempat kerja dan 

tindakan nyata. Petisi daring, misalnya, dapat diperkuat 

dengan pengumpulan dukungan secara langsung. Penggunaan 

tagar dapat dihubungkan dengan pertemuan anggota atau 

kegiatan organisasi. Video kesaksian pekerja tidak hanya 

dibuat agar ditonton, tetapi dapat mengarahkan masyarakat 

untuk menandatangani petisi, mengirimkan dukungan, 

menghadiri kegiatan, atau melakukan tindakan lain yang 

dibutuhkan. 

Serikat perlu berhati-hati agar tidak menyamakan 

aktivitas digital dengan pengorganisasian. Banyaknya orang 

yang membagikan unggahan, menyukai video, atau 

menggunakan tagar memang dapat menunjukkan jangkauan 

sebuah isu. Namun, pengorganisasian membutuhkan 

hubungan, kepercayaan, keterlibatan, dan kesediaan bertindak 

bersama. Aktivitas digital seharusnya menjadi pintu yang 

membawa orang semakin dekat kepada tindakan nyata, bukan 

berhenti pada angka di layar. 
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Keselamatan pekerja harus menjadi pertimbangan dalam 

setiap kampanye. Sebelum menampilkan wajah, nama, 

dokumen pribadi, atau kisah seorang pekerja, serikat perlu 

memperoleh persetujuan dan menjelaskan kemungkinan 

risikonya. Dalam kasus tertentu, publikasi dapat 

memunculkan intimidasi, tekanan, diskriminasi, atau 

persoalan hukum. Jika risiko tersebut cukup besar, identitas 

dapat disamarkan tanpa menghilangkan pokok persoalan yang 

hendak disampaikan. Penderitaan pekerja tidak boleh 

dijadikan bahan konten dengan mengorbankan keselamatan 

dan martabat orang yang sedang diperjuangkan. 

Kampanye juga perlu ditopang oleh dokumentasi yang 

baik. Dokumentasi merupakan ingatan organisasi. Tanpanya, 

pengalaman yang diperoleh melalui perundingan, aksi, 

advokasi, dan berbagai perjuangan dapat hilang ketika 

pengurus berganti. Organisasi akhirnya mengulangi kesalahan 

yang sama karena tidak mempunyai catatan mengenai apa 

yang pernah dilakukan sebelumnya. 

Dokumentasi dapat berbentuk foto dan video, kronologi 

kasus, surat dan risalah perundingan, tuntutan dan 

kesepakatan, poster serta materi kampanye, daftar peserta, 

pemberitaan media, kesaksian anggota, hasil evaluasi, hingga 

catatan mengenai kemenangan maupun kegagalan. Setiap 

dokumen sebaiknya dilengkapi tanggal, keterangan, nama 

pembuat atau sumber, serta kategori penyimpanan agar dapat 

ditemukan kembali ketika diperlukan. Salinan cadangan juga 

perlu disimpan di tempat yang aman untuk mencegah 

kehilangan akibat kerusakan perangkat atau pergantian 

pengurus. 

Dokumentasi mempunyai banyak fungsi. Ia dapat 

menjadi bukti dalam advokasi, bahan pendidikan bagi anggota 

baru, sumber sejarah organisasi, materi kampanye, sekaligus 

dasar untuk mengevaluasi perjuangan. Namun, menyimpan 
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dokumen tidak berarti semuanya boleh dipublikasikan. Serikat 

perlu membedakan dengan jelas antara arsip yang terbuka 

untuk publik, arsip yang hanya digunakan secara internal, dan 

dokumen rahasia yang aksesnya harus dibatasi. Dengan cara 

itu, pengalaman perjuangan dapat diwariskan tanpa 

mengabaikan keamanan anggota dan organisasi. 

 

J. Membangun Identitas Visual Organisasi 
Identitas visual membantu masyarakat mengenali 

organisasi dan perjuangannya. Identitas tersebut dapat 

meliputi logo, warna, jenis huruf, pola desain, gaya fotografi, 

serta penggunaan simbol. 

Identitas visual yang baik harus mudah dikenali, 

konsisten, mudah dibaca, mencerminkan nilai organisasi, 

dapat digunakan dalam berbagai ukuran, ramah bagi 

penyandang gangguan penglihatan, dan tidak bergantung pada 

satu tokoh. 

Pedoman visual diperlukan agar seluruh tingkatan 

organisasi mempunyai kesatuan tampilan. Namun, 

keseragaman tidak boleh mematikan kreativitas daerah dan 

sektor. 

Foto pekerja sebaiknya menampilkan pekerja sebagai 

manusia yang bermartabat dan memiliki kekuatan. Hindari 

selalu menggambarkan pekerja sebagai korban yang pasif. 

Tampilkan pula persatuan, keberanian, keterampilan, 

kepemimpinan perempuan, pekerja muda, dan kemenangan 

kolektif. 
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K. Menghadapi Disinformasi dan Membangun 

Kepercayaan 
Dalam menjalankan perjuangan, serikat dapat 

berhadapan dengan berbagai informasi yang merugikan 

organisasi maupun anggotanya. Bentuknya bisa berupa 

informasi palsu, potongan video yang dilepaskan dari konteks, 

akun yang mengatasnamakan organisasi, fitnah terhadap 

pemimpin serikat, hingga tuduhan bahwa aksi pekerja 

merugikan masyarakat. Tidak jarang pula muncul narasi 

bahwa buruh menuntut terlalu banyak, tidak memahami 

kondisi perusahaan, atau hanya memikirkan kepentingannya 

sendiri. 

Namun, serikat tidak boleh terburu-buru menganggap 

semua informasi yang tidak menyenangkan sebagai 

disinformasi. Kritik terhadap organisasi bisa saja mempunyai 

dasar dan justru perlu didengarkan. Ada perbedaan antara 

kritik yang perlu dijawab secara terbuka, informasi keliru 

yang harus dikoreksi, dengan provokasi yang memang sengaja 

dibuat untuk memancing reaksi. Kemampuan membedakan 

ketiganya penting agar organisasi tidak menghabiskan tenaga 

untuk menanggapi setiap komentar yang muncul. 

Karena itu, respons terhadap disinformasi perlu dikelola 

sebagai bagian dari kerja komunikasi organisasi. Serikat perlu 

memantau percakapan yang berkembang, terutama ketika 

sedang menghadapi perundingan, perselisihan, aksi, PHK, 

atau persoalan lain yang mendapat perhatian publik. Informasi 

yang dianggap bermasalah harus diperiksa terlebih dahulu. 

Jangan sampai organisasi mengeluarkan bantahan terhadap 

sesuatu yang sebenarnya benar atau memberikan tanggapan 

sebelum mengetahui persoalan secara lengkap. 

Setelah fakta diperiksa, organisasi perlu menilai tingkat 

risikonya. Informasi yang hanya beredar dalam kelompok 

kecil tentu berbeda dengan informasi palsu yang telah 
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menyebar luas dan berpotensi memengaruhi anggota, 

masyarakat, pengambil kebijakan, atau jalannya suatu kasus. 

Dari penilaian tersebut, serikat dapat menentukan apakah 

informasi perlu dijawab, cukup dipantau, atau justru 

sebaiknya tidak diperbesar. 

Apabila diperlukan klarifikasi, pesan harus disusun 

berdasarkan fakta dan bukti yang tersedia. Klarifikasi 

sebaiknya langsung menyentuh pokok persoalan, menjelaskan 

fakta yang benar, serta memberikan konteks yang diperlukan. 

Serikat tidak perlu mengulang informasi palsu berkali-kali 

hanya untuk membantahnya. Pengulangan yang berlebihan 

justru dapat membuat informasi tersebut semakin dikenal dan 

membantu penyebarannya. 

Setelah diterbitkan melalui saluran resmi, klarifikasi 

dapat diperkuat melalui jaringan organisasi. Pengurus di 

berbagai tingkatan perlu memperoleh bahan yang sama agar 

tidak muncul penjelasan yang berbeda-beda. Jika diperlukan, 

informasi juga dapat disampaikan kepada media, jaringan 

serikat pekerja, maupun pihak lain yang berkepentingan. 

Dampaknya kemudian perlu dievaluasi untuk mengetahui 

apakah kesalahpahaman telah berkurang atau masih 

membutuhkan langkah lanjutan. 

Meski demikian, kemampuan membuat klarifikasi 

bukanlah pertahanan utama terhadap disinformasi. Pertahanan 

yang jauh lebih kuat adalah kepercayaan yang telah dibangun 

sebelum krisis terjadi. Anggota yang terbiasa memperoleh 

informasi secara rutin, akurat, dan terbuka dari organisasinya 

akan lebih sulit dipengaruhi oleh rumor. Ketika menerima 

informasi yang meragukan, mereka mempunyai tempat yang 

dipercaya untuk melakukan konfirmasi. 

Kepercayaan publik juga tidak dapat dibangun dalam 

semalam. Serikat perlu mempunyai hubungan yang baik 

dengan jurnalis, akademisi, organisasi masyarakat, serta tokoh 
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publik yang memahami persoalan pekerja dan mengenal 

rekam jejak perjuangan organisasi. Mereka tidak harus selalu 

setuju dengan setiap sikap serikat, tetapi keberadaan pihak-

pihak yang mengetahui fakta dan perjalanan organisasi dapat 

membantu menjaga ruang publik agar tidak sepenuhnya 

dikuasai oleh informasi yang menyesatkan. 

Pada situasi seperti itulah terlihat bahwa menghadapi 

disinformasi bukan sekadar pekerjaan membantah kabar 

palsu. Yang lebih penting adalah membangun organisasi yang 

terbuka, mempunyai data, mampu berkomunikasi dengan 

cepat, dan dipercaya oleh anggotanya sendiri. Ketika 

kepercayaan sudah kuat, rumor akan jauh lebih sulit memecah 

persatuan pekerja. 

 

L. Keamanan Digital Aktivis Serikat 
Keamanan digital merupakan bagian dari keamanan 

organisasi. Telepon, akun media sosial, dokumen elektronik, 

dan grup percakapan dapat memuat data sensitif mengenai 

anggota, strategi, serta kasus yang sedang ditangani. 

Langkah dasar yang perlu dilakukan antara lain 

menggunakan kata sandi yang kuat dan berbeda, 

mengaktifkan autentikasi dua faktor, membatasi hak akses 

berdasarkan tugas, segera mencabut akses pengurus yang telah 

berganti, memperbarui perangkat dan aplikasi, membuat 

cadangan data, tidak sembarang membuka tautan atau 

lampiran, memeriksa identitas pengirim, menghindari 

pengiriman dokumen sensitif melalui kanal terbuka, mengunci 

perangkat, menyiapkan pemulihan akun, dan melaporkan 

insiden keamanan. 

Akun organisasi tidak boleh sepenuhnya bergantung 

pada nomor telepon atau alamat surel pribadi seorang 
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pengurus. Organisasi harus memiliki prosedur penyerahan 

akses dan daftar pihak yang berwenang. 

Keamanan digital juga berkaitan dengan kebiasaan. 

Sistem yang baik dapat gagal apabila kata sandi dibagikan 

sembarangan atau dokumen anggota dikirim ke grup yang 

tidak tepat. 

 

M. Mengubah Simpati Menjadi Dukungan 
Simpati berarti seseorang merasa bahwa perjuangan 

pekerja patut diperhatikan. Dukungan berarti ia bersedia 

melakukan sesuatu. 

Untuk mengubah simpati menjadi dukungan, serikat 

harus memberikan tindakan yang jelas dan mudah dilakukan, 

misalnya membagikan informasi terverifikasi, 

menandatangani petisi, mengirim surat kepada pengambil 

kebijakan, menghadiri diskusi, menyampaikan solidaritas, 

membantu dana perjuangan, tidak membeli produk selama 

masa kampanye, dan menghubungkan serikat dengan jaringan 

lain. 

Ajakan harus spesifik. Kalimat “mohon dukung 

perjuangan kami” terlalu umum. Jelaskan dukungan apa yang 

diperlukan, kapan dilakukan, dan mengapa tindakan tersebut 

penting. 

 

N. Mengubah Dukungan Menjadi Partisipasi 
Partisipasi adalah keterlibatan yang lebih teratur dan 

bertanggung jawab. Seorang pendukung dapat berkembang 

menjadi relawan, anggota, pengorganisir, atau pemimpin. 
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Prosesnya dapat dibangun melalui pertama, memberikan 

tindakan awal yang sederhana; kedua, menghubungi kembali 

orang yang telah bertindak; ketiga, mengundangnya dalam 

pertemuan; keempat, memberinya tugas yang nyata; kelima, 

memberikan pendidikan; keenam, melakukan pendampingan; 

ketujuh, meningkatkan tanggung jawab secara bertahap; dan 

kedelapan, mengajaknya mengevaluasi kegiatan. 

Jangan hanya menghubungi anggota ketika organisasi 

membutuhkan massa. Partisipasi tumbuh ketika anggota 

dilibatkan dalam pembahasan, perencanaan, pelaksanaan, dan 

evaluasi. 

Tujuan akhir komunikasi serikat bukan menciptakan 

pengikut pasif, melainkan memperbanyak pekerja yang 

mampu berbicara, mengorganisasi, dan memimpin. 

 

O. Mengukur Efektivitas Komunikasi dan 

Kampanye 
Jumlah tayangan, pengikut, tanda suka, dan berbagai 

angka di media sosial dapat memberikan informasi mengenai 

jangkauan komunikasi serikat. Namun, angka tersebut bukan 

satu-satunya ukuran keberhasilan. Ukuran yang digunakan 

harus kembali kepada tujuan awal kampanye. Jika tujuan 

organisasi adalah menambah anggota, misalnya, jutaan 

tayangan belum tentu berarti berhasil apabila tidak ada pekerja 

yang kemudian bergabung atau terlibat dalam kegiatan serikat. 

Jangkauan tetap penting untuk diketahui. Serikat dapat 

melihat berapa banyak orang yang menerima pesan, seberapa 

luas pemberitaan media, wilayah mana yang berhasil 

dijangkau, serta apakah jumlah orang yang mengikuti kanal 

organisasi bertambah. Data ini membantu melihat sejauh 
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mana gagasan dan pesan perjuangan keluar dari lingkungan 

yang selama ini sudah mengenal serikat. 

Namun, jangkauan perlu dibaca bersama dengan 

keterlibatan. Orang yang melihat sebuah unggahan belum 

tentu membaca, memahami, atau tertarik melakukan sesuatu. 

Keterlibatan dapat terlihat dari komentar yang benar-benar 

membicarakan isi pesan, jumlah orang yang membagikan 

konten, pesan yang masuk kepada organisasi, peserta yang 

hadir dalam diskusi, maupun orang yang mengisi formulir 

setelah menerima informasi. Dari sini serikat mulai dapat 

melihat apakah komunikasi hanya lewat di hadapan orang atau 

benar-benar menimbulkan respons. 

Bagi serikat pekerja, ukuran yang lebih penting lagi 

adalah dampaknya terhadap pengorganisasian. Kampanye 

yang baik seharusnya dapat membuka jalan bagi 

bertambahnya anggota baru, mengaktifkan kembali anggota 

yang sebelumnya pasif, menemukan pekerja yang berpotensi 

menjadi pemimpin, membentuk unit kerja baru, atau 

meningkatkan kehadiran anggota dalam rapat dan kegiatan 

organisasi. Ukuran seperti ini mungkin tidak selalu terlihat di 

media sosial, tetapi justru menunjukkan apakah komunikasi 

ikut membangun kekuatan nyata. 

Dampak juga dapat dilihat dari perubahan yang berhasil 

didorong. Kampanye mungkin membuat perusahaan bersedia 

membuka perundingan, mendorong perubahan kebijakan, 

membantu penyelesaian sebuah kasus, memastikan 

kesepakatan dilaksanakan, atau memperluas dukungan publik 

terhadap tuntutan pekerja. Perubahan semacam inilah yang 

menghubungkan pekerjaan komunikasi dengan tujuan 

perjuangan organisasi. 

Data dari berbagai kanal dapat membantu serikat 

mengetahui jenis konten, pesan, waktu penerbitan, dan cara 

komunikasi yang bekerja dengan baik. Tetapi organisasi tidak 
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boleh diperbudak oleh algoritma. Jika seluruh agenda 

komunikasi hanya ditentukan oleh apa yang sedang ramai, 

serikat dapat kehilangan arah dan perlahan menjauh dari 

persoalan yang sebenarnya penting bagi anggota. 

Konten yang paling banyak ditonton belum tentu menjadi 

konten yang paling mendidik atau paling berguna untuk 

pengorganisasian. Sebaliknya, pembahasan mengenai sebuah 

hak pekerja mungkin hanya menjangkau sedikit orang, tetapi 

sangat berarti bagi mereka yang sedang menghadapi persoalan 

tersebut. Ada pula informasi organisasi yang memang harus 

disampaikan meskipun kemungkinan tidak akan 

menghasilkan angka tinggi. Karena itu, serikat perlu menjaga 

keseimbangan antara kebutuhan memperluas jangkauan, 

memberikan pendidikan, dan memperkuat pengorganisasian. 

Semua hasil tersebut sebaiknya dibahas melalui evaluasi 

bersama. Organisasi perlu melihat apakah pesan yang 

disampaikan benar-benar dipahami dan apakah orang yang 

hendak dituju berhasil dijangkau. Perlu diperiksa pula 

tindakan apa yang muncul setelah komunikasi dilakukan dan 

sejauh mana anggota terlibat di dalamnya. 

Evaluasi juga harus melihat siapa yang belum terjangkau. 

Bisa jadi komunikasi hanya berputar di antara pengurus dan 

anggota yang sudah aktif, sementara pekerja kontrak, 

perempuan, pekerja muda, atau kelompok lainnya masih 

berada di luar jangkauan. Dari evaluasi tersebut, serikat dapat 

menentukan cara komunikasi mana yang perlu dipertahankan, 

kegiatan mana yang sebaiknya dihentikan, dan bagian mana 

yang harus diperbaiki. Ukuran akhirnya bukan sekadar 

seberapa ramai sebuah konten, melainkan seberapa jauh 

komunikasi membantu pekerja memahami persoalan, terlibat, 

bertindak bersama, dan memperkuat organisasi. 

 

 



 

 

MEMAHAMI SERIKAT PEKERJA   391 

B 
 

 

 

 

 

 

 

BAGIAN V 
MEMPERLUAS KEKUATAN 

GERAKAN 



 

 

  392   PANDUAN PRAKTIS | PUBLIC SERVICES INTERNATIONAL  

BAB 14 
JEJARING, SOLIDARITAS 

INTERNASIONAL, DAN 
PERJUANGAN POLITIK 

 

 

Pekerja berhadapan dengan kekuatan ekonomi yang tidak 

dibatasi oleh satu tempat kerja. Perusahaan memiliki jaringan 

pemasok, konsumen, investor, bank, asosiasi pengusaha, 

pemerintah, dan hubungan bisnis lintas negara. Keputusan 

yang memengaruhi pekerja Indonesia bahkan dapat dibuat di 

kantor pusat perusahaan di negara lain. 

Karena itu, perjuangan pekerja tidak cukup dilakukan 

dalam batas satu perusahaan atau satu serikat. Serikat 

membutuhkan jejaring, aliansi, solidaritas internasional, dan 

kemampuan memengaruhi kebijakan politik. 

Jejaring memperluas dukungan. Solidaritas internasional 

mempertemukan kekuatan pekerja yang berhadapan dengan 

modal global. Perjuangan politik mengubah kekuatan sosial 

pekerja menjadi kebijakan yang melindungi kepentingan kelas 

pekerja. 

Namun, kerja sama tersebut harus dibangun tanpa 

kehilangan identitas, demokrasi, dan independensi organisasi. 

 

A. Mengapa Serikat Membutuhkan Jejaring? 
Tidak semua masalah dapat diselesaikan oleh satu 

serikat. Persoalan upah minimum, jaminan sosial, kebebasan 

berserikat, pajak, keselamatan kerja, privatisasi, perubahan 
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iklim, dan undang-undang ketenagakerjaan memengaruhi 

pekerja lintas perusahaan dan sektor. 

Jejaring memungkinkan serikat memperbesar kekuatan, 

berbagi pengetahuan, memperoleh data dan keahlian, 

memperluas akses kepada pengambil kebijakan, 

meningkatkan tekanan publik, melindungi anggota dari 

isolasi, memperoleh dukungan ketika menghadapi represi, dan 

membangun agenda bersama. 

Jejaring bukan hanya daftar organisasi yang pernah 

menghadiri kegiatan. Jejaring harus mempunyai hubungan, 

tujuan, komunikasi, dan tindakan bersama. 

 

B. Memetakan Kawan, Lawan, dan Pihak yang 
Dapat Dipengaruhi 

Sebelum membangun kampanye, serikat perlu 

memetakan para pihak berdasarkan sikap, kepentingan, 

kekuatan, dan tingkat pengaruhnya. 

Pemetaan dapat membedakan pihak yang aktif 

mendukung, pihak yang mendukung tetapi belum aktif, pihak 

yang netral, pihak yang belum mempunyai sikap, pihak yang 

dapat dipengaruhi, pihak yang menentang, dan pihak yang 

aktif menghambat. 

Pemetaan tidak boleh dilakukan secara kaku. Seorang 

pejabat dapat mendukung satu tuntutan tetapi menolak 

tuntutan lainnya. Media yang pernah memberitakan serikat 

secara negatif masih dapat dipengaruhi dengan data yang lebih 

baik. 

Serikat juga harus mengenali pihak yang mempunyai 

kekuasaan formal dan pihak yang memiliki pengaruh tidak 
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resmi. Dalam suatu kebijakan, pengambil keputusan resmi 

belum tentu satu-satunya pihak yang menentukan. 

 

C. Aliansi Antarserikat Pekerja 
Aliansi antarserikat penting karena pekerja sering 

dipecah berdasarkan federasi, sektor, status kerja, daerah, atau 

pilihan politik. Fragmentasi melemahkan daya tawar. 

Aliansi tidak selalu menuntut semua organisasi melebur. 

Serikat dapat bekerja sama pada isu tertentu sambil 

mempertahankan struktur dan identitas masing-masing. 

Prinsip aliansi antarserikat meliputi kesetaraan, 

penghormatan atas otonomi, agenda yang disepakati, 

pembagian tugas yang jelas, keterbukaan sumber daya, 

larangan saling mengambil anggota secara tidak etis, 

pengambilan keputusan bersama, dan pertanggungjawaban 

kepada anggota. 

Persatuan tidak berarti tidak ada perbedaan. Persatuan 

berarti kemampuan mengelola perbedaan tanpa kehilangan 

kepentingan bersama. 

 

D. Kerja Sama dengan Organisasi Masyarakat 
Sipil 

Serikat dapat bekerja sama dengan organisasi 

perempuan, kelompok lingkungan hidup, organisasi bantuan 

hukum, organisasi hak asasi manusia, kelompok penyandang 

disabilitas, organisasi petani, nelayan, masyarakat adat, serta 

komunitas perkotaan. 

Kerja sama tersebut penting karena kehidupan pekerja 

tidak berhenti di gerbang pabrik. Pekerja juga merupakan 
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warga yang membutuhkan perumahan, pendidikan, layanan 

kesehatan, transportasi, lingkungan yang sehat, dan harga 

kebutuhan pokok yang terjangkau. 

Serikat harus membangun hubungan timbal balik. Jangan 

hanya meminta dukungan ketika terjadi perselisihan. Serikat 

juga perlu hadir dalam perjuangan kelompok lain ketika 

kepentingannya sejalan dengan nilai kemanusiaan dan 

keadilan sosial. 

 

E. Jaringan dengan Akademisi dan Media 
Akademisi dapat membantu menyediakan penelitian, 

analisis kebijakan, data ekonomi, kajian hukum, serta evaluasi 

program. Namun, pengetahuan pekerja tidak boleh dipandang 

lebih rendah daripada pengetahuan akademik. Pengalaman 

pekerja merupakan sumber pengetahuan yang penting. 

Kerja sama yang sehat mempertemukan bukti ilmiah 

dengan pengalaman lapangan. Serikat tetap menentukan 

agenda berdasarkan mandat anggota, bukan menyerahkannya 

kepada ahli dari luar. 

Media membantu membawa isu pekerja ke ruang publik. 

Serikat perlu menyediakan data, narasumber, kronologi, dan 

akses lapangan yang dapat diverifikasi. Hubungan tersebut 

harus dijaga secara profesional tanpa mengorbankan 

independensi media ataupun organisasi. 

 

F. Hubungan dengan Pemerintah dan Parlemen 
Pemerintah dan parlemen memiliki kewenangan 

membuat undang-undang, menetapkan kebijakan, 

mengalokasikan anggaran, serta mengawasi pelaksanaannya. 
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Karena itu, serikat perlu membangun akses kepada lembaga-

lembaga tersebut. 

Hubungan dapat dilakukan melalui audiensi, rapat 

dengar pendapat, penyampaian naskah kebijakan, konsultasi 

publik, keterlibatan dalam lembaga tripartit, komunikasi 

dengan kementerian dan pemerintah daerah, pemantauan 

pembahasan peraturan, kampanye publik, dan aksi massa. 

Akses tidak boleh berubah menjadi ketergantungan. 

Kedekatan dengan pejabat tidak dapat menggantikan kekuatan 

anggota. Serikat harus tetap mampu mengkritik dan 

melakukan aksi ketika kebijakan merugikan pekerja. 

 

G. Mengelola Perbedaan dalam Koalisi 
Koalisi dapat mengalami perbedaan dalam tujuan, 

strategi, kepemimpinan, pembagian sumber daya, dan 

hubungan politik. Perbedaan yang tidak dikelola dapat 

melahirkan konflik. 

Sejak awal, koalisi perlu menyepakati tujuan, ruang 

lingkup kerja sama, mekanisme keputusan, juru bicara, 

penggunaan nama dan logo, pengelolaan dana, pembagian 

tugas, penyelesaian perselisihan, dan prosedur keluar dari 

koalisi. 

Apabila kesepakatan penuh tidak mungkin dicapai, 

koalisi dapat menggunakan prinsip “bersepakat pada hal yang 

dapat dikerjakan bersama”. Organisasi tidak perlu dipaksa 

menyetujui semua hal di luar agenda koalisi. 
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H. Menjaga Identitas dan Independensi 
Organisasi 

Independensi berarti serikat menentukan keputusan 

berdasarkan kepentingan dan mandat anggota. Independensi 

bukan berarti menolak seluruh kerja sama atau bersikap netral 

terhadap ketidakadilan. 

Ancaman terhadap independensi dapat muncul dari 

ketergantungan keuangan, campur tangan pengusaha, 

kepentingan partai atau pejabat, ketergantungan pada donor, 

agenda organisasi luar, dan kepentingan pribadi pemimpin. 

Setiap kerja sama harus transparan. Anggota perlu 

mengetahui sumber pendanaan, tujuan program, kewajiban 

para pihak, dan pengaruhnya terhadap kebijakan organisasi. 

Serikat dapat bekerja sama dengan banyak pihak, tetapi 

tidak boleh menyerahkan hak anggota untuk menentukan arah 

perjuangan. 

 

I. Modal Bersifat Global, Solidaritas Harus 
Global 

Perusahaan multinasional dapat memindahkan produksi, 

mengubah pemasok, menggunakan jaringan subkontraktor, 

atau membandingkan biaya tenaga kerja antarnegara. Ketika 

pekerja di satu negara menuntut perbaikan, perusahaan dapat 

mengancam memindahkan pekerjaan ke negara lain. 

Persaingan antarp pekerja hanya akan menekan kondisi 

kerja ke tingkat yang paling rendah. Jawabannya bukan 

menyalahkan pekerja dari negara lain, melainkan membangun 

standar dan solidaritas bersama. 
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Solidaritas global berarti pekerja menolak diadu 

berdasarkan kewarganegaraan, ras, agama, jenis kelamin, atau 

tingkat upah. Tidak boleh ada keuntungan yang dibangun di 

atas eksploitasi pekerja di tempat lain. Jika modal dapat 

bergerak melintasi batas negara, solidaritas pekerja juga harus 

mampu melintasi batas negara. 

 

J. Gerakan Serikat Pekerja Internasional 
Gerakan serikat internasional tumbuh dari kesadaran 

bahwa pekerja di berbagai negara menghadapi persoalan yang 

saling berhubungan. Organisasi internasional membantu 

serikat bertukar informasi, membangun pendidikan, 

menyusun standar bersama, menjalankan kampanye global, 

menanggapi pelanggaran kebebasan berserikat, memengaruhi 

lembaga internasional, dan mengorganisasi rantai pasok 

global. 

Kerja internasional tidak boleh menjadi urusan beberapa 

pengurus yang sering menghadiri pertemuan luar negeri. 

Pengetahuan dan jaringan yang diperoleh harus dibawa 

kembali kepada anggota serta digunakan untuk memperkuat 

perjuangan nasional dan lokal. 

 

K. Global Union Federations dan ILO 
Global Union Federations atau GUFs merupakan 

federasi serikat pekerja internasional yang umumnya dibentuk 

berdasarkan sektor industri atau bidang pekerjaan. GUFs 

menghubungkan serikat-serikat yang menghadapi perusahaan, 

rantai pasok, dan kebijakan global yang sama. 

Perannya antara lain mengoordinasikan solidaritas, 

membantu pengorganisasian, melakukan riset perusahaan, 
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menyelenggarakan pendidikan, mendukung kampanye lintas 

negara, merundingkan kerangka perjanjian global, dan 

membawa persoalan pekerja ke tingkat internasional. 

Afiliasi internasional harus menghasilkan manfaat yang 

dapat dirasakan organisasi, bukan hanya status keanggotaan. 

International Labour Organization atau ILO merupakan 

badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bekerja melalui 

struktur tripartit: pemerintah, pengusaha, dan pekerja. ILO 

menetapkan standar ketenagakerjaan melalui konvensi dan 

rekomendasi. 

Serikat dapat menggunakan standar ILO untuk 

memperkuat tuntutan nasional, menilai kesesuaian peraturan, 

memberikan masukan kepada lembaga tripartit, mendorong 

ratifikasi konvensi, melaporkan persoalan kebebasan 

berserikat melalui mekanisme yang tersedia, dan membangun 

kampanye internasional. 

ILO bukan pengganti organisasi dan perjuangan di dalam 

negeri. Standar internasional menjadi alat tambahan untuk 

memperkuat perjuangan pekerja. 

 

L. Solidaritas Lintas Negara dan Lintas 
Perusahaan 

Solidaritas internasional harus diwujudkan melalui 

tindakan. Bentuknya dapat berupa surat protes, pernyataan 

solidaritas, pertemuan dengan manajemen global, kampanye 

media, aksi di beberapa negara, dukungan hukum, bantuan 

pendidikan, penelitian rantai pasok, penggalangan dana, dan 

tekanan kepada pembeli atau investor. 
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Sebelum meminta solidaritas, serikat perlu menyediakan 

kronologi, bukti, tuntutan, informasi perusahaan, 

perkembangan kasus, serta tindakan yang diharapkan. 

Solidaritas juga harus bersifat timbal balik. Serikat tidak 

hanya meminta dukungan ketika mengalami masalah, tetapi 

bersedia mendukung perjuangan pekerja lain. 

 

M. Kampanye terhadap Perusahaan 
Multinasional 

Kampanye terhadap perusahaan multinasional 

memerlukan pemetaan yang lebih luas. Serikat perlu 

mengetahui struktur kepemilikan; kantor pusat; anak 

perusahaan; merek; pemasok dan pembeli; bank dan investor; 

lokasi produksi; kebijakan hak asasi manusia; komitmen 

lingkungan, sosial, dan tata kelola; dan serikat di negara lain. 

Tujuan kampanye harus diarahkan kepada titik yang 

dapat memengaruhi keputusan. Tekanan dapat dilakukan 

kepada manajemen lokal, kantor pusat, pembeli global, 

investor, atau lembaga pengawas. 

Kampanye harus berbasis bukti. Klaim yang tidak akurat 

dapat melemahkan perjuangan dan memberikan kesempatan 

kepada perusahaan untuk mengalihkan perhatian dari pokok 

masalah. 

 

N. Kerangka Perjanjian Global 
Kerangka Perjanjian Global atau Global Framework 

Agreement merupakan kesepakatan antara perusahaan 

multinasional dan federasi serikat global mengenai prinsip 

ketenagakerjaan yang berlaku di berbagai operasi perusahaan. 
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Isinya dapat mencakup kebebasan berserikat, hak 

berunding bersama, larangan diskriminasi, penghapusan kerja 

paksa, penghapusan pekerja anak, keselamatan dan kesehatan 

kerja, perlindungan terhadap pengurus, hubungan dengan 

pemasok, dan mekanisme pemantauan dan penyelesaian 

sengketa. 

Perjanjian global tidak boleh menggantikan PKB di 

tingkat perusahaan atau negara. Ia harus menjadi lantai 

perlindungan tambahan. Serikat lokal perlu dilibatkan dalam 

pelaksanaan dan pemantauannya. 

 

O. Pertukaran Pengetahuan dan Pendidikan 
Pertukaran internasional memungkinkan pekerja belajar 

mengenai pengorganisasian, perundingan, keselamatan kerja, 

kesetaraan gender, transisi yang adil, teknologi, dan kampanye 

perusahaan multinasional. 

Namun, praktik dari negara lain tidak selalu dapat 

diterapkan secara langsung. Serikat harus menyesuaikannya 

dengan hukum, budaya organisasi, hubungan kerja, dan 

kondisi anggota. 

Setiap peserta kegiatan internasional harus menyiapkan 

tujuan belajar, mendokumentasikan hasil, melaporkan kepada 

organisasi, membagikan pengetahuan kepada anggota, 

menyusun tindak lanjut, dan menilai manfaatnya bagi 

perjuangan. 

Pendidikan internasional harus memperluas kapasitas 

organisasi, bukan hanya pengalaman pribadi pesertanya. 
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BAB 15 
TANTANGAN, STRATEGI, DAN 

MASA DEPAN GERAKAN 
SERIKAT PEKERJA 

 

 

erakan serikat pekerja hidup di tengah dunia kerja 

yang terus berubah. Teknologi digital, kecerdasan 

buatan, perubahan iklim, restrukturisasi perusahaan, 

privatisasi, ekspansi perusahaan multinasional, dan 

pertumbuhan pekerjaan informal telah mengubah cara 

manusia bekerja. Hubungan kerja tetap tidak menghilang, 

tetapi semakin sering disamarkan melalui kontrak jangka 

pendek, outsourcing, magang, kemitraan, dan pekerjaan 

berbasis platform. 

Perubahan tersebut membawa peluang, tetapi juga 

menciptakan ancaman. Teknologi dapat meringankan 

pekerjaan, tetapi juga dapat digunakan untuk mengurangi 

pekerja dan memperketat pengawasan. Transisi energi dapat 

menciptakan pekerjaan hijau, tetapi juga dapat menghilangkan 

pekerjaan apabila dilakukan tanpa perlindungan. Fleksibilitas 

dapat memberikan kemudahan bagi perusahaan, tetapi 

memindahkan risiko usaha kepada pekerja. Privatisasi dapat 

dijanjikan sebagai jalan menuju efisiensi, tetapi sering 

mengubah layanan publik menjadi komoditas dan 

memperlemah perlindungan pekerja. 

Serikat tidak boleh hanya bereaksi setelah keputusan 

dibuat. Serikat harus mampu membaca perubahan, 

memperkirakan dampak, menentukan arah, mengorganisasi 

G 
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pekerja, dan memperjuangkan pilihan yang berpihak kepada 

kepentingan masyarakat. 

Tantangan terbesar gerakan bukan hanya datang dari 

luar. Rendahnya partisipasi anggota, fragmentasi, 

ketergantungan keuangan, lemahnya regenerasi, serta jarak 

antara pengurus dan anggota juga dapat melemahkan serikat 

dari dalam. 

Karena itu, masa depan serikat pekerja bergantung pada 

kemampuannya menggabungkan ideologi, pengorganisasian, 

pendidikan, strategi, dan aksi. Serikat harus menjadi 

organisasi yang kuat di tempat kerja sekaligus gerakan sosial 

yang memperjuangkan perubahan struktural. 

Masa depan dunia kerja tidak boleh hanya ditentukan 

oleh modal, pasar, dan teknologi. Pekerja harus ikut 

menentukan ke arah mana perubahan dijalankan dan untuk 

kepentingan siapa hasilnya digunakan. 

 

A. Membaca Perubahan Dunia Kerja 
Dunia kerja selalu berubah. Teknologi berkembang, 

perusahaan melakukan restrukturisasi, pola hubungan kerja 

bergeser, dan produksi dapat berpindah dari satu daerah atau 

negara ke tempat lain. Namun, arah perubahan dan 

dampaknya terhadap pekerja tidak terjadi begitu saja. Di balik 

investasi teknologi, perubahan status kerja, restrukturisasi 

perusahaan, maupun pemindahan produksi selalu terdapat 

keputusan ekonomi dan politik yang menentukan siapa 

memperoleh manfaat dan siapa menanggung akibatnya. 

Ketika sebuah perusahaan menggunakan mesin atau 
teknologi baru, misalnya, serikat tidak cukup hanya bertanya 

apakah teknologi tersebut lebih modern atau mampu 

meningkatkan produktivitas. Pertanyaan yang lebih penting 
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adalah siapa yang memperoleh manfaat dari peningkatan 

produktivitas tersebut. Apakah teknologi benar-benar 

mengurangi pekerjaan yang berat dan berbahaya, atau justru 

digunakan untuk mengurangi jumlah pekerja? Jika produksi 

meningkat, apakah pekerja juga memperoleh peningkatan 

upah dan kesejahteraan? Apakah mereka mendapatkan 

pelatihan agar mampu menyesuaikan diri dengan teknologi 

baru? 

Serikat juga perlu melihat bagaimana keputusan itu 

dibuat. Apakah pekerja dan serikat memperoleh informasi 

sebelum perubahan dilakukan? Apakah terdapat konsultasi 

atau perundingan mengenai dampaknya? Jika terjadi 

pengurangan pekerjaan, perubahan keterampilan, atau 

perpindahan tenaga kerja, siapa yang menanggung risikonya? 

Pertanyaan semacam ini penting agar perubahan tidak hanya 

dinilai dari besarnya investasi atau keuntungan perusahaan, 

tetapi juga dari akibatnya terhadap kehidupan pekerja. 

Perubahan dapat menghasilkan kemajuan bagi banyak 

orang apabila direncanakan dan dijalankan secara demokratis. 

Teknologi dapat mengurangi pekerjaan berbahaya, 

meningkatkan produktivitas, memperbaiki pelayanan, dan 

menciptakan jenis pekerjaan baru. Namun, perubahan yang 

sama dapat memperbesar ketimpangan apabila seluruh 

manfaatnya dipusatkan kepada pemilik modal, sementara 

kehilangan pekerjaan, kebutuhan pelatihan, penurunan 

pendapatan, dan berbagai biaya sosial lainnya dibebankan 

kepada pekerja dan masyarakat. 

Karena itu, serikat tidak cukup hanya mengetahui 

persoalan yang sedang terjadi hari ini. Organisasi juga perlu 

mempunyai kemampuan membaca kecenderungan yang 

mungkin memengaruhi anggota beberapa tahun ke depan. 

Perubahan struktur industri dan relokasi perusahaan, 

misalnya, dapat mengubah pusat-pusat konsentrasi pekerja. 
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Perkembangan rantai pasok global dapat membuat keputusan 

sebuah perusahaan di negara lain berdampak langsung 

terhadap pekerjaan di Indonesia. 

Hal yang sama terjadi dengan perubahan kebijakan 

ketenagakerjaan, otomatisasi dan kecerdasan buatan, transisi 

energi, pertumbuhan pekerjaan berbasis platform, serta 

privatisasi layanan publik. Perubahan demografi pekerja dan 

jenis keterampilan yang dibutuhkan juga dapat mengubah cara 

serikat melakukan pengorganisasian. Bahkan perkembangan 

politik dan demokrasi perlu diperhatikan karena ruang 

kebebasan berserikat, berunding, menyampaikan pendapat, 

dan memengaruhi kebijakan sangat dipengaruhi oleh keadaan 

politik. 

Kemampuan membaca kecenderungan tidak lahir hanya 

dari intuisi pengurus. Serikat membutuhkan penelitian, 

pendidikan, dokumentasi, dan kebiasaan mempelajari 

perubahan yang terjadi di tempat kerja maupun di luar tempat 

kerja. Hubungan dengan akademisi, peneliti, serta jaringan 

serikat pekerja di tingkat nasional dan internasional dapat 

membantu organisasi melihat perkembangan yang belum 

terasa langsung oleh anggota, tetapi berpotensi mempunyai 

dampak besar pada masa mendatang. 

Dalam menghadapi perubahan tersebut, pekerja tidak 

boleh ditempatkan sebagai korban pasif yang hanya 

menunggu keputusan perusahaan atau pemerintah. Pekerja 

mempunyai pengetahuan yang sangat dekat dengan proses 

produksi dan pelayanan. Mereka mengetahui bagaimana 

pekerjaan dilakukan, di mana risiko muncul, apa yang 

membuat proses menjadi lebih baik, serta apa yang 

dibutuhkan masyarakat dari pekerjaan tersebut. Pengetahuan 

ini seharusnya menjadi bagian penting dalam menentukan 

arah perubahan. 
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Serikat karena itu perlu memperjuangkan hak pekerja 

untuk memperoleh informasi sejak awal, berkonsultasi, 

melakukan perundingan, dan ikut menentukan perubahan 

yang berdampak terhadap pekerjaan dan kehidupan mereka. 

Keputusan strategis yang menyangkut masa depan ribuan 

pekerja tidak seharusnya baru diumumkan setelah semuanya 

selesai ditetapkan. Pekerja harus mempunyai suara sebelum 

keputusan dibuat, bukan sekadar menerima akibat setelah 

perubahan terjadi. 

 

B. Meningkatkan Densitas dan Pertumbuhan 
Keanggotaan 

Densitas keanggotaan menunjukkan perbandingan antara 

jumlah anggota serikat dengan jumlah pekerja yang 

sebenarnya dapat diorganisasi. Jika dalam sebuah perusahaan 

terdapat seribu pekerja tetapi hanya dua ratus yang menjadi 

anggota, berarti masih ada sebagian besar pekerja yang berada 

di luar organisasi. Densitas yang rendah menjadi persoalan 

karena menunjukkan bahwa serikat belum mempunyai 

hubungan yang kuat dengan sebagian besar pekerja di 

lingkungan tersebut. 

Jumlah anggota memang bukan satu-satunya ukuran 

kekuatan serikat. Organisasi dengan anggota banyak tetapi 

pasif belum tentu lebih kuat dibandingkan serikat dengan 

anggota lebih sedikit tetapi aktif dan terorganisasi. Namun, 

jumlah tetap mempunyai arti penting. Serikat akan lebih sulit 

memengaruhi pengusaha maupun kebijakan apabila hanya 

mewakili sebagian kecil dari pekerja yang ada. Keanggotaan 

yang luas memberikan legitimasi, memperbesar sumber daya 

organisasi, memperluas jaringan, dan meningkatkan daya 

tawar dalam perundingan maupun perjuangan. 
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Rendahnya keanggotaan dapat disebabkan oleh banyak 

hal. Sebagian pekerja takut bergabung karena khawatir 

mengalami intimidasi, mutasi, tidak diperpanjang kontraknya, 

atau kehilangan pekerjaan. Hubungan kerja yang tidak tetap 

dan tingginya pergantian pekerja juga membuat 

pengorganisasian menjadi lebih sulit. Di tempat lain, 

penyebabnya dapat berupa pemberangusan serikat, kurangnya 

informasi mengenai manfaat organisasi, atau citra serikat yang 

buruk di mata pekerja. 

Namun, penyebabnya tidak selalu berasal dari luar 

organisasi. Pelayanan anggota yang lemah, konflik internal 

yang berkepanjangan, pengorganisasian yang tidak menjadi 

prioritas, atau serikat yang hanya terlihat ketika terjadi kasus 

dapat membuat pekerja enggan bergabung. Pekerja muda 

mungkin merasa tidak memperoleh ruang, sementara 

pengurus yang terlalu jauh dari kehidupan sehari-hari anggota 

dapat kehilangan hubungan dengan persoalan yang 

sebenarnya terjadi di tempat kerja. 

Serikat perlu berani melihat keadaan tersebut secara 

terbuka. Tidak semua pekerja yang belum menjadi anggota 

berarti menolak serikat. Ada pekerja yang belum memahami 

apa yang dilakukan organisasi, belum merasa membutuhkan 

serikat, atau belum percaya bahwa keanggotaannya akan 

membawa perubahan. Bahkan, sebagian mungkin belum 

pernah diajak berbicara secara serius mengenai persoalan 

yang mereka hadapi dan mengapa organisasi diperlukan. Ini 

berarti masih terdapat ruang yang sangat besar untuk 

melakukan pengorganisasian. 

ertumbuhan keanggotaan karena itu tidak boleh dianggap 

sebagai tugas satu bidang saja. Jika perekrutan hanya 

dibebankan kepada bidang organisasi atau beberapa orang 

pengorganisir, kemampuan serikat untuk berkembang akan 

terbatas. Setiap pengurus dapat menjadi pengorganisir, dan 
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anggota yang sudah memahami manfaat berserikat dapat 

mengajak rekan kerjanya untuk terlibat. 

Agar pertumbuhan tidak berjalan secara spontan, 

organisasi perlu mempunyai rencana. Serikat perlu 

mengetahui wilayah atau kelompok pekerja mana yang 

hendak diorganisasi dan menetapkan target keanggotaan yang 

realistis. Tim pengorganisasian perlu dibentuk dan didukung 

melalui pendidikan serta anggaran yang memadai. Sistem 

pendataan juga dibutuhkan agar organisasi mengetahui siapa 

yang sudah menjadi anggota, siapa yang belum, di bagian 

mana pertumbuhan terjadi, dan di mana pengorganisasian 

masih lemah. 

Pendampingan terhadap anggota baru sama pentingnya 

dengan perekrutan. Orang yang baru menandatangani formulir 

belum tentu memahami organisasi atau siap terlibat. Jika 

setelah bergabung mereka tidak pernah diajak berdiskusi, 

mengikuti pendidikan, menghadiri rapat, atau memperoleh 

tanggung jawab, keanggotaannya mudah menjadi sekadar 

angka dalam data. 

Pertumbuhan yang sehat terjadi ketika anggota baru 

perlahan menjadi bagian aktif dari kehidupan organisasi. 

Mereka mengenal hak dan kewajibannya, memahami nilai 

perjuangan serikat, ikut dalam kegiatan, serta mendapatkan 

kesempatan mengambil tanggung jawab. Dari proses tersebut, 

sebagian anggota baru nantinya dapat berkembang menjadi 

pengorganisir dan mengajak pekerja lain bergabung. Dengan 

cara itulah pertumbuhan keanggotaan tidak berhenti pada 

penambahan jumlah, tetapi berubah menjadi penambahan 

kekuatan organisasi. 
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C. Fragmentasi Gerakan Serikat 
Fragmentasi terjadi ketika pekerja terpecah ke dalam 

banyak organisasi yang tidak mampu bekerja sama, bahkan 

saling melemahkan. Perbedaan organisasi merupakan 

konsekuensi dari kebebasan berserikat, tetapi perbedaan tidak 

seharusnya berubah menjadi permusuhan. 

Fragmentasi dapat bersumber dari persaingan merekrut 

anggota, konflik kepemimpinan, perbedaan ideologi dan 

strategi, campur tangan pengusaha, kepentingan politik, 

ketidakpercayaan, perebutan sumber daya, dan pengalaman 

konflik masa lalu. 

Pihak yang paling diuntungkan oleh perpecahan pekerja 

adalah mereka yang tidak menginginkan adanya kekuatan 

penyeimbang. 

Mengatasi fragmentasi tidak selalu berarti menyatukan 

seluruh serikat ke dalam satu organisasi. Kerja sama dapat 

dibangun melalui agenda bersama, aliansi isu, forum 

komunikasi, kampanye bersama, dan mekanisme 

penyelesaian perbedaan. 

Persatuan harus dibangun dari bawah. Ketika pekerja 

dari berbagai serikat menghadapi masalah yang sama, mereka 

perlu didorong untuk merumuskan kepentingan bersama. 

Kebebasan berserikat memberi hak untuk membentuk 

organisasi yang berbeda. Kesadaran kelas mengajarkan bahwa 

perbedaan organisasi tidak boleh menghapus solidaritas 

sebagai sesama pekerja. 

 

D. Pemberangusan Serikat Pekerja 
Pemberangusan serikat atau union busting adalah 

tindakan yang bertujuan menghalangi pekerja membentuk, 
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bergabung, atau menjalankan kegiatan serikat. Bentuknya 

tidak selalu berupa pelarangan langsung. 

Tindakan tersebut dapat berupa intimidasi, mutasi, 

penurunan jabatan, pemutusan hubungan kerja, diskriminasi 

upah atau promosi, pembentukan organisasi tandingan, 

pemaksaan keluar dari serikat, pengawasan terhadap kegiatan 

organisasi, kriminalisasi, pemisahan pemimpin dari anggota, 

penggunaan kontrak dan outsourcing untuk melemahkan 

serikat, dan kampanye yang menggambarkan serikat sebagai 

musuh perusahaan. 

Kebebasan berserikat dilindungi oleh Konvensi ILO 

Nomor 87, Konvensi ILO Nomor 98, Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 2000. 

Serikat perlu menghadapi pemberangusan melalui 

strategi yang terpadu pertama, mendokumentasikan setiap 

tindakan; kedua, melindungi pelapor dan pekerja terdampak; 

ketiga, membangun komunikasi dengan anggota; keempat, 

mengajukan pengaduan hukum; kelima, memperluas 

solidaritas; keenam, melakukan kampanye publik; ketujuh, 

menggunakan jaringan nasional dan internasional; dan 

kedelapan, menjaga disiplin dan persatuan organisasi. 

Pemberangusan tidak boleh hanya diperlakukan sebagai 

perkara seorang pengurus. Serangan terhadap satu anggota 

karena kegiatan serikat adalah serangan terhadap hak seluruh 

pekerja. 

 

E. Menghadapi Fleksibilisasi Hubungan Kerja 
Fleksibilisasi hubungan kerja sering dipromosikan 

sebagai cara agar perusahaan lebih mudah menyesuaikan diri 

terhadap perubahan pasar, naik turunnya permintaan, atau 
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kebutuhan produksi. Dari sudut pandang perusahaan, 

fleksibilitas dianggap memberikan keleluasaan untuk 

mengatur jumlah tenaga kerja sesuai kebutuhan. Namun, apa 

yang disebut fleksibel bagi perusahaan sering kali berarti 

ketidakpastian bagi pekerja. 

Pekerja kontrak dan outsourcing merasakan 

ketidakpastian itu dalam kehidupan sehari-hari. Mereka tidak 

selalu mengetahui apakah hubungan kerjanya akan 

diperpanjang, apakah tetap bekerja ketika perusahaan 

penyedia berganti, atau siapa yang sebenarnya bertanggung 

jawab ketika haknya tidak dipenuhi. Mereka juga dapat 

menghadapi kesenjangan upah dan fasilitas dibandingkan 

pekerja lain yang melakukan pekerjaan serupa. 

Status kerja yang tidak pasti juga dapat memengaruhi 

keberanian pekerja untuk memperjuangkan hak. Ancaman 

kontrak tidak diperpanjang dapat membuat pekerja takut 

bergabung dengan serikat, menyampaikan keluhan, atau 

mempertanyakan pelanggaran yang terjadi. Kesempatan 

mengembangkan keterampilan dan karier pun menjadi lebih 

terbatas ketika seseorang terus berpindah kontrak atau 

perusahaan penyedia tanpa kepastian mengenai masa 

depannya. 

Dalam keadaan seperti itu, risiko usaha perlahan 

dipindahkan dari pemilik modal kepada pekerja. Ketika 

perusahaan ingin lebih mudah menyesuaikan biaya tenaga 

kerja terhadap keadaan pasar, pekerjalah yang harus 

menanggung ketidakpastian pendapatan dan pekerjaan. 

Padahal, risiko menjalankan usaha pada dasarnya merupakan 

bagian dari tanggung jawab pihak yang memiliki dan 

mengendalikan usaha tersebut. 

Persoalan menjadi semakin serius ketika hubungan kerja 

sementara digunakan untuk pekerjaan yang pada 

kenyataannya bersifat tetap dan terus-menerus. Pekerjaan 
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yang selalu dibutuhkan dalam kegiatan perusahaan seharusnya 

memberikan kepastian hubungan kerja kepada orang yang 

mengerjakannya. Penggunaan kontrak secara berulang untuk 

pekerjaan permanen membuat pekerja seperti terus hidup 

dalam masa percobaan sosial: bekerja setiap hari seperti 

pekerja tetap, tetapi tidak pernah memperoleh kepastian yang 

sama. 

Karena itu, serikat perlu memperjuangkan pembatasan 

yang ketat terhadap penggunaan pekerja kontrak. Ketika 

persyaratan hubungan kerja sementara dilanggar, harus 

terdapat mekanisme yang memastikan perubahan status 

menjadi pekerja tetap. Penggunaan outsourcing untuk 

pekerjaan inti juga perlu ditolak agar perusahaan tidak 

menggunakan rantai hubungan kerja untuk menghindari 

tanggung jawab terhadap pekerja yang sesungguhnya 

menjalankan kegiatan utama perusahaan. 

Perlindungan tidak berhenti pada persoalan status. 

Pekerja yang melakukan pekerjaan dengan nilai yang sama 

harus memperoleh perlakuan yang setara. Ketika perusahaan 

penyedia berganti, keberlanjutan pekerjaan dan hak pekerja 

harus dilindungi. Hak untuk bergabung dan aktif dalam serikat 

juga tidak boleh hilang hanya karena seseorang bekerja 

melalui perusahaan penyedia. Pada saat yang sama, 

perusahaan pemberi kerja tidak seharusnya dapat melepaskan 

seluruh tanggung jawab dengan alasan pekerja secara 

administratif tercatat pada perusahaan lain. 

Tantangan bagi serikat adalah memastikan perjuangan 

tersebut juga tercermin dalam cara organisasi bekerja. Serikat 

tidak boleh hanya menjadi tempat perlindungan bagi pekerja 

tetap. Jika pekerja kontrak dan outsourcing dibiarkan berada 

di luar organisasi, perusahaan akan mempunyai ruang untuk 

terus memperbesar kelompok pekerja yang lebih murah, lebih 

mudah diganti, dan lebih rentan terhadap tekanan. 
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Keadaan itu pada akhirnya juga memengaruhi pekerja 

tetap. Semakin besar kelompok pekerja dengan perlindungan 

yang lebih rendah, semakin mudah standar kerja ditekan bagi 

semua orang. Perbedaan status dapat digunakan untuk 

memecah pekerja dan melemahkan daya tawar bersama. 

Karena itu, pengorganisasian harus melintasi batas pekerja 

tetap, kontrak, maupun outsourcing. 

Persatuan dibangun dari kesadaran bahwa perbedaan 

status administratif tidak menghapus kepentingan bersama 

sebagai pekerja. Prinsip dasarnya sederhana: pekerjaan 

dengan nilai yang sama harus memperoleh perlakuan yang 

setara, dan setiap pekerja harus mempunyai kepastian, 

perlindungan, serta hak untuk memperjuangkan kondisi kerja 

yang lebih baik bersama serikatnya. 

 

F. Kemitraan Semu 
Kemitraan semu terjadi ketika hubungan yang pada 

kenyataannya memenuhi unsur pekerjaan, upah, dan perintah 

diberi nama “kemitraan”. Perubahan nama digunakan untuk 

menghindari tanggung jawab sebagai pemberi kerja. 

Pekerja dalam kemitraan semu sering dianggap sebagai 

pelaku usaha mandiri, padahal tarif ditentukan sepihak, akses 

terhadap pekerjaan dikendalikan perusahaan, kinerja dipantau 

melalui aplikasi, sanksi dijatuhkan secara sepihak, pekerja 

tidak bebas menentukan syarat, akun dapat dinonaktifkan, 

pekerja menanggung alat dan biaya operasional, dan 

perusahaan mengendalikan hubungan dengan pelanggan. 

Kepemilikan kendaraan atau alat kerja tidak otomatis 
menjadikan seseorang pengusaha mandiri. Yang harus 

diperiksa adalah tingkat kendali, ketergantungan ekonomi, 

dan kenyataan hubungan kerjanya. 
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Serikat harus memperjuangkan pengakuan hubungan 

kerja berdasarkan fakta, bukan label kontrak. Pekerja yang 

berada dalam kemitraan semu harus memperoleh hak atas 

penghasilan layak, jaminan sosial, perlindungan keselamatan, 

transparansi algoritma, mekanisme keberatan, dan kebebasan 

berserikat. 

 

G. Pekerja Informal dan Pekerja Platform 
Dunia kerja tidak hanya terdiri dari pekerja yang setiap 

hari datang ke pabrik atau kantor dan mempunyai hubungan 

kerja formal dengan satu perusahaan. Sebagian besar orang 

mencari penghidupan melalui bentuk pekerjaan yang jauh 

lebih beragam. Mereka dapat bekerja sebagai pedagang kecil, 

pekerja rumahan, pengemudi, kurir, pekerja rumah tangga, 

pekerja lepas, pekerja harian, maupun pekerja yang 

memperoleh pekerjaan melalui platform digital. 

Bentuk hubungan kerjanya mungkin berbeda, tetapi 

mereka tetap menjadi bagian dari dunia kerja karena 

kehidupannya bergantung pada tenaga, waktu, keterampilan, 

dan pekerjaan yang dilakukan. Mereka juga menghadapi 

persoalan yang tidak jauh berbeda dengan pekerja formal: 

pendapatan yang tidak pasti, risiko kecelakaan, kehilangan 

pekerjaan, biaya kesehatan, perlindungan hari tua, hingga 

lemahnya posisi ketika berhadapan dengan pihak yang 

mempunyai kekuatan ekonomi lebih besar. 

Karena itu, serikat perlu memperluas cara pandangnya 

mengenai siapa yang dapat diorganisasi. Jika 

pengorganisasian hanya diarahkan kepada pekerja dengan 

hubungan kerja standar, semakin banyak orang yang bekerja 

justru akan berada di luar jangkauan gerakan pekerja. 

Perubahan dunia kerja menuntut serikat menemukan bentuk 

organisasi yang sesuai dengan keadaan mereka. 
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Tantangannya, pekerja informal dan pekerja platform 

tidak selalu berada di satu tempat kerja. Mereka dapat tersebar 

di berbagai wilayah, berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain, 

atau bahkan tidak pernah bertemu secara langsung meskipun 

bekerja melalui platform yang sama. Model organisasi yang 

bergantung pada keberadaan satu pabrik atau satu kantor 

karena itu tidak selalu dapat diterapkan begitu saja. 

Pengorganisasian dapat dibangun melalui komunitas 

berbasis wilayah atau profesi, titik-titik tempat pekerja biasa 

berkumpul, maupun pusat pelayanan yang dapat menjadi 

tempat mereka mendapatkan informasi dan bantuan. 

Kelompok komunikasi digital dapat menghubungkan pekerja 

yang tersebar, sementara koperasi pekerja dapat menjadi salah 

satu ruang untuk membangun kepentingan ekonomi bersama. 

Jaringan bantuan hukum, program jaminan sosial, serta 

kampanye kebijakan juga dapat menjadi pintu masuk untuk 

mempertemukan pekerja yang menghadapi persoalan serupa. 

Teknologi sangat membantu dalam proses tersebut. 

Pekerja dapat ditemukan dan dihubungkan melalui telepon 

genggam, aplikasi pesan, maupun media sosial. Informasi 

dapat bergerak jauh lebih cepat dibandingkan sebelumnya. 

Namun, teknologi tetap merupakan alat. Sebuah grup digital 

yang berisi ribuan orang belum tentu menjadi organisasi 

apabila tidak terdapat kepercayaan, tujuan bersama, 

kepemimpinan, dan kesediaan untuk bertindak. Hubungan 

organisasi tetap dibangun melalui pengalaman 

memperjuangkan sesuatu secara bersama-sama. 

Persoalan lain yang penting adalah perlindungan sosial. 

Banyak sistem perlindungan pekerja masih sangat bergantung 

pada hubungan kerja formal dan keberadaan pemberi kerja 

yang jelas. Akibatnya, pekerja informal dan sebagian pekerja 

platform dapat lebih mudah kehilangan perlindungan ketika 
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sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan penghasilan, 

memasuki usia tua, atau tidak lagi memperoleh pekerjaan. 

Serikat perlu memperjuangkan sistem perlindungan 

sosial yang dapat mengikuti pekerja, bukan hanya mengikuti 

status hubungan kerjanya. Jaminan kesehatan, kecelakaan 

kerja, kematian, hari tua, pengangguran, serta perlindungan 

pendapatan seharusnya dapat dijangkau oleh semua orang 

yang bekerja. Bentuk pembiayaan dan mekanismenya dapat 

disesuaikan dengan karakter pekerjaan, tetapi perubahan 

status atau tempat kerja tidak seharusnya membuat seseorang 

kehilangan perlindungan dasar. 

Dalam perjuangan tersebut, pekerja formal dan informal 

tidak boleh ditempatkan sebagai dua kelompok yang saling 

berhadapan. Perlindungan bagi pekerja informal bukan alasan 

untuk menurunkan standar pekerja formal. Sebaliknya, 

standar yang telah diperoleh pekerja formal dapat menjadi 

rujukan untuk memperluas perlindungan kepada kelompok 

pekerja lainnya. Tujuannya bukan membuat semua pekerja 

sama-sama tidak terlindungi, tetapi memastikan setiap orang 

yang hidup dari pekerjaannya mempunyai hak, jaminan, dan 

kekuatan untuk memperjuangkan kehidupan yang layak. 

 

H. Digitalisasi, Otomatisasi, dan Kecerdasan 
Buatan 

Digitalisasi, otomatisasi, dan kecerdasan buatan 

membawa perubahan besar dalam dunia kerja. Teknologi 

dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi pekerjaan 

yang berbahaya atau berulang, membantu pekerja 

menyelesaikan tugas dengan lebih cepat, serta memperbaiki 

kualitas layanan. Dalam banyak bidang, perkembangan 

teknologi bahkan membuka kemungkinan pekerjaan 



 

 

  418   PANDUAN PRAKTIS | PUBLIC SERVICES INTERNATIONAL  

dilakukan dengan cara yang sebelumnya tidak pernah 

dibayangkan. 

Namun, teknologi tidak dengan sendirinya menghasilkan 

kehidupan kerja yang lebih baik. Cara teknologi digunakan 

tetap ditentukan oleh keputusan manusia dan kepentingan 

yang berada di belakangnya. Mesin dan kecerdasan buatan 

dapat dipakai untuk mengurangi pekerjaan berbahaya, tetapi 

juga dapat digunakan untuk mengurangi jumlah pekerja. 

Sistem digital dapat membantu pekerjaan, tetapi pada saat 

yang sama dapat meningkatkan target, mempercepat ritme 

kerja, memperluas pengawasan, dan memusatkan keuntungan 

pada perusahaan. 

Karena itu, serikat tidak harus menolak teknologi hanya 

karena teknologi tersebut baru. Sikap yang lebih penting 

adalah melihat siapa yang menentukan penggunaannya, untuk 

tujuan apa teknologi diterapkan, siapa yang memperoleh 

manfaat, dan siapa yang menanggung risikonya. Yang harus 

ditolak adalah penggunaan teknologi yang mengorbankan 

pekerjaan, martabat, privasi, keselamatan, dan hak pekerja. 

Pekerja dan serikat membutuhkan informasi sebelum 

teknologi baru diterapkan. Informasi tersebut menjadi 

semakin penting apabila perubahan teknologi berdampak pada 

jumlah dan jenis pekerjaan, keterampilan yang dibutuhkan, 

penilaian kinerja, jam kerja, kesehatan dan keselamatan, 

maupun privasi pekerja. Hal yang sama berlaku ketika 

teknologi digunakan untuk menentukan promosi, disiplin, 

upah, atau bahkan pemutusan hubungan kerja. 

Informasi saja belum cukup. Serikat perlu menuntut 

konsultasi dan perundingan sejak tahap perencanaan, bukan 

setelah seluruh keputusan dibuat. Ketika perusahaan baru 

membuka pembicaraan setelah mesin dipasang, sistem digital 

dijalankan, dan pekerja kehilangan pekerjaan, ruang untuk 

memengaruhi keputusan sudah jauh lebih kecil. Perundingan 
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sejak awal memungkinkan serikat membahas dampak, 

kebutuhan pelatihan, perlindungan pekerjaan, perubahan 

tugas, serta pembagian manfaat dari peningkatan 

produktivitas. 

Perhatian khusus diperlukan terhadap pengawasan 

algoritmik. Sistem digital sekarang dapat digunakan untuk 

membagikan pekerjaan, menentukan target, menyusun 

jadwal, menghitung pendapatan, memberikan penilaian, 

bahkan menjatuhkan sanksi. Keputusan seperti itu tidak 

otomatis menjadi adil atau objektif hanya karena dihasilkan 

oleh algoritma. Sistem tetap dibuat berdasarkan data, aturan, 

dan pilihan yang ditentukan manusia. Kesalahan atau bias di 

dalamnya dapat menghasilkan kerugian nyata bagi pekerja. 

Serikat perlu memperjuangkan transparansi mengenai 

cara sistem tersebut bekerja, terutama ketika hasilnya 

memengaruhi hak dan masa depan seseorang. Pekerja harus 

mempunyai hak untuk memperoleh penjelasan mengenai 

keputusan yang merugikannya dan dapat mengajukan 

keberatan. Sistem juga perlu diperiksa untuk mengetahui 

kemungkinan diskriminasi, sementara keputusan penting 

harus tetap melibatkan penilaian manusia yang dapat dimintai 

pertanggungjawaban. 

Perlindungan data menjadi bagian yang tidak dapat 

dipisahkan dari persoalan ini. Perusahaan tidak seharusnya 

mengumpulkan dan menggunakan data pekerja tanpa batas. 

Pengawasan yang berlebihan terhadap lokasi, komunikasi, 

aktivitas, kesehatan, atau perilaku pekerja dapat merusak 

privasi dan menciptakan tempat kerja yang selalu berada 

dalam tekanan. Audit terhadap dampak teknologi diperlukan 

agar risiko tersebut dapat diketahui sebelum menimbulkan 

kerugian yang lebih besar. 

Tidak boleh ada pekerja yang dihukum, kehilangan 

pendapatan, tidak mendapatkan promosi, atau kehilangan 
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pekerjaan semata-mata karena keputusan otomatis yang tidak 

dapat dijelaskan dan diperiksa. Teknologi harus membantu 

manusia mengambil keputusan yang lebih baik, bukan 

menjadi alasan untuk menghilangkan tanggung jawab 

manusia atas keputusan tersebut. 

Hal yang sama berlaku terhadap manfaat ekonomi dari 

teknologi. Jika otomatisasi dan kecerdasan buatan 

meningkatkan produktivitas, hasilnya tidak seharusnya hanya 

dinikmati pemilik modal. Pekerja dapat memperoleh bagian 

melalui peningkatan upah, pengurangan waktu kerja tanpa 

pengurangan upah, lingkungan kerja yang lebih aman, 

pelatihan dan peningkatan keterampilan, jaminan pekerjaan, 

maupun pembagian hasil yang lebih adil. Dalam sektor publik, 

peningkatan produktivitas juga seharusnya menghasilkan 

pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat. 

Teknologi berkembang dari pengetahuan yang 

dikumpulkan manusia selama bertahun-tahun dan diterapkan 

melalui kerja banyak orang. Karena itu, kemajuan teknologi 

tidak seharusnya berakhir hanya pada bertambahnya kekayaan 

segelintir perusahaan. Ukuran keberhasilannya juga harus 

dilihat dari apakah teknologi membuat pekerjaan lebih aman, 

kehidupan pekerja lebih baik, waktu kerja lebih manusiawi, 

dan manfaat produktivitas dibagikan secara lebih adil. 

 

I. Menolak Privatisasi dan Liberalisasi Sektor 
Publik 

Privatisasi memindahkan kepemilikan, penguasaan, atau 

pengelolaan layanan dan aset publik ke tangan badan usaha 

yang bekerja dengan orientasi keuntungan. Sementara itu, 

liberalisasi membuka sektor yang seharusnya dikuasai dan 

diselenggarakan untuk kepentingan masyarakat kepada 

persaingan pasar dan kepentingan modal. Bagi gerakan 
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pekerja, keduanya bukan sekadar perubahan cara mengelola 

perusahaan atau pelayanan, tetapi menyangkut pertanyaan 

mendasar: untuk siapa kekayaan dan pelayanan publik 

diselenggarakan? 

Privatisasi dapat dilakukan melalui banyak jalan. 

Penjualan saham negara, penawaran saham perdana atau IPO, 

pelepasan aset, konsesi, kerja sama pemerintah dengan badan 

usaha, outsourcing, pemecahan perusahaan atau *spin-off*, 

hingga komersialisasi pelayanan dapat menjadi pintu masuk. 

Pengurangan peran negara secara bertahap juga dapat 

menghasilkan keadaan yang sama, yaitu semakin besarnya 

kendali modal terhadap sektor yang menyangkut kehidupan 

masyarakat. 

Gerakan serikat pekerja harus menolak privatisasi dan 

liberalisasi sektor publik secara tegas. Penolakan tersebut 

tidak boleh setengah-setengah atau hanya dilakukan ketika 

privatisasi mulai menghasilkan PHK. Air, energi, kesehatan, 

pendidikan, transportasi, dan berbagai pelayanan dasar 

lainnya merupakan hak rakyat. Akses terhadap kebutuhan 

tersebut tidak boleh ditentukan oleh kemampuan seseorang 

untuk membayar atau oleh perhitungan apakah pelayanan 

kepada suatu kelompok masyarakat menghasilkan 

keuntungan. 

Ketika pelayanan publik ditempatkan di bawah logika 

pasar, ukuran keberhasilannya dapat bergeser. Pelayanan yang 

seharusnya dinilai dari luasnya akses, kualitas, pemerataan, 

dan manfaat bagi masyarakat mulai dihitung berdasarkan 

pendapatan, efisiensi biaya, dan keuntungan. Akibatnya, 

masyarakat miskin, daerah terpencil, dan wilayah yang 

dianggap tidak menguntungkan secara bisnis menghadapi 

risiko paling besar untuk ditinggalkan. 

Bagi pekerja, privatisasi juga membawa ancaman 

langsung terhadap pekerjaan dan kondisi kerja. Prosesnya 
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sering berjalan bersama restrukturisasi, pengurangan jumlah 

pekerja, perluasan outsourcing, perubahan status hubungan 

kerja, serta tekanan terhadap upah dan kondisi kerja. 

Pekerjaan yang sebelumnya dilakukan secara langsung dapat 

dipindahkan kepada perusahaan penyedia dengan standar 

yang lebih rendah. Pada saat yang sama, masyarakat dapat 

menghadapi kenaikan tarif atau berkurangnya pelayanan 

karena kegiatan yang tidak menghasilkan keuntungan 

dianggap sebagai beban. 

Privatisasi juga dapat mengurangi pengawasan 

demokratis terhadap kekayaan yang seharusnya dikelola untuk 

kepentingan bersama. Ketika keputusan semakin ditentukan 

oleh kepentingan bisnis, masyarakat dan pekerja mempunyai 

ruang yang semakin kecil untuk menentukan arah pelayanan. 

Keuntungan ditempatkan sebagai pertimbangan utama, 

sementara kebutuhan sosial perlahan menjadi pertimbangan 

berikutnya. 

Karena itu, jawaban serikat bukan mencari bentuk 

privatisasi yang dianggap lebih ramah kepada pekerja. Yang 

harus diperjuangkan adalah pelayanan publik yang tetap 

dimiliki dan dikendalikan oleh publik. Pelayanan tersebut 

harus dapat diakses dengan biaya yang terjangkau, 

mempunyai kualitas yang baik, transparan, demokratis, 

berkelanjutan, serta menyediakan pekerjaan yang layak bagi 

orang-orang yang menjalankannya. 

Prinsipnya adalah people over profit. Manusia harus 

ditempatkan di atas keuntungan. Rumah sakit publik ada 

untuk memberikan pelayanan kesehatan, bukan mengejar 

laba. Transportasi publik dibangun untuk memastikan 

masyarakat dapat bergerak dengan aman dan terjangkau. 

Energi dan air harus tersedia karena keduanya merupakan 

kebutuhan dasar kehidupan. Pendidikan diselenggarakan 
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untuk mencerdaskan masyarakat, bukan untuk menciptakan 

pasar baru. 

Penolakan terhadap privatisasi juga harus mencakup 

berbagai jalan yang digunakan untuk mempersiapkannya. 

Serikat perlu menolak restrukturisasi, merger, akuisisi, 

maupun spin-off apabila digunakan untuk memecah 

perusahaan, mengurangi tanggung jawab negara, atau 

membuka jalan bagi penguasaan swasta. Outsourcing dalam 

pelayanan publik juga harus dilawan ketika digunakan untuk 

memindahkan pekerjaan tetap kepada tenaga kerja yang lebih 

murah dan lebih rentan. 

Pekerjaan yang telah dialihdayakan perlu diperjuangkan 

agar dikembalikan menjadi pekerjaan yang dilakukan secara 

langsung melalui contracting-in. Dengan demikian, 

perjuangan melawan privatisasi tidak hanya mempertahankan 

kepemilikan publik di atas kertas, tetapi juga mempertahankan 

kendali publik, pekerjaan yang layak, dan tujuan sosial dari 

pelayanan itu sendiri. Kekayaan publik harus tetap berada di 

tangan publik dan digunakan sebesar-besarnya untuk 

memenuhi kebutuhan rakyat, bukan menjadi sumber 

keuntungan bagi segelintir pemilik modal. 

 

 

J. Perubahan Iklim dan Transisi Energi 
Perubahan iklim bukan lagi persoalan yang jauh dari 

kehidupan pekerja. Peningkatan suhu, panas ekstrem, banjir, 

kebakaran, bencana, penyebaran penyakit, hingga perubahan 

kondisi lingkungan telah memengaruhi pekerjaan dan 

kehidupan masyarakat. Gangguan produksi dapat terjadi, mata 

pencaharian dapat hilang, sementara pekerja harus 

menghadapi risiko keselamatan dan kesehatan yang semakin 

besar. 
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Dampaknya tidak sama bagi semua orang. Pekerja di 

sektor energi, pertanian, konstruksi, transportasi, manufaktur, 

serta mereka yang sehari-hari bekerja di luar ruang 

menghadapi risiko secara langsung. Panas ekstrem, misalnya, 

bukan sekadar persoalan kenyamanan. Dalam kondisi tertentu, 

suhu yang terlalu tinggi dapat meningkatkan kelelahan, 

menurunkan kemampuan bekerja, memperbesar risiko 

kecelakaan, dan membahayakan kesehatan. 

Krisis iklim juga memperdalam ketimpangan yang sudah 

ada. Kelompok masyarakat yang paling sedikit menyumbang 

terhadap emisi sering kali justru mempunyai kemampuan 

paling terbatas untuk melindungi dirinya dari dampak 

perubahan iklim. Pekerja berupah rendah dan keluarganya 

tidak selalu mempunyai tabungan, perlindungan sosial, tempat 

tinggal yang aman, atau pilihan pekerjaan lain ketika bencana 

dan perubahan ekonomi terjadi. Karena itu, perubahan iklim 

juga merupakan persoalan keadilan sosial. 

Peralihan dari ekonomi yang bergantung pada energi 

fosil menuju ekonomi rendah karbon merupakan keniscayaan. 

Namun, perubahan tersebut tidak boleh dilakukan dengan 

mengorbankan pekerja. Menutup industri lama tanpa 

mempersiapkan pekerjaan pengganti hanya memindahkan 

beban krisis kepada pekerja dan masyarakat yang selama 

bertahun-tahun menggantungkan kehidupannya pada industri 

tersebut. Transisi hijau tidak dapat disebut berhasil apabila 

menghasilkan pengangguran, kemiskinan baru, atau 

penurunan kesejahteraan. 

Di sinilah prinsip transisi yang adil atau just transition 

menjadi penting. Serikat pekerja harus dilibatkan sejak tahap 

perencanaan, bukan baru dipanggil ketika keputusan 

penutupan atau restrukturisasi telah dibuat. Pekerja perlu 

mengetahui arah perubahan industri, pekerjaan mana yang 

berpotensi hilang, pekerjaan baru apa yang akan muncul, serta 
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keterampilan apa yang akan dibutuhkan. Informasi tersebut 

harus menjadi dasar dialog sosial dan perundingan bersama. 

Perlindungan pekerjaan dan pendapatan harus menjadi 

bagian dari setiap rencana transisi. Pekerja yang 

membutuhkan keterampilan baru harus memperoleh pelatihan 

ulang dan peningkatan keterampilan tanpa harus menanggung 

sendiri seluruh biayanya. Jaminan sosial harus diperkuat, 

sementara pekerjaan hijau yang diciptakan harus merupakan 

pekerjaan layak dengan upah, K3, jaminan sosial, dan hak 

berserikat yang baik. Perhatian khusus juga diperlukan bagi 

perempuan dan kelompok pekerja yang lebih rentan terhadap 

perubahan. 

Transisi tidak hanya menyangkut pekerja secara 

individual. Banyak daerah tumbuh bersama industri tertentu 

selama puluhan tahun. Ketika sebuah tambang, pembangkit, 

atau industri besar ditutup, dampaknya dapat menjalar kepada 

pedagang, transportasi, usaha kecil, pendapatan daerah, dan 

kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Karena itu, tidak 

boleh ada keputusan menutup atau mengubah industri tanpa 

rencana yang jelas mengenai perlindungan pekerja dan masa 

depan wilayah yang bergantung pada industri tersebut. 

Pada saat yang sama, transisi energi tidak boleh menjadi 

pintu masuk baru bagi privatisasi. Pergantian energi fosil 

dengan energi terbarukan tidak cukup apabila kepemilikan 

dan pengendaliannya justru semakin diserahkan kepada 

kepentingan swasta. Energi tetap merupakan kebutuhan dasar 

masyarakat. Pembangunan energi terbarukan harus 

memperkuat kepemilikan publik, menjamin akses universal, 

serta menyediakan pelayanan yang terjangkau. 

Melalui jalur publik atau public pathway, negara dan 

badan usaha publik harus menjadi penggerak utama transisi 

energi. Investasi dan pembiayaannya perlu dilakukan secara 

transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada 
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masyarakat. Transisi juga tidak boleh dibangun melalui skema 

utang yang pada akhirnya membuat rakyat harus membayar 

lebih mahal untuk memenuhi kebutuhan energinya. 

Serikat karena itu perlu menolak perubahan yang hanya 

mengganti sumber energi tetapi mempertahankan 

ketimpangan yang sama. Energi terbarukan tidak boleh 

sekadar menjadi pasar baru bagi akumulasi keuntungan 

swasta. Transisi hijau harus sekaligus menjadi jalan menuju 

pekerjaan yang layak, perlindungan sosial yang lebih kuat, 

pelayanan publik yang semakin baik, energi yang dapat 

diakses semua orang, serta pembagian manfaat ekonomi yang 

lebih adil. Perubahan sumber energi harus berjalan bersama 

perubahan menuju keadilan sosial. 

 

K. Ketimpangan Ekonomi dan Krisis 
Demokrasi 

Ketimpangan ekonomi bukan hanya persoalan perbedaan 

pendapatan. Ketimpangan menciptakan perbedaan kekuasaan. 

Kelompok yang menguasai kekayaan dapat memengaruhi 

kebijakan, media, pemilu, dan arah pembangunan. 

Pada saat yang sama, pekerja dapat mengalami 

penyempitan ruang demokrasi melalui pembatasan kebebasan 

berserikat, kriminalisasi aksi, pelemahan hak mogok, 

pengawasan digital, dan kebijakan yang dibuat tanpa 

partisipasi bermakna. 

Serikat pekerja mempunyai peran penting dalam 

menjaga demokrasi karena serikat mengorganisasi warga 

biasa, mengembangkan kepemimpinan, membatasi kekuasaan 
modal, memperjuangkan distribusi kekayaan, membela 

kebebasan sipil, dan membawa suara pekerja ke ruang 

kebijakan. 



 

 

MEMAHAMI SERIKAT PEKERJA   427 

Demokrasi politik tanpa demokrasi ekonomi akan selalu 

rapuh. Hak memilih menjadi tidak cukup jika sebagian besar 

kehidupan pekerja ditentukan secara sepihak oleh kekuatan 

ekonomi. 

 

L. Menganalisis Kondisi Internal dan Eksternal 
Strategi harus dimulai dari analisis. Serikat perlu 

mengetahui kondisi dirinya serta lingkungan tempat 

perjuangan berlangsung. 

Analisis internal mencakup jumlah dan sebaran anggota, 

tingkat partisipasi, kondisi keuangan, kualitas kepemimpinan, 

struktur komunikasi, kemampuan pengorganisasian, sistem 

pendidikan, kekuatan perempuan dan pekerja muda, kualitas 

administrasi, pengalaman perundingan dan aksi, dan konflik 

internal. 

Analisis eksternal mencakup kondisi perusahaan atau 

sektor, keadaan ekonomi, perubahan teknologi, kebijakan 

pemerintah, posisi pengusaha, perkembangan politik, opini 

publik, kekuatan serikat lain, jaringan masyarakat sipil, dan 

perkembangan internasional. 

Analisis tidak boleh hanya dilakukan oleh ahli atau 

pengurus pusat. Anggota harus dilibatkan karena merekalah 

yang mengalami langsung kondisi di tempat kerja. 

 

M. Memetakan Kekuatan dan Kelemahan 
Organisasi 

Pemetaan harus dilakukan secara jujur. Organisasi tidak 

menjadi lemah karena mengakui kekurangannya. Organisasi 

justru menjadi lemah apabila menutupi persoalan dan 

membesar-besarkan kekuatan. 
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Kekuatan dapat berupa anggota yang banyak dan aktif, 

kepemimpinan yang dipercaya, kedudukan strategis dalam 

produksi, keuangan yang mandiri, pengalaman aksi, jaringan 

luas, data yang kuat, sistem pendidikan, dan dukungan 

masyarakat. 

Kelemahan dapat berupa anggota pasif, pendataan tidak 

akurat, ketergantungan pada satu pemimpin, keuangan lemah, 

konflik internal, minimnya kader perempuan dan pekerja 

muda, komunikasi yang buruk, tidak adanya regenerasi, dan 

keputusan yang terlalu terpusat. 

Pemetaan bukan sekadar membuat daftar. Organisasi 

harus menentukan bagaimana kekuatan digunakan, 

kelemahan diperbaiki, peluang dimanfaatkan, dan ancaman 

dihadapi. 

 

N. Membangun Visi dan Menentukan Prioritas 
Organisasi 

Visi menjawab pertanyaan sederhana tetapi mendasar: 

kondisi seperti apa yang sebenarnya ingin diwujudkan oleh 

serikat pekerja? Pertanyaan ini penting karena organisasi tidak 

dibentuk hanya untuk menyelesaikan persoalan yang datang 

dari hari ke hari. Menangani kasus anggota, melakukan 

perundingan, mendampingi perselisihan, atau menghadapi 

kebijakan perusahaan memang merupakan pekerjaan penting, 

tetapi semua itu seharusnya bergerak menuju tujuan yang 

lebih besar. 

Visi memberikan gambaran mengenai keadaan yang 

ingin diperjuangkan dalam jangka panjang. Serikat dapat 
membayangkan tempat kerja yang lebih demokratis, 

pekerjaan yang layak dan memberikan kepastian, hubungan 

kerja yang bebas dari diskriminasi, serta pekerja yang 
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mempunyai suara dalam keputusan yang memengaruhi 

kehidupannya. Visi juga dapat melampaui tempat kerja 

dengan memperjuangkan pelayanan publik yang kuat, 

ekonomi yang lebih berkeadilan, perlindungan sosial bagi 

semua orang, dan masyarakat yang sejahtera. 

Tanpa visi, organisasi mudah bergerak dari satu kasus ke 

kasus berikutnya tanpa mengetahui apakah perjuangan 

tersebut membawa serikat semakin dekat kepada perubahan 

yang diinginkan. Visi membantu menghubungkan pekerjaan 

sehari-hari dengan tujuan jangka panjang. Persoalan upah, 

misalnya, tidak hanya dilihat sebagai tuntutan kenaikan 

sejumlah rupiah, tetapi sebagai bagian dari perjuangan untuk 

memperoleh kehidupan yang layak dan pembagian hasil 

ekonomi yang lebih adil. 

Namun, memiliki visi tidak berarti serikat harus 

mengerjakan seluruh persoalan sekaligus. Kemampuan 

organisasi selalu terbatas oleh jumlah pengurus dan anggota 

aktif, waktu, anggaran, serta kekuatan yang tersedia. Karena 

itu, serikat perlu menentukan isu mana yang harus mendapat 

perhatian lebih dahulu. 

Pemilihan isu prioritas dapat dimulai dengan melihat 

berapa banyak anggota yang terdampak dan seberapa dalam 

persoalan tersebut memengaruhi kehidupan mereka. Urgensi 

juga perlu dipertimbangkan. Ada persoalan yang masih dapat 

dipersiapkan dalam jangka panjang, tetapi ada pula masalah 

yang harus segera ditangani karena menyangkut PHK, 

keselamatan, hilangnya pendapatan, atau ancaman terhadap 

keberadaan organisasi. 

Pertimbangan lainnya adalah peluang untuk 

memenangkan tuntutan dan kemampuan isu tersebut 

membangun persatuan. Sebuah isu dapat menjadi sangat 

strategis apabila perjuangannya membuat lebih banyak 

anggota terlibat, melahirkan pemimpin baru, memperluas 
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keanggotaan, atau meningkatkan kepercayaan pekerja 

terhadap organisasi. Dengan demikian, serikat tidak hanya 

bertanya apakah sebuah persoalan penting, tetapi juga apakah 

perjuangan atas persoalan tersebut dapat memperkuat 

organisasi dan mempunyai hubungan dengan tujuan jangka 

panjang. 

Isu yang baik untuk pengorganisasian biasanya dirasakan 

oleh cukup banyak pekerja, mudah dipahami, mempunyai 

sasaran yang jelas, dan memungkinkan anggota mengambil 

bagian dalam perjuangan. Persoalan yang sebelumnya 

dianggap individual dapat berubah menjadi isu organisasi 

ketika diketahui bahwa banyak pekerja mengalami keadaan 

yang sama. 

Setelah menentukan prioritas, organisasi perlu 

menerjemahkannya menjadi sasaran yang jelas dan dapat 

diukur. Pernyataan seperti “memperkuat organisasi” memang 

terdengar baik, tetapi sulit digunakan untuk menilai kemajuan. 

Serikat perlu menjelaskan seperti apa organisasi yang lebih 

kuat itu dan perubahan apa yang ingin dicapai dalam jangka 

waktu tertentu. 

Sasarannya dapat berupa penambahan jumlah anggota 

dalam satu tahun, pembentukan kelompok inti di setiap bagian 

kerja, atau peningkatan partisipasi perempuan dalam 

kepemimpinan dan kegiatan organisasi. Dalam bidang 

hubungan industrial, sasaran dapat berupa penyelesaian 

perundingan PKB, perubahan status pekerja kontrak menjadi 

pekerja tetap, atau masuknya klausul transisi yang adil ke 

dalam PKB. Organisasi juga dapat menetapkan sasaran berupa 

pembentukan tim pengorganisasian dan peningkatan 

penerimaan iuran agar kegiatan dapat dibiayai secara lebih 

mandiri. 

Sasaran tersebut harus realistis berdasarkan kekuatan 

yang dimiliki, tetapi tidak berarti dibuat terlalu mudah. 
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Sasaran yang baik memberi organisasi sesuatu yang harus 

diperjuangkan dan memaksa seluruh bagian bergerak lebih 

maju. Dengan visi yang jelas, prioritas yang tepat, dan sasaran 

yang dapat diukur, pekerjaan sehari-hari tidak lagi berdiri 

sendiri. Setiap kegiatan menjadi bagian dari perjalanan yang 

lebih panjang menuju kondisi kerja dan masyarakat yang ingin 

diwujudkan oleh gerakan pekerja. 

 

O. Mengintegrasikan Pengorganisasian, 
Pendidikan, dan Aksi 

Pengorganisasian, pendidikan, dan aksi tidak boleh 

berjalan sebagai program yang terpisah. 

Pengorganisasian menemukan masalah dan melibatkan 

pekerja. Pendidikan membantu pekerja memahami masalah 

serta membangun kepercayaan diri. Aksi memberikan 

pengalaman menggunakan kekuatan kolektif. Setelah aksi, 

evaluasi menghasilkan pengetahuan baru yang memperkuat 

pengorganisasian berikutnya. 

Alurnya dapat berlangsung sebagai berikut: pertama, 

mendengarkan anggota; kedua, mengidentifikasi masalah; 

ketiga, memetakan tempat kerja; keempat, membangun 

kelompok inti; kelima, memberikan pendidikan; keenam, 

menyusun tuntutan; ketujuh, melakukan tindakan kolektif; 

kedelapan, berunding; kesembilan, mengevaluasi; dan 

kesepuluh, merekrut dan mengembangkan kader baru. 

Serikat yang hanya melakukan pendidikan akan 

menghasilkan anggota yang mengetahui banyak hal tetapi 

belum tentu bergerak. Serikat yang hanya melakukan aksi 
dapat menggerakkan massa tanpa membangun kesadaran. 

Serikat yang hanya merekrut anggota dapat memiliki jumlah 

besar tetapi rapuh. 
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Ketiganya harus menjadi satu siklus perjuangan. 

 

P. Mengalokasikan Sumber Daya 
Strategi tanpa sumber daya hanya akan menjadi daftar 

keinginan. Serikat harus mengalokasikan orang, waktu, uang, 

data, dan fasilitas berdasarkan prioritas. 

Anggaran mencerminkan arah organisasi. Jika serikat 

menyatakan pengorganisasian sebagai prioritas, tetapi tidak 

menyediakan anggaran bagi pengorganisir, pendidikan 

anggota, dan kunjungan lapangan, maka prioritas itu belum 

nyata. 

Pengalokasian sumber daya perlu mempertimbangkan 

kebutuhan pengorganisasian, pendidikan, advokasi, 

komunikasi, dana aksi, bantuan hukum, regenerasi, partisipasi 

perempuan, keamanan organisasi, riset, dan solidaritas. 

Serikat juga harus menghindari ketergantungan pada 

pengusaha atau pihak luar. Iuran anggota merupakan fondasi 

kemandirian karena memungkinkan organisasi menjalankan 

keputusan berdasarkan kepentingan anggota. 

 

Q. Monitoring dan Evaluasi Strategi 
Monitoring merupakan kegiatan memantau pelaksanaan 

strategi. Evaluasi menilai hasil, hambatan, dan pelajaran yang 

diperoleh. 

Pertanyaan monitoring dapat meliputi. Apakah kegiatan 

berjalan sesuai jadwal? Apakah anggota terlibat? Apakah 
sumber daya digunakan sesuai rencana? Apakah target 

sementara tercapai? Apakah kondisi eksternal berubah? 

Apakah strategi perlu disesuaikan? 
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Evaluasi tidak hanya dilakukan pada akhir program. 

Perubahan kondisi dapat menuntut penyesuaian strategi 

selama perjuangan berlangsung. 

Indikator tidak boleh hanya mengukur kegiatan. Jumlah 

rapat bukan ukuran keberhasilan jika tidak menghasilkan 

keputusan atau partisipasi. Jumlah pelatihan tidak cukup jika 

peserta tidak mengambil peran. Jumlah unggahan tidak berarti 

jika tidak mendorong tindakan. 

Serikat perlu mengukur perubahan pada kesadaran, 

keanggotaan, partisipasi, kepemimpinan, daya tawar, 

kebijakan, kondisi kerja, dan kesejahteraan anggota. 

 

R. Mengubah Anggota Menjadi Pelaku 
Perjuangan 

Organisasi yang kuat tidak hanya mempunyai anggota 

yang membayar iuran. Ia mempunyai anggota yang 

memahami masalah, mengambil keputusan, dan menjalankan 

perjuangan. 

Proses tersebut dilakukan melalui pemberian informasi, 

percakapan satu per satu, pendidikan, tugas sederhana, 

pendampingan, pengalaman aksi, evaluasi, peningkatan 

tanggung jawab, dan kesempatan memimpin. 

Pengurus tidak boleh mengerjakan semua tugas sendiri. 

Kebiasaan tersebut dapat terlihat efisien dalam jangka pendek, 

tetapi menghasilkan organisasi yang bergantung pada sedikit 

orang. 

Pemimpin yang baik bukan pemimpin yang membuat 

dirinya tidak tergantikan. Pemimpin yang baik menciptakan 

semakin banyak orang yang mampu mengambil tanggung 

jawab. Anggota bukan penonton yang dipanggil ketika 
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organisasi membutuhkan massa. Anggota adalah pemilik, 

pengambil keputusan, dan pelaku utama perjuangan. 

 

S. Dari Kekuatan Tempat Kerja Menuju 
Kekuatan Masyarakat 

Serikat membangun kekuatan dari tempat kerja, tetapi 

kehidupan pekerja berlangsung di tengah masyarakat. 

Persoalan upah berkaitan dengan harga kebutuhan pokok. 

Persoalan transportasi berkaitan dengan biaya hidup. 

Persoalan energi berkaitan dengan tarif dan pelayanan publik. 

Persoalan pekerjaan berkaitan dengan kebijakan industri dan 

pendidikan. 

Karena itu, serikat perlu menghubungkan perjuangan 

tempat kerja dengan perjuangan masyarakat. 

Kekuatan tersebut dapat diperluas melalui organisasi 

komunitas, koperasi, advokasi pelayanan publik, pendidikan 

masyarakat, kerja sama dengan petani dan nelayan, gerakan 

perempuan dan pekerja muda, kampanye lingkungan, 

perjuangan jaminan sosial, dan agenda politik kelas pekerja. 

Serikat harus hadir bukan hanya ketika anggota 

menghadapi kasus, tetapi juga ketika masyarakat menghadapi 

ketidakadilan. Kehadiran sosial akan memperkuat legitimasi 

gerakan pekerja. 

Pekerja bukan kelompok yang terpisah dari rakyat. 

Pekerja adalah bagian dari rakyat dan mempunyai 

kemampuan strategis karena berada di pusat produksi dan 

pelayanan. 
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T. Membangun Serikat yang Kuat dan Tangguh 
Serikat yang tangguh bukan organisasi yang tidak pernah 

mengalami kekalahan. Serikat yang tangguh adalah organisasi 

yang mampu belajar, menyesuaikan strategi, melindungi 

anggota, dan bangkit setelah menghadapi tekanan. 

Ciri-cirinya antara lain berpegang pada ideologi dan 

nilai, berbasis keanggotaan, dipimpin secara demokratis, 

mandiri secara keuangan, mempunyai sistem 

pengorganisasian, menjalankan pendidikan secara 

berkelanjutan, memiliki kepemimpinan kolektif, memberikan 

ruang bagi perempuan dan pekerja muda, mempunyai data dan 

administrasi yang baik, mampu berunding dan melakukan 

aksi, membangun jaringan, menggunakan teknologi secara 

aman, melakukan regenerasi, dan berani mengevaluasi diri. 

Ketangguhan juga dibangun melalui solidaritas. Ketika 

satu unit diserang, seluruh organisasi harus merasakan bahwa 

dirinya ikut diserang. Ketika satu kelompok memperoleh 

kemenangan, pengetahuannya perlu dibagikan kepada 

kelompok lain. 

 

U. Pekerja Kuat, Serikat Kuat, Rakyat Sejahtera 
Pekerja kuat bukan berarti pekerja yang menghadapi 

masalah sendirian. Pekerja kuat adalah pekerja yang sadar 

akan posisinya, mengetahui haknya, terorganisasi, dan 

bersedia bertindak bersama. 

Serikat kuat bukan hanya serikat yang memiliki kantor 

besar, pengurus terkenal, atau banyak kegiatan. Serikat kuat 

adalah serikat yang dipercaya anggota, mampu 

mengorganisasi, mandiri, demokratis, memiliki arah 

perjuangan, membangun solidaritas, dan menghasilkan 

perubahan nyata. 



 

 

  436   PANDUAN PRAKTIS | PUBLIC SERVICES INTERNATIONAL  

Kesejahteraan rakyat tidak lahir dari pertumbuhan 

ekonomi semata. Pertumbuhan dapat berjalan bersama upah 

rendah, pekerjaan tidak pasti, kesenjangan, dan rusaknya 

lingkungan. Kesejahteraan membutuhkan distribusi kekayaan, 

pekerjaan layak, jaminan sosial, pelayanan publik, serta 

demokrasi ekonomi. 

Serikat pekerja mempunyai peran strategis untuk 

mewujudkannya. Dengan memperjuangkan upah layak, 

serikat memperkuat daya beli masyarakat. Dengan 

memperjuangkan jaminan sosial, serikat melindungi keluarga 

dari kemiskinan. Dengan membela layanan publik, serikat 

menjaga hak rakyat. Dengan memperjuangkan demokrasi, 

serikat menjaga agar kekuasaan tidak hanya dikuasai oleh 

modal. 

Masa depan gerakan ditentukan oleh pilihan yang dibuat 

hari ini. Apakah serikat hanya akan mempertahankan anggota 

yang sudah ada, atau mengorganisasi mereka yang belum 

terlindungi? Apakah serikat hanya bereaksi setelah perubahan 

terjadi, atau ikut menentukan arah perubahan? Apakah 

organisasi bergantung pada beberapa tokoh, atau membangun 

ribuan pemimpin baru? 

Jawabannya harus dibangun melalui kerja organisasi 

yang nyata. 
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erikat pekerja bukan sekadar organisasi yang hadir 

ketika terjadi perselisihan. Serikat adalah tempat 

pekerja belajar, membangun kesadaran, mengorganisasi 

kekuatan, memperjuangkan hak, dan menentukan masa depan 

bersama. 

Buku Panduan Praktis Memahami Serikat Pekerja 

disusun untuk membantu pekerja dan aktivis serikat 

memahami organisasi secara lebih utuh. Pembahasannya 

bergerak dari pemahaman tentang kelas pekerja, sejarah dan 

ideologi gerakan buruh, solidaritas dan kekuatan kolektif, 

hingga bagaimana membangun organisasi yang demokratis, 

mandiri, dan dipimpin oleh anggotanya. 

Di dalamnya juga dibahas pengorganisasian, 

kepemimpinan, kesetaraan gender, pendidikan serikat, hak-

hak fundamental pekerja, advokasi, perundingan bersama, 

aksi kolektif, komunikasi, jejaring, solidaritas internasional, 

serta tantangan perubahan dunia kerja. 

Buku ini mengajak kita kembali pada satu pemahaman 

sederhana: kekuatan serikat tidak terutama terletak pada 

pengurusnya, melainkan pada anggota yang sadar, terdidik, 

terorganisasi, dan bergerak Bersama. Sebab pekerja yang kuat 

membutuhkan serikat yang kuat. 

 

S 

 

 


